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GUBERNUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT |

NOMOR  TAHUN 2020

VA

- TENTANG

KODEFIKASI AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR L
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a.

Mengingat A

bahwa berdasarxan Peraturan Gubernur Nomor 104
Tahun 2019 tentang Kodefikasi Akun pada’ Bagan Akun
Standar Pemerintah- Provinsi Kalimantan Barat telah
dltetapkan Kodefikasi Akun ‘pada Bagan Aku_ Standau
Pemerintah Daerah Provinsi Kahmantan Baré.i

bahwa Peraturan Gubemur Sebagalmana dlmaksu

perkemban@an -_j saat ini dan _'
penyempurnaan SIStem akuntan31

Nomor 104 Tahun 2019 perlu dlgantl, o .'

bahwa  berdasarkan . pertlmbangan :
dimaksud dalam = huruf & dan huruf
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kodeﬁk&s'
Akun ‘Pada Bagan Akun Standar Pemermtah Provms

Kahmantan Barat; S -

Pasal 18 ayat (6) Undancf-Undang Dasar Negara___
Repubhk Indonema Tahun 1945; - - -
Undang~Undang Nomor 25" -"I‘ahiiiﬁ.
Pembentukan Daerah Daerah

Indonesxa Nomor 1 106) Sl i
Undang-Undang Nomor - 23 ’I‘ahun 2014;_;_-
Pemeérintahan Daerah (Lembaran Negar ‘Republik
Indonesia - ’I‘ahun ' 2014 Nomor 244

Lembaran Negara Repubhk_ :
Nomor 5587) sebagazmana telah dmbah bcberapa kallf_g__f
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dan terakhir dehgan Undang—Undang Nomor 9 Tahun R
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-—Undang i
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah_-___' AL
(Lembaran Negara Republik  Indonesia- Tahun 2015° o
Nomor - 38, Tambahan Lembaran Negara Repubhk BE
Indonesia Nomor 5679); R S
4, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentanng-f‘f; o
Standar Akuntansi Pemerintahar (Lembaran Negara: =

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan i
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5165),

5. Pereturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang' '
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun' 2019 Nomor 42, Tambahanfﬂ'_'_ R
Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 6322) S

6. Peraturan Menteri Dalam. Negen Notnor' 64 Tahun 201355f
tentang Penerapan’ Standar. Akuntansl Pemermtahaﬁ';._j gt
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Bemta Negara:. ahe )
Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomcn 1495} ST R

7. Peraturan Gubeinur Nomor'ls Tahun _2_014 tentan"._l'i. e
Kebz;akan Akuntanm Berbaszs Akruai pada Peme_rmtah

Akrual” pada Pemermtah Prov1ns1 Kahman_
(Berita Daerah Provm& Kahmantara Barat Tahun 2019
Nomor132) - e T R T

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODEF‘IKASI AKUN

PADA BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT. '

. - BABI -
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Kahmantan Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah_;Se bag
unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah ' A

3. Kebijakan Akuntansi Pemermtah Daerah adaiah prmszp;prmszp, a
dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan dan- prakt1k~prakt1k SpeSlflk
yang dipilih oleh pemermtah daerah’ sebagal pedoman dalam menyusu
dan menyajikan laporan keuangan pemermtah daerah’ untuk meémenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka menmgkatkan
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keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, amaz pel mde,.-_g SR
maupun antar entitas. L e

4. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening”Kas'Umum” D'ael ah_f
yvang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam’ permde tahun: anggaran-"“_-' SRR
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerzntah daerah dan tldak per u.
dibayar kembali oleh pemermt&h daerah. -~ . et L

5.  Pendapatan-LO adalah hak pemer -intah. daerah yang dlakuz sebaga1 '
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan danf' R
tidak perlu dibayar kembali. - O R

6. Belanja adalah semua pengelualan dari Rekernng Kas Umum Daerah yang S
mengurangi Saldo Anggaran Lebih ‘dalam perzode tahun anggaran'f'i'_'
bersangkutan yang tidak akan d1peroleh pembayarannya kembah olehji_r,_
pemerintah. o

7. Beban adalah penurunan manfaat ekonormi atau poten81 Jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, ‘yang . dapat berupaf{__'. T
pengeluaran atau konsumsi aset atau tzmbulnya kewaﬁban i

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu d1bayar kembah e
dan/atau pengeluaran yang akan' diterima kembali, baik . pada 1 tahun“--
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun -anggalan
berikutnya. : . - o

9. Aset adalah sumber ciaya ekonom1 yang dlkuaseu dan/ atau dzm iki gleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari pemstwva masa. lalt dan dari man'a_
manfaat ekonom1 dan / atau soszal dl ‘masa. depan dih:arapkan ciapatfi_::

10. Kewajiban adalah utang yang f:1mbu1 dara perisﬁx -
penyelesaiannya mengakzbatkan ahran keluar sumber ”daya
pemerintah daerah. : oA

11. Ekuitas adalah kekayaan bersih- pemelmtah daelah .yang merupakan
selisih antara aset dan kewaglban pemermtah daerah o

12,

13.

kodefzkam dan klasifikasi ter kazt transak31 keuangan yang dzsus_
sistematis sebagai pedoman dalam: pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah ciaelah ST -- :

BAB pE
- TUJUAN

Pasai 2

Tujuan disusunnya Per aturan Gubez nur ini- Sebaga1 pedoman bagl Pemermtah
Daerah dalam melakukan- kodeﬁka& akun’ yang. menggambarka"'-f- truk

laporan keuangan secara lengkap, yang dlgunakan dalam pencatata
transaksi pada buku Jumal péngklasmkasmn pada - buku' besar,
pengikhtisaran pada neraca- saldo, dan penyapan pada laporan keuangan-"
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~ BABH
RUANG LINGKUP

Pasal 3 o |
Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini mehput1 S

(1) BAS dirinci sebagai berikut:
a. level 1 (satu} menunjukkan kode akun
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek
e {
£ (

level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek dan
level 6 (enam) menunjukkan kode sub rmcaan obyek

(2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat {1 ) hm uf a terdm atas: R
akun 1 (satu) menunjukkan aset; L S
akun 2 {dua) menunjukkan kewapban

akun 3 {tiga) menunjukkan ekuitas; .

akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan LRA
akun 5 (lima) menunjukkan belanja; = ..
akun 6 (enam) menunjukkan transfer; .- = .
akun 7 (tujuh) menunjukkan pemb1ayaan

akun 8 (delapan) menunjukkan’ pendapatan LO dan
akun 9 (sembilan) menunjukkan beban :

FER e Q0 T

(3) Rincian Kode akun sebagaimana dzmaksud pada ayat (2) ‘meliputi

a. Kode akun Neraca- (aset kewajiban,: ekuztas) sebagaimana tercantum' :

dalam Lampiran I yang merupakan baglan t1dak 'terpzsahkan da

Peraturan Gubernur ini;

b. Kode akun Laporan Realisasi Anggaran (pendapatan LRA belama __

transfer, pembxayaan] sebagaimana tercantum dalam Lamplran

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemu ni;

c. Kode akun Laporan Operasional (pendapatan -LO, beban) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 1 - yang merupakan _baglarl tldak“_ =

terpisahkan dari Peraturan Gubernur iniydan v :

d. Format Konversi Penyajian Neraca sebagalmana tercantum :;dalam

Lampiran IV yang merupakan bag1an tzdak ’Lerp1sahkan dam Peraturan?
Gubernur ini. C : R

. OBABIV
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 4 -. g
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gr 1bernur
Nomor 104 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Akun Pada Bagan Akun Standar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berzta Daerah Provinsi | Kahman’can’
Barat Tahun 2019 Nomor 105), dicabut dan dmyatakan t1dak: berlaku -
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Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dmndangk&n

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan - Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam @ Berita Daerah Plovmslj:_ SR

Kalimantan Barat.

thetapkan ch ' Pontlanak

Pada tanggai [ é"“‘éw 2020 -

li GUBERNUR KALIMANTANBARATf o

Diundangkan di Pontianak :
pada tanggal 12 . @k~ 2020

SEKRETARIS DAERAH L
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN & {f"@f}@ NOMGR




LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2020 . e
TENTANG KODEFIKASI AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR PEMBRINTAH - PROVINSI ©
KALIMANTAN BARAT e

KODE AXKUN NERACA (ASET, -KEWAJI’BAN', EKUITAS) . '

KODE AKUN URAIAN AKUN

1 1 ASET

11 ASET LANCAR

11 1 KAS DAN SETARA KAS

11 1 o1 KAS DI KAS DAERAH

11 1 01 01 Kas di Kag Daerah

1 1 1 01 01 01 Kas di Kas Daerah o

1 1 1 01 01 02 | Potongan Pajak dan Lainnya

1 1 1 01 01 03 | Kas Transitoris

11 1 01 01 ¢4 Dst.,.

1 1 1 02 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

11 1 02 01 Kas di Bendahara Penerimaan

11 1 02 01 01 Pendapatan Yang Belum Disetor -

11 1 02 01 02 Uang Titipan

11 1 03 KAS DI BENDAHARA P_E_ﬁGELUARA’N’

1 1 1 03 0 Kas di Bendahara Pengeluaran

1 1 i 03 01 01 Sisa Kas UP/GU/TU :

11 1 03 01 02 | Pajakdi SKPD yang Belum D1setor

11 1 03 0t 03 | UangTitipan

i 1 1 03 01 04 | JasaGiro

1 1 1 03 01 05 |KasLlainnya

11 1 04 KAS DI BLUD

1 1 1 04 01 Kas di BLUD _

11 1 04 01 61 Kas Tunai BLUD

11 1 04 01 02 Kas di Bank BLUD

1 1 1 04 01 03 | Pajakyang Belum Disetor BLUD

1 1 1 04 01 04 | Uang Muka Pasien RSUD/BLUD

1 1 1 04 01 05 | Uang Titipan'BLUD

11 1 05 KAS LAINNYA

1 1 1 08 01 Kas Lainnya

1 1 1 05 0% 01 | KasLainnya -

11 1 06 SETARA KAS .

11 1 06 01 Setara Kas - e

i1 1 06 0% 01 Setara Kas' Depom{o L :

11 1 06 01 02 | Setara Kas Surat Utang Negara/ Obhgam

11 2 INVESTAS! JAN GKA PENDEK

i 2 01 INV}JSTASI DALAM SAHAM

1 1 2 01 01 Investasi dalam Saham '

1 1 2 01 02 bst..

1 2 02 INVESTASI DALANI DEP(}SITO

11 2 02 01 Deposito Jangka Pendek : :

11 2 O3 INVESTASI DALAM SUN e

1 1 2 03 01 Investasi d_alam SUN

11 2 04 INVESTASI DALAM SBI '

11 2 04 0% Investasi dalam SBI '

1 2 05 INVESTASI DALAM SPN '

11 2 05 01 Investasi daldm SPN _

1 2 06 | INVESTASI JANGKA PENQI_?,K BLUD o

1 1 2 06 01 Investasi Janzka Pendek BLUD | '
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KODE AKUN URATAN AKUN
11 2 o7 INVESTASI JANGKA PENDEK LAINNYA
i1 2 07 6l Investasi Jangka Penidelk Lainnya
11 3 PIUTANG PENDAPATAN
11 3 ot PIUTANG PAJAK DAERAH
11 3 01 01 Plutang Pajak Kendaraan Bermotor
1 1 3 o0l 02 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1 &1 3 01 03 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1 1 3 01 04 Piutang Pajak Air Permukaan
1 1 3 01 05 Piutang Pajak Rokok
1 1 3 01 06 Dst...
11 3 o2 PIUTANG RETRIBUSI
11 3 02 01 Plutang Rétribusi Pelayanan Kesehatan =
1 1 3 02 02 Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor =
1 1 3 02 03 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetal Peta -
11 3 02 04 Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1 1 3 02 05 Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1 1 3 02 06 Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
11 3 02 07 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -
1 1 3 02 08 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Per tokoan :
11 3 02 09 Piutang Retribusi Tempat Pelelarigan
11 3 02 10 Piutang Retribusi Terminal
1 1 3 02 11 Piutang Retribusi Tempat Pengmapan 7 Pesanggrahan / Vllla
1 1 3 02 12 Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan' S
1 1 3 02 13 Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga o
1 1 3 02 i4 Piutang Reiribusi Penyebrangan Air: S o
1 1 3 02 15 Piutang Retribusi Penjualan Produk31 Us'xha D’lez ah
11 3 02 16 Piutang Retribusi Izin Trayek :
13 0217 Piutang Retribusi Izin Perikanan - ' S R
11 3 02 18 Piutang Retribusi Perpanjangan Izm Mempdccx _}akan Tcnaga Kcrja" EHe
Asing {IMTA) _ : . . S
11 3 03 PIUTANG  HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YAN G'_. DR
DIPISAHKAN S
11 3 03 31 Piuntang Bagian Laba atas ;:)enyez taan modal pada Pemsahaan Mzhi{'
Daerah/BUMD -
1 1 3 03 02 Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Pemsahaan Mihk.
Pemerintah /BUMN :
11 3 03 03 Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Pemsahaan M1hk_
Swasta . . . S
11 3 03 04 Dst...
11 3 04 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH Lo : :
1 1 3 04 01 Piutang Hasil Penjualan Aset Daelah Yang 'I‘ldak Diplsahkan
1 1 3 04 02 Plutang Jasa Giro _
1 1 3 04 03 Piutang Bunga deposito”
1 1 3 04 04 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah L
1 1 3 04 05 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanqan Pekerjaan Ly
11 3 04 06 Piutang Denda Pajak o : RN
11 3 04 07 Piutang Denda Retribusi
11 3 04 08 Piutang dari Pengembalian - :
11 3 04 09 Piutang dari Penyelenggaraan. Sckolah dan Dﬂ(lat
1 3 04 10 Piutang dari Penyelenggaraan Perdidikan dan’ Pelatzhan
11 3 04 1% Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan . -0
i1 3 04 12 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Dacrab
11 3 04 13 Piutang BLUD : :
i1 3 04 14 Dst...
I 1 3 05 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
I 1 3 05 01 PIUTANG BAGI HASIL PAJAK -
1 1 3 05 01 01 | Piutang Bagi  Hasil dari Pajak Buml dan Bangunan sektor
Pertambangan
1 1 3 08 0! 02 | Piutang Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Banganan sekior Pelke’ounfm il
1 1 3 05 01 03 | Piutang Bagl Hasil dari Pajalk Bumi dan Bangunan’ selior Perhutanan: |
1 1 & 05 0l 04 | Piutang Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan {PPh} Pasal 25 dan Pasal 29_"
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 SRt
11 3 05 01 03 ?’mtang Bag,i hasﬂ Cukai Hasil ’I‘embakau
1 1 3 05 0l 06 | Dst. :
HARD PRRANGRAY DARRAR | oo b gpana 1 L
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KODE AKUN URAIAN AKUN
11 3 05 02 PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM
1 1 3 05 02 01 | Piutang Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan
1 1 3 05 02 02 | Piutang Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
1 1 3 05 02 03 | Piutang Bagl Hasil dari Dana Reboisast -
11 3 05 02 04 | Piutang Bagi Hasil dari luran Tetap (LandRent) e
1 1 3 05 02 05 | Piutang Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan Iuran Elcsplonam (Reyalti}
1 1 3 05 02 06 Piutang Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Penkanan :
1 1 3 05 062 07 Piutang Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan -
1 1 3 05 02 08 | Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
1 1 3 05 02 09 | Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
1 1 3 05 02 10 | Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi =~
1 1 3 05 02 11 | Dst..
11 3 05 03 PIUTANG DANA ALOKASI UMUM (DAU)
1 1 3 05 03 01 Pintang Dana Alokasi Umum
11 3 05 04 PIUTANG DANA ALOXKASI KHUSUS (DAK)
11 3 05 04 0! Piutang DAK Bidang Infrastrukiur Jalan
11 3 05 04 02 Pintang DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
1 1 3 05 04 03 | Piutang DAK Bidang Infrastrultur Air Minum
11 3 05 04 04 Piutang DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
1 1 3 05 04 05 | Piutang DAK Bidang Kelnarga Berencana
1 1 3 05 04 06 i Piutang DAK Bidang Kehutanan o S
1 1 3 05 04 07 | Piutang DAK Bidang Peramahan dan’ Kawasan ?emuklman o
1 1 3 05 04 08 | Piutang DAK Bidang Kesehatan
1 1 3 05 04 09 | Piutang DAK Bidang Kelautan 'dan Perikanar _
1 1 3 05 04 10 | Piutang DAK Bidang Prasarana Pemerintahan @
1 1 3 05 04 11 Piutang DAK Bidang Transportasi Perdesaan
1 1 3 05 04 12 | Piutang DAK Bidang Perdagangan -
1 1 3 05 04 13 | Piutang DAK Bidang Lingkungan Hidup - ; ' o -
1 1 3 05 04 14 | Piutang DAK Bidang Sarana dan Prasarana Dae:ah Tertmggai {SPD’I‘} :
1 1 3 05 04 15 | Piutang DAK Bidang Pertanian B
I 1 3 05 04 16 Piztang DAK Bidang Eneérgi Pedesaan - .
11 3 05 04 17 | Piutang DAK Bidang Sarana dan Prasarana. Kawasan Perbatasan
11 3 05 04 18 | Piutang DAK Bidang Pendidikan _ : -
1 1 3 065 04 19 Piutang DAK Bidang Keselamatan Transparta& Darat
1 1 3 05 04 20 | Piutang DAK Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 1 3 05 04 21 | Piutang Tunjangan Profesi Guru PNSD' .+ . .
1 1 3 05 04 22 | Piutang Dana Tambahan Perighasilan Guru PNSD . T
1 1 3 05 04 23 | Piutang Dana Proyek Pemerintah Daerah 'dan Desentmhsas; Prov1n81
1 1 3 05 04 24 | Piutang Bantuan Operasional Sekolah g .
1 1 3 05 04 25 | Piutang DAK Bidang Administrasi Kepcndudukan '
1 1 3 05 04 26 | Piutang Tun_]angan Khusus Guru-
1 1 3 05 04 27 | Dst..
11 3 06 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH LAINNVA . .
1 1 3 06 01 Piutang Transfer Dana BOS Khrang Salur © © 7207
1 1 3 06 02 Dst...
11 3 07 PIUTANG TRANSFER PEMERIN'I‘AH DAERAH LAINNYA
1 1 3 07 01 Piutang Transfer Bagl Hasil Pajak’ Daérah 1 00
11 3 07 01 01 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daeral Kota Pontzanak _ o IR b
1 1 3 07 01 02 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah: Kabupaten Mempawah
1 1 3 07 01 03 | Piutang Trahsfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Singkawang’-
1 1 3 07 01 04 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Dacrah Kabupaten' S'mggau
1 1 3 07 01 05 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten' Sintang
1 1 3 07 01 06 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Huiu
1 1 3 07 01 07 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Dacrah Kabupaten Ke!;apang
1 1 3 07 01 08 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Landak
1 1 3 07 01 09 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajalc Daerah’ Kabupaten Bengkayang
1 1 3 07 01 10 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sambas |
1 1 3 07 01 11 Piutang Transfer Bagl Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sekadau
1 1 3 07 01 12 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupateén: Melawi
11 3 07 01 13 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daérah Kabupaten’ Kayong Utala .
1 1 3 07 01 14 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Ka‘bupaten Kubu Raya S
11 3 07 01 15 | Dst.. N
1 1 3 07 02 Piutang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lamnya '
1 1 3 07 02 01 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kot Pontianak . B T
1 1 3 07 02 02 | Putang Transfer Bagl ‘Hasil ~ Pendapatan Lamnya I{abupaten' SRR N
Mempawah™ . R L U .
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KODE AKUN URAIAN AKUN |

1 1 3 07 02 03 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kota Singkawang. = 7| . ¢!

1 1 3 07 02 04 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Sanggau - | =

1 1 3 07 02 05 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Sintang -

1 1 3 07 02 06 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lamnya Kabupaterz Kapuas-
Hula : :

1 1 3 07 02 07 Piutang Tr ansfer Bagi Hasﬂ Pendapaian Lamnya Kabupaten Kctapang;

1 1 3 07 02 08 | Piutang Transfer Bagi Hasil Peridapatan Lamnya Kabupaten Landak .. | [

1 1 3 07 02 09 | Putang Transfer Bagi - Hasil’ Pendapatan L'unnya Kabupaten‘
Bengkayang N

1 1 3 07 02 10 | Piutang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lamnya Kabupaten Sambas o

1 1 3 07 02 11 Piutang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Sekadaun’ j =7 070

1 1 3 07 02 12 | Piutang Transfer Bagi Hasil Penidapatan Lainnya Kabupaten-Melawi | 770 070

11 3 07 02 13 | Piuitang ’I‘ransfer Bagi Hasﬂ Pendapatan Lamnya Kabupai:en Kayong. I
Utara i

11 3 07 02 14 | Piutang Transfer Bagi Hasil ?endapatan Lamnya Kabupaten Kubu.
Raya . : :

1 1 3 07 02 15 | Dst..

11 3 07 03 Pintang Transfer Dst...

1 1 3 07 03 01 Piutang Transfer Lain- Iaxn '

1 1 3 o8 PIUTANG PENDAPATAN LAENNYA

1 1 3 08 01 Platang Pendapatan Lalnnya =

1 1 3 08 02 Dst...

11 4 PIUTANG LAINNYA RE TR RE T

11 4 o0} BAGIAN LANCAR TAGIHAN JAN GKA PANJANG - .' RS

11 4 01 01 Bagian. Lancar Tagihan Jangka Panjang :

1 1 4 01 02 Dst...

11 4 02 BAGIAN LAN CAR TAGIHAN. PINJAMAN JAN GKA PANJAN G KEPADA
ENTITAS LAINNYA . :

1 1 4 02 01 Bagian Lancar Tagihan ngaman kepadd dean Usaha Mlhk Negard

1 1 4 02 02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha' Mlkk Daerah

1 1 4 02 03 Bagian Lancar Tagihan P;njaman kepada Pemerintah

I 1 4 02 04 Bagian Lancar 'I‘aglhan ijaman kepada Pemc,rmtah Dael ah Lamnya

11 4 02 035 Dst... : - :

11 4 03 BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN AN GSURAH

1 1 4 03 01 Bagian® Lanear 'i‘ag:han Penjualan Angsuran Penj
Dinas Daerah Golongan III' : G

1 1 4 03 01 01 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pen_]ualan Rurnah Dlnas
Daerah Golongan IIT Tahap 1 : : .

1 1 4 03 01 02 | Bagian Lancar Tagihan: Penjualan Angsulan Penjualan Rumah Dlnas
Daerah Golongan III Tahap II e

1 1 4 03 01 03 | Bagian Lancar Tagih'm Penjualan Angsuran Penjualan umah Dinag
Daerali Golongan TH Tahap 1H :

1 1 4 03 01 04 | Bagian Lancar Tagihan- Pen_]ualan Angsm an Penjualan Rumah 3D1_ as
Daerah Golongan . Tahap 1V . .

1 1 4 03 0! 05 | Bagian Lancar Tagihan Pen_]ualan Angsulan Pcmualan_;Rumah Dmas
Daerah Golongan HI Tahap V-

1 1 4 03 02 Bagian Lancar Tagzhan Penjuaian Angsuran Pen;uaian Kendaraan
Peérorangan Dinas ..~ S

11 4 03 02 01 Bagian 'Lancar ’I‘aglhan Penjualan Angsuran Pcn_uz a1 “Kerdar
Perorangarn Dinas Roda Dua (2} 000000 e

1 1 4 03 02 02 | Bagian Lancar Tagihan Pengualan Angsuran Pen_]ualan Kenciaraan'
Perorangan Dmas Roda Empat (4} : : :

i1 4 03 03 Bagian Lancar Taglhan Pen;ualan Angsuran Pen_}ualan Kendaraan;
Dinas Operasional : i

1 1 4 03 02 01 Bagian  Lancar ’i‘ag1han Penjualan Angsuran Penj __alan Kendar an.'
Dinas Operasional Roda Dua {2} - : :

1 1 4 03 03 02 | Bagian Lancar Tagihan’ Penjualan Angsman Pen_}ualan Kendaraan :
Dinas Operasmn'ﬂ Roda Empat (4} . HEELT EREE -

11 4 03 04 Bagian Lancar ’I‘agxhan Penjualan Angsuran Dst

i1 4 03 04 01 Bagian Lanca1 Tagilian Pcn_}ualan Angsuran Dst

1 1 4 04 BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GAN'I‘I KERUGIA‘N DAERAH :

1 1 4 04 01 Bagian lancar Tuntutan Ganti. I{eruglan Daerah 'I‘erhadap Bendaham
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1 1 4 04 02 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kcr‘ugxan Daerah ’I‘emadap Pegawm
Negeri Bukan Bendahara :

11 4 05 UANG MUKA -

11 4 05 01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

1 1 4 05 02 Dst... : .

11 5 PENYlSIHAN PIU‘I‘AN G

11 5 01 PENYISIHAN PIU’I‘A‘NG PENDAPATAN

1 1 5 01 01 Penyisitian Piutang Pajak Daerah

1 1 5 01 o2 Penyisihan Piutang Retribiisi: : O RN R SR RE s o

1 1 5 0! 03 Penyisihan - Piutang Hasﬂ Pengclolaan Kekayaan Daérah seyangs|
Dipisahkan SR R e

i1 5 01 04 Penyisihan Plutang Lam 14 PAD yang Sah : : :

1 1 53 01 05 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah’ l}usat Dana Pc; 1mbangan

1 1 5 01 06 Penyisihar Piutang Transfer Pemerintah’ Daerah Lamnya -

1 1 5 01 07 Penyisihan Piutang Penciapatan Lamnya T o .

1 1 5 01 08 Dst... . :

11 5 02 PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA .0 e

1 1 5 0201 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan: Jangka Pangang S

1 1 5 02 02 Penyisihan Bagian Lancar Taglhan ijaman Jangka Pan;ang kepada
Entitas Lainnya -

11 &5 02 03 Penyisihan Bagmn Lanceu Taglhan Pen;ualan Angsm an

i1 &5 02 04 Penyisihan Bagian lancar ’I‘antuian Gariti Kemglan

1 1 5 02 05 Penyisihan Uang Muika g TR

1 1 5 02 06 Dst... - .

11 6 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

1 1 6 ot BEBAN PEGAWAI D{BAYAR DIMUKA

1 1 &6 01 01 Beban Gajidan: Tungangan le'tyar Dimui{a i

1 1 6 01 02 Beban’ Tambahan Penghasﬂan PNS D;b'lyar Dlmuka

1 1 6 01 03 Dst...

11 6 02 BEBAN BARANG DIBAYAR DIMUKA Ly

11 6 02 01 Beban Barang leayar Dlmuka R

1 1 6 02 02 Dst... -

1 1 6 03 BEBAN JASA DIBAYAR DIMUKA

1 1 6 03 01 Beban Jasa Dibayaz' Dimuka ¢

11 6 03 02 Beban Sewa’ D1bayal Dlmuka

11 6 03 03 Dst... i

11 6 04 BEBAN PEMELIHARAAN DIBAYAR DEMUKA

1 1 6 04 01 Beban Pemehharaan leayeu Dzmu}{a

1 1 6 04 02 Dst. : .

1 1 6 05 BEBAN LAINNYA :

i1 6 05 01 Beban Lamnya

11 6 05 02 Dst...

11 7 PERSEDIAAN D

1 1 7 ot PERSEDIAAN BAHAN PAKAZ HABIS

11 7 01 01 Persediaai ‘Alat Tulis Kanior e

11 7 01 02 Persediaarn Dokumen/Admmlsirasz Tencier R

1 1 7 01 03 Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu ijal

1 1 7 0l 04 Persediaan’ Perangko ‘Matérai Dan Benda Pos’ L'unnya

1 1 7 0l 05 Persediadi Peralatan Kebers1han Dan Bahan Pemiaersxh

1 1 7 0t 06 Persediaan Bahan Bakar Mmyak/ Gas: e

11 7 01 07 Persediaan Isi Tabung Pemadam’ Kebakal an

11 7 01 08 Persediaan Isi Tabung Gas- i S

i1 7 01 09 Per sedlaan Bahan Pakau Habls lamnya

11 7 02 PERSEDIAAN BAHAN/ MATERIAL

1 1 7 02 01 Persediaan Bahan baki’ bangunan : R

1 1 7 02 02 Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 000

1 1 7 02 03 Per sedlaan Bibit Ternak | o SN

1 1 7 02 04 Persediagn Bahan Obat- Obatan
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1 1 7 02 05 Persediaan Bahan Kimia® -
11 7 02 06 Persediaan Bahan Makanan Pokok
11 7 02 07 Persediaan Budidaya Perikaran
1 1 7 02 08 Budidaya Peternakan
11 7 02 09 Persediaan Komputer
11 7 02 10 Persediaan Alat Rumah Tangga .
11 7 02 11 Persediaan Suku Cadang : C PR
11y 7 02 12 Persediaan Barang Bercorak Keseman / Kebudayaan / Ola}naga R
1 1 7 02 i3 Persediaan Bahan/Material Lainnya . L
11 7 03 PERSEDIAAN BARANG LAINNYA . = e e
11 7 03 01 Persediaan Barang Yang Akan Di Berikan Kepada Masyarakat/ Plh"ak_'_ g
Ketiga . :
1 1 7 03 062 Persediaan Barang Untuk Dljuai kepada Masyarakat/ Pmal{ Ketlga
1 1 8 ASET UNTUK DIKONSOLIDASIRAN
1 1 8 0l RK SKPD
1 1 8 01 01 RK SKPD
1 1 8 0t 02 Dst...
1 2 INVESTASI JANGKA ?ANJANG B
1 2 1 INVESTAS] JAN GEA PANJANG NON PERMAN EN
1 2 1 01 INVESTAS{ JAN GKA PANJAN G KEPADA ENTI’I‘AS LA{NNYA
1 2 1 01 01 Investasi kepada Badan Usaha Milik’ Negara R
1 2 1 01 01 0t | Investasikepada Badan Usaha Mlhk Negara s
12 1 01 01 02 ) Dst.. L
1 2 1 01 02 Investasi kepada Badan Usaha Mﬂ:k Daerah S
1 2 1 01 02 01 |InvestasiPerusahaan Daerah Air Mmum vamsz N
1 2 1 01 02 02 | Investasi PT. Bank Kalimantan Barat™ - '
1 2 1 01 02 03 | Investasi Perusahaan Daerah Aneka usaha
12 1 01 02 04 Dst... :
2 1 01 03 Investasi Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1 2 1 01 03 01 | Investasi PT Asuransi Bangunan ASKRIDA
1 2 1 01 03 02 Dst... : B
1 2 1 02 INVESTASI DALAM OBLIGASI
1 2 1 02 01 Investasi dalam Obhgam
1 2 1 02 02 Dst...
12 1 03 INVESTASI DALAM PROYEK PEMBAN GUNAN
1 2 1 03 01 Investasi dalam Proyek Pernbangunan R
12 1 03 02 Dst... T
12 1 04 DANA BERGULIR
1 2 1 G4 01 Dana Berguhr
1 2 1 04 02 Dst... :
2 1 05 DEPOSITO JANGKA PANJANG :
1 2 1 05 01 Deposito Jangka Panjang :
1 2 1 05 02 Dst...
1 2 1 06 INVESTASI.NON PERMANEN LAINN‘YA
1 2 1t 06 01 Investasi Non Permanen Lalnnya
1 2 1 06 02 Dst...
1 2 2 INVESTASI JANGRA PANJAN G PERMANEN
1 2 2 01 PENYER’I‘AAN MGDAL PEMERINTAH DAERAH
1 2 2 01 01 Penyertaan Modal Képada BUMN
1 2 2 01 02 Penyertaan Modal Kepada BUMD . T PRt e
1 2 2 01 03 Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Mﬁﬂ«: Swasta ST
1 2 2 01 04 Dst... ST
12 2 o2 INVESTAS:I:'PERMAHEﬁ 'LAiNﬁYA g
1 2 2 02 01 Investasi Permanen Lamnya o
1 2 2 02 02 Dst... ! . .
HARD pammitﬁf’%‘fﬁ*’éggm'. .ﬁ@ﬁ@‘é‘m vl emsoa
HURUM O FEMRARARSS T o)

T — }i? R

e




KODE ARUN URAIAN AKUN

1 3 ASET TETAP
1 3 1 TANAH
1 3 1 01 Tanah
13 1 01 01 Tanah Persil
i3 1 01 02 Tanah Non Persil
1 3 1 ©1 03 Lapangan
13 2 PERALATAN DAN MESIN
1 3 2 01 Alat Besar
1 3 2 01 01 Alat Besar Darat
1 3 2 01l 02 Alat Besar Apung
1 3 2 01 03 Alat Bantu
13 2 o2 Alat Angkutan
1 3 2 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor
1 3 2 02 02 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
13 2 02 03 Alat Angkutan Apung Bermotor
i 3 2 02 04 Alat Anglkutan Apung Tak Bermotor
1 3 2 02 05 Alat Angkutan Bermotor Udara
1 3 2 03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1 3 2 03 01 Alat Bengkel Bermesin
1 3 2 03 02 Alat Bengkel Tak Bermesin
1 3 2 03 03 Alat Ukur
1 3 04 Alat Pertanian
13 04 01 Alat Pengolahan
1 3 2 05 Alat Kantor Dan Rumah Tangga
1 3 2 05 01 Alat Kantor
i3 2 05 02 Alat Rumah Tangga
13 2 05 03 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1 3 2 06 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar
1 3 2 06 01 Alat Studio
1 3 2 06 02 Alat Komunikasi
1 3 2 06 03 Peralatan Pemancar
1 3 2 06 04 Peralatan Komunikasi Navigasi
13 2 o7 Alat Kedokteran Dan Kesehatan '
1 3 2 07 01 Alat Kedoktieran
1 3 2 07 02 Alat Kesehatan Umum
1 3 2 408 Alat Laboratorium
1 3 2 08 01 Unit Alat Laboratoriam .
1 3 2 08 o2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nulklir
1 3 2 08 03 Alat Peraga Praktek Sekolah L
1 3 2 08 04 Alat Laboratorium Fisika Nulklir/ Elektmmi{a
13 2 08 05 Alat Protelsi Radiasi/Proteksi nglmngan - R Lol
1 3 2 08 06 Radiation Application And Nori Destructive '“E‘cstmg Labaratory Laumya i
13 2 08 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup - : i
1 3 2 08 08 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica - ' SRR
1 3 2 08 09 Alat Laboratm um btandamsa51 Kalibrasi Dan Insimmentast R
1 3 2 09 Alat Persenjataan
1 3 2 09 ¢l Senjata Api
1 3 2 09 02 Persenjataan Non Senjata Api
1 3 2 09 03 Senjata Sinar
1 3 2 09 04 Alat Khusus Kepolisian
1 3 2 10 Komputer
1 3 2 10 01 Komputer Unit
1 3 2 10 02 Peralatan Kemputer
1 3 2 11 Alat Eksplorasi
1 3 2 11 0t Alat Eksplorasi Topografi
13 2 11 02 Alat Eksplorasi Geofisika
1 3 2 12 Alat Pengehboran
1 3 2 12 01 Alat Pengeboran Mesin
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13 2 12 02 Alat Pengeboran Non Mesin
13 2 13 Alat Produksi, Pengoelahan Dan Pemurnian
1 3 2 13 01 Sumur
1 3 2 13 02 Produksi
1 3 2 13 03 Pengolahan Dan Pemurnian
13 2 14 Alat Bantu Eksplorasi
1 3 2 14 01 Alat Bantu Eksplorasi
1 3 2 14 02 Alat Bantu Produksi
1 3 2 15 Alat Keselamatan Kerja
1 3 2 15 01 Alat Deteksi
1 3 2 15 02 Alat Pelindung
13 2 15 03 Alat Sar
1 3 2 15 04 Alat Kerja Penerbarxgan :
1 3 2 16 Alat Peraga.
1 3 2 160 Alat Peraga Pelatihan Dan Pexcontohan
1 3 2 17 Peralatan Proses/ Produksx
13 2 17 01 Unit Peralatem Proses/Produksi
13 2 18 Rambu - Rambu
1 3 2 18 01 Rambu-Rambu Lali Lintas Darat
1 3 2 18 02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1 3 2 18 03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
13 2 19 Peralatan Olah Raga
1 3 2 19 01 Peralatan Olah Raga
13 3 GEDUNG DAN BANGUNAN
1 3 3 o1 Gedung Dan Bangunan &
1 3 3 €1 061 Bangunan Gedung Tempat Kerja
1 3 3 01 02 Bangunan Gedung ’I‘empat Tinggal
1 3 3 02 Monumen
1 3 3 02 01 Candi/Tugu Peringatan / Pr asastl
1 3 3 03 Banpgunan Menara )
13 3 03 01 Bangunan Menara Perambuan o
1 3 3 04 Tugn Titik Kontrol/ Pastl
1 3 3 04 01 Tugu/Tanda Batas _
1 3 4 JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 3
13 4 01 Jalan Dan’ Jembatan :
1 3 4 01 01 Jalan
1 3 4 01 02 Jembatan
1 3 4 02 Bangunan Air’
1 3 4 062 01 Bangunan Air Irigasi
1 3 4 02 062 Bangunan Pengairan Pasang’ Sumi .
1 3 4 02 03 RBangunan Pengembangan Rawa Dan’ Poidez _ : _
1 3 4 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggw:dangan Bencana A%am:'ﬁ
1 3 4 02 05 Bangunan Pengembangan Suinber Air Dan Air Tanah : :
1 3 4 02 06 Bangunan Air Bersih/Air Baku - :
1 3 4 02 07 Bangunan Ailr Kotor
13 4 03 Instalasi = - '
13 4 03 01 Instalasi Air Bersih / Air Baku-
1 3 4 03 02 Instalasi Air Kotor
1 3 4 03 03 Instalasi Pengolahan Sarnpah .
1 3 4 03 04 Instalasi Penpolahan Bahan Bangmian o
1 3 4 03 05 Instalasi Pembangkit Listrik
1 3 4 03 06 Instalasi Gardu Listrik - '
1 3 4 03 07 Instalasi Pertahdanan
1 3 4 03 08 Instalasi Gas
1 3 4 03 09 Instalasi Pengaman
13 4 03 10 Instalasi Lain
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1 3 4 04 Jaringan _
1 3 4 04 01 Jaringan Air Minum
1 3 4 04 02 Jaringan Listrik
1 3 4 04 03 Jaringan Telepon
1 3 4 04 04 Jaringan Gas
13 5 ASET TETAP LAINNYA
1 3 5 o1 Bahan Perpustakaan: _
1 3 5 01 01 Bahan Perpustakaan Tercetak o T
1 3 85 01 02 Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mlkro
1 3 5 01 03 Kartografi, Naskah Dan Lukzsan ' .
1 3 5 01 04 Musik :
1 3 5 0t 05 Karya Grafika {(Graphic Ma{emal) .
1 3 % 01 06 Three Dimensional Artefacs And Realita
1 3 5 01 07 Tarscalt
1 3 5 02 Barang Bercorak Keseman/ Kebudayaan/ Olahraga
13 5 02 01 Barang Bercorak Kesenian
1 3 5 02 02 Alat Bercorak Kebudayaan
1 3 5 02 03 Tanda Penghargaan
1 3 5 03 Hewan
1 3 5 03 01 Hewan Piarzan - .
1 3 5 03 02 Ternak '
1 3 5 03 03 Hewan Laiﬂnya
1 3 5§ 04 Biota Perau‘an . oo
1 3 5 04 01 Ikan Bersirip (szces/lkan Bezsamp) s Ll L
1 3 5 04 02 Crusten (Udang, Rajungan, Kepltmg, Dan Seb’mgsanya} o s I
1 3 5 04 03 Mollusca  {Kerang, ’llmm, . Cun'u Cuml Guuta, : Sxput Daﬁ 1o
Sebangsanya) g L S
1 3 5 04 04 Coelenterata (Ubur- Ubur Dan Sebangsanya} S o
1 3 5 04 05 Echinodermata (Tripang, BuhiBabi, Dan’ Sciaangs'mya)
1 3 5 04 066 Amphibia (Kodok Dan Sebangsany‘x} RN IR B
1 3 5 04 07 Reptilia  (Buaya, Penyu, . Kura~Kura, Blawak Ular A'ir' - '-Dah'; :
Sebangsanva :
1 3 5 04 08 Mammalia (Paus, Lumba Lumba, Pcsut Duyung, Dan Sebangsanya} :
1 3 5 04 09 Algae (Rumput Laut Dan -’I‘umbuh—Tumbuhan Laln Yang Hldup Di_i_
Dalam Ailr})- : :
1 3 5 04 10 Biota Perairan Lainnya
1 3 5 05 Tanaman
1 3 353 05 01 Tanaman
13 5 06 Barang Koleksi Non Budaya
1 3 5 06 0t Barang Koleksi Non Budaya™ =~
1 3 5 07 Aset Tetap Dalam Renovasi
1 3 &5 07 0l Aset Tctap Ddlam Renovasi
1 3 6 KONS’I‘RUKSI DALAM PENGERJ AAN
1 3 6 01 Konstruksi Dalani Pengerjaan ' '_ RO
13 & 01 01 Konstmk51 Dalam Pengm jaar -
1 3 7 AKUMULASI PENYUSUTAN
13 7 01 Akumulam Penyusutan Peralatan dan I\!Iesm .
1 3 7 01 01 Akumulasi’ Penyusui:an Peralatan dan Mesm
1 3 7 o2 Akumulasi Penyusutan Gedung ﬁan Bangunan - et
1 3 7 02 01 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1 3 7 03 Akumulasi Penyusutan Jaian, Irzgam, dan Jarmgan )
1 3 7 03 01 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irlgam, dan Jal mg&n
1 4 DANA CADANGAN :
14 1 DANA CADANGAN
1 4 1 o1 DA‘NACADANGAN S R S
14 1 01 01 Dana Cadangan Pembangunan Jembatan: Cod
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i 4 1 01 02 Dana Cadangan Pembangunan Gedung

1 4 1 01 03 Dana Cadangan Pembangunan Waduk

1 4 1 01 04 Dana Cadarnigan Penyelenggaraan Pilkada

1 4 1 01 03 Dana quangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasmnal {PON}

1 4 1 0l 06 Dst..

108 ASET LAINNYA

1 5 1 TAGIHAN JANGKA PANJANG

1 5 1 01 TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

1 5 1 01 01 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah’ Golongan 111 8 '

1 5 1 01 01 01 | Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daer ah Golongan i Tahap
I A SRR

1 5 1 01 01 02 | Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan HI Tahap'_ RO
11 '

1 5 1 01 01 03 | Tagihan Angsman Penjualan Rumah Dinas Daerah Golong’&n i Tahap :
111 I

15 1 01 01 04 | Tagihan Angsuran Pemualan Rumah Dinas Daerah Goiongan 1 Tahap‘f' Uk
v ;

1 5 1 01 01 65 | Tagihan Angsm an Penjualan Rumah Dinas Daerah Golong'm m ’I‘ahap'
v : :

1 5 1 01 01 06 | Dst..

1 5 1 0102 Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dmas S IR

1 5 1 01 02 01 | Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dznas Roda Dua R
@) TS Y

1 5 1 01 02 02 | Tagthan Angsuran Pen;ualan Kendaraan Perm angan Dmas Roda- T
Empat {4} S . :

1 5 1 01 02 03 ! Dst..

1 5 1 01 03 Tagihan Angsuran Penjualan: Kendaraan Dinas Operasmnai S

1 5 1 Ol 03 01 | Tagihan Angsuran Penjualan Kendar aan Dmas Operasmnal Roda Dua_;
(2) '

1 & 1 01 03 02 | Tagihan Angsuran Penjualan Kcndaraan Dmas Operaszon”d Rodaf
Empat (4} : : » :

1 5 1 01 03 03 | Dst... _

15 1 02 TUNTUTAN GAN'I‘I KERUGIAN DAERAH _

1 5 1 0201 Tuntutan Ganti Kerugxan Daerah Terhadap Bendahara :

1 8 1 02 01 01 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara’ Penerzma&n

1 5 1 02 01 02 | Tuntutan Ganti Kerugian Dacerah Tes hadap Bendahara Pc.ngeluaran

1 8§ 1 062 01 03 | Dst.. .

1 5 1 02 02 Tuntutan Gantx Kerugzan Daerah Terhadap Pegawai Negen Bukan'
Bendaliara e

1 5 1 02 02 0l | Tuntutan Ganti I\_emg1an Daez ah Terhadap Pegawax Negcn Bukan i
Bendahara - . . : o

15 1 02 02 02 | Dst.

1 5 1 02 03 Tunggakan Uang Yang Harus D:pertanggung;awahkan (UYHD)

1 8 1 02 03 01 | Tunggakan Uang Yang Haris szm tanggung]awabkan {UYHD)

1 5 1 02 03 02 | Dst..

15 2 KEMITRAA_N DENGAN PIHAK -KE’I‘IGA .

1 5 2 o1 SEWA

1 5 2 01 01 Sewa Tanah _

1 5 2 01 02 Sewa Peralatan dan Mesin

1 5 2 0l 03 Sewa Gedung dan Bangunan

1 53 2 01 04 Dst...

15 2 02 KERJASAMA PEMANFAATAN -

15 2 02 01 Kerjasama Pemanfaatan Tanah : SO

1 8 2 02 02 Kerjasama Pemanfaatan Peralatan-dan Mesin P

1 5 2 02 03 Kerjasama Pemanfaatan Gedung daii Bangunan

1 5 2 02 04 Dst... o
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1 5 2 03 BANGUN GUNA SERAH
1 5 2 03 01 Bangun guna serah Tanah
1 5 2 03 02 Bangun guna serah Gedung dan Bangunan
1 53 2 03 03 Dst...
1 5 2 04 BANGUN SERAH GUNA
15 2 04 01 Bangun serah guna Tanah
1 5 2 04 02 Bangun serah guna Gedung dan Bangunan
1 5 2 04 03 Dst,..
1 5 ASET TIDAK BERWUJUD
15 3 01 Aset Tidak Berwujud
1 5 3 01 0} Aset Tidak Berwujud
15 3 02 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1 5 3 02 01 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1 5 4 ASET LAIN-LAIN
1 5 4 01 Aset Lain-Lain
1 5 4 0l 01 Asct Lain-Lain
2 KEWAJIBAN
21 KEWAJIBAN JANGKA PE_NDEK
2 1 1 UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)
2 1 1 ot UTANG TASPEN
2 1 1 01 01 Utang Taspen
2 1 1 02 UTANG IURAN JAMINAN KESEHATAN
2 1t 1 02 01 Utang luran Jaminan Keschatan
2 1 1 03 UTANG PPH PUSAT
2 1 1 03 01 Utang PPh 21
2 1 1 03 02 Utang PPh 22
2 1 1 @3 03 Utang PPh 23
2 1 1 03 04 Utang PPh 25
2 1 1 03 05 Dst...
21 1 04 UTANG PPN PUSAT
2 1 1 04 01 Utang PPN Pusat
2 1 1 05 UTANG TAPERUM
2 1 1 05 01 Utang Tapérum
2 1 06 UTANG IURAN WAJIB PEGAWAI
2 1 1 06 01 Utang huran Wajib Pegawai -
2 1 1 07 UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA LAINNYA
2 1 1 07 0l Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lalnnya
2 1 i 07 02 Dst... .
2 1 1 08 UTANG JAMINAN
2 1 1 08 0% Utang Jaminan
2 1 1 08 02 Dst...
21 2 UTANG BUNGA
2 1 2 o1 UTANG BUNGA KEPADA PEMERINTAH
2 1 2 01 01 Utang Bunga kepada Pemerintaly - R
2 1 2 02 UTANG BUNGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA _' e
2 1 2 02 01 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lamnya o '
2 1 2 02 02 Dst... :
21 2 a3 UTANG BUNGA KEPADA BUMN/ BUMD
21 2 03 0l Utang Bunga Kepada BUMN .
2 1 2 03 02 Utang Bunga Kepada BUMD -
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2 1 2 04 UTANG BUNGA KEPADA BANK/LEMBAGA KEUANGAN BUKAN
BANK
2 1 2 04 01 Utang Bunga kepada Bank
2 1 2 04 02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank ..
21 2 05 UTANG BUNGA DALAM NEGERI LAINNYA
2 1 2 05 01 Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2 1 2 05 02 Dst...
21 2 06 UTANG BUNGA LUAR NEGERI
2 1 2 06 01 Utang Bunga Luar Negeri
21 2 06 02 Dst...
2 1 3 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
21 3 01 BAGIAN LANCAR UTANG DALAM NEGERI SEKTOR PERBAN KAN
2 1 3 01 0f Bagzan Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2 1 3 01 02 Dst.. o
21 3 o2 BAGIAN LANCAR UTANG DARI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN'-BANK:
2 1 3 02 o Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank-
2 1 3 02 02 Dst...
2 3 03 BAGIAN LANCAR UTANG PEMERINTAH PUSAT
2 1 3 03 01 Bagian Lancar Utang Pemeriniah Pusat
2 1 3 03 02 Dst...
21 3 04 BAGIAN LANCAR UTANG PEMERINTAH PROVINST LAINNYA
2 1 3 04 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya '
2 1 3 04 02 Dst...
2 1 3 05 BAGIAN LANCAR UTANG PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
2 1 3 05 01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2 1 3 05 02 Dst...
2 1 4 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
21 4 01 SETORAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DARI PIHAK I
21 4 01 o1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pilak I
2 1 4 01 02 Dst..
21 4 02 UANG MUKA PENJUALAN PRODUK PEMDA DARI PiHAK IH
2 1 4 02 01 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak IH
2 1 4 02 02 Dst...
2 1 4 03 UANG MUKA LELANG PENJUALAN ASET DAERAH o
2 1 4 03 01 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daergh - -
21 4 03 02 Dst...
21 4 04 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA LAINNYA
2 1 4 04 01 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2 1 4 04 02 Dst...
2 1 5 UTANG BELANJA
21 5 01 UTANG BELANJA PEGAWAI
21 5 01 01 Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
2 1 & 01 01 01 Uiang Belanja Gaji
2 1 3 01 01 o2 Utang Belanja Tunjangan
2 1 5 01 61 63 Utang Belanja Honorarium Non Pegawa1
2 1 5 01 01 04 | Utang Belanja Honorarium PNS
2 1 5 01 0l 05 | Utang Belanja Honorarium Non PNS
2 1 5 01 01 06 | Dst..
2 1 5 01 02 Utang Be!anja Tambahan Penghasilan PNS -
2 1 5 01 02 01 | Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kcr_]a
2 1 5 0! 02 02 | Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkany témpat thgas .
2 1 5 01 02 03 | Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasquan pertu‘nbangan
objektif lainya o
2 1 5 01 02 04 | Utang Belania Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD
2 1 5 01 02 05 | Dst... . . :
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KODE AXUN UR.AIAN AKUN

2 1 5 01 03 Utang Belanja Penerxmaan Lamnya Pimpman Dan Anggota Dprd'f s
Serta Kdh/Wkdh : :

2 1 5 01 03 01 | Utang Belanja Penunjang’ komumka& Insenuf Psmpman DFRD

2 1 5 0©1 03 02 | Utang Belanja Penunjang Operasaonal KDH/ WKDH

2 1 5 01 04 Utang Belanja Bidya Pemungutan I’endapatan Daerah R

2 1 5 01 04 01 Utang Belanja Biaya Pemungutan Pa_]ak Bunn dan Bangunan S

2 1 5 01 05 Utang Belanja Insentif Pemungutan Pa;ak Daerah

2 1 5 01 05 01 Utang Belanja Insentif ?Lrnungutan P"gak Daeiah

21 5 01 06 Utang Belanja Insentif Pemungutan Retrxhusi Daera‘n

2 1 5 01 06 01 | Utang Belan;a Insentif Pemungutan RctrlbuSI Daerah f_

2 1 5 02 UTANG BELANJA BARANG DAH JASA

2 1 5 02 01 Utang Belanja Jasa .

2 1 5 02 02 Utang Belanja Pemeliharaan” -

2 1 5 02 03 Utang Beélanja Perialanan Dinas -

2 1 &5 02 04 Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS . ST : :

2 1 5 02 05 Utang Belanja kursus; pelanhan sosxalssam cian blmblngan teknls PNS_

2 1 5 02 06 Utang Belanja Bahan Padlkai Habis - SR : i :

2 1 5 02 07 Utang Belanja-Bahan/ Material

2 1 5 02 08 Utang Belanja Makanan dan’ Mlnuman

2 1 5 02 09 Utang Belanja Pakaian : :

21 5 02 10 Utang Belanja Untuk c%iserahkan '

2 1 5 02 11 Utang Be%ama untuk ciigual

2 1 5 02 12 Dst...

21 5 03 UTANG BELANJA MODAL -

2 1 5 03 01 Utang Belanja Modal Tanah : R

2 1 5 03 02 Utang Belanja Modal Per alatar’ dan Mesin -0 Rt

2 1 5 03 03 Utang Bélanja Modal Gedung dan Bangunan | R 5

2 1 5 032 04 Utang Beélanja Modal Jalan; 1r1ga31 dan Jari mgan

2 1 5 03 05 Utang Belanja Modal Aset Tetap Lamnya S

2 1 5 03 06 Utang Belan;a Madal Asct Lamnya Sy

21 5 04 UTANG BELANJA SUBSIDI ' : A

2 1 5 04 01 Utang Belanja Subsidi kepada BUMN

2 1 5 04 02 Utang Belanja Subsidi kepada BUMD & AR

2 1 5 04 03 Utang Belahja Subsu:h kt,pada Plh'lk Ketlga Lamnya :

2 1 5 04 04 Dst.., :

21 5 05 UTANG TRANSFER PEMERIN’I‘AH DAERAH LAINNYA :

21 5 0501 Utang’ Transfer. Bagi Hasil: Pajak Daerah - .

2 1 5 05 01 01 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Pon _nak S

2 1 5 08 01 02 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Dderah Kabupatcn 5Mempawah

2 1 5 05 01 03 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kota: bmgkawang

2 1 5 05 01 04 | Utahg Transfer Bagi Hasil Pajalc Daerah Kabupaten Sangga

2 1 5 05 01 05 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daérah Kabupaten“Smta_ g

2 1 5 05 01 06 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak’ Daerah Kabupaten Kapuas Huiu

2 1 & 08 01 07 | VUtang Transfer Bagi Hasil’ Pajdk’ Dacrah’ ‘Kabupaten: Ketapang

2 1 5 05 01 08 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak: Daerah’ Kabupaten Landak :

2 1 5 05 01 09 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten: Bengkayang

2 1 5 05 0l 10 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Samb

2 1 5 05 01 11 | Utang Transfer Bagi. Hasil’ Pajak Daeralh: Ka‘aupa n_Sekada

2 1 5 05 0l 12 | Utang Transfer Bagi Hasil Pa_lak Dacrah Kabupaten Melawi 0

2 1 5 0% 0l 13 | Utang Transfer Bagi Hasil Pa_]ak Dacrah Kabﬁpatén Kayong Utara

2 1 5 05 01 14 | Utang ’i‘ransfer Bag1 Has11 Pa;ak Dar:,z'ah Kabupaten Kubu Raya-'-- i

2 1 5 05 01 15 | Dst.. . . o .

2 1 5 05 02 Utang Transfes Bag: Hasﬂ Pendapatan Lamnya :

2 1 5 05 02 01 Utang Transfer Bagi Hagil Pendapatan Lamnya Kota_Pontlanak_ :

2 1 5 05 02 02 | Utang Transfer Bagi Hasil Peridapatai’ Lainnya kabupaten’ Mcmpawah

2 1 5 05 02 03 | Utang Transfer Bagi Hagil Peridapatan Lainnya Kotd Singkawang - :

21 5 05 02 04 | Utang ’I‘ransfer Bagl Hasﬂ Pendapatan Lamnya Kabupaten'.Sangga

2 1 5 05 02 035

2 1 5 05 02 06

2 1 5 05 02 07

2 1 5 05 02 08

2 1 5 05 02 09
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KODE AKUN URAJAN AKUN

2 1 5 05 02 10 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Sambas -

2 1 5 05 02 11 | Utang Transfer Bagl Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Sekadau -

2 1 5 05 02 12 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Melawi

2 1 5 05 02 13 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Kayong
Utara

2 1 5 05 02 14 Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Kuibu Raya“

2 1 5 05 02 15 | Dst.

2 1 5 05 03 Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

2 1 &5 05 03 01 Utang Transfer Bantuan Keuangan Kota Pontianalk - :

2 1 5 05 03 02 | Utang Transfer Bantuan Keuangan kabupaten Mempawah

2 1 5 05 03 03 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kota Singlkatwang -

2 1 5 05 03 04 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Sanggau .

2 1 5 05 03 05 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Sintang

2 1 5 05 03 06 | Utang Transfer Bantuan Keuahgan Kabupatén Kapuéas Huh}

2 1 5 05 03 07 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Ketapang -

2 1 5 05 03 08 | Utang fransfer Bantuan Keuangan Keabupaten Landak

2 1 5 05 03 09 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Bengkayang

2 1 5 0% 03 10 | Utang Transfer Bantuan Kevangan Kabupaten Sambéas

2 1 5 05 03 il | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Sekadau -

2 1 5 05 03 12 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Melawi -

2 1 5 05 03 13 | Utang Transfer Bantuan Keuatigan Kabupaten Kayong Utara

2 1 5 05 03 14 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Kabu Raya .

2 1 5 03 03 15 | Dst.. : '

2 1 5 05 04 Utang Transfer Bantuan Keuangan Lainnya R

2 1 5 05 04 01 Utang Transfer Bantuan Keuanigan Partai Pohtﬁc R

2 1 5 05 04 02 | Dst.. R

2 1 5 06 UTANG BELANJA DST...

2 1 5 06 0% Utang Belanja Dst...

2 1 5 06 02 Dst...

2 1 6 Utang Jangka Pendek Lainnya

21 6 01 Utang Kelebihan Pémbayaran PAD -

2 1 6 01 01 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak

2 1 6 01 02 Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi : ' :

2 1 6 01 03 Utang Kelebihan Pembayaran Hasﬂ Pengelo]awn Kekayaan daerah yangi
dipisahkan . e .

2 1 6 01 04 Utang Kelebihan Pembayar: an Lain-lain PAD yang sah I

2 1 6 02 Utang Kelebihan Pembayaran’ Transfer - _ L S

2 1 6 02 01 Utang Kelebihan Pembay'aran Transfer. Pemermtah Pusat - Dana‘ 4
Perimbangan el

2 1 6 02 02 Utang Kelebihan Pembayal an Transfer Pemenntah Pusat Lalnnya

21 6 02 03 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah L'unnya

2 1 &6 02 04 Utang Kelebihan Pembayaran  Transfer’ Bantuan Kc,uangan dar :
Provinsi dan Pemer 1ntah Daerah Lamnya S S :

2 1 6 03 Utang Keleblhan Pembayaran Lam—Lam Pendapatan yang Sah L

2 1 6 03 01 Utang Kelebihaii Perbayaran Hibah' " o

2 1 6 03 02 Utang Kcleblhan Pembavyaran Pendapatan Lamnya :

21 6 04 Utang Transfer

21 6 04 01 Utang Transfer Bagi. Hasﬁ I’ajak ' :

2 1 6 04 01 01 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak: Daerah Kota Ponnanak S

2 1 6 04 Ol 062 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kabupflten Mempawah

2 1 6 04 01 03 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Da¢rah Kota Sitigkawang "

2 1 6 04 0l 04 | Utang Transfér Bagi Hasil Pajak Daerah-Kabupaten Sangg'lu :

2 1 6 04 01l 05 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daetah’ Kabupaten Sintang .

2 1 6 04 01 06 | Utang Transfer Bagi Hasil'Pajak Daerali Kabupaten Kapuas. Hulu5

2 1 6 04 0l 07 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah’Kabupaten: I&etapang :

2 1 6 04 01 08 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Landak’

2 1 6 04 01 09 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajalk Daerah ‘Kabupaten Bengkayang

2 1 6 04 01 10 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sambas: :

2 1 6 04 01 11 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sekadau

2 1 6 04 01 12 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daé¢rah Kabupaten Melaw; S

2 1 & 04 01 13 | Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daérah Kabupaten Kayong Utara® 790

2 1 &6 04 01 14 | Utang Transfer Bagi H’lsd Pa;ak Daerah Kabupa‘ien Kubu Raya SR

2 1 6 04 01 15 |Dst.. . _ S
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KODE ARUN
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2 1 6 04 02 Utang Transfer Bagi Hasil Pen&apa‘tan Lainnya _ ST
9 1 6 04 02 01 | Utang Transfer Bagt Hasil Penidapatan’ Lamnya Kota Pontlanak : _
9 1 6 04 02 02 | Utang TransierBagi Hasil Pendapat"m Lainnya kabupaten Mempawah
2 1 6 04 02 03 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kota Singkawang: ..
2 1 6 04 02 04 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya: Kabupaten Sanggau :
2 1 6 04 02 05 | Utang Transfer Bagi Hasil Peridapatan Lainnya: Kabupater Sintang
2 1 6 04 02 06 | Utang Transfer Bagi Hasﬂ Pendapatan Lalnnya Kabupaten Kap“uas
Hulu
2 1 6 04 02 07 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lamnya Kabupaten Kctapang
2 1 6 04 02 08 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupateri Landalk - -
2 1 6 04 02 09 | UtangTransfer Bagi Hasil Pendapdtan Lainnya Kabupaten Bengkayang
2 1 6 04 02 10 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Sambas -
2 1 6 04 02 11 Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Sekadau
2 1 6 04 02 12 | Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten Melawi 1
2 1 6 04 02 13 | Utang Transfer Bagi Hasﬁ Pendapatan Lamnya Kabupaten Kayong'. g
Utara

2 1 6 04 02 14 | Utang Transfer Bagi Hasil ?endapatan Lamnya Kabupaten Kubu Raya'g
2 1 6 04 02 15 | Dst.. R
21 6 04 O3 Utang Transfer Bantuan: Keuangan ke’ Pemerintah Daerah Lamnya ; S
2 1 6 04 03 01 Utang Transfer Bantuan Keuangan Kota Pontiahak: -
2 1 6 04 03 02 | Utang Transfer Bantuan Keusangan kabupatcn Mempawah
2 1 6 04 03 03 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kota’ Smgkawang
2 1 6 04 03 04 | Utang Transfer Bantuan Keuangan- Kabupaten Sanggau
2 1 6 04 03 05 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Sintang
2 1 6 04 03 06 | Utang Transfer Bantuan'Keuarigan Kabupaten Kapuas Hulu PR
7 1 6 04 03 07 | Utang Trassfer Bantuan Keuangan Kabupaten: Ketapang S
2 1 6 04 03 08 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten: Landak’” s
2 1 6 04 03 09 | Utang Transfer Bantuan Keuangan: Kabupaien Bengkayang
2 1 6 04 03 10 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Samibas S
2 1 6 04 03 11 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten ! Sekadau T
2 1 6 04 03 12 | Utang Transfer Bantuan Keuangan' Kabupaten' Melawi - R
2 1 6 04 03 13 | Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten: Kayong Utara - S
2 1 6 04 03 14 | Utang™T ran%fel Bantuan: Keuangan Kabupaten Kubu Raya SRR
2 1 6 04 03 15 | Dst.. :
2 1 6 04 04 Utang Transfer Bantuan Kéﬁ'angé.h 'ke'lje'.sé- SR
2 1 & 04 04 01 Utang ’I‘ransfer Bantuan’ Keuangan ke Desa PRt
21 6 04 05 Utang Transfer Bantuan Kepada Partm Pohtlk
2 1 6 04 05 01 | UtangTransfer Bantuan Kepada Partai: Pohuk
2 1 6 04 06 Utang Transfer Lam-lam
2 1 6 04 06 01 | UtangTransfer Lam lain _ _
2 1 6 05 UTANG JANGKA PENDEK LAiNNYA R
2 1 6 05 01 Utang Jang,ka Pendele’ Lmnnya g
2 1 6 05 02 Dst... -
2 2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2 2 1 UTANG DALAM NEGERI .
2 2 1 01 UTANG DALAM NEGERT SDK’I‘OR PER.BANK.AN o 'ﬁi_'f;
2 2 1 01 01 Utang Dalarm Negerl Sektcn Perbankan e
2 2 1 02 UTANG DARI LEMBAGA. KEUANGAN BUKAN BANK; Lo
2 2 1 02 01 Utang Dari Lembaga’ Keuangan Bukan Bank o
2 2 1 03 UTANG DALAM NEGERI- OBLIGASI
2 2 1 03 01 Utang Dalam Negeri- Obhgam T
2 2 1 04 UTANG PEMERINTAH PUSAT
2 2 1 04 01 Utang Pemerintah Pusat
2 2 1 05 UTANG PEML‘RINTAH DAERAH LAINNYA :
2 2 1 05 Q1 Utang Pemel mta?l Daerah Lmnnya o :
2 2 1 06 UTANG DALAM NEGERI LAINNYA
2 2 1 06 01 Utang Dalam Negeu Lamnya e SN
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2 2 2 UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

2 2 2 o0 UTANG JANGEA PANJANG LAINNYA

2 2 2 01 01 Utang Jangka Panjang Lainnya

3 EKUITAS

31 EXKUITAS

3 1 1 ERKUITAS

31 1 01 EKUITAS

31 1 01 01 Eluitas

3 1 1 02 SURPLUS/DEFISIT - LO

31 1 62 Q1 Surplus/Defisit - LO

3 1 2 ERKUITAS SAL

31 2 01 ESTIMASI PENDAPATAN

31 2 01 01 Estimasi Pendapatan

31 2 02 ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

31 2 0201 Estimasi Penerimaan Pembiayaan

3 1 2 03 APROPRIASI BELANJA

31 2 03 0t Apropriasi Belanja

31 2 o4 APROPRIASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

31 2 04 01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan - = g

31 2 05 ESTIMASI PERUBAHAN SAL

3 1 2 405 01 Estimasi Perubahan SAL

31 2 06 SURPLUS/DEFISIT - LRA

31 2 086 01 Surpius/Defisit - LRA

31 3 EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN )

31 3 01 RK PPKD

31 3 01 0t RK PPKD
KARD FERANGHAT DABRAH — e
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PENJELASAN URAIAN KODE AKUN NERACA = -

PENJELASAN :

ASET

Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomz yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa -
lalu dan dari mana manfaat ekofiomi dany/. atau sosial-di ‘masa depan
diharapkan dapat diperoleh, ~ bail’ oleh ™ pemermtah Jnaupun:

masyarakat, serta dapat diukur datam sathan uang, termasulk sumber |
daya non keuangan yang diperiukan untul’ penycdlaan tjasa ‘bagi | oo

masyarakat vimum dan sumber-siimbér daya yang ézpehhara karenq'
alasan sejarah dan budaya. . s - : '

ASET LANCAR

Digunakdn untuk mencatat aset yarg. d;har&pk’m segera dapat

direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam walktu 12 (dua |- s

belas) bulan seiak tanggal peiaporan ‘atau berupa kas dan setara kas.

Kas dan Setara Kas

Dlglnakan tntuk mencatat kas dan setara kas bempa uang tunaz dau
saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untui{
membiayai kegiatan pemermtahan . C

Kas di Kas Daergh

Kas di Kas Daerah

ngunczkan untuk mencatat Kas.di Rekenmg Pemermtah Daerah-

Provinsi Kalimantan Barat di Bank Umum Milik Daerah Kalimantan:|: :

Barat yang digunakan untuk menampung selumh ‘penerimaan daerah’

Provinsi Kalimantan Barat dan :membayar seiumh pcngcluazan_. e

daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Rupigh’

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan .

Diguriakan uniuk mencatat Kas di: Bendahara Peneumaan mencakup_
seluruh kas, baik itu salde rekening di bank meaupun ‘saldo: uang:

tunai, yang berada di bawah tariggung jawab bendahara’ ‘penerimaan’

yang sumbernya berasal dari pélaksanaan tugas pemenntahan dari
bendahara penerimaan yang ‘bersangktitan: Akun Kas di Bendahara
Penerimaan yang disajikan dalam néraca’ mencmmmk&n }{as yang:
benar-benar ada pada tanggal neraca: Mesklpun dalam ketentuarinya

para bendahara penerimaan  wajib . menyetor selumh penenmaan‘_ e
dalam waktu 24 {dua puluh- empat} Jam, namui’ tidak tertutup |
kemungkinan terdapat saldo penerimaan’. yang. ‘Belom disctorkan |
dalam rekening . bendahara - penerimaan..  Hal ‘tersebiit - dapat |- "
disebabkan oléh kondist - geograﬁs pertimbangan anhra bmya dani_'_ 1-'

manfaat, dan waktu pelayanan.

Kas di Bendahara Pengeluaran .

Kas di Bendahara Pengeluaran. .

Digunakan - untuk mencatat . Kas di Bondahara - Pengeluaz'an; SRR
merupakan: kas yang menjadx tanggung jawab/dikelola’ “oleh
Bendahara Pengeluaran yang herasal. dari-sisa’ Uang Yang: Harus_ S
Dipertanggungjawabkan (UYHD}/Sisa Perigisian Kas UP/GU/TU vangi.io
belum dipertanggungjawablkan/belum disetor ke kas' daerah hingga | -
tanggal neraca -awal. Kas di  Bendahara® Pcngeiuaran_m'encakup}. :

seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran ‘uang logam, _uemg

kertas, dan lain-lain kas yang termasuk di dalamnya adalah’ kas yang . i

berasal dari pajak vang dipungut tetapi: belum dlset()l%can Akun Kasf
di Bendahara Pengeluaran- yang ‘disajikan d’ﬂam “aerdcay]”
mencerminkan kds yang benar- benarada pada tanggal neraca ‘Dalam |-

saldo kas di bendahara pengeluazan juga termasuk penerimaan yang

harus disetorkan - kepada ‘pihak ketiga -berupa’ Utang Perhitungan

Pihak Ketiga yang merupakan pungutan/potongan pajak yang belum’
disetor oleh = bendahara . pengeéuaran ke KPPN ‘melalti’ bank:|:
persepsz/bank yang ditunjuk ‘samipal pada akliir perxode pelaporan e

Saldo kas ini berasal dari utang PPh pusat dan PPN pusat
Kas di BLUD :

Kas di BLUD

Digunakan | untuk mencatat Kés di- Badém .Layénén. Umum:
Daerah/BLUD merupakan kas'yang menjach tanggung Jawab/ dikelola‘|:

oleh Rumah Sakit, yang berasal dari-Kas Tunal BLUD; Kas di Bank __'Z:.:' SR
BLUD, Fajak yang Belum' Disetor - BLUD U’mg Muka Pas1enﬁ: Ay

RSUD / BLUD, Uang Titipan BLUD.

Kas Lainnya

KODE AKUN

1

11

1 1 o1

11 01 01
02

11 02 01

171763

1 1 03 01
04

1 1 04 0l

1 1 05

1 1 05 01

Kas Lainnya’

Digunakan unfuk mencatat Kas Lamnya dan Setma Kas, yang:

mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kag: yang

berada di bawah tanggung 3awab benciahara pengeiuaran yang buk&n e
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KODE AKUN . PENJELASAN : e |
berasal dari UP/GU/TU, baik itu saldo rckenmg di bank maupun sa%c%o dor
uang tunai. i

1 1 06 Setara Kas
1 1 1 06 01 Setara Kas
Digunakan untuk mencaiat setara kas surat, berharga
1 1 2 Investasi Jangka Pendek

Digunakan untuk mencatat investasi yang dapat segera dlcan kan dan | S
dimaksudkan untuk dimiliki 3 (tiga) bulan sampau dengan 12 (dua-.: R
belas) bulan. el e

i 1 2 01 Investasi dalain Saham
1 1 2 01 0Ol Investasi dalam Saham
Digunakan untuk mencatat investasi dalam saham
1 1 2 01 02 Dst...
Digunakan untuk mencatat investasi dalam saham lainnya
1 2 92 Investasi dalam Deposito
1 1 2 02 01 Deposito Jangka Pendek

Digunakan untik mencatat Investasi dalam Depos1t0 berjangka waktu e
3 (tiga) sampai 12 {dua belas) bulan . g0

2 03 Investasi dalam SUN
1 1 2 03 01 Investasi dalam SUN : : o
Digunakan untuk mencatat mvestam yang d11akukan oleh Pemer;ntah e
Daerah yang membeli - obligasi/SUN . pemer intahi-: pusat/Daerah. R
Obligasi/SPN dimaksud adalah surat utang: negara- kcpada plhak. ER
ketiga vang berjangka waktu kurang darz 12 (dua be}as) bulan

1 1 2 04 Investasi dalam 8BI
1 1 2 04 01 Investasi dalam SBI : : S :
Digunakan untuk mencatat investast dalam Scl tzflkat Banic Indonesn‘ R
(SEI] . . et IR
2 05 Investasi dalam 8PN
1 1 2 05 Q1 Investasi dalam SPN

Digunakdn untuk mencatat investasi daéam Surai Pemendahqzaan.
Negara {SPN) R ;
1 1 2 06 Investasi Jangka Pendek BLUD .
2 66 01 Investasi Jangka Pendelk BLUD . S ' A
Digunakan untuk meiicatat 1nvesta31 yang. dapat segera dlcalrkan dan' B
dimalksudkarn untuk dimiliki'3 {tiga) bulan sqmpm dengan 12 (dua '
belas) bulan dari Kas dan Bank BLUD -0 iin S
1 1 2 07 Investasi Janghka Pendek Lainnya
i 1 2 07 0] investasi Jangka Pendek Lainnva. . - : s
Digunakan untuk mencatat Investasi yang dllakukan oleh emermtah._. S
dalam bentulk selain dari deposxta dan’ obhgam yang bc1 Jang%:a waktu'“ T
kurang dari 12 {dua belas) buldan, . : . - _ St
1 1 3 Piutang Pendapatan
1 1 3 01 Piutang Pajak Daerah : : ER
Digunakan untuk mencatat’ pm%ang yang Umbul atas penddpatan..
pajak sebagaimana -diatr dalam unciang«»und&ng perpajakan yarig. |
berlaku untuk pajak daérah; ‘yang' behzm dﬂunam sampa1 dengan:_ i
akhir periode Iaporan kenangan.. S .. By

1 1 3 01 61 Phutang Pajak Kendaraan Bermotor .. . .. : s -
Digunaksin Untuk mencatat piutang Pajak Kendaraan Bermoter

i1 3 01 02 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: : :
Digunakan untuk mencatat: Plutang Bea Bahk \Tama i{endaraa
Bermotor :

1 1 3 0 03 Pintang Pajak Bahan Bakcu Kcndaraan Bermotor S :
Digunakan untuk mencatat: quiang PaJak Bahan Bakal Kenciaraarz R
Bermotor : L el :

1 1 3 01 04 Piutang Pajak Air Perrnukaan i
Digunakan untuk mencatat Plutang Paj‘zk Au Perm*akaan

1 1 3 01 05 Piutang Pajak Rokok S
Digunakan uniuk mencatat Pluiang Pajak Rokok

1 1 3 ¢l 06 Dst,.. i
Digunakan untuk mcncatat qutang Pa;ak Daerah Lamnya

1 1 3 02 Piutang Retribusi

Digunakan | untuk- mcncatat pmtang retnbum ‘mm‘i)ul Jlka hmggft'- :
tangpal faporan keuangan ada: taglhan retribusi’ sebag,&mnn'&j;
tercantum - dalam Surat  Ketetapan: ‘Retribusi: Daerah’ (SKRD) yang:
belum dilunasi oleh wajib bayar, retribusi: P1utang Retribusiidialai
apabila satuan kerja telal memberlkau pelayanan' 'e'sueu dcngan :
tugas dan fungsinya, . .- L o :

1 1 3 02 01 Piutang Refribiisi Pelayanan Kesehatan s ' LR
Digunakan untuk mencatat P1utang Retribusi: Pc.iayanan Kesehatan;':' AR
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1 3 02

02

Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Digunakan untuk mencatat Plutang Retribusi ‘Pengujlan Kendaraan
Bermotor,

1 3 02

03

Pintang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Penggant;an Biaya
Cetak Peta.

1 3 02

04

Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Pengolahan Limbah
Cair,

05

Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Digunakan untuk mencatat Piutang Reiribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang.

06

Piutang Retribusi Pelayanan Peadidikan

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan.

o7

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah, .

08

Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Pasar Grosir dan / atau

Pertolkoan.

09

Piutang Retribusi Tempat Pelelangan

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Tempat Pelelangarn.

16

Plutang Retribusi Terminal

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Terminal,

i1

Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa .

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Tempat Penglnapan/
Pesanggrahan/ Villa

12

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Digunakan . untuk mencatat Piutang Retribusi Pelayanan

Kepelabuhan.

13

Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Tempat Rekream dan.

Qlah raga.

i4

Piutang Reiribusi Penyebrangan Air

Digunakan tintuk mencatat Piutang Retribusi Penyebl angan Alr,

15

Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Digunakan untuk mencatat Piutang Retribusi Penjualan Pmduksz e

Usaha Daerah.

16

Piutang Retribusi Izin Trayek

Digunakan untuk mencatat Plutang Retribusi lzin 'I‘1 ayek

17

Piutang Retribusi Izin Perikanan

Digunakan untuk mencatat Plutang }'\’ctr}busz Izin Perlkanan

18

Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempckeu’akan Tenaga KCI‘_}&'

Asing (IMTA)

Digunakan untuk mencatat Pmtang Retrlbum ?erpamangan Izm'

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA}, -

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang: Dxprsahkan

Digunakan | untuk mencatat Piutang  Hasil. Pengelolaar: i_{ekayaan

Daerah yang Dipisahkan merupakan’ piutang daritransaksi’ yang
terkait denpan investasi pada - BUMD/Perusdd:Piatang - Hasil | o0 00 0
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang szmahkan diakui jika sampai | o000

pada akhir periode pelaporan hasil laba usaha (cash dzv1den) belum'
diterima cleh pemerintah. :

01

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Pemsahaan Mlilkn

Daerah/BUMD

Digunakan untuk mencatat Pmtang Baglan Laba atas penyertaan- i

modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

02

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Mlhk'

Pemerintah/BUMN

Digunakan untuk mencatat Plut'mg Baglan Laba atas penymta"m-

modal pada Perusahaan Milik Pemnerintah/BUMN.

03

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Mlilk.

Swasta

Digunakan' untuk mencatat Pmtang Bag1an Laba atas penyertaan e

modal pada Pemsahaan M11;k Swasta.

04

Dst...

Daerah yang Dipisahkan Laininya

Digunakan untuk mencatat Piutang Hasﬂ Pcngeloéaan Kekaya’m-_.

Piutang Lain-lain PAD yang.8ah

Digunakan -untuk wmencatat - Pidtang Lain- lam PAD yang bah"-

merupakan piutang dari transaksi yang terkait Pendapatan laiislam®
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KODE AXUN PERJ ELASAN
PAD yang sah diakui jika sampai pada akhlr penode pelapm an belum
diterima oleh pemerintah.

1 3 04 01 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dlp;sahkan
Digunakan untuk mencatat Piutang Hasil Perjjualan Aset Daer ah Yang
Tidak Dipisahkan yang merupakan penjualan asei tetap yang dimiliki.

1 3 04 02 Piutang Jasa Giro
Digunakan untuk mencatat Piutang Jasa Giro.

1 3 04 03 Plutang Bunga deposito L
Digunakan untuk mencaiat Plutang Bunga deposﬁzo :

1 3 04 04 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah : :

Digunakan untuk mencatat Piutang Ganti Rug1 atas Kekayaan Daer ah

sebesar nilai nominal © - yaitu - sejumlah o Tuntutani 0
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti’ Rugi. Kekayaan' Daerah ’FP/TGR Al
vang harus diterima dalam wakiu satit tahun, Untak’ mendapatkan' .

saldo Piutang Ganti Rugi - atas' Kekayaan ‘Daerah,” pada’ saat:| - ="
penyusunan neraca periu dihitung berapa baglan dan 'I‘P/ TGR yang_ :

akan jatuh tempo dalam tahun depan. :

1 3 04 05 Piutang Denda atas Keterlambatan’ Pelaksanaan Pekfn jaan A
Digunakan untuk mencatat Piutang- Denda atas Keteriambatan |-
Pelaksanaan Pekerjaan. S

I 3 04 06 Piutang Denda Pajak -

Digunakan untuk mencatat Piutang Denda Pajak

1 3 04 07 Piutang Dernda Retribusi
Digunakan untuk mencatat Piutang Denda Retrzbum

1 3 04 08 Piutang dari Pengembalian o
Digunakan untuk mencatat Piutang d'u"l Pengembahan ST

1 3 04 09 Piutang dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat o :
Digunakan untuk mencatat Plutang dar1 Penyelenggaraan Sekolah-
dan Diklat. . -

13 04 10 Fiutang dari Penyelenggara.’m Pend1d1kan dan Pelauhan BB TR
Digunakan untuk menecatat Pmmng darl Penyelenggaraan Pendldﬁcan R N
dan Pelatihan. . [ERE :

1 3 04 11 Piutang dari Angsuran/Cicilan. Penjuaian . 2 e SR
Digunakan untuk mencatat Piutang dari Angsuran / C1c:11an Pcn}ualan i B
yang merupakan penjualan ‘aset tetap yang dimiliki,: mlsalnya lelang | &0
kendaraan ‘roda empat ataw . penjualan angstran’ rumah. dinas: |0
Penjualan dapat dilakukan secara mengangsur. “Tagihan Penjualah'!’
Angsuran yang akan jatuhtéempo’ dalam jangka-waktu 12 bulan . 0
sejak tanggal pelaporan -akan d1rek§amf1kasx dan dlsa_]lkan tersendm"
dalam aset lancar. F :

1 3 04 12 Piutang Hasil dari Pemani’aatan Kekayaan Daerah o R
Digunakan untuk mencatat Pmtang Hasﬂ dan Pemanfaatan i{ekayaan-- I
Daerah, : T T Sk 4

1 3 04 13 Piutang BLUD
Digunakan unfuk mencatat Pmtcmg SLUD

1 3 04 14 Dst... : | e
Digunakan untuk mencatat qu{ang Lam-iam PAD - yang Sah Lamnya St

1 3 05 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - [t A
Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer: Pemerintaly Pusat Dana:- L
Perimbangan yang merupakan piutang’ yang Bersumiber. darl d’ma':
transfer penterintah . pusat | diakui -~ saat dlterbltkannya ‘Surat |’
Keputusan Menteri Keuangan teritang alokas; kulang bayar daua bag1 aE
hasil kepada pemerintah daerah . L

1 3 05 01 Piutang Bagi Hasil Pajak - : i . R P
Digunakan untuk mencatat Piutang. dana b'lg1 Euasﬁ dau pemermtah-f ¥
pusat dlhltung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjam bagian |
daerah yang belum ditransfer. Piutang darna bagi hasil ini diakui saat | =
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri- Keufmgan tentang- alokasy.
kurang bayar dana bagi hasil kepéda pemerm‘cah daerah. Pcmermtah'__ T
Daerah mengakui sebagai piutang ber sangkutan, apabﬂa Pernenntah{' e
Pusat mengakumya serta - menerb1t§mn Suatu dokumen yang sah-'_ AL
uniuk itu. i

1 3 05 02 Piutang Bagl Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

menjadi bagian daerah yang belum ditransfer.: qutang dana bagz hasil:
ini diakui saat diterbitkannya: Surat Keputisan Menteri Keuangan

daerah. Pemerintah Daerah mengakm sebagai piutang bersangkutan, i N
apabila Pemerintah Pusat mengakumya serta menerbltk"m suatu e
dokumen yang sah untak itu. : RN o
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1 3 05 03

Piutang Pana Alokasi Umum (DAU}

Digunakan untuk mencatat Piutang Dana Alokam Unrmm {DAU) dlakm w
apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah vang bélun
ditransfer, vaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU .
menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam |
satu tahun anggaran. Perbedaan tersébut ddpat dicatat sebagai hak”

tagih atau piutang oleh Pemeriniah - Daerah yang' bersangkutan, 1

apabila Pemerintah Pusat mengakuinya - serta menerbltkan suatu'

dokumen vang sah untuk itu,

1 3 05 04

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

Digunakan untuk mencatat Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
merupakan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah
Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitilmya, tetapi Pemerintah
Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada’ saat “itu dapat
diakui telah timbul piutang oleh pemda adalah sebesar jumish klaim
yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Pemerintah Dagrah’

mengakui sebagal piutang bersangkutan, apabﬂa ‘Pemeérintah Pusat’ o

mengalkuinya serta menerbitkan suatu dokumen vang sah’ untuk it

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

1 3 06 01

Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur

1 3 06 02

Digunakan untuk mencatat ?1utang Transfer Dana BOS Kul ang Salur :
Dst... g

Digunakan untuk mencaiat Pmtang Trans{er ?emermtah Lamnyq L
Piutang Transfer Pemerintah:Daerah Lainnya .. - o L

07 01

Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah .

Digunakan untuk mencatat Phutang dahabagi hasﬂ pajak darz' e

pemerintah * provinsi ke - pemerintah kabupaten/kota ‘dihitung i
berdasarkan selisih lebih dari Tencana penetapan bagi Thasil’ pajak:

terhadap redlisasi bagi hasil pajak masing-masing kabupaten/kota.’ S

Apabila alokasi definitif telah ‘ditetapkan dengan Surat: Keputut;an'

Gubernur,  tetapi masih | ada’. lebih’ - salur - ~atau - kewajiban S
kabupaten/kota yang belum dibayar sampai deng&n sikhir takun |
anggaran, maka jumlah yang beium d1bayar tersebut d1catat sebagax s

piutang.

Piutang T rans.fer Bagi Hasil Pendapatan Lamnya

Digunakan untuk mencatat P1utang Transfer Bagi Hasﬂ Pendapatan'-_ : . ;r_

Lainnya dari-pemerintah provinsi ke pemermtah kabupaten / kota

Piutang Transfer Dst...

Digunakan  untuk mcncatat Plutang, Transfer Pemenntah Daerah---
Lainnya RLRSEIY .

Piutang Peudapatan Lamnya

08 01

Piutang Pendapatan Lainnya

[

=
£

Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapdt'm Lammfa
Piutang Lainnya. | e

[

bt
-

01

Bagian Lancar Tagihan Jangka: ?anjang

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjatig

Digunakan untuk mencatat Bagian Lancear ’E‘aglhan Jangka Pamang :

Bagian Lancar Tagxhan Pm;aman Jangka Panjang kepada Ent:tas-'__
Lainnya o

Bagian Lancar ngman ijaman kepada Badan Usaha Mxhk Negard |

Digunakan untuk mencatat Baglan Lancar ’I‘agxhan ijaman kepad
Badan Usaha Milik Negara.” =

Bagian Lancar Tdgihan Pinjaman kepada Badan Usaha MIhk Dacrah .

Digunakan urtuk mencatat: Bag%an Lancar 'i‘aaxhan Plnjaman kepada
Badan Usaha Milik Daerah.’ i i

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman- kcpada Pernex mtah 5

Bigunakan untuk mencatat Baglan Lancar T'lg]han Pm}aman kepada_.-
Pemerintah.: :

Bagian Lancar Tagihan ‘r”’m;aman kf:pacia Pemermtah Daerah Lamnva-i

Digunakan untuk méncatat Bagian Lancar Tagman Pzrzjaman kep’zda'_ o
Pemerintah Daerah Lamnya ; : o S S

Dst...

Digunakan untuk mencatat Bagxan Lancar Taglhan Pm;aman Janglca 150
Panjang kepada Entitas Lainnya SR .. e

Bagian Lancar Tagihan Penjualan: Angsuran

Digunakan untuk mencatat ;Bagian ' Lancar. Taglhan Pcnjualan'-
Angsuran yaing merupakan penjualan;aset “tetap: yang: dimiliki, |
misalnya lelang kendaraan:roda. empat - atau pemualan angsuran':. :;3_-

rumah dinas, Tagihan atas penjualan aset . tetap . secara:|

ucﬂan/angsuran yang jatuh’ tempo pada satu penode akuniansa. :
berilkutnya.’ . L : Sl Sl
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Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran P(,njualan Rumah Dmas

1 4 03 01
Daerah Golongan III
Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar 'I‘ag;han Penjualan
Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan HI yang dibayar
secara cicilan/angsuran yang jatuh tempo pada satu penode
akuntansi berikutnya,

1 4 03 02 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pen;uaian Kendaraan
Perorangan Dinas
Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Pemuaian
Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang dibayar
secara cicilan/angsuran yang jatuh ‘tempo pada satu pulode
alcuniansi berikuinya. '

1 4 03 03 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjua}an Kcndmaan'
Dinas Operasional
Digunakan untuk mencatat Bagian Lancal I‘aglhan Penjualan
Angsuran Pen_]ualan Kendaraan Dinas - Operasmnal yang ‘dibayar’
secara cicildn/angsuran yang jatuh tempo pada satu permde‘
alcantansi berikutnyva.

I 4 03 04 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsus'an Dst...

Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Taglhdn Penjualan
Angsuran Lainnya yang dibayar secara cicilan/ .;mgsuran ‘yang jatuh
tempo pada satu periode akuntansi berikutnya,

1 4 04 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah .
Digunakan untuk mencatat Piutang Ganti Rugiatas Kekayaan Daerah
sebesar nilai nominal yaitu - sejumlah - Tuntutan:
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugl Kekayaan Daerah- (’I‘P/TGR)
yang harus diterima dalam waltu satu tahun. Tagihan Tuntutan Ganti-
Kerugian Daerah yang dibayar secara cmlan/angsuran yang Jamh.
tempo pada satu periode akuntansi berikutnya.. - -

1 4 04 01 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daersh ’i‘erhadap Bendahara g
Digunakan untuk mencatat Bagian lancar Tuntutan: ‘Ganti Kerugmn_ R
Daerah Terhadap Bendahara yarg dibayar secara cicilan/ angsuran ARt
yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikuinya. 4

1 4 04 02 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Dac;‘ah Terhadap Pegawcu
Negeri Bukan Bendahara - .
Digunakan untuk mencatat Bagian lancar 'I‘LGtutan G:mtl Kerugian:
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dibayar
secara cicilan/angsuran yang jatuh tempo pada satu pcrmde
akuntansi bertkuinya. .

1 4 05 Uang Muka
Digunakan untuk mencatat Uang Muka,

1 4 05 0} Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
Digunakan untuk mencatat Uang Muka Peng’tdaan Bal ang/ Jasa

1 4 05 02 Dst...

Digunakan untuk mencatat Uang Muka Lalnnya

1 5 Penyisihan Piutang ; o
Digunakan untuk mencatat Penylszhan pmtang tak tertaglh yang- SRR
merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkman tidak- dapat R
diterima pémbayarannya dimasa akarn ciatang éarl seseozang
dan/atau korporasi dan/atau entitas lain . : . '

1 5 01 Penyisihan Plutang Pendapatan

1 5 01 01 Penyisihan Piutang Pajak Daerah :

Digunakan untuk mencatat Penyisihan qutang Pajak Daerah

1 5 01 02 Penyisihan Phitang Retribusi
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang’ Retr1b1151 B : RN

1 5 01 03 Penyisihan: : Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daexah yang.
Dipisahkan 5y
Digunakan untuk mencatat Peny131han I—"iuiang Hasﬂ Pengelolaan -
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. . S S . '

1 5 01 04 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yvang Sah ) : A o P
Digunakarny untuk mencatat Penyisihan Pmtang Lam lam PAD y:m;b I EIRRIE R
Sah. ;

1 5 01 05 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perlmbang,an _ :
Digunakan untuk mencatat Persylszhan Pmtang Transfer Pcmcuntah:_ [
Pusat - Dana Perimbangan. : '

1 5 01 06 Penvisihan Piutang Transfer Pemerintah Dael ah Lamnya
Digunakan untuk mencatat Penylsman Plutang Transfer Pemm mtah'
Daerah Lainnva. . ; c

1 5 01 07 Penyisihan Piutang Pendapatan Lamnya .

Digunakan unmi«: mencatat Penwsman Pmta.ng Pendapatan Lamnya

1 5 01 08 Dst...

Dlgunakan untuk mencatat Pen;nsman Pmtang Pendapatan Lamnva
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Jod

1 5 02 Penyisihan Piutang Lainnya

ot

1 5 02 01 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Pamang

Digunakan untuk menecatat Penyisihan Bagian Lancar Tag1han
Jangka Panjang.

1 5 02 02 Penyisihan Bagzan Lancar Tagihan ijaman Jangka Panjang kepada'
Entitas Lainhya :

Digunakan untuk mencatat Peny;sﬂ’xan Baglan Lancaz‘ Taglhan.
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, : L

1 5 02 03 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Digunakan untuk mencatat Penyisihan Bagian . Lancar Tagzhan.
Penjualan Angsuran. . RN

1 5 02 04 Penyisihan Bagian lancar Tuntui_fm Ganti’ Kemglan :
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganﬁ e
Kerugian. e . IR

1 5 02 45 Penyisihan Uang Muka :
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Uang Muka

1 5 02 06 Dst...
Digunakan untuk mencatat Penyisihan Pmtang Lamnya

1 6 Beban Dibayar Dimuka:

Digunakan untik mencatat Beban yang: dibayar dlmuka untuk A
keperluan tertentu, yang manfaathya dapat d}terlma dalam penode- o
akuntansi vang bersangkutan. -

1 6 01 Beban Pegawai Dibayar Dinmtuka T
Digunakan untuk mencatat Beban Pegawai leavar Dlmuka

1 &6 01 01 Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimnuka G
Digunakan untuk mencatat Beban Gap d’m 'I‘l:anjangan Dzbayar_
Dimuka. ) '

i 6 01 02 Beban Tambahan Penghasﬂam PNS leayar Dlmuka :
Digunakan untuk mencatat Beban Tambahan Penghasﬂan PNS-
Dibayar Dimuka. c L [ o

1 6 01 03 Dst... ; o ISY
Digunakan unmk mencatat Beban Pegawm D:bayar Dxmuka hamnya ST

6 02 Beban Barang Dibayar Dimuka - S :
1 &6 02 01 Beban Barang Dibayar Dimuka .

Pigunakan untuk mencaiat Beban:Bar ang leayal D1muka

1 6 02 02 Dst...

Digunakan untuk mencatat Beban Barang Dsbavar Dn’nui{a Lamnya

6 03 Beban Jasa Dibayar Dimuka
1 6 03 01 Bebari Jasa Dibayar Dimuka - T
Digunakan untuk mencatat Beban Jasa leayar Dlmuka
1 6 03 02 Beban Sewa Dibavar Dimuka -

Digunakan untuk mencatat Beban Sewa D1baya1 Dzmuka

1 6 03 03 Dst,..

Digunakan untuk mencatat Beban Jasa D1bava1 Dimuka Lamnya o
i1 6 04 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka : e S

I 6 04 0] Beban Pemeliharaan Dibavar Dimuika

ngunai{an yntuk mencatat Beban Pcme%iharaan D1§3ayar Dlmuka

1 6 04 02 Dst..

D:gunakan untuk mencatat Beban Pemehharaan leayar Dlmuka_z

Lainnya .
6 05 Beban Lainnya
1 6 05 01 Beban Lainnya o
Pigunakan unfuk mencatat Beban Lanmya e
1 7 Persediaan :

Digunakan untuk mencatat. Pcz éaedlaan yang mempakan aset lancar.-_ :
dalam bentuk barang atau .perlengkapan yang. d1ma1<:sudkan untuk*'
mendukung -kegiatan operasional. pemerintah’ daerah; dan baxang— o o
barang yang dimaksudkan  untuk dijual’. dan/atau d1serah§<an-* L
dalam rangka- pelayanan kepada masyarakat termasuk balang yang_ s
nilainya dibawah minimum kapltailsam o R T :

1 7 01 Persediaan Bahan Pakai Habis'

Digunakan wuntuk mencatat, Fe:scdxaan Bahan Paka1 Habls yang‘-‘
digunakan sehari-hari perkantm an yang sccara langsung mcnun}ang e
kegiatan operasional pemerintah daet ah L Sl S

1 7 01 01 Persediaan Alat Tulis Kantor-

Digunakan untuk mencatat Per sed1aan Alat Tuhs Kantor

1 7 01 02 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

Digunakani untuk mencatat Persedmau Dokumen/Ac%mlmstrasL. s
Tender. ' :
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KODE AKUN PENJ ELASAN

1 7 0l 63 Persediaan Alat Listrik dan elektronik { lampu pijar, ijattery kermg)

Digunakan untuk mencatat Persediaan Alat Listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering}.

1 7 01 04 Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya

Digunakan untuk mencatat Persediaan Perangko, materal dan benda
pos lainnya.

1 7 01 05 Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Digunakan untuk mencatat Persediaan Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih.

1 7 01 06 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan Bakar Minvak/Gas.
1 7 01 07 Persediaan [si tabung pemadam kebakaran
Digunakan 'untuk mencatat Persediaan Isi tabung pemadam
kebakaran.
1 7 01 08 Persediaan Isi tabung gas
Digunakan untuk mencatat Persediaan Isi tabung gas.
1 7 01 @9 Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan Pakai Habis Eamnya
1 7 02 Persediaan Bahan/Material
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan/Material bempa bahan
baku . .
1 7 02 01 Persediaan Bahan baku bangunan
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan baku ba‘ngunan.
1 7 02 02 Persediaan Bahan/bibit tanaman
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan /bibit tanaman
1 7 02 03 Persediaan Bibit ternak
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bibit ternak
1 7 02 04 Persediaan Bahan obat-chatan
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan oijat-obatan
1 7 02 05 Persediaan Bahan kimia
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan kzmla
1 7 02 06 Persediaan Bahan Makanan Pokok 5
Digunakan untuk mencatat Peisediaan Bahan Makanan Pokok.
1 7 02 07 Persediaan Budidaya Perikanan
Digunakan untuk mencatat Per secisaan Bucizdaya Pcmkanan
7 02 08 Budidaya Peternakan :
Digunakan untuk mencatat Budzdava Peternakan -
1 7 02 09 Persediaan Komputer .
Digunakan untuk mencatat Persediaan Komputer .
1 7 02 10 Persediaan Alat Rumah Tangga e
Dipunakan uniuk mencatat Pérsediaan Alat Rumah Tangga
17 03 11 Persedigan Suku Cadang :
Digunakan untuk mencatat Per, sedman Suku (,adang .
1 7 02 12 Persediaan Barang Bercorak Keéenian/ Kebudayaan/Olahraga

Digunakan: untuk mencatat Persediaan.  Barang' - Bercorak: ;
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga. L e T

1 7 02 13 Persediaan Bahan/Material Lainnya SRR
Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan / Mate:mal Lamnya
1 7 03 Persedisan Barang Lainnya

Digunakan untuk mencatat Persediaan Barang Eamnya mempakan ST R I
barang-barang yang dimaksudkan . untuk o dijual “danyataui
diserahkan .dalam rangksa pelayanan kepada miasyar akat iermasuk
barang yang ‘nilainya dibawah minimum kapitalisasi.

1 7 03 01 Persedigan Barang Yang Akan Di Bemkan Kepada Masyamkat/ thak
Ketiga

Digunakan untuk mencatat Persedlaan Baraug Yang Akem Dl Bez‘lkem'-l S
Kepada Masyarakat/Pihak Ketigg -

1 7 03 02 Persediaan Barang Untuk Dijual kepada Masyara%{at/ Plhak Ketzg’x L

Digunakan untuk mencatat Persediaan Barang {}ntuk Dzjual kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga . :

1 8 Aset Unituk Dtkonsohdamkaﬁ

Digunakan uniuk mencatat Aset Untuk leonsohdamkan Laparan
keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah merupakan gabuhgan-
keseluruhan laporan keuangan entitds pelaporan atait” entitas
akuntansi termasuk Badan Layanan Uil Daerah; sehmgga tersajic
sebagai Laporan Keuangan - Pemerintah’ - Daerali.’ “Konsalidasi |
dilaksanakan dengan cara menggabungkan - (men_}umiahkan] 'ﬁmn_'

vang diselenggarakan oleh -entitas pelapman dan/atau entltas-'
akuntansi serta dengan mengehmmasz akin timbal bahk :
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KODE AKUN

PENJELASAN

1

8B 01

RK SKPD

1

8 01 01

RK SKPD

Digunakan untuk mencatat RK SKPD yakni jurnal pada SKPKD
digunakan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD
dengan PPKD  untuk dijadikan  sebagai laporan keuangan
konsolidasian,

INVESTASI JANGKA PANJANG

Digunakan untuk mencatat Investasi jangka panjang yang merupakan
investasi untuk dimililki lebih dari 12 {dua belas) bulan

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Digunakan untuk mencatat Investasi jangka panjang, nen permanen
yang merupakan investasi jangka panjang yang dimiliki secara tidak
berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam
jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir,
obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam  proyek
pembangunan,

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lamnya

01

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara

Digunakan untuk mencatat Investasi kepada Badan Usaha Mﬂ:k
Negara.

02

Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah

Digunakan untuk mencatat Investasi kepada Badan Usaha Milik
Daerah.

03

Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Digunakan untul mencatat Investasi kepada’ Badan Us'tha Milik
Swasta. :

[to3

04

Dst..

ngunakan untulk mencatat Investast Jangka Pamang kepada Entitas
Lainnya .

Investasi dalam Obligasi

[REY &7

1 02

01

Investasi dalam Obligasi

Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Obhgasz

i 02

02

Dst..

D;guna%can untuk mencatat Investasi datam Obl';gam Lamnya

1 03

Investasi dalam Proyek Pembangunan

01

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Digunalkan untuk mencatat Investasi dalam ?royek Pemi:»angunan

02

Dst...

Digunakan, untuk mencatat Investasi dalam Proyek Pemb’mgunan
Lainnva. . .

Dana Bergulir

—

04

01

Dana Bergulir

Digunakan untuk merncatat Dana Bergulir..

02

Dst...

Digunakan untuk mencatat Dana Berguhr Lainiiya

05

Deposito Jangka Panjang

01

Deposito Jangka Panjang

Digunakan untuk mencatat Deposito Jangkd Panjang

02

Dst...

1 06

Digunakan untuk mencatat Deposité’ Jangkd Pan)ang Lamnyd Sl
Investasi Non Permanen Lainnya o

01

Investasi Non Permanen Lainnya’

Digunakan untuk mencatat Deposito Jemgka Pamang Lamnya
Investasi Jangka Panjang Permaren :

Digunakan untuk mencatat Investasi jangka. pan_]ang permaneu yang

merupakan investasi jangka = panjang. yang' -dimiliki. secara: EE R

berkelanjutan. Investasi permanen  -tidak dlm'iksudkan ~lintuk | o
diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dmden cian/atau_-_ Bt

pengaruh yvang signifikan daiam Jangka panjang d’m/atau'_

menjaga hubungan keletnbagaan..

01

Penyertaan Modal Pemerinfah Daeféh

S]]

01

01

Penyertaan Modal Kepada BUMN -~

02

Digunalkan untuk mencatat Penvertaan Modal Kep'\dq BUMN
Penyertaan Modal Kepada BUMD ]

Digunakan untuk mencatat Penvertaan Modal Kepada BUMD

03

Penvertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik'Swasta

Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Kepada Baciér; Usaha 4
Milik Swasta, . . '

04

Dst,..

Digunakan untuk mencatat Penyer taan Mnda% Pemerm{ah Daerah
Lainnya .
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KODE AKUN

PENJELASAN

2 2 02

Investasi Permanen Lainnya

[

2 2 02 01

Investasi Permanen Lainnya

Digunakan untuk mencatat Investasi Permanen Lainnya,

3

ASET TETAP

Digunakan untuk mencatat Aset Tetap mcrupakan aset berwu_;ud
vang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ‘butan | untuk
digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, daldm kegiatan :

[l

pemerintah daerah atau dlmanfaatkan oleh masyarakat ufnum,
Tanah .

Tanah

Digunakan untuk mencatat rincian objek tanah persil, tanah’non
persil, lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam neégeri yang
mengatur mengenai penggolongan dan kodekaasr barang milik -
daerah. . Lo

TFanah Persil

Digunalkan untuk mencatat sub rincian objek pada tanah Persﬁ

Tanah Non Persil

Digunakan untuk mencatat sub rincian objeic pad'1 tanah Non Persil..

Lapangan

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada 1ap3ngan

Peralatan dan Mesin

Digunakan uniuk mencatat mesin-mesin dan kendaman bermotor,-
alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lamnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 {dua’belas) buldn dan
dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peraturan menteri dalam

milik daerah.

Alaft Besar

Alat Besar Darat

Digunakan untuk mencatat sub rincian ObjEk pacla Alat Bcsar Deu at.

3 2 01 oz

Alat Besar Apung

Digunakan untuk mencatat sub rincian ob}ek pada:Alat Besar Apung :

3 2 01 03

Alat Bantu

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Bantu

Alat Anghkutan

Alat Angkutan Darat Bermotor

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Angkﬁtﬁn_
Darat Bermotor. ' . e e

Alat Angiatan Darat Tak Bermotor

Darat Tak Bermotor.

Alat Anglkutan Apung Bermotor

Digunakan untuk mencatat sub rincian objels padaAlat Angkutan:
Apung Bermotor. R R RTy

Alat Angkutan Apung Tak Ber motox

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Angkuzan -
Anung Tak Bermotor. Lo e

Alat Anglcutan Bermotor Udara

Bermotor Udara.

Alat Bengkel Dan Alat Ukur

Alat Bengkel Bermesin

Digunakan untuk mencatat sub rincian objck pada Alat Bengkel.._
Bermesin ¥ S S

Alat Benglkel Tak Bermesin

Bermesin

Alat Ukur -

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Ukm

Alat Pertanian

Alat Pengolahan

05

Diganalan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Pengolahan
Alat Kanter Dan Rumah Tangga : R TE

w
BB

05 01

Alat Kantor

Digunakan untuk mencatat sui: rincian objek pada Alat Kantoz

Alai Rumah Tangga

Digunakan untuk mencatat sub r1nc:1an ob;ek pada Alat Rumah
Tangga Rt R

Meja Dan Kujisi Keria/Rapat Pejabat

Digunakan untuk mencatat sub rincian. objek pada Meja Dan I{u151
Kerija/ Rapat Pejabat : _ :

HARD ?&R&Ni&i{éﬂ‘ LARRAR ﬁ@lyfﬁf‘? 7 &%?RE}A 3 : o = 26 -:_ . ..
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negeri yang mengatur mengenai pénggelongan dan kodeﬁkasz barang' R

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Angkutém_'_ BN
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jury

3

2

06

Alat Studio; Komunikasi Dan Pemancar

3

2

06

01

Alat Studio

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Stucho .

3

2

Q6

02

Alat Komunikasi

Digunakan untuk mencatat sub rincian Objek pada Alat Kormunikasi

06

03

Peralatan Pemancar

Digunalkan untuk mencatat sub rincian obJek pada Pcralatan
Pemancar -

06

04

Peralatan Komunikasi Navigasi

Digunakan wuntuk mencatat sub rincian objek pada Peralatdn
Komunikasi Navigasi

07

Alat Kedokteran Dan Kesehatan

oy

07

01

Alat Kedokieran

Digunakan untuk mencatat sub rincian objck ;Jada Alat Kedokterara

07

02

Alat Kesehatan Umum

Digunakan untuk mencéatat sub rincian. ijek pada Alat I{esehatan.
Umum S . ; ]

08

Alat Laboratorium

LN

08

01

Unit Alat Laboratorium

Digunakan untuk mencatat sub rinecian objek pada Umt Alat_
Laboratorium . :

08

02

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Digunakan untuk mencatat sub rincian - ob}ek pada Umt Alat
Laboratorium Kimia Nuklir : : . :

08

03

Alat Peraga Praktek Sekolah

Pralctek Sckolah

08

04

Alat Laboratorium Fisika Nukilr/ Elektromka

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pa'da Aiat Laboratomum
Fisika Nuklir/Elektronika : :

08

05

Alat Proteksi Radiasi/Proteksi ngkungan

Radiasi/Proteksi Lingkungan

e

(8

06

Digunakan -untuk -mencatat. sub rincian - objek  pada:; Radxatwn:’.
Application And Non Destructive Testing Laboratory Lamnya

08

07

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup -

Lingkungan Hidup

08

08

Peralatan Laboratorium: Hvdrodmamlca

Digunakan ' untuk mencatat sub’ rmcmn objek pada Peralatan Ee
Laboratorium Hydrodinamica : '

08

09

Alat Laboratomum Standansam Kall‘m asi Dan Instmmentas1

Standarisasi Kalibrasi Dan Enstmmentasx

09

Alat Persenjataan

09

0]

Senjata Api

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Sen;ata A;n

09

02

Persenjataian Non Senjata Api

Senjata Api

09

03

Senjata Sinar

Digunakar untuk mencatat Sub rincian ob1ek pada Senjata Slnar

W]

09

04

Alat Khusus Kepolisian

Digunakan (untuk mencatat sub 111’2(21&11 objek pada A%at Khusus::
Kepolisian | SR RN . g

10

Komputer

10

01

Komputer Unit

Digunakan untuk mencatat Sub rmc1an ObJCk pada Kornputer Umt

10

0z

Peralatan Komputer :

Digunalkan : untuk mencatat sub rincian - objek pada Peralataﬂj'_ E
Komputer . : _. - .

11

Alat Eksplorasi

11

01

Alat Eksplorasi Topegrafi.

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Eksploram..
Topografi T At AL s

il

02

Alat Eksplorasi Geoﬁslka

Digunakan untuk mencatai sub rmcmn objek pada Alat Eksploram
Ceofisika sl L ST

12

Alat Pengeboran

12

01

Digunakan untuk mencatat sub Tincian ijek pada Alat Pezaga R

Digunakan untuk mencatat' sub rincian. ob;ek pada Aiat Protekm__

Radiation Application And Non Destructive Tes‘{mg Labm atory Lazrmya.: o

Digunakanuntuk mencatat sub r1n<:1an objek pad’x Aiat Laboratormm o

Digunakan untuk mencatat sub rincian Ob_](,k pada Pel senjaman Non : o

Alat Pengeboran Mesin

HUHUM B PEMRAKAREA
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KODE AKUN :

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Pengeboran
Mesin :

1 3 2 12 02 Alat Pengeboran Non Mesin
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pacia Alat Pengebm an
Non Mesin

1 3 2 13 Alat Produksi, Pengelahan Dan Pemurman

13 2 13 01 Sumur :
Digunakan untuk mencatdt sub rincian ob]ek pada Sumur :

1 3 2 13 02 Produksi
Digunakan untuk mencatat sub rincian obgek pada Pmdukm

1 3 2 13 03 Pengolahan Pan Pemurnian
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada I’engolahan Dan_
Pemurnian . . :

1 3 2 14 Alat Bantu Eksplorasi

1 3 2 14 01 Alat Bantu Eksplorasi Lo
Dlgunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Aéa.t Bantu
Eksplorasi < :

1 3 2 14 02 Alat Bantu Produksi
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek: pada Alat Bantu
Produksi '

1 3 2 15 Alat Keselamatan Kerja

1 3 2 15 01 Alat Deteksi :
Digunakan untuk mencatat aub rincian ohjek pada Aia‘{ Dctekm

1 3 2 15 02 Alat Pelindung
Digunakan untuk mencatat sub rmcxan obiek pada Alat Pelmdung

1 3 2 15 03 Alat Sar : :
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pacla Alat Sar

1 3 2 15 04 Alat Kerja Penerbangan S
Digunakan® untuk mencatat sub rmman obgek pada Alat Kerga--
Penerbangan . L _ s 2

1 3 2 16 Alat Peraga

1 3 2 16 01 Alat Peraga Pelatihan Dan Perconiohan . : :
Digunakan; untuk mencatat sub rincian- ob;ei«: pada Alat Pcraga:
Pelatihan Dan Percontohan ST _

1 3 2 17 Peralatan Proses/Produksi-

1 3 2 17 01 Unit Peralatan Proses/Produksi . : e e
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada.Unit-Peralatan-
Proses/Produksi R e

1 3 2 18 Rambu - Rambu

1 3 2 18 01 Rambu-Raribu Lalu Lintas Darat R T
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada’ Rambu-Rambi
Lalu Lintas Darat : R SRR

1 3 2 18 02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara _ i L
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada-Rambu-Rambu | -0 0
Lalu Lintas Udara T R N R R e Rea

1 3 2 18 03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut . . e e e e
Digunakan untuk mencatat sub r1nc1an objek‘ pada-Rambu-Rambu .| 00 00
Lalu Lintas Laut S T S

1 3 2 19 Peralatan Olah Raga

1 3 2 19 01 Peralatan Qlah Raga R T PRIy il IS B
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek' pada Peralatan Olah | -7
Raga _ _ e T T

1 3 3 Gedung dan Bangunan

1 3 3 01 Gedung Dan Bangunan L S
Digunakan untuk mencatat selumh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam i{eg;atan operasional ;
pemeriniah dan dalam kondisi siap dipakai sesuai ‘dengan’ pératuran: |’ R
menteri dalam negeri yang mergatar mengenal pcnggolongan dan EREea
kodefikasi barang milik daerah. : .

1 3 3 01 01 Bangunan Gedung Tempat Ke¥ja : :
Digunakan untuk mencatat sub rincian obiek pacia Bangun‘m Gedung :
Tempat Kerja : : ST . i

1 3 3 01 062 Bangunan ‘Gedung Tempat Tinggal : : -- o
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Bangurmn Gedung'_.
Tempat Tinggal : R ERT

1 3 3 02 Monumen -

1 3 3 02 01 Candi/Tugu Per mgatan/?rasastl : O
Digunakan -untuk mencatat sub rincian obgck pada Candx/?ugu--
Peringatan/Prasasti :
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1 3 3 03 Bangunan Menara

1 3 3 03 01 Bangunan Menara Perambuan :
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pacla Bangunan Menara
Perambuarn - :

1 3 3 04 Tugu Titik Kontroi/Pasu

1 3 3 04 01 Tugu/TandaBatas
Digunakan untuk mencatat sub rincian ob1ek pada ’I‘ugu / ’I‘anda Batas

1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan .
Digunakan untuk mencatat aset tetap. Jalan, Iragasx dan Bangunan
yang mencaicup jalan, irigasi, dan jaringan- . yang. dlbangun ‘oleh:| .-
pemerintah  daerah  serta dimiliki dan/atau. dikuasai ‘bleh
pemerintah daerah dan dalam: kondisi siap dxpakal sesudi dengan’} .
peraturan menteri dalam . negeri  yang- menga‘mr - mengenal_” S
penggolongan dan kodefilkasi barang mlhk daerah.” : e

1 3 4 01 Jalan Dan Jembatan :

1 3 4 01 01 Jalan '
Digunakan tntuk mencatat sub rincian objek pacia Jaian

1 3 4 01 02 Jembatan
Digunakan untuk mencatat sub rincian ob1ek pada Jembatan

1 3 4 02 Bangunan Air

1 3 4 02 01 Bangunan Air Irigasi '
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pdda B'mgunan Alr_
Irigasi R :

1 3 4 02 02 Bangunan Pengairan Pasang Surut By R B
Digunakan untuk mencatat: sub r1nc1an Ob_]ek pada Bangunan_ :
Pengairan Pasang Surut : ) it

1 3 4 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Poider Tl : S
DRigunakan  untuk mencatat sub rincian objek pada Bangunan._ [
Penpembangan Rawa Dan Polder ERTEI

1 3 4 02 04 Bangunan Pengaman Sung,ax/Panm & Penanggulangan Bencana'- A
Alam :
Digunakan un{uk merncatat sub rincian .objek® pada Bangunan_-
Pengaman Sungai/Pantai & Penanggilangan Bencana Alam -

1 3 4 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber ‘Alr DanAir Tanah . S
Digunakan untuk mencatat -sub . rincian objek pada Bangunan o
Pengembangan Surhber Air Dan Air Tanah B B I

1 3 4 02 06 Bangunan Air Bersih/Air Baku : .
Digunakan untuk mencatat sub rinciaiy’ objek pada Bangunan An"-
Bersih/Air Baku o - :

1 3 4 02 07 Bangunan Air Kotor : 3 T AT R PR
Digunakan ‘untuk mencatat sub rincian oi:;ek pada Bangunan Alz‘_- RN IR
Kotor : : S i

1 3 4 03 Instalasi

1 3 4 03 01 InstalasxA1rBer31h/Aeraku L | R S
Digunakan untuk mcncatatsub rincian objekpada InstalamAu Ber:—nh R TS R
[/ Air Baku | . e RS RS

1 3 4 03 02 Insialasi Air Kotor p :
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Ins%a}asx Air Kotor' '

1 3 4 03 03 [nstalasi Pengolaban Sampah : IR
Digunakan' untuk mencatat sub r1nc1an objek pada Enstala51' R
Pengolahan Sampah S L

1 3 4 03 04 Instalasi Pengolahan Bahan B’mgunan : ; : : Jo i
Digunakan: ‘untuk mencatat sub rmaan obgek pada instalaSI-_ C
Pengolahan. Bahan Bangunan ' o i

1 3 4 03 05 Instalasi Pernbangklt Listrik : S L e
Digunakan ' ‘untuk mencatat Sub 11n(:1an objek pada- Instalasi'| 15
Pembangkit Listrik ' : e L L e

1 3 4 03 06 Instalasi Gardu Listrik S A 01 RO T
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Instala& Gardu__ S
Listrik : _ : S SO

1 3 4 03 07 Instalasi Pertahanan : Ll : ERaT i) P
Digunakan untuk  mencatat sub rlnczan objek pada Instalam-- e
Pertahanan - s - Sl

1 3 4 03 08 Instalasi Gas _ R D
Disunakan untuk mencatat sub rincian abgek pada Instalas1 Gas

1 3 4 03 09 Instalasi Pengaman e
Digunakan - untuk mencatat sub rmfnan Ob_]ﬁk pada Instala&
Pengaman ! : : R --

1 3 4 03 10 Instalasi Lain

Dlgunakan untulc mencatat sith rmcnn Ob_](ik pada Ensiaiam Lam e g
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un

3 4 04

Jaringan

—

3 4 04 01

Jaringan Air Minum

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Jaringan Air
Minum

3 4 04 02

Jaringan Listrik

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Jaringan Listrik

3 4 04 03

Jaringan Telepon

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Jaringan Telepon

3 4 04 04

Jaringan Gas

Digunakan uatuk mencatat sub rincian objek pada Jaringan Gas

Aset Tetap Lainnya

Digunakan  untuk mencatat aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah: dan dalam kondisi siap dipakai sesuai dengan peraturan
menteri dalam negeri yang mengatur mengenai peénggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah.

Bahan Perpustakaan

Bahan Perpustakaan Tercetak

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Bahan
Perpustakaan Tercetak

Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Bahan
Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro

Kartografi, Naskah Dan Lukisan

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Kartografi, Naskah
Dan Lukisan

Musik

Digunakan untuk mencatat sub rincian obiek pada Musik

Karya Grafika (Graphic Material)

Digunalkan untuk mencatat sub rincian objek pada Karya Glaflka
(Graphic Material) .

Three Dimensional Artefacs And Realita

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Three Dlmensmn'zi
Artefacs And Realita

Tarscalt

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Tarscalt

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

Barang Bercorak Kesenian

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pacia Barang Bercorak
Kesenian :

Alat Bercorak Kebudayaan

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Alat Bercoral«:
Kebudayaan L . :

Tanda Pengharpgaan

Digunakan ' untuk mencatat sub rincian objek ‘pada Tanda
Penghargaan S S

Hewan

3 5 03 01

Hewan Plaraan

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Hewan deraan

3 5 03 02

Ternak

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada ’I‘emak

3 5 03 03

Hewan Lainnva

3 5 04

Digunalan untuk mencatat sub rincian objek pada Hewan Lamnva o
Biota Perairan .

Ikan Bersirip {Pisces/lkan Bersirip}

Digunakan -untuk mencatat sub rincian objek pada Ii{&n Belsmp'
(Pisces/lkan Bersirip) S

Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanyd)

Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pdda Cmstea (Udang,
Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)

Moilusca  (Kerang, Tiram, -Cumi-Cumi, (:urlta, S1put 13511}_

Sebangsanyal

Digunakan untuk mencatat sub rincian ob;ek pdda Moilusca {Kez ang,
Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya) - . :

Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)

Digunakan untuk mencatat sub- rincian ob_]ck pada Coelemcrma-
(Ubur-Ubur Dan Sebangsanya) '

Echinodermata (Tripang, Bulu Bahbi, Dan Sebangsanya}

Digunakan untuk mencatat sub rincian ohjek pacia Echmodermata- E
(Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)
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1 3 5 04 06 Amphibia {Kodok Dan Sebangsanya) :
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Amphlbla (Kodok
Dan Sebangsanyal

1 3 5 04 07 Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, U}az‘ An‘, Dan
Sebangsanya :

Digunalkan untuk mencatat sub rinclan objek pada Reptilia (Buaya,
Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya

1 3 5 04 08 Mammalia (Paus, Lamba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanva}
Digunakan untuk mencatat sub rincian-objek pada Mammaha {Paus,
Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya) : .

1 3 &5 04 09 Algae (Rumput Laut Dan Twmbuh-Tumbuhan Lain” chg Hldup D1
Dalam Air} .
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek pada Algae (Rumput
Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di-Dalam A1r)

1 3 5 04 10 Biota Perairan Lainnya
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek: pada Bzota Pcralran
Lainnya . :

1 3 5 08 Tanaman

1 3 5 05 0] Tanaman
Disunakan untuk mencatat sub rincian objek pada ’I‘anarnan

1 3 5 06 Barang Koleksi Nen Budaya

1 3 8 06 01 Barang Koleksi Non Budaya :
Digunakan untuk mencatat sub rincian objek padd Barang Koleksi
Non Budava y

1 3 5 o7 Asget Tetap Dalam Renovasi

1 3 5 07 Q1 Aset Tetap Dalam Renovasi .
Digunakan untuk mencatat sub rincian obgek padcx Aset Tetap Dalam
Renovasi . . ! ; ;

1 3 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1 3 6 01 Konstruksi Dalam Pengérjaan & :
Digunalan: untuk mencatat perbaikan aset tetap bukan m1hk suat:u
satuan kerja K/L atau SKPD, di dalam maupun ch luar enutas_
pelaporan yang memenuhi syarat kapxtahsam E :

1 3 7 Akumulasi Penyusutan :
Digunakan: untuk mencatat total nilai penyusutan sebagm aiokass
yang sistematis atas nilai suatu aset tefap yang dapat d1susutkan
(depreciable assets} selama - masa manfaat asct tetap yang:
bersangikutan. . :

I3 7 01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan. Mesin S
Digunakan untuk mencatat kumpulan alokasi yang sxstemaus atas
nilai Peralatan dan Mesin yang dapat dlsusutkan sclarna masa'.r :
manfaat aset yang bersangkiitan @ S : - :

1 3 7 02 Akumulasi Penyusutan Gedurg dan Bangunan . .
Digunalan untuk mencatat. lumpulan alokasi yang msicmaﬁs atds I
nilai gedung dan bangunan .yang dapat ézsusutkan selama masa_
manfaat aset yang bersangkutan . L R

1 3 7 03 AkumulasiPenyusutan Jalan, Irigasi, 'dan Jarmgan :

Digunakan untuk mencatat kumpulan alokasi yang’ s1stematzs atas B IR I
nilai jalan, irigasi dan jaringan’yang dapat dlsusutkan selama masa'f SR R
manfaat aset yang bersangkutan - s S S

1 4 DANA CADANGAN :

1 4 Dana Cadangan

1 4 1 01 Dana Cadangan o ;
Digunakan untuk mencatat dana cadangan, yarzg,, ci:smxhkan untuk : Sl
menampung kebutuhan yang mémerhikan dana: reiauf besar yang_ [ I e
tidak dapat'dipenuhi dalam satu tahun ANgEArAn. L : e '

1 5 ASET LAINNYA Ll g B
Digunakan untuk mencatat aset Eamnya yang mempakan asei,_
pemerintah daerah yang tidak ‘dapat diklasifikasikan .sebagai ‘asét-| "
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap ‘dan: dana cadangan e

1 5 1 Tagihan Jangka Panjang : PR
Digunakan untuk mencatat Jangka panjang yakm taglhan penjuaian ey
angsuran dan tuntutan ganti kérugiandasrah’™ = - . ; i R

1 5 1 01 Tagihan Penjualan Angsuran : e
Digunakan : untuk mencatat tagihan - penjua}an angsuran yang -
menggambarkan jumlah yang = dapat diterima’dari - -penjualan‘i .
aset  pemerintah  daerah . secara angsumn/czcﬁan kepadaf B
pegawai/kepala daerah pemerintah dacrah . : S

i 35 1 01 01 Tagihan Angsuran Penjualail Rumah- Dinas Daerah Golongzm IIE

Digunaian untuk mencatat. Tagihan Angsuran ; Penjuaian Rumah

KARD PERANGHAT DABRAH | SRS BEHDA : E - ok 3_1
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penjualan - Rumah Dinas Daerah Golongan III

dapat diterima dari ¥
pegawax/kepa%a daerah- '

secara angsuran/ c1c1§an kepada
pemerintah dderah :

5 1 01 02

Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dmas

Digunakan untuk mencatat Tagihan Angsuran Penjualan Kenc}araan'
Perorangan Dinas yang menggambarkan . jumilah - yang
giterima . .dari  -penjualan Kendaraan Perorangan Dmas secdara
angsuran/cmﬂan kepada _ pegawal,’kepala
daerah -

wn
ot

01 03

Tagihan Angsuran Pen;ualan Kenclaraan Dlnas Operaszonal

Digunakan untuk mencatat Tagihan Angsuran Penjualan’ Kendaraan
Dinas Operasional yang menggambarkan . jumlah - yang dapat'
diterima  dari
angsuran/cicilan kepada -

‘daérah-
daerah s

pegawm/ kepala

02

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Digunakan untuk mencatat Tuntutan’ Ganti Kemgmn Daerah berupa I
sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan’ uang yang i

harus dikembalikan  kepada - negara/daez ah ‘oleh: séseorang atail: '

badan yang -telah miclakukan . perbuatan ‘melawan’ hukum baik

sengaja matipin lalai. Tuntutan Garxu Rugi ini‘diakui kenka putusan;
tentang kasus TGR terbit yaitu: berupa : Surat
Pembebanan - Penegantian Kerdgian (SKP2K).

Tuntutan Ganti Kerugian :Daerah Terhadap: Bendahala L .

Digunakan: untuk rmencatat “Tuntutan: Gant

dinilai dengan -uang .-yang - harus - dikembalikan .
negara/daerah oleh bendahaxa yang lqarena pexbuatanny& meianggarj _
hukum atau melalaikan kewajiban yang’ dlbebankan kepadanya yang.|
secara langsung merugikan keuiangan atau. kekayaan daerah sehmgga"’
bendahara wajib mengganti kerugian: tersebdt. : :

Tuntutan Ganti Keruglan Daerah ’i‘e1hadap Pegdwaf N’cgen Bukan_ :
Bendahara 4

Digunakan: untuk mencatat ’I‘uniutan Gant1 Kemgmn D‘zemh.
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Benc{ahara bempa squmlah uaﬂgf
atan barang yang dapat ‘dinilai; dengan lang:oyang harus
dikembalikan = kepada : négara/daerah’ oleh: pegawa negeri bukan:
bendahara yang - karena - perbuatannya’ melanggar - hukum “ataus
melalaikan  kewajiban yang d1bebankan kepadanya yang secma'_
langsung merugikan - ketiangan atau’ kekayaan daerah sehmgga_‘ :
bendahara wajib  menpganti’ kerugian tersebut. - 5

02 G3

Tungegakan Uang Yang Haris D:pertanggung]'iwabkan (UYHD}

Pigunakan': untuk  mencatat
Dipertanggungjawablkan (UYHD) yang bclum d1set01

ke kas daerah}'
hingga tangga} reraca awal :

Kemxtman dengan Pihak Ket:ga

Digunakan untuk mencatat Aset- Lamnya bempa Kemltz“aan Dcngan-i
Pihak Ketiga herupa pcrjanp.an “antara’ dua: plhak ata_u. ebih. ang:_"
mempunyai - komitmen  untuk’ melaksanakan e keg1atan

usaha yang dimiliki."Bentuk kemitraan tersebut: antara lain bempaf
Sewa, Kerjasama Pemanfaatan Bangun guna serah dan Bangun guna-_
serah, : : _ . : ; :

01

Sewa

BRigunakan unt"ak mencata!, Sewa 'nerupa pemanfaatan barang mlhk;
daerah oléh: pihak - lain ‘dalam Jangka waktin tertentu dcnganf
menerima rm‘mlan ang tunail Sewa ‘diakui’ ‘pat (S '
perjanjian kerjasamay/ kermtraan, yaitu ‘dengan’, perubahan' k]asﬁ‘%kagg
aset dari aset tétap menjadi aset Iamnya kerjasama/ kemltraan “SEWE.

02

Kerjasama Pemanfaatan . .00

Digunakan' , untuk _.mencatat Ker;asama Pemanfaatm eI RS
pendayagunaan Balang Ml’ilk Daerah oleh plhak iam d'ﬁam Jan ca |

sumber pembiayaan lamnya Keljasama
diakui pacia saat -terjadi pcrjamlan kerjasama/kemltraan, :
dengan pembahan klamﬁkam aset dan aset tetap men_}ad; aset Iamnya 1k
kcrgasama—pemanf’tatan (KS?) .

03

Bangun guna serah

Digunakan untuk mencatat Bangun Guna Se:ah —_':BGS (Buﬂd :
Operate, 'I‘1ansfer— BOT} yakni:statii - bentuk kerjabama bcrupa'

pemanfaatan aset: pemermtah daerah oieh p:hak keilga/mvestor
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dengan cara pihak ketiga/investortersebut mendmkan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya’

dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan - kembali
bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya . kepada
pemnerintah: daerah  setelah berakhwnya jangka waktu = yang
disepakati {masa konsesi]. Dalam  perjanjian mipencatatannya

dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat 'sebesar’
nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah’ kepada . pihak:
ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang

berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

5 2 04

Bangun serah guna

Digunakan untuk mencatat Bangun Serah Guna- BSG (Build,
Transfer, Operate - BTO) yakni suata  bentuk kerjasama  beitapa

pemanfaatan aset pemerintah daerah pleh pihak. ketiga/investor,.

dengan cara pihak ketiga/investortersebut mendirikan bangunarn
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta -méndayagunakannya

dalam jangka waktu tertenty, . keémudian menyerahkan kembali’
bangunan dan atau sarana - lain . berikut fasilitasnya = kepada:
pemerintah’ .daerah setelah beraklurnya Jangka wakta o yang’
disepakati (masa konsesi), Dalam perjahjian -int pencatat’mnya’

dilakuknn terpisah oleh masing-masing pihak, BSG diakui padd saat

pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana - berilut’
fasilitasnya selesai dan . siap digunakan . untuk’
digunakan /dioperasikan. Pényerahan - aset o oleh - pihak-
ketiga/investor kepada  pemerintah  daerah-  disertai = dengan-
kewajiban - pemerintah daerah . untuk : melakukaii pembayarani

kepada plhak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemermtah daerah
ini dapat juga dilakukan secara bagi has:l e

Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud

Digunakan untuk mencatat aset Tidak . Berwujud yakm aset non-
moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan ‘inerupakar S_alah.

satu jenis aset yang dimiliki oleh pemenrﬁtah daerah. Aget'ini sering

dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas daldm’ menjalankan:
tugas dan fungsi penelitian . dan pengembangan se1ta sebag,mn- :

diperoleh dari proses pengadaan dari luar efititas;

Alumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Digunakan: untuk mencatiat Akumulasi. Amortisasi .Aset Tidak

Berwujud yakni jumlah total aliinmulasi pepyusutad tcrhadap dset i
tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional |~

selama masa manfaatnya. Amortisasi terbagi menjadi dua yaitu untak |
aset tidak  berwujud dengan masa - ‘manfadt telbatas dan aset’

tidak berwtgud dengan masa manfaat tak terbatas
Aset Lain-lain :

Aset Lain-lain

Digunakan untuk mencatat aset lainnya = yang t:dak da.pdt'-""' T

dikelompekkan dalam  aset tak - berwujud, tagihan pen}ualan

angsuran, tuntutan perbendaharaan, i:untutan gantl rug;,_ dan'f AR B

kemitraan dengan pihak ketiga.

KEWAJIBAN

Digunakan untuk mencatat utang yang tlmbul darz per 1st1wa INAasa:
laln  vang penyelesaiannya mengaklbqtkan ailran keluar sumbex:

davaekonomi pemerintah daerah.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK .

Digunakan: untuk mencatat kewaﬁban vang dlharapkan dlbay'u.-_

dalam wakiu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan
Utang Perhitungan Pihak Kétiga (PFK) - :

Digunakan urituk mencatat utang pemerintah kepada pxhak Ialn yang' ERITE
disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah’sebagai pemotong |
pajak ataupungutan lainnya sepertl Pajak. Penghasﬂan {PPh), Pajak | . "if
Pertambahan Nilai {PPN), hiran - BPJS: Kesehatan, “Taspen:-dani = 050
Bapetarum, Utang PFK dicatat .sebesar ‘saldo pungutan/potongan’__

vang belum disetorkan kepada pibiak lain di akhir, perzode S

01

Utang Taspen

[SeR]

Utang Taspen

Digunakan:. untuk mencatat. Utang _ TaSpen sebesar : saldo 1

pungutan/potongan yang belum disetorkan di'akhir penode

02

Utang Iuran Jaminan Kesehatan

[SeR ] V]

Utang Iuran Jaminan Kesehatan -7 -

Digunakan untuk mencatat Utang luran Jamman Kesehatan sebesal _

saldo pungutan/potongan yang belum d:setorkan ai akhir penode
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1 1 03 Utang PPh Pusat

Digunakan  untuk mencatat Utang PPh Pusat achesar - saido
pungutan/potongan yang helum dlsetorlcan di akhir periode.

1 1 03 01 Utang PPh 21

Digunakan untuk mencatat Utang PPh 21 yang berasal dar1
potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib
pungut, namun belum disetorkan ke Kas Daerah.

1 1 03 02 Utang PPh 22

Digunakan untuk mencatat Utang PPh 22 yang berasal dari
potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagal wajib
pungut, namun belum disetorkan ke Kas Daerah.

1 1 03 03 Utang PPh 23

Digunakan untuk mencatat Utang PPh 23 yang berasal dari
potongan/ pungutan pajak oleh bendahara: pengekuaran sebagal W’a_]lb
pungut, namun belum disetorkan ke Kasg Daerah, . -

i 1 03 04 Utang PPh 25

Digunakan untuk mencatat ‘Utang PPh 25 yang ‘berasal dan '
potongan/pungutan pajak oleh bendahara penge:luaran sebagm waglb .
pungut, namun belum disetorkan ke Kas Daerah. :

1 1 03 05 Dst...

Digunalkan untuk mencatat Utang PPh Lainnya.
1 1 04 Utang PPN Pusat
1 1 04 01 Utang PPN Pusat

Digunakan untuk mencatat Utang PPN Pusat sebesar saldo
pungutan/potongan vang belum disetorkan di akhir periode,

1 1 05 Utang Taperum

1 1 05 01 Utang Taperum

Digunakan: untuk mencatat Utang Taperum _ sebcsar saido- :
pungutan /potongan yang belum disetorkan di akhu penode ; '

06 Utang Iuran Wajib Pegawai -

1 1 06 01 Utang Iuran Wajib Pegawai

Digunakan untuk mencatat Utang I{umn Wapb Pegawa1 sebesar saido .
pungutan /potongan yang belum disetorkan di akhir periode. '

1 1 oY Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lalhnya-

1 1 07 01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya .

Digunakan untuk mencatat Utang Perhltungan anak Ketiga Lamraya
sebesar saldo pungutan/potongan yang belum dlsetorkan cﬁ ai<h1r

pericde.
1 1 08 Utang Jaminan
1 1 08 01 Utang Jaminan

Digunakan untuk mencatat Utang - Jaminan _sebesar sé.ldq_ T
pungutan/potongan yang belum disetorkan di akhu permde L

I 2 Utang Bunga

Digunalan untuk mencatat nilai bunga yvang telah 1ergad1 dan belum___ SR
dibayar dan 'diakui padd setiap akhir periode peIaporan sebageu bagxan
dari kewajiban yang berkaitan, . .

2 1 2 01 Utang Bunga kepada Pemerintah
2 1 2 01 01 Utang Bunga kepada Pemerintah : : Jy s
Digunakan untuk mencatat Utang Bunga kepada Pemermtah sebesaz BEERTte
saldo pungutan/potongan vang belumi disetorkan di akhir permde
1 2 02 Utang Bunga kepada Pemeérintah Daerah Lainnya @ -0 :
1 2 02 01 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah-Lainniva

Digunakan untuk mencatat Utang Bunga kepada. Pemermtah Daerah g Rt
Lainnya sebesar saldo pungutan/ potongan yang beium dlsetorl{an di'f S
alchir perlode S L

1 2 03 Utang Bunga Kepada BUMN/ BUMD

Digunakan (untuk mencatat - Utang Bunga. Kepada BUMN/BUMD-
sebesar saldo pungutan /potongan vang belum d1setozkan d1 akhn :

periode.
1 2 03 01 Utang Bunga Kepada BUMN . L
Digunakan untuk mencatat Utang Bunga Kepacia BUMN
1 2 03 02 Utang Bunga Kepada BUMD .
Digunakan untuk mencatat Utang Bunga Kepada BUMD SRT
1 2 04 Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank -

Digunakan untuk mencatat Utang Bunga kepada Bank/Lembaga-‘
Keuangan Bukan Bank sebesar saldo pungutan / potongan yang bcﬂum: :
disetorkan di alkhir periode. : _ ST L

i 2 04 01 Utang Bunga kepada Bank

Digunakan untuk mencatat Utang Bunga kepada Bank

BARD PERANGHAT DARRAH
HURKUR ‘"EMREE{R‘RS&

ASISTEN ] BERDA L]
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1 2 04

02

Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan: Bank

Digunakan untuk mencatat Utang Buriga kepada Lembaga Keuangan : :
Bukan Banlk.. . .

2 05

Utang Bunga Dalam Negeri Lamnya _

1 2 05

Gl

Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya

Digunakan ' untulk mencatat Utang Bunga Daiam Negeri Lainnya
sebesar salde pungutan/potongan yang belum dlsetorkan d1 akhzr
periode. : L ¥

02

Dst...

06

Digunakan untuk mencatat Utang Bunga Dalam’ Negen Lamnya
Utang Bunga Luar Negeri S .

Pt
i

06

01

Utang Bunga Luar Negeri

pungutan/ potongau vang bejum disetorkan di akhir persode

01

Dsi..

ngunak’m untuk mencatat U%ang Bunga Luar Negen Lamnya

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Digunakan . untuk -mencatat bagian utang 3angk'1 panjang bazk'
pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang. akan jatuhj -
tempo dan-diharapkan akan d1§Jayar éalam waktu 12 (dua ‘oelas)'_ -
bulan setélah tanggal neraca. : |-

Bagian Lancar Utang Dalam Negén Sektor Perbankan

[NeR .

01

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Digunakar: untuk mencatat Bagian Lancar Utang Dalam Negeu Sektox
Perbankar, . . : S

02

Dst...

Digunakan tntuk mencatat bag1an Iancar utang dalam ncgen sektor._ s
perbankan lainnya. sy

Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

01

Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Keuangan Bukam Bank.

02

Dst...

Keuangan Bukan Bank Lainnya..

Bagian Lancar Utang’ Pemerintah Pusat

—
w

03

a1

Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat .

02

Digunakan untuk mencatat Bag1an L'mcar Utang Pemerznt&h Pusat -
Dst,.. B

Digunakan unf.uk mencatat Baglan Lancar U%ang Pemermtah Pusat-
Lainnya. G :

Bagian Lancar Utang Pemerzntah I’rcvxnsx Lamnya

o1

Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnyas:

Digunakan untuk mencatat Baglan Lancar I}Lang Pemc 'ntah Provmsr-- R
Lainnya, o : S v R LEETA

02

Dst..

D1gunakan untuk mencatat Bagu:m Ldncaz' Utang Pemex mtah Provmsv- L
Lainnya. - _ i

01

Bagian Lancar Utang Pemermtah Kabupaten/ Kota' :
Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota 00

Digunakdn untulk mencatat Baglan Lancar" Utang Pemermtah: &
I{abupaten/Kota S B e

Dst...

Digunakan untuk mcncatat Baglan Lanc'u‘ Utang Pemerxni:ah.
Kabupaten/Kota Lainnya.: : e i

Pendapatan:Diterima Dimuka .- s

Digunakan untuk mencatat sebesar bagtan barang/ _}asa yang belum_. :
diserahkan -oleh- pemermtah kepada pzhak ketiga, tetap1 kas, teiah-’._
diterima sampai dengan tanggal neraca, i

Setoran Kelebihan Pemibayaran Dari P:hak III

[Qeg] 5]

0l

Setoran Kelebihan Pembayarin Déri Pikak T

Digunakan untuk mencamt Setoran Kcaleblhan Pembayaran Dan
Pihak HI, ST S SRREES |

02

Dst...

Digunakan untuk mencatat Uang Muka Pen;ualan P1 oclulc Pemda Dan-
Pihald 11 Lainnya. R B

Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dark thak III

01

Uang Muka Pefijualdn Produk Pemda Dari - Pihak:

{)1gunakan untuk menc%&% Uang Muka Penjualan Produk Pcmda Dan
Pihak 11, : . : T ey

KRRQ . _?%?‘&NGM%’ D%?}'\Aig }%SIE’?EE‘% i s
BUHUM LY IP{'ZM?EAK}E}ZE}E B B e e B Sl

T -

Digunakan uniuk mencatat Utang Bunga Luar Negen sebesar saléo : _':_:_:' Cad et

D1g13.11akan unfuk mencatat Bagsan Lancar Utang dari Lembﬁga'j

Digunakan - untuk rncncatat bagian Lancar Utang darl Lembaga;
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1 4 02

02

Dst...

Pihak IIT Lainnya.

4 03

Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

1 4 03

01

Uang Muka Lelang Peniualan Aset Daerah .

Digunakan untuk mencatat Uang Muka Leiang Pemualan Aset_
Daerah, I

1 4 03

02

Dst..

Dlgunakan untuk mencatat Uang Muka Leiang Pen_]ualan Aset Daerah ‘
Lainnya.

1 4 04

Pendapatan Diterima Dimuka lamnya

i 4 04

01

Pendapatan Diterima Dimuka lainnya

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima D}rnuka lainnva.

1 4 04

0z

Dist...

Digunakan untuk mencatat Fendapatan D1ter1ma Dsmuk'i 1amr1va

Utang Belanja

Digunakan untuk mencatat kewajiban pemermtah yang tzmi)ul dars__.
kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketlga yANg
berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan bcium
dibayarkarn, L By

Utang Belanja Pegawai

Diguinakan untuk mencatat Utang Belama Pegawm

01

Utang Belanja Gaii ddn Tunjangan

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Gap dan’ Tumangan

Q)

02

Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Digunakan untuk mencatat Utang Belan;a Tambahan Penghasﬂan
PNS,

03

Utang Beiama Penerimaan Lamnya lepman dan anggota DPRD serta ._
KDH/WKDH :

Digunakan’ untuk mencatat Utang Belanja Penerzmaan Lamnyd_
Pimpinan dan angpota DPRD serta KDH/WKDH.. S -

04

Utang Belanja Biaya P’emungutan Pendapatan Daerah:

Pendapatan Daeiah, -

05

Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajalc Daez ah

Daevah.

06

Utang Belarija Insentif Pemungutan Retx 1¥:m81 Daerah

Retribusi Daerah,

Utang Belanja Barang dan Jasa .

Digunakan untuk mencatat Utang Belaﬁja Barang dan Jasa

01

Utang Belanja Jasa -

Digunakan untuk mencatat Utadig Bclanja Jasa

1 5 02

02

Utang Belanja Pemeliharaan

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Pemehharaan

i 5 02

03

Utang Belanja Perjalanan Dinas .

Digunakan untuk mencatat Utang. Belama Per;alanan Dmas

04

Utang Belanja Beasiswa Pendidikany PNS -

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Beamswa Pmdldlkan PNS :-.

05

Utang Belanja kursus, pelanhan, Sossahsam ‘dan’ b1mb1ngan tekms‘: .
PNS :

Digunakan untuk mencatat Utang Belan;a i{ursm; pelauhan, -
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.- :

06

Utang Belanja Bahan Pakal Habis:

o7

Digunakan untuk mencatat Utang Belama Bahan Paka1 H’Ibls
Utang Belanja Bahan/ Material . -

Digunakan untuk mencatat Utang Beiama Bahan/ Ma{cnal

1 5 02

08

Utang Belanja Makanan dan Minuinan-

1 5 03

09

Digtinakan untuk mencatat Utang Belanja Makanan dan M;numau
Utany Belanja Palkaian: :

1 5 G2

10

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Pakamn
Utang Belanja untuk diserghkan. i

Digunakan untuk mencatat Utang Beldnja untuk dxserahkan

1 5 02

11

Utang Belanja untuk dijual

Digunakan untuk mencatat U'tang Belan;a untuk duual

12

Dst...

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Lamnya

Utang Belanja Modal

Digunakarn untuk mencatat Utang Behn_)a Modal

KARD PERANGKAT DABRAH

R agravEn Tl sERDA LD
HURUM o F‘EI&?R&K}%&&& s o R

=k

R

Digunakan untuk mencatat Uang Muka Penjuaian Produk Pemda Darl__ RS

Digunakan - untulk mencatat Utang Be%ama Bmya Pemungutan’.
Digunakan untuk mencatat Utang Belan;a Insenuf Pemungutan Pa_]ak_: R R

Digunakan .untuk mencatat Utang Belanja Enb&ntl? ?emungutani_-' S




KODE AKUN
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1

=]

03

01

Utang Belanja Modal Tanah .

Digunakan untuk mencatat Utang: Beianja Modal 'Fanqh

1

5

03

02

Utang Beélanja Modal Peralatan dan Mesin .

Digunakan uintuk mencatat Utang Belanja . Medal.Pm alat'm clan Mesm

1

5

03

03

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan: . .

Bangunan.

03

04

Utang Beiama Modal Jalan Imgam d’m Jarmgan .

Jaringan,

)

03

05

Utang Belanja Modal Aset Tetap Lamnya

03

06

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Aset 'I‘etap Lamnya .
Utang Belanja Modal Aset Lainnya :

04

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Mocial Aset Lamnva g
Utang Belanja Subsidi : : :

Digunakan untuk mencatat Utang Belan;a Subszdx

04

01

Utang Belanja Subsidi kepada BUMN .

Digunaken untuk mencatat Utang Belan_jft Subsu:h kcpada BUMN

04

4]

Utang Bélania Subsidi kepada BUMD - ..

04

03

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Subsu:h kepada BUMD
Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya -7~

04

04

Ketiga Lamnya
Dst... ]

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Moci'll Lamnya

05

Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya:

Lainnya.

Qs

01

Utang Transfer Bag; Hasﬁ Pa;ak Daelah

Digunakan untuk mencatat Utang Transfer Bagi Hasﬂ Pajak Daerah ;

05

02

Utang Transfer Bagi Hasil PendapataniLéinnya -

Dlgunakan intuk mencatat Utang ’I‘rausfer Bagl Hasﬂ ?cndapatan;.
Lainnva .- : g

o

05

03

Utang Tr ansfer Bantuan Keuangan ke Kabupatcn / Kota

Digunakan untuk mencatat Utemg Transfe; Bantuan Keuangan km' '
Kabupaten/Kota. - : : gt

05

04

Utang Transfer Bantuan Keuangan Lamnya

Dlgunakan untuk mencatat Utang Transfm : Bantuan Keuanga i
Lainnya. : S :

06

Utang Belanja Dst.. :

[RY %}

06

01

Utang Belanja - Dst...

06

02

Diguniakan’ untuk mencatat Utang Belanja Lamnya
Dast... ; L L

Utang Jangka ?endek Lanmya

Digunakair untuk mencatat utang Jangka pendek 1a1nnya yang tzdak_} .
dapat diklasifikasikan’ sebagal; utang Jangka pendek Termasuk-'dlif
dalam Utdng - Jangka Pendek ‘Lainnya: adala r_penernnaan
pembayaran- di muka atas penyerahan barang/ jasaoleh pemcrm' ahi
kepada p1hak lam utang b1aya yang ‘ambul tell{alt 'peneﬂ_

Pengeluaran yang belum selumhnya dsserahka I;epada yang berhai{

pertanggal neraca,

01

Utang Kelebihan' Pemi:ayaran PAD

Digunakan untuk meticaiat Utang Keleb&han Pembayaran FAD

01

01

Utang Kelebihan Pembayaran Pajak.

Digunakan untuk mencatat:Utang: Keieblhan Pembayax an Pajak

a1

02

Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi

Digunakan uhtuk mencatat-Utang: Keleblhan Pembavaz Aty Retrlbusn

01

03

Utang Kelebihan Pembayaran Hasﬁ Peﬁgelolaan Kekayaan daerah
vang dipisahkan" L

Digunakan- untuk mencatat Utang Kelebman
Pengelolaan Kekayaan daérah'vang: “dipisahkan;:

01

04

Utang Kelebihan Pembayaran Lainsldain/PAD vang gah

Digunakan untuk mencatat Utang Kc%ebzhan P mbaym ar
PAD vang sah. : :

02

Utang Kelebzhan Pembayaran ‘I‘ransfer

Dlgundkan untuk mencatat Utang Keiebihan Pémbayamn ’I‘ransfer i

UReM - Fammmnsa :

BARD FRRANGKA’? ﬁAERK&H ﬁa@!éﬂhTENZiZ'_ P Eﬂi{%ﬁk el
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Digunakan untuk mencatat Utang Belan_]a Modal Geciung dan._

Digunakan untuk mencatat Utang Belanja ‘Modal Jalén, hlgdSI dan; LI

Digunakan untuk mencatat. Utang Belan;a Subsuifkepada Plhakf; e

Digunakan untuk mencatat Utang 'Fransfer Pcmermtah Daelahi_
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6 02 01 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemcrmtah Pusat - Dana
Perimbangan
Digunakdn untuk mencatat Utang Kelebihan Pembayalan Transfel
Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.

6 02 02 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Digunakan untuk mencatat Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya.

6 02 03 Utang Keiebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Digunakan ‘untuk mencatat Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
Pemerintah Daerah Lainnya.

6 02 04 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnva
Digunakan untuk mencatat Utang Kelebiihan Pembayaran Transfer
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya,

1 6 03 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah -
Digunakan untuk mencatat Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain
Pendapatan yang Sah.

6 03 01 Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
Digunakan untuk mencatat Utang Kelebihan Pembayaran Hibah.

6 03 02 Utang Kelebihan Pembayvaran Pendapatan Lainnya
Digunakan untuk mencatat Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Lainnya. :

6 04 Utang Transfer
Digunakan untuk mencatat Utang Transfer timbul pada entitas
pemerintah’ pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima
belum disalurkan sesuai dengan ketentuan

6 04 01 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak :
Digunakan untuk mencatat Utang Transfer Bagi Haéil Pajak

1 6 04 02 Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Digunakan . untuk mencatat Utang Transfer Bag1 Hasﬂ Penc%apatan
Lainnya.

6 04 03 Utang Transfer Bantuan Keuangan ke ?emermtah Daerah Lamnya
Digunakati’ untuk mencatat Utang ’lransfer Bantuan. Keuangan i{e
Pemerintah Daerah Lainnya. R '

6 04 04 Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Digunakan untuk mencatat Utang Transfer Bantuan Keuangan ke
Desa, . o

6 04 05 Utang Transfer Bantuan Kepada Partai Politik - L ;
Digunakan untuk méncatat Utang Transfer Bantuan Kepada Part.:u_ -
Politik, o :

6 04 06 Utang Transfer Lain-lain
Digunakan untuk mencatat Utang Tr ansfer Lain-lain.

6 05 Utang Jangka Pendek Lainnya :

6 05 01 Utang Jangka Pendek Lainnya :
Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek Lamnya

6 05 02 Dst.., :
Digunakan untuk mencatat Utang’ Jangka Penciek Lamnyﬂ

2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG . : )
Digunakan untuk mencatat kewajiban Jangka : panjang yang o
diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan sctelah tanggal 1
pelaporan. . .

2 1 Utang Dalam Negeri :
Digunakan untuk mencatat kewajiban yang d1harapkan akan dlbayar 1 i
kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas} buian' REE
setelah tanggal neraca berasal dari Utdng Dalam Negen S s

2 01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

2 1 01 01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan . : :
Digunakanuntuk mencatat kewajaban yang d;harapkan akan dzbayar" L
kembali atalt jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan: :
setelah tanggal neraca berasal darl Utang Dahm Negen Sektorf
Perbankan L : :

2 1 02 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

1 02 01 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Lo
Digunakan untuk mencatat kewajiban yang dlhm apkan akan dlbayar_- L
kembali atau jatuh tempo dalam’waktulebih dari:12 (duabdas} bitlan | @
setelah tanggal neraca berasal dari Lembaga I{euangan Bukarz Bank R

2 1 03 Utang Dalam Negeri-Obligasi : : -

2 1 03 01 Utang Dalam Negeri-Obligasi

Digunakan untuk mencatat kewajiban yang. é;halapka\n akan d:bayal.:

HURUM

PERANGUAT DAERAH
PENMEAKARSA

HARG

ASISTENI | SEEDA |-

) \

kembali atau jatuh tempo dalam waktu lébih-dari 12 (duabelas] bitlan:|
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setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negerz berupa
Obligasi Negara dalam Rupiah. = . e

2 1 04

Utang Pemerintah Pusat

2 1 04

0l

Utang Pemerintah Pusat

Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dlbayar
kembali ataill jatuh tempo dalam waktu lebin dari 12 (duabelas) bulan'
setelah tanggal neraca berasal dari Pemerintah Pusat:

Utang Pemerintah Daerah Lainnya

2 1 05

01

Utang Pemerintah Daerah Lainnya

Digunakan untuk mencatat kewajiban yang dxharapkan akan dibayar’
kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari'12 {duabelas} bulan

setelah tanggal neraca beragal dari Pemerlntah Daerah Lamnya
Utang Dalam Negeri Lainnya : :

[RE &

01

Utang Dalam Negeri Lainnya

Bigunakan untuk mencatat kewajiban yang d}harapkan akan dibayar__ _
kembali atall jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 {duabelas) bulan ||
setelah tanggal neraca berasal dari Dalam Negeri Lamnya 5

Utang Jangka Panjang Lainnya

01

Utang Jangka Panjang Lainnya

BN bo

[JeRi N3] =
Wik

01

01

Utang Jangka Panjang Lainnya '

Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Lamnya dﬁuaz’ _. '
kategori Utang Perbankan dan‘Nen Perbankan ' = B

EKUITAS

EEKUITAS

Ekuitas

ot

01

Ekuitas

(RS REARIA Rt ]

gtk ek
ok

—

01

01

Elkuitas

Digunakan iuntuk mencatat kekayaan- bersm pemenntah yang

merupakan’ selisih antara aset dan’’ kewajlban pemermtah pada':' R

tangoal laporan.

Surplus/Defisit - LO

(=R 1)

01

Surplus/Defisit - LO

Digunakan: untuk mencatat selisih Iei:nh/kurang .al_ztéra.. S

pendapatan “dan  beban . selaima - satu periode peiaporars

Ekuitas SAL

Diguriakan: untuk mencatat. akun : perantara dalam rangka_
penyusunan Laporan Realisasi: Anggaran dan’ Laporan Perubahan[

SAL mencakup -antara lain Estimasi Pendapatan Estimasi’| L

Penerimaan - Pembiayadn, . .- Apropriasi. Beianja,_ Aprogr1as1.'
Pengeluaran Pembiayaan, dan Estama51 Pembahan SAL Surplus/
Defisit - LRA. : S _ o 5

01

Estimasi Pendapatan

—
SRl

01

01

Estimasi Pendapatan

02

J
[SeR) )

Digunakan untuk mencatat Estzrnam Pendapatar;
Estimasi Penerimaan Pembiayaan: - -

Q3

01

Estimasi Penerimaan Pembidyaan-

Digunakan‘untuk mencatat Estiriasi Penerzmaan Pembzayaan
Apropriasi Belanja IR

01

Apropriasi Belanja

Digunakan untuk mencatat Aprop: iasi Bclan}a

04

Apropriasi Pengeluaran Peiubiayaan -

—
b |8

04
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Apropriasi Penpeluaran Pembiayaan
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Digunakan untuk mencatat Apropnam Pengeluarem Pemblayaan
Estimasi Perubahan SAL : I
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05
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Estimasi Pérubahan SAL

Digunakan untuk mencéatat Estlmasx Pembahan SAL

Surplus/Defisit - LRA

01

Surplus/Defisit - LRA

Digunakan untuk raencatat rec1pr0ca1 account. untuk kepentmgan : "

konsolidasi, vang mencakup antara lain Rekenmg Koran ?PKD
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan . L

Digunakan untuk mencatat Aset Untuk. Dikonsohdasman Laporan'. e
keuangan konsolidasian Pemerintah - Daerah” merupakan gabungan 1

keseluruhan laporan keuangan entltas ‘pelaporan’ atauentitas:|.

akuntansi termasuk Badan Layanan Urmum Daerah;. sehmgga tersajlf

sebagai Laporan Keuangan. ‘Pemerintah - Daerah. - Konsolidasi:

dilaksanakan dengan cara menggabtirigkan - {menjumlahkan) akun e L
yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dan/atau entﬁas' BRI

akuntansi sérta dengan mengehmma51 akun tu‘nbai baIﬁ{
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KODE AKUN PENJELASAN
3 1 3 01 RK PPKD
3 1 3 01 01 RK PPED
Digunakan untuk mencatat RK PPKD yakni jurnal pada SKPKD
digunakan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD
dengan PPKD  untuk  dijadikan  sebagai laporan keuangan
konsclidasian.,
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40




LAMPIRAN 11

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR :

TENTANG KODEFIKASI
KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2020

KODE AKUN LAPORAN REALIBASI ANGGARAN

(PENDAPATAN-LRA, BELANJA, TRANSFER, PEMBIAYAAN)} -

AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PROVINSI

KODE AKUN URAIAN AKUN
4 PENDAPATAN - LRA
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH {PAD} - LRA
4 1 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4 1 1 0! Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4 1+ 1 01 01 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4 1 1 01 o2 PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4 1 1 01 03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4 1 1 0! 04 PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4 1 1 01 05 PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4 1 1 01 06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4 1 1 01 07 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4 1 1 01 08 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4 1 1 01 09 PKB - Sepeda Moior - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4 1 1 01 10 PEB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4 1 1 061 11 PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4 1 1 01 12 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4 1 1 01 13 Dst.......
4 1 1 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) LRA -
4 1 1 02 01 BBNKB -Mobil Penumpang -~ Sedan - LRA”
4 1 1 02 02 BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4 1 1 02 03 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4 1 1 02 04 BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA
4 1 1 02 05 BBNKB -Mohil Bus - Bus - LRA -
4 1 1 02 06 BBNKB -Mébil Barang/ Beban - Pick Up- LRA .
4 1 1 02 07 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA -
4 1 1L 02 08 BBNKE -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA :
4 ¢ 1 02 0% BBNEB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4 1 1 02 10 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda MotorRoda 3 - LRA . .
4 1 1 02 11 BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dloperaszkan di Ail‘ LRA
4 1 1 02 12 Dst.......
4 1 1 03 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bérmotor - LRA .
4 1 1 03 01 Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4 1 1 03 02 Pajak Bahan Bakar Pertamax - LRA - -
4 1 1 43 03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA -
4 1 1 @3 04 Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4 1 1 03 05 Pajak Bahan Bakar Gas - LRA
4 1 1 03 06 Dst ...
4 1 1 04 Pajak Air Permukaan - LRA

1 1 04 01 Pajak Air Permukaan - LRA
4 1 1 05 Pajak Rokok - LRA
4 1 1 05 01 Pajak Rokok - LRA
4 1 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4 1 2 o1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4 1 2 01 01 Rumah Sakit Umum Daerah - LRA™
4 1 2 01 02 Tempat pelayanan keschatan lainnya yang se}ems yang d1m11;k1
dan/atau dikelola oleh pemda - LRA - : .

4 1 2 02 Retribusi Pengujian Kendaraan ‘Bermotor - LRA -
4 1 2 02 01 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4 1 2 02 02 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jccp LRA
4 1 2 02 03 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4 1 2 02 04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4 1 2 02 05 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA -
4 1 2 02 06 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up LRA
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Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA

Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
Retribusi PKRB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA

Penyediaan Peta Foto - LRA

Penyediaan Peta Digital - LRA

Penyediaan Peta Tematik - LRA

Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA

Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
Rumah Tangga - LRA

Perkantoran - LRA

Industri - LRA

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
Pengujian Alat-alat ulour, takar, timbang, dan periengkapannya - LRA
Pengujian dalam keadaan terbungkus - LRA

Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA
Pelatihan Teknis - LRA

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
Laboratorium - LRA

Ruangan -LRA

Kendaraan Bermotor - LRA

Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA

Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA
Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA

Fasilitas Pasar atau Pertokean yang disediakan/ d1selengga1akan oleh
Pemerintah Daerah - LRA

Retribusi Tempat Pelelangan - LRA

Pelelangan Ikan - LRA

Pelelangan Ternak - LRA

Pelelangan Hasil Bumi - LRA

Pelelangan Hasil Hutan - LRA o

Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di ’I‘empat
Pelelangan - LRA :

Retribusi Terminal - LRA N
Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untulk Kendaraan Penumpang
dan Bis Umum - LRA :
Tempat Kegiatan Usaha - LRA

Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terming! - LRA

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA :
Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA

Pelayanan Tempat Olahraga - LRA

Retribusi Penyeberangan Air - LRA
Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA
Pelayanan Penyebetangan Barang LRA

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah LRA
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA |

KARD PERANGUAT DARRAN | ) crermny | spmna c4z o
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KODE AKUN

URATAN AKUN

4 1 2 16 Retribusi Izin Trayek - LRA
4 1 2 16 01 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA
4 1 2 16 02 Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
4 1 2 17 Retribusi Izin Perikanan - LRA
4 1 2 17 01 Pemberian {zin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4 1 2 17 02 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
4 1 2 18 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asmg
(IMTA) - LRA
4 1 2 18 01 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja-
Asing - LRA
1 3 Pendapatan Hagil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang -Dipis'ahk:an'-
LRA
4 1 3 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) 'atas
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD « LRA
4 1 3 0l ol Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (déviden) atas penyertaan
modal pada Perusahaan Daerah ........ - LRA :
4 1 3 01 02 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda {deviden) atas penyerta'm'
modal pada BUMD ........ - LRA o
4 1 3 01 03 DSt i,
4 1 3 02 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda '{'&'ei'ridén) -atas’
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/ BUMN - LRA
4 1 3 02 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan
modal pada BUMN......... - LRA
4 1 3 02 02 Dst oo
4 1 3 03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pémda {devxden] atas
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swas{a ~LRA "~
4 1 3 03 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dewden) atas penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Swasta ........ - LRA - :
4 1 3 03 02 Dst e
4 1 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dxpxsahkan LRA SR
4 1 4 01 01 Hasil Penjualan Tanah - LRA S
4 1 4 01 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA - _
4 1 4 01 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
4 1 4 01 04 Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA
4 1 4 01 08 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
4 1 4 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4 1 4 02 01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4 1 4 03 Penerimaan Jasa Giro - LRA
4 1 4 03 01 Jasa Giro Kas Daerah — LRA
4 1 4 03 02 Jasa Giro Bendahara - LRA
4 1 4 03 03 Jasa Gire Dana Cadangan - LRA
4 1 4 03 04 Dst...ooovnvves
4 1 4 04 Pendapatan Bunga - LRA
4 1 4 04 01 Pendapatan Bunga Deposito...... - LRA o
4 1 4 04 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir ........... - LRA
4 1 4 04 03 Dst ...
4 1 4 05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
4 1 4 05 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LRA
4 1 4 05 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negen Bukan
Bendahara - LRA
4 1 4 06 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA -
4 1 4 06 01 Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah < LRA
4 1 4 06 02 Penerimaan Potongan dari ......oo..... - LRA -
4 1 4 06 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah éam .......... =
LRA : '
4 1 4 06 04 Dst.nnn
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Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -
LRA

Pendapatan Denda Pajak - LRA

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA

Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA

Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA

Pendapatan Denda Retribusi - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Ber miotor - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA -
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daérah - LRA -
Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoari « LRA'
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan —LRA-

Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapanf/ Pesanggrahan/
Villa - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ‘LRA -
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air = LRA - ol
Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah LRA _
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA -
Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan . Izin: Mempckel _]akan' c
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA : 1o

Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah < LRA . -

Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah LRA
Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA

Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda -LRA " . .
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda ........... < LRA
Dst e R

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA R

Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame LRA
Dst i _ . :

Pendapatan dari Pengembalian = ' ' : '
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pa;ak Pcnghasﬁan Pasai 2%'
- LRA

Pendapatan Dari Pengembalian Keleblb’m Pembayaran Asuransl_-
Kesehatan - LRA ;
Pendapatan Dari Pengembalian. Kelebihan Pem’i:aym an Gaﬁ dan _
Tunjangan - LRA '

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pernbaya:an Pel_;alanan"_ -

Dinas - LRA

Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan leiat LRA :
Pendapatarn Penyelenpggaraan Sekolah - LRA i
Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA

Dstvvieinniens

Pendapatan dari Angsuran/Clcilan Pen;ualan LRA :
Angsuran /Cicilar: Penjualan Rumah Dinas Daerah’ GoIongan Tl - LRA :
Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Pcrorangan Dmas LRA e
T U C S
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Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA

Hasii dari Pemanfaatan Keltayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan-
LRA

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA

Pendapatan Zakat* - LRA
Pendapatan Zakat* .......... - LRA

Pendapatan BLUD - LRA

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
Pendapatan Hibah BLUD - LRA

Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA

Dst o,

Lajn-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA

PENDAPATAN TRANSFER - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA

Bagi Hasil Pajak - LRA

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pérkebunan - LRA
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 20 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA

Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau -~ LRA

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
Bagi Hasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan - LRA
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA

Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA

Bagi Hasil dari Turan Tetap (Land-Rent) - LRA

Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan furan Eksploitast (Royalu) CLRA
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan — LRA
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA'

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
Dana Alokasi Umum - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

DAK Bidang Infrastrulctur Jalan - LRA

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA

DAK Bidang Infrastrukiur Air Minum - LRA

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA

DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA

DAK Bidang Kehutanan - LRA

DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA

DAK Bidang Kesehatan - LRA

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA -

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA

DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA

DAK Bidang Perdagangan -~ LRA

DAK Bidang Linglcungan Hidup - LRA Ty
DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah ’Fea tlnggal (SPDT LR'A L
DAK Bidang Pertanian - LRA . '
DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA ) _
DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawsasan Perbatasan - LR‘A :
DAK Bidang Pendidikan - LRA

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat — LRA

DAK Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ~ LRA

Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA -

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA o
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Prev1n51 LRA" :
Bantuan Operasional Sekolah - LRA** . '
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KODE AKUN URAIAN AXUN
4 2 1 04 25 DAK Bidang Adminisirasi Kependudukan - LRA
4 2 1 04 26 Tunjangan Khusus Guru - LRA
4 2 1 04 27 [ E] AT
4 2 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4 2 2 03 Dana Penyesuaian - LRA
4 2 2 03 01 Dana Insentif Daerah - LRA
4 2 2 03 02 Dst o
4 2 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4 2 3 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4 2 3 01 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajale .......... - LRA
4 2 3 01 02 Dst.
4 2 3 02 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4 2 3 02 01 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya .............. - LRA
4 2 3 02 02 Dst i
4 2 3 03 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4 2 3 03 0! Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4 2 4 Bantnan Keuangan - LRA
4 2 4 01 Banfuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
4 2 4 01 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi...... - LRA
4 2 4 01 02 Dst.ovveeevennees
4 2 4 02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4 2 4 02 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ............ - LRA
4 2 4 02 02 Dst ..
4 2 4 03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4 2 4 03 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ............ - LRA
4 2 4 03 02 Dst o
4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
4 3 1 Pendapatan Hibah - LRA
4 3 1 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4 3 1 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4 3 1 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4 3 1 02 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4 3 1 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organizsasi Swasta dalam
Negeri - LRA
4 3 1 0301 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Negeri - LRA
4 3 1t 03 02 |01} A
4 3 1 04 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4 3 1 04 01 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4 3 1 04 02 Dst .
4 3 2 Dana Darurat - LRA
4 3 2 01 Dana Darurat - LRA
4 3 2 01 01 Korban/Kerusalean Akibat Bencana Alam - LRA
4 3 2 01 02 Dst ..ol
4 3 3 Pendapatan Lainnya - LRA
4 3 3 01 Pendapatan Lainnya - LRA
4 3 3 01 01 Pendapatan Sumbangan Pihalk Ketiga - LRA
4 3 3 01 oz Dst i
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BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan

Gaji Pokolk PNS/ Uang Representasi
Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Umum

Tunjangan Beras

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaii

Iuran Jaminan Kesehatan

Uang Paket

Tunjangan Badan Musyawarah
Tunjangan Komisi

Tunjangan Badan Anggaran
Turnjangan Badan Kehormatan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
Tunjangan Perumahan

Uang Duka Wafat/Tewas

Uang Jasa Pengabdian

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Tunjangan Kesehatan DPRD

D21 N

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja .
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja- K
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
Dst v

Belanja Penerimaan lainnya mepman dan anggota D?RD serta v
KDH/WKDH :
Tunjangan Komunikasi Intensif leplnan dan Anggota DPRD
Belanja Pentunjang Operasional KDH/WEKDH

Tunjangan Reses Anggota DPRD

Tunjangan Transport Anggota DPRD

Dst . i,

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan -

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bariganan Pcrtambangan
Biaya Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan -
Biaya Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutan'm S

Insentif Pemungutan Pajak Daerah : = ' '

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendafaan Bcrmotor LRA :
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea: Bahk Nama Kendaraan'
Bermotor - LRA :

Insentif Pemungutan Pajalk Daerah - Pajak Bahan Bakal Kendar&an o

Bermotor - LRA
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Pelmukaan LRA
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok = LRA’

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah : ' :
Insentif Pernungutan Retribusi Daerah - Peiayanan Kesehatan LRA R I
Insentif Pemungutan Reiribusi Daerah - Penguglan Kendaraan 1
Bermotor — LRA -
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pengganhan B;aya Ce{aic Peta'
- LRA 5
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan lebah Calz - LRA :
Inserntif Pemmungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/’.{‘ela U%ang e
LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - PeIayanan PendIdﬁcan LRA
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemalcalan Ixekayaan Daer'xh'
—LRA o :
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5 1 1 06 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir -dan/ atau
Pertokoan — LRA :

5 1 1 06 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempai: Pelelangan - LRA -

5 1 1 06 10 Insentif Petmungutan Retribusi Daerah - Teriminal - LRA

5 1 1 06 1% Insentif Pemungutan Retribusi Daerdh - Tempat Pengmapan /
Pesanggrahan/ Villa - LRA

5 1 1 06 12 Insentif Pemmungutan Retribusi Dderah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA

5 1 1 06 13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah
raga- LRA

5 1 1 06 14 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangari Air - LRA - :

5 1 1 06 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Bsaha
Daerah - LRA :

5 1 1 06 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tzin Trayek = LRA -~

51 1 06 17 Insentif Pernungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan ~ LRA. :

5 1 1 06 18 Insentii Pemungutan = Reiribusi Daerah - - Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA - R

5 1 1 07 Uang Lembur

5 1 1 07 01 Uang Lembur PNS

5 1 1 07 02 Uang Lembur Non PNS

5 1 1 08 Belanja Honorarinm Non Pegawal S

51 1 038 0 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur L

5 1 1 08 02 Moderator: :

5 1 1 08 03 Dsatoreeeeinns

5 1 1 09 Honorarium PNS

51 1 09 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan' _

S 1 1 09 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa e

5 1 1 09 03 Honorarium Tenaga Ahh/!nstmktur/ Namsumber e

5 1 1 09 04 Dst .. .

5§51 1 10 Honorarium Non PNS .

5 1 1 10 01 Honorariuin Tenaga Ahli/Instruktur/ Naz*asumbez" o

5 1 1 10 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tldak Tetap

5 1 1 10 03 DSt e, .

5 1 1 11 Belanja Pegawai BLUD

5 1 1 11 o1 Belanja Pegawaz BLUD

5 1 1 11 o2 Dst......

5 1 1 12 Belanja Honorarium Dana BOS -

5 1 1 12 01 Belanja Honorarium Dana BOS

5 1 1 12 02 Dst...... '

5 1 2 Eelanja Barang dan Jasa

5 1 2 o1 Belanja Bahan Pakai Habis

5 1 2 01 01 Belanja alat tulis kantor o

5 1 2 01 02 Belanja dokumen/admmistaam tender : . Lol

5 1 2 01 03 Belanja alat lstrik dan elekironik { lampu pijary battery kermg)

5 1 2 0l 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5t 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersm

5 1 2 01 06 Belanja Balian Bakar Minyak/Gas . g

5 1 2 01 o7 Belanja pengmmn tabung pemadam kebakaran o

5 1 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas’ "

5 1 2 01 09 Belanja Bahan Pakai Habis Lamnya

5 1 2 02 Belanja Bahan/ Matenal

5 1 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan .

S 1 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman

5 1 2 02 038 Belanja bibit ternak

5 1 2 02 04 Belanja bahéan obat-obatan

5 1 2 02 05 Belanja bahan kimia

5 1 2 02 06 Belanja Persediaan Makanar: Poi-:ok

5 1 2 02 07 Belanja Persediaan Budidaya Perikanan =

5 1 2 02 08 Belania Persediaan Budidaya: Petemakan K

5 1 2 02 09 Belanja Persediaan Komputer " :

51 2 02 10 Belanja Persediaan Alat Rumah’ Tanggﬂ sl

5 1 2 02 11 o

Belanja Persediaan Suku Cadang -
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Belanja Persediaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
Belanja Bahan /Material Lainnya

Belanja Jasa Kantor

Belanja telepon

Belanja air

Belanja listrik

Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang

Belanja surat kabar/majalah

Belanja kawat/faksimili/internet

Belanja paket/pengiriman

Belanja Sertifikasi

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

Belanja j jasa administrasi pungutan Pajak Penerarigan Jal’m Umnum
Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahai Bakar Kendaraan
Bermotor :
Belanja Jasa Kantor Lainnya

Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Service

Belanja Penggantian Sulau Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/CGas dan pelumas
Belanja Jasa KIR

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor .
Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bérmotor -«

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak
Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja sewa ramah jabatan/rumah dinas

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan o T '
Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar saraha m0b111tas
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya -

Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
Dst ...

Belanja Sewa Alat Berat
Belanja sewa Eskavator

Belanja sewa Buldoser

Belanja Sewa Alat Berat Lainnya

Belanja Sewa i’erlengkapan dan- Peralatan Kantor o

Belanja sewa meja kursi o

Belanja sewa komputer dan prmtcr

Belanja sewa proyektor

Belanja sewa generator

Belanja sewa tenda

Belanja sewa pakaian adat/ tradzsmnal : S
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kaiitor Lamnya S

Belanja Makanan dan Minuman & .
Belanja makanan dan minurman harian pegawa; _
Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman tamu

Belanja makanan dan minuman pelatihan
Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

Belanja Pakaian Dinas dan Atribt_z’fnya .
Belanja pakaian Dinas KDH dait WKDH
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51 2 12 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5 1 2 12 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5 1 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5 1 2 12 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5 1 2 12 06 | U
5§ 1 2 13 Belanja Pakaian Kerja
5 1 2 13 01 Belanja pakaian keria lapangan
5 1 2 13 02 D8
5 1 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 1 2 14 01 Belanja pakaian KORPRI
S 1 2 14 02 Belanja pakaian adat daerah
5 1 2 14 03 Belanja pakaian batik tradisional
5 1 2 14 04 Belanja pakaian olahraga
5 1 2 14 05 Belanja Pakaian khusus
5 1 2 14 06 DSt
5 1 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 1 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 1 2 15 02 Belanja perjalanan dinas lnar daerah
5 1 2 15 03 Belanja perjalanan dinas luar negeri
5 1 2 16 Belanfa Pérjaianan Pindah Tugas
51 2 16 0t Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
51 2 16 02 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5 1 2 17 Belanja Pemulangan }?egawai
5 1 2 17 01 Belanja pemulangan pegawal vang pensmn dalam daerah
51 2 17 02 Belanja pemulangan pegawal yang pensiun luar daerah
5 1 2 18 Belanja Pemeliharaan
51 2 18 01 Belanja Pemeiiharan Tanah
5 1 2 18 02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
51 2 18 03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5 1 2 18 04 Belania Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5 1 2 18 05 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
5 1 2 18 06 Belanja Pemeliharan Aset Lainnya
51 2 19 Belanja Jasa Konsultansi _
5 1 2 19 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5 1 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
S 1 2 19 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5 1 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya
5 1 2 20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Plhak
Ketiga : el
5 1 2 20 01 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Plhdk Ketzga S
5 1 2 20 02 DSt N
5 1 2 21 Belanja Barang Untuk Dijual kepada: Masyarakatl thak Ketlga
5 1 2 21 01 Belanja Barang Untuk Dijual kepdda Masyar akat/ Plhak Ketu,a
5 1 2 21 02 [ A PSP
5 1 2 22 Belanja Beasiswa Pendidikan PN§
5 1 2 22 01 Belanja beasiswa tugas belajar D3
5 1 2 22 02 Belanja beasiswa tugas belajar 81
5 1 2 22 03 Belanja beasiswa tugas belajar 82
5 1 2 22 04 Belanja beasiswa fugas belajar 83
5 1 2 2205 Belanja Bantuan ljin Belajar PNS
51 2 22 06 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS
s 1 2 22 07 Dst i,
5 1 2 23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan b:m'aingan tekms PNS :
5 1 2 23 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan :
S 1 2 23 02 Belanja sosialisasi
5 1 2 23 03 Belanja bimbingan teknis
5 1 2 23 04 DSt
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Uang untuk diberikan kepada Pihak_KetigalMasyarakaf '

5 1 2 24

5 1 2 24 01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 1 2 24 02 DSt e

5 1 2 25 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD

51 2 25 0 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD

5 1 2 25 02 Datii e

5 1 2 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD

5 1 2 26 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD

5 1 2 26 02 Dst......

5 1 2 27 Belanja Barang dan Jasa BOS

§ 1 2 27 01 Belanja Barang dan Jasa BOS

5 1 2 27 02 Dst......

5 1 3 Belanja Bunga

5§ 1 3 01 Bunga Utang Pinjaman

51 3 01 01 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

5 1 3 01 02 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daeraki lamnya

5 1 3 01 03 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank -

5 1 3 01 04 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keusngan Bukan Bank

5 1 3 01 05 Bunga Utang Pinjaman Lainnya

53 1 3 02 Bunga Utang Obligasi

5 1 3 02 01 Bunga Utanhg Obligasi

5 1 4 Belanja Subsidi

5 1 4 01 Belanja Subsidi

5 1 4 01 01 Belanja Subsidi kepada BUMN

S 1 4 01 02 Belanja Subsidi kepada BUMD

5 1 4 01 03 Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lamnya

5 1 & Belanja Hibah

5 1 5 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah

5 1 5 01 01 Belanja Hibah kepada Pémerintah

5 1 5 02 Belanja Hibah kepada Pemérintah Daerah }amnya

5 1 5 02 01 Hibah kepada Pemerintah Provinsi -

5 1 &5 02 02 Hibah kepsads Pemerintah Kabupaten

5 1 & 02 03 Hibah kepada Pemerintah Kota

5 1 5 08 Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD = .

5 1 § 03 01 Belanja beah kepada Perusghaan Daerah / BUMD SR

5 1 5 03 02 Dsto....... P

5 1 5 04 Belanja Hibah kepada Kelompok' Masyarakat : : o

S 1 5 04 01 Belanja H)bah kepada Kelompok Masyarakat ERESEEE

5 1 5 04 02 Dst .. : Lo

5 1 5 05 Belanja Hibah kepada Orgax'nsazs.l Kemasyérakatan -

5 1 5 065 01 Belanja Hibah kepada Orgamsam Kem'isyarakatqn

51 5 05 02 Dst .. : _

5 1 5 06 Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendxd:kan Dasar *“ E .

51 & 06 01 Belanja Hibah Dana 'BOS “Ke  Satuar - Pendldlkan Dasaz' dl'

Kabupaten/Kota : _ _

5 1 5 06 02 I S SO

5 1 6 Belanja Bantuan Sosial

5 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepad& Organisas: Sos:al Kemasyarakatan ;.-'

51 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Or gamsam Soszai Kemasyaz akatan

5 1 6 01 02 Dsto......... : :

5 1 6 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyaraka’t

5 1 6 02 01 Belanja Bantuan Sosial kepada ........ ieeeaiien S

5 1 6 02 02 [ S :
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5 2 BELANJA MODAL

5 2 1 Belanja Modal Tanah

5 2 1 01 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan

5 2 1 02 Belanja modal PengadaanTanah Pertanian

5 2 1 03 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan

5 2 1 04 Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran

5 2 1 05 Belanja modal Pengadaan Hutan

5 2 1 06 Belanja modal Pengadaan Kolam lkan

5 2 1 o7 Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa

5 2 1 08 Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak

5 2 1 09 Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput

5 2 1 10 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain _

5 2 1 1t Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

5 2 1 12 Belanja modal Pengadaan Tanah Pertamnbangan :

5 2 1 13 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung -

5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 2 2 01 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

5 2 2 02 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung

5 2 2 03 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu

5 2 2 04 Belanja madal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

5 2 2 05 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5 2 2 06 Belanja moedal Pengadaan Alat Anglkut Apung Bermotor

5 2 2 07 Belania modal Pengadaan Alat Anglkut Apung Tak Bermotor

5 2 2 08 Belania modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udard

52 2 09 Belania modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

5 2 2 10 Belania modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

5 2 2 11 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

52 2 12 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan _ . o

5 2 2 13 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan © Tanamanj/Alat
Penyimpari :

5 2 2 14 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

5 2 2 15 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 2 2 16 Belanja modal Pengadaan Komputer

5 2 2 17 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Ker_]a/ Rapat Pejabat

5 2 2 18 Belanja modal Pengadaan Alat Studio

5 2 2 19 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

5 2 2 20 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

5 2 2 21 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

5 2 2 22 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

5 2 2 23 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratoriurm =~

5 2 2 24 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

5 2 2 25 Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratoriom Kimia Nuklir .

5 2 2 26 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fzs1ka Nukiir /
Elektronika _

5 2 2 27 Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Protelsi ngkungan. S :

5 2 2 28 Belanja modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destruchve' R R
Testing Laboratory (BATAM) EIETE

5 2 2 29 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratoridm nglmngan H1du;3

5 2 2 30 Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium’ H1dz’odmamzka .

5 2 2 31 Belanja modal Pengadaan Senjata Api -

5 2 2 32 Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Apz

5 2 2 33 Belanja médal Pengadaan Amunisi

5 2 2 34 Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar o :

5 2 2 35 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Pcahndungan

5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan ' :

5 2 3 01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 'I‘empat 1{61 ja

5 2 3 02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat ’Fmggal

S 2 3 03 Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara :

5 2 3 04 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejar ah. -

5 2 3 05 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

5 2 3 06 Belanja rmodal Pengadaan Candi

5 2 3 o7 Belanja modal Pengadaan Monumen/ Bangunan Bersejarah

5 2 3 08 Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

5 2 3 09 Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti

5 2 3 10 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu

5 2 3 11 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas’ Udara
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Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal Pengadaan Jembatan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
Air Tanah

Belanja moda! Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air

Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih

Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik

Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan

Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman

Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum

Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon

Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal Pengadaan Buku

Belanja modal Pengadaan Terbitan

Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
Belanja modal Pengadaan Hewan

Belanja modal Pengadaan Tanaman

Belanja Modal Aset Lainnya
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga

TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota :
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada - Pemerintahan’
Kabupaten/Kota

Dst....

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota _

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten /Kota

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
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KODE AKUN URAIAN AKUN

6 2 1 01 Bantuan Keuangan ke Propinsi

6 2 1 01 01 Bantuan Keuwangan ke Propinsi ..........

6 2 1 01 02 Dst ...

6 2 1 02 Bantuan Kenangan ke Kabupaten/Kota

6 2 1 02 01 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota ..........

6 2 1 02 02 Dst

6 2 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6 2 2 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6 2 2 01 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ...........

6 2 2 01 02 Dst o

6 2 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

6 2 3 01 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

6 2 3 01 01 Bantuan Keunangan kepada Partai Politik ........

6 2 3 01 02 Dst oo

6 2 4 Transfer Dana Otonomi Khusus

6 2 4 01 Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota

6 2 4 01 01 Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota ..........

6 2 4 01 02 Dst .

7 PEMEBIAYAAN

7 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

7 1 1 Penggunaan SiLPA

7 1 1 01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

7 1 1 01 01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

7 1 2 Pencairan Dana Cadangan

7 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan

7 1 2 01 01 Pencairan Dana Cadangan ............

7 1 2 01 02 Dst e

7 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkah

7 1 3 01 Hasil ?enjualau Kekayaan Daerah yang Dxplsahkan

71 3 01 01 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan pada pemsahaan
milik Pemerintah/ BUMN By

7T 1 3 01 02 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan pdda pemsahaan'
milik daerah/ BUMD :

7T 1 3 01 03 Hasil penjualan kekayaan daerah yang d1plsahkan pacia pemsahaan:
milik swasta _ A

7 1 4 Pinjauman Dalam Negeri

7 1 4 0Ot Pinjaman Dalam Negeri dari Bank .

7 1 4 01 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank........ "~

7 1 4 01 02 Dst i,

T 1 4 02 Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

7T 1 4 02 01 Pinjaman Da%am Negeri dari Léembaga Keuangan BRukan Bank

7 1 4 03 Penerimaan Hasil Penerbltan Obligasi Daerah

7 1 4 03 01 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah ..

7 1 4 04 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintak Pusat

7 1 4 04 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat -

7 1 4 05 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerinﬂt‘;a‘ﬁ'?‘ré\iiﬁsi 'L'é"inny':i.' ST

7 1 4 05 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerinmh P:'rovinsi 'L’iihﬁjfa S

7 1 4 06 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemermtah Kabupaten/l{ota

7 1 4 06 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/ Kota
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5 05
5 05
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6 01
6 01
6 02
6 02
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6 03
6 04
6 04
7

7 01
7 01
8

8 01
8 01
1

1 o¢1
1 01
2

2 01
2 01
2 02
2 02
2 03
2 03
3

3 o1
3 01
3 02
3 02
3 03
3 03

01

01

01

01

01

01

61

3

03

01

0l

01

01

01

01

01

01

01

Penerimaan Kemball Piutang

Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara

Penerimaan Kembali Pintang kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah

Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat

Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintsh Daerah Lainnya

Penerimaan Kemball Piutang Lainnya
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
Perierimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan

Penarikan Dana Bergulir
Penarikan Dana Bergulir

Pencairan Deposito Jangka Panjang
Pencairan Deposito Jangka Panjang

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Luar Negeri

Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya

Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal/Investasi .Pemerintah'_})aéiﬁh

Penyertaan Modal pada BUMN -
Penyertaan Modal pada BUMN

Penyertaan Modal pada BUMD
Penyertaan Modal pada BUMD

Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pembayaran Pokok Pinjaman ke;iada_ 'B'é._nk
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada 'Lerﬁbagé'.'i{éﬁ#hgﬁﬁ Bukan
Bank U e TR N
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keéuangan Bukan Bank

Pelunasan Obligasi Daerah
Pelunasan Obligasi Daerah
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2 3 04
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2 3 06
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2 4

2 4 o1
2 4 01
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2 4 03
2 4 04
2 4 04
2 5

2 5 01
2 5 0l
2 5 02
2 5 02
2 5 03
2 5 03
2 5 04
2 5 04
2 6

2 6 01
2 6 01
2 7

2 7 o1
2 7 01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada’ Pémerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemermtah Prov:nsx Lamnya
Pembayalan Pokok Pinjaman kepada Pemel ;ntah Provms1 Lmnnya

Pembayaran Polkok Pinjaman kepada Pemerxntah Kabupaten/ Kota
Pembayaran Pokok Pinjaman kepade Pemermtah Kabupa{en Kota e

Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah kepad'a;}féfgsah_éan Negara -
Pemberian Pinjaman Daerdh kepada Perﬂs’ahaanNegara :

Pemberian Pinjaman Daergh kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daelah :

Pemberian: Pinjaman Daerah kepada Pemermtah Pusat
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Permerintah Pusat

Pember:an Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lamnya
Pemberian ' Pinjaman Daerah kepada Pérnerintah’ _D_aerah _ La_mnya

Pengeluaran Investasi Non Permanen Lamnya

Pembentukan Investasi dalam ?royek Pembangunan 1_ s
Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan

Pembentukan Dana Befgulir
Pembentukan Dana Bergulir

Pembentukan Deposito Jangka Panjang
Pembentukan Deposito Jangka' ?anjang

Pembentukan Investasi Non Permanen Lamnya
Pembentukan Investasi Non Permanen Lamnya e

Pembayamn Pokok Pinjaman Luar Ne_ger: _

Pembayaraén.f’okok Pinjaman Luar N'egéri o
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Pembayaran Utang Jangka I_’ahj'ang'Lainn'y'a' L

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya '
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya = -
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PENJELASAN URAIAN KODE AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN [LRA) -

Kode

Penjeiasah

PENDAPATAN - LRA

Digunakan untuk mencatat semua penerimaan pada Rekemng Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih ‘dalam periode 'tahun
anggaran yang bersangkutan yang menijadi halk pemerintah éaerah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah,

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang- dzperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan . Peraturan
Perundang-Undangan

Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah - LRA

1 01

Pajak Kendaraan Bermotor {PKB) - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Kendaraan Belmotor (PKB} .RA, e

1 01

01

PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA’

Digunakan untuk mencatat PKB ~ Mobil Penumpang Sedan LRA

1 01

PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA

Digunakan untuk mencatat PKB - Mobil Penumpang Jeep LRA,

1 01

03

PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA

1 01

04

Digunakan untuk mencatat PKB - Mobil Penumpang Mlmbus LRA.
PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA -

1 01

05

Digunakan untuk mencatat PKB - Mobll Bus Mlcs‘obua LRA.
PKB - Mobil Bus - Bus - LRA '

Digunakan untuk mencatat PKB - Mobll Bus Bus LRA.

i 0l

06

PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA -

1 01

07

Digunakan untuk mencatat PKB - Mobil. Baraﬁg/ Beban chk Up LRA
PKB - Mobil Barang/ Bebah - Light Truck ~ LRA: -

1 01

08

Digunakan untult mencatat PKB - Mobil Barang/ Beban nght 'Fruck LRA
PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA e :

Digunakan untuk mencatat PKB - Mobil Barang/ Beban ’I’mck LRA

1 01

09

PKE - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA

ngunakan untuk mencatat PKB - Sepeda Motor B Sepeda Motor Roda 2 c X
LRA z

1 01

10

PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Rocia 3 LRA

Digunakan untuk mencatat PKB - .Sepec%a Motor - Sepeda Motor Roda 3 w ::f
LRA L

1 01

11

PEB - Kendaraan Bermotor yang Dloperasﬁ{an (is Alr - LRA.

Digunakan untuk mencatat PKB - Kendal adn Bcrmotor yang Dloperaqikan SIE
di Air - LRA : :

1 01

12

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotm (PKB) LRA

LRA

1 0l

13

Digunakan untuk mencatat Pajak Kerzdaz aan Bermotm (?KB} Lamnya LRA

1 02

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Digunakan untuk mencatat’ Bea Bahk Nama Kendax aan Bex motor (BBNKB) Ny
- LRA NER : : R EEE

1 02

01

BBNKB Mob:l Penumpang Sedan LRA

1 02

02

Digunakan untuk mencatat BBNKB -Mobil Penurnpang Sedan LRA
BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA™ :

Digunakan unfuk mencatat BBNKRB Mobﬂ Permmpang Jeep LRA

1 02

03

BBENKB -Mobil Penumpang - Minibus = LRA

04

Digunakan untuk mencatat BBNKB ~Mobil Pénumpang M1mbus LRA
BBNKB -Mobil Bus - Mictobus - LRA - Cie

05

Digunakan untult mencatat BBNKB Mobli Bus Mlcrobus LRA : _:E. :
BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA - R

Digunakan untuk mencatat BBNI{B Mobﬂ Bus Bus LRA

Q6

BBNKB -Mobil Barang/ Bebatn - Pick Up =/LRA

i 02

07

Digunalkan untuk mencatat BBNKB -Mobil Bar ang/ Beban Pmk Up LRA :

BBNKB -Mobil Barang/ Beban-- L1g§1t Truck “LRA -

LRA

1 02

08

BBNKB -Mobil Barang/ Beban 'E‘ruck LRA

Digunakan untuk mencatat BBNKB -Mobil Barang/ Be’uan Tmtlc LRA

RARO

HURUNM -

FERANGHAT BARRAH

M ASISTEN T | - BEEDA - [
PEMRAKARSA b

al

\

\

Digunakarn untuk mencatat ’I‘unggakan Pajak Kendal aan. Ber. motm (PKB} : '

Diganakan untuk mencatat BBNKB -Mabﬂ Bar: ang/ Beban Lxght 'I‘ruck e




Kode

Penjelasan

102

09

EENKE -Sepeda Motor ~ bepeda Motor Roda 2 - LRA

Digunakan untuk mencatat BBNKB -Sépeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
- LRA

10

BBNKE -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA

Digunakan untuk mencatai BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
- LRA

11

BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA

Digunaken wuntuk mencatat BBNKB -Kendaraan Bermotor yang
Dioperasikan di Air - LRA

12

Digunakan untuk mencatat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENKB)
Lainnya - LRA

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA

01

Pajak Bahan Bakar Premium - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Bahan Bakar Premium - LRA

02

Pajak Bahan Bakar Pertamax - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Bahan Bakar Pertamax - LRA

03

Pajalk Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA

04

Pajal Bahan Bakar Solar - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Bahan Bakar Solar - LRA

05

Pajak Bahan Bakar Gas - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Bahan Bakar Gas - LRA

06

Dst .rinns

Digunakan untuk mencatat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Lainnya - LRA

Pajak Air Permukaan - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Air Permukaan - LRA

01

Pajak Air Permukaan - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Air Permukaan - LR’A

Pajak Rokok - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Rokok - LRA

01

Pajak Rokok - LRA

Digunakan untuk mencatat Pajak Rokok - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA ..

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Retribusi Daerah LRA
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 2

Digunakan untuk mencatat imbalan yang chpungut Pemerzntah Daerah
dari masyarakat sehubungan denigan - pelayanan Kcsehatan el

01

Rumah Sakit Umum Daerah - LRA:

Digunakan untuk mencatat Retnbum Rurnah Sﬂklt Umum Daemh LRA

02

Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang se_]ems yang dxrmhl{x dan / atau
dikelola oleh pemda - LRA - : s

Digunakan untuk mcncatat.’?empat pclayanan kesehatan Iamnya yang
sejenis yang dimiliki dan /atau dikelola oleh pemda - LRA. =

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA"

01

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pengujian: Kendaraan Bermotor LRA
Retribusi PKB - Mobil Penumpang --Sedan - LRA - : :

Digunakan untuk mencatat Retribusi PKB - Mobﬁ Penump’mg Sedan

2 02

02

Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi PKB - Mobﬂ Penump’mg Jecp

2 02

03

Retribusi PKB - Mobil Pennumpang - Minibus - LRA

04

Digunakan untuk mencatat Retribusi PKB - Mobil Penumpdng mebus
Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus « LRA"- '

Digunakan untuk mencatat Retribusi PKB - Mdb;l Bus Mlcrobus

Retribusi PI{B - Mobil Bus - Bus'- LRA

Digunakan untuk merncatat Retnbusz PKB Mobzl Bus Bus

06

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up < LRA"

D:gunakan untuk mencatat Retrzbum PKB - Mohﬂ Balang/ Beban = Plck
Up. .

07

Retribusi PKB Mobil Barang/ Beban L]ght 'I‘mck LRA

Digunakan untuk mencaiat Retribust PKB - Mobll Barang/ Beban nght X
Truck. N :
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Kode

Penjelasan

2 02

08

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA ™

Digunakan untuk mencatai Retribusi PXB - Mobil Barang/ Beban - Truck
- LRA.

09

Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi PKB - Sepeda Métor - Sepeda Motor
Roda 2 - LRA,

10

Retribusi PEB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor
Roda 3 « LRA,

11

Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dmperaszkan i Air - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang
Dioperasikan di Air - LRA.

12

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pengujian Kernidaraan Bermotor - LRA
lainnya.,

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA

Digunakas: untuk mencatat Retribusi Penggantian Bnya Cetak Peta - LRA,

01

Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penggantian Biaya Penyechaan Pet"i
Dasar ((Garis) - LRA. -

02

Penyediaan Peta Foto - LRA

Digunskan untuk mencatat Retribusi Penggantian Biaya Penyechaan Peta
Foto - LRA,

03

Penyediaan Peta Digital - LRA

Digunakan untuk merncatat Retribusi Penggcmtlan Blaya Penyediaan Peta
Digital - LRA. - :

04

Penyediaan Peta Tematik - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penggantian Blaya Penyedlaan Peta
Tematile - LRA. . . R

05

Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penggantian Bzaya Penyediaan F’ct’a
Teknis {Struktur) - LRA, : . :

Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pengoléhqu L}mbah (,a1r LRA..

01

Rumah Tangga — LRA

Digunakan untuk mencatat Retﬂbusz Pengolahan lebah Can‘ Rumah
Tangga - LRA. ;

02

Perkantoran — LRA

Digunakan untuk mencatat Retrzbum Pengolahan leiaah Can‘ Pcrkantor'm-
- LRA, : :

03

Industri - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pengolahan Lzmbah Cau‘ Indus‘m -
LRA. .

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pelayanan Téra/'rera Ulang LRA

01

Pengujian Alat-alat ulcur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LRA ",

Digunakan untuk mencatat Retribusi: Penguﬁan Aiat—aiat ukur takar,
timbang, dan pcrlengkapannya LRA

02

Pengujian dalam keadaan terbungkus - LRA

Digunakafi - untuk mencatat Retribusi Pen@jian'-'-dalam .1cea_déén--.
terbungkus - LRA L T e

Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA

Digunakan untuk mencatat Eétribusi Pelayanan Pendlcizkan LRA

01

Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA -

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pelayanaﬂ- Penyelenggaraan-
Pendidikan - LRA AR e

02

Pelatihan Teknis — LRA

Digunakan uniuk mencatat Retribusi Pe%atlhan Tekms LRA

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

01

Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan -
LRA . B _ :

7]

Laboratorium — LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pemakaian Laboratoriam — LRA o
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Kode Penjelasan

2 07 03 Ruangan -LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Pemakaian Ruangan - LRA

2 07 04 Kendaraan Bermotor — LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor -
LRA

2 08 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan -
LRA

2 08 01 Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir
berbagai Jenis Barang - LRA

2 08 02 Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Fasilitas .Pasar/Pertokoan yang
Dikontrakkan - LRA

2 08 03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA
2 09 Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
2 09 01 Pelelangan Tkan - LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Tempat Pelelangan lkan - LRA
2 09 02 Pelelangan Ternak — LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Tempat Peielangan Ternak - LRA
2 09 03 Pelelangan Hasil Bumi - LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Bumi- LRA
2 09 04 Pelelangan Hasil Hutan - LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan- LRA
2 09 05 Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat

Pelelangan - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Jasa Pelelangan serta Fasilitas
Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LRA

2 10 Retribusi Terminal « LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Terminal - LRA
2 10 01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan

Bis Umum - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir
untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA

2 10 02 Tempat Kegiatan Usaha - LRA
Digunakan untuk mencatat Retribusi Tempat Kegiatan Usaha - LRA
2 10 03 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Fasilitas Lainnya i Lingkungan
Terminal - LRA

2 11 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
Digunalzan untuk mencatat Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa - LRA

2 131 01 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA

Digunakan unfuk mencatat Retribusi Pelayanan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA '

2 12 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
2 12 01 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pelayanan Jasa ke Pelabuhan ‘LRA
2 13 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA _

Digunakan untuk mencatat Retribusi Tempat Rekreasi dan Qlah raga: LRA.
2 13 01 Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Tempat Rekreas; - LRA,
2 13 02 Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA

Digunakan untul mencatat Retribusi Pe%ayanan T cmpat Par;wmat'l - LRA
2 13 03 Pelayanan Tempat Olahraga - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pelayanan Tcmpat Olahraga LRA
2 14 Retribusi Penyeberangan Air - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penyeberangan Air - LRA,
2 14 01 Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penyeberangan Orang LRA.
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2 14 02

Pelayanan Penyeberangan Bararig - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penyeberangan Barang - LRA.

ot

2 15

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA

2 15 0}

Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -
LRA

Retribusi Izin Trayek - LRA

Digunakan untuk mencatat retribusi izin antuk mengangkut orang dengan
kendaraan umum pada jaringan trayek dan merupakan satu Kesatuan
dolumen vang terdiri dari surat keputusan izin trayek, sural keputusan
pelaksanaan izin trayek, lampiran surat keputusan berupa —daftar
kendaraan, kartu pengawasan kendaraan . dan @ surat pernyataan
kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin - trayek,
vang ditandatangani pemochon serta diketahui pejabat .pemberi izin;
Dikelola oleh Kabupaten/Kota

Pemberian [zin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pemberian lzin Trayek kepada Orang
Pribadi - LRA

Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pemberian 1zin Trayek kepada Badan
- LRA

Retribusi Izin Perikanan - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Izin Perikanan - LRA,

Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pembenan Izin usaha Perlkanan
kepada Orang Pribadi - LRA :

Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pemberian Izin usaha Peukanan
kepada Badan - LRA

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga I{erja Asmg (IMTA)
- LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Perpanjangan Izm Mernpekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA,

Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerga Asmg -
LRA

Digunakan untuk mencatat Retribusi Pemberian Perpanj&ngan IM'I‘A
kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA : '

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang D:pxsahkan LRA :

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (devxden) atas’ penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA :

Digunakan untuk mencatat laba {deviden) yang dlpeloleh Pernda daiam hal
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, " hal ini dalam’
bentuk Investasi Jangka Panjang. Investast . . jangka pan_;ang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkeian_)utan Investam perinanen .
tidak dimaksudkan untuk . diperjualbelikan, . . tetapi - = untuk’
mendapatkan  dividen dan/dtau perigaruh - yang. sxgnlflkan dalam |
jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan: Pembadian -

laba (deviden tersebut akan menambah Sdldo Anggaran Lebihi dalam
periode tahun anggaran yang bérsangkutan yang menjaci; hak pemermta‘n‘
daerah.

3 0I 0t

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dcv1den} atas pcnyertaan .
modal pada Perusahaan Daerah ........ ~LRA :

Digunakan untuk mencatat laba (deviden) yang dlpcroleh Pemda da]am hal.__ I

penyertaan modal pada perusahaan milik dagrah. .

3 01 o2

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dewden) atas penyertaan
modal pada BUMD ........ - LRA :

Digunakan untuk mencatat laba (dewden) yang dxperoieh Pomda dalam hal
penyertaan modal pada BUMD. ' : . R '

3 01 03

Dst ..

Dlgunakan untuk mencatat Bagian Laba yang. d:bag1kan kepada Pemda_ :

(deviden} atas penyertaan modal pada Pcrusahaan Milik: Dae1ah /BUMD <
LRA lainnya. s

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dewden} atas penyertaan_
modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA - :

Digunakan untuk mencatat Investasi Non permanen, yang aican menambah
Saldo sisa Anggaran lebih pada tahun  anggaran: yang be:sangkutan

Investagi non permanen adalah  investasi Jangka panjang ya.ng'
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Kode

Penjelasan

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutah. Investasi jenis ini
diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi
dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan
modal dalam proyek pembangunan. Investasi nonpermanen lainnya, yang
sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki permerintah secara
berkelanjutan, seperti penyeriaan meodal yang dimaksudkan untuk
penyehatan/penyelamatan perekonomian. Dalam hal ini Pemda akhir
tahun akan memperoleh laba (deviden) atas penyertaan modal pada
perusahaan Negara/BUMN,

1

3 02

01

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden} atas penyeriaan
modal pada BUMN .............. - LRA

Digunakan untuk mencatat Investasi Non permanen, yvang akan menambah
Saldo sisa Anggaran lebih pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang vang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ind
diharapkan akan berakhir dalam jangka wakiu tertentu, seperti investasi
dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan
modal dalam proyek pembangunan, Investasi nonpermanen lainnya, yang
sifatnya tidale dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara
berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk
penyehatan/penyelamatan perekonomian. Dalam hal ini pada akhir tahun
Pemda mempereleh laba (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan
BUMN. Meski modal yang ditanamkan pada satumBUMD harus tetap
dimiliki oleh daerah lain sebagai mayoritas atau Pemerintakh Pusat dalam
kerangka BUMN. Pemerintah daerah dan Direksi memiliki kewajiban
bersama untuk menjaga agar salah satu daerah atau pemerintah dapat
menjaga mayoritas dan tidak berubah menjadi Non-BUMD ketika modal
tergerus menjadi kurang dari 51%.

0z

Dst.vcvvrinnns

Digunakan untuk mencatat bagian laba yang di Investasi Permanen yang
tidale dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal
Pemerintah diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA

01

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden} atas penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Swasta ........ - LRA

Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemda.
(deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan swasta, dalam hal ini
pemerintah daerah menjalin/membuat kperjanjian- kerjasama dengan
pihak swasta,

02

Dst o, e

Digunakan untuk mencatat Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyeriaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
lainnya.

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dari hibah
dan sumbangan pihak ketipa. Belanja Hibah adalah pengeluaran
pemerintah dalam bentuk vang/barang atau jasa kepada pemerintah dtau
pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan - organisasi
kemasyarakatan, yang secara specifik telah ditetapkan peruntukkannya;
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus renerus.
Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial . adalah = pengeluaran
pemerintah dalam bentuk nang/barang atau jasa yang bersifat sosial
kemasyarakatan  kepada kelompok/anggota -masydarakat dan  partai’
politik  yang bertujuan untuk peningkatan kesejahternan - masvaralat,
yang sifatnya tidak terus menerus/tidak mengikat dan selektil serta
memiliki kejelasan peruntukanpenggunaannya - dengan’
mempertimbangkan  kemampuan  keuangandaerah dan - ditetapkan’
dengan keputusan kepala daerah. Khusus kepada’ partai - politik,.
bantuan diberikan sesuali dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. :

4

1

4 01

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan --LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dari hasil
penjualan aset daerah yang tidak terpisahkan dan disetor ke Rekenmg Kas
Umum Daerah, dan akan menambah Saldo Anggaraf Lebih dalam tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi -hak ‘pemerintali daerah.
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Adapun hasil penjualan Aset Daerah yah tidak dipisahkan antaralain ; hasil
penjualan tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, penjualan
jalan, Irigasi dan Jaringan dan penjualan aset tetap lainnya.

01

Hasil Penjualan Tanah - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bhersumber dari hasil
penjualan aset daerah berupa tanah.

02

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari hasil
penjualan aset daerah berupa Peralatan dan mesin,

03

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari hasil
penjualan aset daerah berupa Gedung dan Bangunan.

04

Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari hasil
penjualan aset daerah berupa jalan, Irigasi dan Jaringan

05

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA

Digunakan untuk mencaiat pendapatan yang bersumber dari hasil
penjualan aset daerah berupa Aset Tetap lainnya,

Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan vang bersumber dari hasil
penjualan aset lainnya vyang disetor ke Kas Umum Daerah dan akan
menambah salde anggaran lebih pada periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan menjadi hakpemerintah daerah.

01

Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari hasil
penjualan aset lainnya,

Penerimaan Jasa Giro - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari Bunga vang
diberilkan oleh bank kepada giran atas sejumlah -saldo gironya yang
mengendap di bank, yang akan menambah saldo anggaran lebih diperiode
tahun anggaran yang bersangkutan dar menjadi hak pemerintah daerah.

01

Jasa Giro' Kas Daerah - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari Bunga yang
diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah sdldo gironya yang
mengendap di bank, dan masuk ke Kas Umum  Daerah yang “dkan
menambah saldo anggaran lebih diperiode talwn anggaran yang
bersangkutan dan menjadi hak pemerintah daerah.

02

Jasa Giro Bendahara - LRA

Digunalkan untuk mencatat pendapatan yang ber sumbm dari Bunga yang
diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya ‘vang
mengendap di bank, dan berasal dari saldo giro Bendahara masnk ke Kas
Umum Daerah yang akan menambah saldo anggaran lebih diper 1ode tahun
anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak. pemm mtah c{aerah

03

Jasa Giro Dana Cadangan - LRA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang ber sumbez’ darl Bung& yang.i| _.

diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah salde gironya’ yang
mengendap di bank, dan masuk ke Kas Umiim Daexah yang “akan
menambah  saldo anggaran lebih - diperiede’ tahun - -anggaran | yang
bersangkutan dan menjadi hak pemerintah daerah.: . Jasa Giro Dana' :
Cadangan ini Diperoleh dari Hasil Pengelolaan 'Dana Cadangan :

04

Dst.......

Digunakan untuk mencatat pendapatan vang ber sumbe; dar1 Bunga yang Ik

diberikan oleh bank kepada 'giran -atas sejumlah’ saldo gironya yang: f
mengendap di bank, dan masuk ke Kas Umum . Daerah yang akan_ §
menambah  salde anggaran lebih- daperlode tahun anggaran yang
bersangkiutan dan menjadi hak pemenntah daerah. | : .

Pendapatan Bunga - LRA

Digunakan untuk mencatat semua 'penerimaan’ yang buaumbm cian_ :
pendapatan bunga baik pendapatan bunga Deposito,- pendapamn bunga i
dana bergulir ataupun pendapatan bunga lainnya dan masuk ke Rekening 1
Kas Umum Dacrah yang menambah Saldo Anggaran Lebik dalam periode | | -
tahun anggaran vang bersangkutan yang menjadt hak pemermtah dan' L
tidak perlu dibayar kembali oleh pemérintah, . : s

4 04

01

Pendapatan Bunga Deposito...... - LRA

Digunakan untuk mencatat” semua penerimaan yang . bersumhel dan
pendapatan bunga Deposito mastk- Rekening Kas Umtim Daerah yaug
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun’ anggamn vang.
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bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali ¢leh pemerintah.

4 1 4 04 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir .............. - LRA

Digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang bersumber dari
pendapatan bunga  dana bergulir dan masuk ke Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

4 1 4 04 03 Dst ..o,
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bunga - LRA lainnya.
4 1 4 05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA

Bigunakan untuk mencaiat semua penerimaan yang bersumber dari
adanya tuntutan ganti kerugian daerah, baik yang berasal dari Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara, maupun tuntutan -ganti
kerugian ‘daerah terhadap pegawai negeri bukan -bendahara,. dan
ditampung di Kas Umum Daerah serta menambah langsung Saldo
Anggaran Lebih diperiode tahun anggaran yvang bersangkutan,yang menjadi
hal pemerintah daerah.

4 1 4 05 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LRA

Digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang bersumber dari
adanya tuntutan ganti kerugian daerah, yang berasal dari Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Bendahara dalam hal ini penyalahgunaan
penggunaan uang negara, surat berharga atau cek dan barang, yang nyata
dan pasti- jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum ‘baik
sengaja maupun lalai, dan diltampung di Kas Umum Daerah. serta
menambal langsung Saldo Anggaran Lebih diperiode tahun anggaran yang
bersangkutan,yang menjadi hak pemerintah daerah.

4 1 4 05 02 Tuntutan ' Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawax .Negerl Bukan
Bendahara - LRA '

Digunakan untulk mencatat semua penerimaan yang ’z)ersumbez' dam
adanya tuntutan ganti kerugian daerah, yang berasal dari Tuiitiitan Gariti
Kerugian Daerah Terhadap pegawai negeri bukan Beéndahara dalam hal ini
penyalahgunaan penggunaan misalkan menghilangkan aset negara serpti
motor, mobil, uang negara, surat berharga atau cek dan barang; yang nyata
dan pasti. jumlahnya sebagai akibat perbuatan 'melawan hukum -baik
sengaja maupun lalai, dan diitampung di Kas Umum Daerah serta
menambah langsung Saldo Anggaran Lebih diperiode tahun anggaran yang
bersangkutan,yang menjadi hak pemerintah daergh,

4 1 4 Q6 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
4 1 4 06 01 Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumbcr ~dari
penerimaan komisi dari penetapan Kas  daerah, - penefimasn - atas
pendapatan tersebut di tampung di Kas Umum Dagerah dan: akan
menambah Salde Anggaran Lebih pada . tahun - Anggman VENE
bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah daerah :

4 1 4 06 02 Penerimaan Potongan dari c............. - LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dar:
penerimaan potongan taspen dan askes, penerimaan atas pendapatan
tersebut di tampung di Kas Umum Daerah dan akan menambah Saldo
Anggaran Lebih pada tahun Anggaran yang bers&ngkutan, dan rnen;adl hak
pemerintah daerah,

4 1 4 06 03 Penerimaan Keuntungan Seligih Nilai Tukar Rup1ah dari coiiennnnen, - LRA .

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bcrsumber dari
penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah misalnya terjadiselisih®
antara transaksi dengan pembayaran ,  penerimaarn .atas pendapatan’
tersebut di tampung di Kas Umum Daerah dan akan menambah-Saldo
Anggaran Lebih pada tahun Anggaran yang hersangkutan dan men_}adx hak
pemerintah daerah. .

4 1 4 06 04 Dst o,

Digunakan untuk mencatat Komisi, Powngan dan Sehslh Nlial Tukar
Rupiah - LRA lainnya. :

4 1 4 07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Peker_]aan LRA

4 1 4 07 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ... - LRA _

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan-yang ‘bersumber -dari
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan/atau
sejenisnya, penerimaan atas pendapatan tersebut di fampung di Kas Umuam
Daerah dan akan menambah Saldo Anggaran Lebih pada tahun Anggm an

vang bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah daerah.-
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Kode Penjelasan

4 07 02 Dst............ L
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda dtas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan - LRA lainnya.

4 08 Pendapatan Denda Pajak - LRA
Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dari
pendapatan denda pajak baik Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama
Kendaraan ‘Bermotor, Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan - Berimotor,
Denda pajak Air Permukaan dan Denda Pajak Rokok, penerimaan atds
pendapatan tersebut di tampung di Kas Umum - Daerah dan .akan
menambah Saide Anggaran Lebih pada’ tahun  Anggaran  yang
bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah dacrah,

4 08 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dari
pendapatan denda pajak baik Pajak Kendaraan Bermotor penerimaan atas
pendapatan tersebut di tampung di Kas Umum 'Daerah dan’ akan:
menambah Saldo Anggaran Lebih ‘pada- tzhun - Anggalan yang |
bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah daerah.

4 08 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
Digunakan untuk mencatat semua pendapatan . yang bersumber . dari
pendapatan denda pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermoi@a ‘penerimaan -
atas pendapatan tersebut di tampung di Kas Umum Dacrah dan-akan
menambah  Salde Anggaran . Lebih pada “tahun Anggaran yang'
bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah daerah. ; :

4 08 03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
Digunakan untuk mencatat semua pendapatan “yang bersumber dari:
pendapatan denda pajak Bahan Bakar Kendaraan' Bermotor, pen3111naan"-
atas pendapatan tersebut di tampung di Kas Umum Daerah dean akan
menambah  Saldo Anggaran Lebih :pada :tahun Anggaran yang'
bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah daerah :

4 08 04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA . _ o
Digunakan untuk mencatat semua pendapatan. vang bersumber -dari
pendapatan Denda pajak Air Permukaan , penerimaan atas péndapatan”
tersebut di tampung di Kas Umum Daerah dan akar menambah’ Salda
Anggaran Lebih pada tahun Anggaran yang bex sangkutcm dan’ men]ad1 hak :
pemerintah daerah.

4 08 Q05 Pendapatan Denda Pajak Rokok LRA X : S
Digunazkan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumbm dan
pendapatan denda pajak Rokok, peherimaan ntds pendapatan tersebut di-
tampung di Kas Umum Daerah dan akan meriambah ‘Saldo Anggaran Lebih~
pada tahun Anggaran yang bersangkutan cian memad1 hak pemcrmtah_
daerah. : : :

4 09 Pendapatan Denda Retnbum LRA
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Retmbum - LRA,

4 09 01 Pendapatan Denda Retribuéi Pelayanan Kesehatan < LRA - .. I B
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dend'x Retﬂbusx Pelayqnar}'f
Kesehatan - LRA. '

4 09 02 Pendapatan Denda Retribusi Pengu31a11 Kendaraan Bermotor LRA _
Digunakan untuk mencatat: Pcndapatan Denda Rembusz Pengujlan--
Kendaraan Bermotor < LRA, :

4 09 03 Pendapatan Denda Retribusi Penggannan Blaya Cetak Peta LR’A P
Digunakan untuk mencatat Pendapaian Denda Retnbu51 Penggantlan LR
Biaya Cetak Peta - LRA. _ Sl

4 09 04 Pendapatan Denda Retribusi Pengoiahan lebah Calr LRA o
Digunakan -untuk mencatat Penciapatan Dcnda Retrabum Pengolahan
Limbah Cair - LRA.

4 09 05 Pendapatan Denda Retrlbum Pelayanan ’I‘ela/Tera Uiang LRA :
Digunakan untuk mencatat Pendapaian Denda Retnbum Pelayanan-
Tera/Tera Ulang - LRA. . : :

4 09 06 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pend1d1kan LRA ol i
Digunakan untuk mencatat Pendap’ttan Denda Retnbus1 Pelayanan; g R
Pendidikan - LRA. 1

4 09 07 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan D'zerah LRA :
Digurakan -untuk mencatat Pendapatan Denda Retmbusx Pemakalan
Kekayaan Daerah - LRA. -

4 09 08 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Gr051r dan/ atau Pcl tokoan LRA

Digunakar untuk mencatat Pendapatan Denda: Reu 1b1351 Pasa: Grosir dan/ _' _' TR

atau Pertokoan - LRA.
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4 4 09 09 Pendapatdn Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
Digunakan wuntuk mencatat Pendapatan Denda  Retribust Tempat
Pelelangan - LRA.

4 4 09 10 Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA,

4 4 09 11 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa -
LRA
Digunakan wuntuk mencatat Pendapatan Denda Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesangprahan/ Villa - LRA.

4 4 09 12 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dendsa Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan - LRA,

4 4 09 13 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
Pigunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olah raga- LRA.

4 4 09 14 Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LRA
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan
Air - LRA,

4 4 09 15 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daefaly - LRA -
Digunakan wuntuk mencatai Pendapatan Denda Reiribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah - LRA.

4 4 09 16 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayelk - LRA
Bigunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Retribusi Izin 'I‘rayek - LRA,

4 4 09 17 Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA .~ :
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Retrlbusz Izm Perzkanan -
LRA, :

4 4 09 18 Pendapatan Denda Retribusi Perpamangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing {IMTA) - LRA ' '
Bigunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Retnbu31 chpanj'mgan Izm
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA. :

4 4 10 Pendapatin Denda Pemanfaatan Aset Daerah -~ LRA .. :
Digunakan uniuk mencatat Pendapatan Denda’ ?emanfaatan Aset Daei ah -
LRA, :

4 4 10 01 Penddpatan Denda Sewa Aset Daerah LRA - :

Digunakan untuk mencatat Péendapatan Denda Sewa Aset Daerah LRA

4 4 10 02 Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerali ~ LRA e
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Keuasama Pemanfaatan'
Aset Daerah - LRA,

4 4 10 03 Pendapatan Denda Bangun Guna. Serah - LRA Sl
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Bangun Guna Sérah = LRA::

4 4 10 04 Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA .
Digunakan untuk mencatat Pendapatan-Denda Bangun Serah Guna LRA

4 4 11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda <« LRA .
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dcnda Atas Pelanggaran Pelda =
LRA. S -

4 4 11 01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Per da T -LRA .

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dencia Atas Pelanggaran Pelda'
........... - ERA, A . _ .

4 4 11 02 DSt v, : A L
Pigunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Atas Pclanggardn Perda =
LRA lainnya. g : . '

4 4 12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jamman LRA .
Digunakan untuk mencatag Pendapatan Hasﬁ Eksekusz atas Jamman o
LRA, -

4 4 12 01 Hasil Ekselcusi Atas Jaminan atas ?engadaan Barang/ Jasa = LRA _
Digunaken untuk mencatat Pendapatan Hasil Eksekusx Atas J arnznan atas
Pengadaan Barang/Jasa - LRA : :

4 4 12 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pcmbongkaran Rekiame LRA -
Digunakan untuk mencatat Penclapatan Hasil Eksekum Atas J aminan atas'-
Pembongkaran Reklame - LRA - : : : S

4 4 12 03 Dst.......... :

Digunakan untuk mencatat Pendapatan I—Iaszl Eksekum atas Jamman
L.RA lainnya, :

4 4 13 Pendapatan dari Pengembalian
Digunakan untuk mencatatl semua pend’zpatan yang bersumber dar1
pendapatan atas pengembalian kelebihan pajak- penghasﬂzm pasal 21
pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran aduransi keschatar,
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Pendapatan Dari Pengembalian' ' Kelebihan Pembayaran Ga_]z “dan :
Tunjangan, Pendapatan Dari- Pengembahan Kelebihan Pembayararz-

Perjalanan Dinas dan atau yang sejénisnya, penerimaan atas- pendapatan .| -

tersebut di tampung di Kas Umum Daerah dan. akan menambah ‘Saldo
Anggaran Lebih pada tahun Anggaran yang bersaﬂgkutan d’m menjaciz hak
pemeriritah daerah.

Pendapatan dari Pengembahan I{elcblhem Pa_}ak Penghasﬂan Pasal 21 LRA ..

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan - yaiig bersuber: dari:
pendapatan atas pengembalian keiebzhan pajak penghasﬂam pasal 210
penerimaan atas pendapatan tez‘sebut di tampung di. Kas Umum deah'
dan akan menambah Saldo Anggaian Lebsh pada tahun Anggaran yang.
bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah daérah;-

Pendapatan Dari Pengembahan Keleb1han Pernbayaran Asuranm Kesehatan
- LRA . -

Bigunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dam

pendapatan  dari pengembahan kelébihan pembayaran asuransi |

kesehatan, penerimaan atas pendapatan tersebut d1 tampung di. Kas' Umam
Baerah dan-akan menambah Salddé Anggaran Lebih padq tahun Anggaran
yang bersangkutan, dan menjadi hak pemeriritah dagrai..

Pendapatan Dari Pengembalian Kel&bman Pembay'iran Gap dan ’I‘unjangan
- LRA

Digunakan untuk mehcatat semua pendapatau yang bmsurnber dan

pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayal an Gaji'dan tunjangan e

penerimaan atas pendapatan’ tersébut di tampung di Kas Umum Daerah:'

dan akan menambah Saldo Anggaaan Lebih pada tahun Anggaran yang" Eaca

bersangkutan, dan menjadi hak pemérintah daerah.-

Pendapatan Dari Pengembahan Keleblhan Pembayaran Pex _]alcman Dmas -
LRA

ngunakan untuk mencatat semua pendapatam yang bcrsurnber dan
Pendapatari Dari - Pengembalian = Kelebihan' Pembayaran ‘Gajis dan_
Tunjangdn, penerimaan atas’ pendapatan tersebut . di’ ‘tampung: di Kas

Umum Daerah dan akan meriambah Saldo Anggaran Leb1h pada tahun':- T

Anggaran yang bersangkutan; dan menjach hak pemcrmtah dagrah.

Pst ..

Digunakan untuk mencatat Pendapatan dan Pengembahan I'unnya

Pendapatan Penyelenggaradn Sekolah dan:Dikilat -"LRA’

Digunakan untuk mencatat. semud  pendapatan - yang bezsumber d’m--

Pendapatan = penyelenggaraan sekolah” dan’ dll{iat penerimaan atas_ i
pendapatan tersebut di tampung i I{as Umum Daerah dan akan': o
ang'_- S

menambah Salde Anggaran: Lebih padd tahun Anggaran
bersangkutan, dan menjadi hak pemermtah delerah. :

Pendapatan Penyelenggaraan Seékolah - LRA .

Digunakan untuk mencatat. semua: penc%apatan yang: bersumbez dan.-. T

Pendapaian penyelenggaraan- sekolah petierimaan’ ‘atas pend_apatan'-_
tersebut di‘tampung di Kas Umum Daerah dan akan nienambah Saldo”

Anggaran Lebih pada tahun Anggaran yang bersangkutan dan "mehjadl hqk

pemerintah daerah.

Pendapatan Penyeienggaraan Dl,l{iat LRA L

Digunakan . untuk mencatat ‘semua ; pendapatan yang bersumber dan '

Pendapatan penyelenggar aan diklat; penenmaan atas pendapatan tersebutf' S
di tampung di Kas Umum Daerah’ dan ‘akan menambah Saldo Anggaran®| . = .
Lebih pada  tahun Anggaran yang bersangkuian, dan menjadx hak'- i

pemerintah daerah.

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyelenggaraan Sekoiah dan_. R

Diklat - LRA lainnya,

Pendapatan dari Angéuran/ Czc:lan Penjualan LRA

Digunakan -untuk mencatatsémua pendapa’ian yang bersumber darz_.
penerimaan angsuran/ cicilan -atas penjualan rumah:dinas daerah untuk

golongan IH dan ‘angsuran Jcicilai atas’ pemualan kencﬁara'm perorangan
dinas serta angsuran/cicilan’ penjuaian aset lamnya yang _sejenis, |
penerimaan atas pendapatan tersebut di iampung di:Kas Umum Daer

dan akan menambah Salde Anggaran-Lebih pada’ tahun At}ggaran 'émg_j

bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah dierah:

4 13 0l
4 13 02
4 13 03
4 13 04
4 13 05
4 14

4 14 01
4 14 02
4 14 03
4 15

4 15 01

Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah: (:olongan 10F - LRA

Digunakan :untuk ‘mencatat- semua  pendapatan. yang: ber&.umber éan_- A
penerimaan angsuran/cicilan atas penjualan rimah dinas damah khusus‘:’ R

untuk golongan HI, penerimaan atas pendapataﬁ te1sebut di tampung c§1' G
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Kas Umum Daerah dan akan menambah Saldo Anggaran Leb1h pada tahun
Anggaran ‘yvang bersangkutan, dan 'menjadi hak pemeériritah daerah.

1 4 15

02

AngsuranyCicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan vang bersumber dari
penerimaan angsuran/cicilan atas penjualan kendaraan perorangan dinas,
penerimaan atas pendapatan tersebut di tampung di Kas Umum Daerah
dan akan menambah Saldo Anggaran Lebih pada tahun Anggaran yang
bersangkutan, dan menjadi hak pemerintah daerah.

i 4 16

03

Dst .

Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan -
LRA lainnya.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dari
penerimaan hasil pemanfaatan kakayaan daerah baik itu yang disewakan,
kerjasama pemanfaatan, hasil dari pemanfaatan kakayaan daerah bangin
guna serah, maupun hasil dari pemanfaatan kekayaan daérah bangun
serah guna, penerimaan atas pendapatan tersebut di tampung di Kas
Umum Daerah dan akan menambah Saldo Anggaran Lebih pada:tahun .
Anggaran vang bersangkutan, dan meénjadi hak pemerintah daerah.

01

Hasil dari: Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA

D;gunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber darl
penerimaan hasil pemanfaatan kakayaan daerah hasil dari pemanfaatan
kekayaan daerah yang disewakan, penerimaan atas pendapatan tersebut di
tampung di Kas Umum Daerah dan akan menambah Saldo Anggaran Lebih
pada tahun Anggaran yvang bersangkutan, dan menjadi hak pemermtab
daerah.

02

Hasil dari. Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan— LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dari
penerimaan hasil pemanfaatan kakayaan daerah kérjasama pemanfdatah,
penerimaan atas pendapatan tersebut di tampung di Kas Umuim Daérah |
dan akan menambah Saldo Anggaran Lebih pada tahun Anggaran yang .
bersangkutan, dan menjadi hak pemeérintah daerah. - o

03

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah LRA .

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan.yang -bersumber. darl-.:

penerimaan hasil pemanfaatan kakayann daerah; hasil dari pemanfaatan“ :
kakayaan daerah bangun guna serah, -  penerimaan’ ‘atas’ pendapatan
tersebut di tampung di Kas Umum Daerah dan akan menambah Saldo
Anggaran 'Lebih pada tahun Anggaran yang bersangkutan dan menjadl hak
pemerintah daerah,

04

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Bangun Serah Guna LRA .

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan .yang . bersumber . dari
penerimaan hasil pemanfaatan kakayaan daerah, hasil dari pemanfﬂ{an'
kekayaan daerah bangun serah guna, - penerimasan- atas pendapatan :
tersebut di tampung di Kas Umum Daerah dan akan . menambah Baldo"
Anggaran Lebih pada tahun Anggaran yang bersangkutan dan mez’uaéz hak
pemerintah daerah. - :

o~

17

Pendapatan Zakat® - LRA

B

i7

01

Pendapatan Zakat* .......... - 1LRA

Digunakan untuk mencatat pendapai:an Zalkat

Pendapatan BLUD - LRA

Digunakan untuk mencatat semua peneurnaan yang bcrsumber dan._
pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Pcndapatan Tibah: BLUD serta
Pendapatan Hasil kerjasama BLUD cian/atau pach pendapatan BLUD"

lainnya yang memberikan - pelayanan kepada:: masyaraka% inerupa |

penyediaan barang dan/atau jasa vang: dijual’ tanpa mengutamakan _
mencari keuntungan dan dalam melakukan: kegmtanny& didasarkan pada |
prinsip efisiensi dan produktivitas. dan hasil penefimaan atas jasa layanan’

wmum BEUD tersebut tidak disetor ke kas Umun Daerah, tetapi disetor ke | - - :

Kas BLUD. Dan pada akhir - Tahun Anggaran maka saldo kas: bendahara'
BLUD akan menambah Saldo Anggalan Leblh di tahun anggman yang
bersangkutan.

1 4 18

01

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD LRA

Digunakan untuk mencatat semua pencrmﬂaﬁ yang belaumbel dam
pendapatan atas jasa pelayahan yang diberikan kepada masyqrakat berupa :
penyediaan barang dan/atau- jasa’ yang: d13ua1 tanpa’ mengutamakan'_- !

mencari keuntungan dan dalaim melakukan keglatannya dzc%asarkan pada A _' EREET &
prinsip efisiensi dan produktivitas. dan hasil’ penerimaan atas Jaba laycman N

umum BLUD tersebut tidak disetor ke icas Urnum Daerah, tétapi disetor ke
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Penjelasan

Kas BLUD Dan pada akhir Tahun Anggaran maka saldo kas bendahara
BLUD akan menambah Saldoe Anggaran Lebih di tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pendapatan Hibah BLUD - LRA

Digunakan untuk mencatat semua Pendapatan BLUD yang bersumber dari
hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. Seluruh
pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola
langsung untuk membiayal pengeluaran BLUD sesuai RBA. BLU/BLUD
dengan status penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara
iain dapat langsung menggunakan selurnh pendapatan BLU yang
diperolehnya, diluar dana yang bersumber dari APBN/APBD, sesuai RBA
tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara /Daerah,

Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA

Digunakan untuk mencata semua penerimaan yang bersumber dari hasil
kerjasama dengan pihak ketiga. BLUD yang memiliki aset ataupun
kekayaan  dalam bentuk lain dapat memanfaatkanya untuk dikelola
menjadi pendapatan. Contohnya jika BLUD memiliki lahan kosong yang
belhum termanfaatkan, lahan tersebut dapat digunakan untuk dijadikan
lahan parkir. Pengelolaan lahan parkir tersebut dapat dilakukan dengan
dua cara. Pertama, BLUD dapat mengelolanya sendiri sehingga pada
pencatatannya, pendapatan yang diterima dari parkir tersebut dianggap
sebagal pendapatan lain-lain BLUD. Kedua, BLUD juga dapat menjalin
kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola lahan dan operasional parkir
tersebut. -

Digunakan untuk mencata semua penerimaan yang bersumber dari hasil
dari pendapatan BLUD Lainnya

Lain-lain PAD vang Sah Lainnya - LRA

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan yang bersumber dari
pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya yang masuk ke
Kas Umum Daerah yang berpengaruh terhadap Saldo Aniggaran Lebih pada
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penmbangan LRA

Digunakan untuk mencatat semua pendapatan  Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan baik vang bersumber dari bagi hasil pajak, bagi
hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor pertambarigan, Bagi Hasil dari
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Bagi Hasil dari Pajak Bumi
dan Bangunan sektor Perhutanan, Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau, Bagi
Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Bagi Hasil dari Turan Hak
Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil dari Provingi Sumibér Daya Hutan, Bagi

Hasil dari Dana Reboisasi, Bagi Hasil dari 1 Iuran Tetap (Land- R'ent) Bagi | .

Hasil dari-Iuran Eksplorasi dan Turan Eksploitasi {Royalti) , Bagi Hasil dari’
Pungutan Hasil Perikanan , Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak ‘Bumi,
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil dari Pertambangan

Panas Bumi. : e

Bagi Hasil Pajak - LRA

Digunakan unfuk mencatat penerimaan yang bel sumber dari Bagi Hasil
Pajak Daerah - LRA :

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan LRA

Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasﬁ
dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA - L

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan selttor Perkebunan - LRA |

Digunakan untuk mencatat penerimasan yang bersumber dari Bagl Hasil
dari Pajak Bumi dan Bangunan sekior Perkebunan - LRA -

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan -~ LRA

Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumber dari Bagl Hasﬂ
dari Pajak Bumi dan Bangunah sektor Perhutanan < LRA .

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Waij Pa}ak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21°-LRA |

Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bcrsumbcr dau Bagx Hasﬂ
dart Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wapb Pajak O:ang
Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA -

Kode
4 18 02
4 18 03
4 18 04
4 19
4 19 01
1
1 01

1 01 01
1 01 02
1 01 03
1 01 ¢4
1 01 05

Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA

Digunakan untuk menecatat penerimaan yang bcrsumber dari Bagl hasﬁ
Cuikail Hasil Tembakau ~ LRA
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2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
Digunakan untuk mencatat perierimaan yang bersumbcr dan bag: hasﬁ
bukan pajak/sumber daya alam - LRA., : :

2 1 02 01 Bagi Hasil'dari Iuran Hak Pengusahaarz Hutan - LRA
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumber dar1 Bag1 Hasﬂ
dari luran ' Hak Pengusahaan Hutan ~ LRA : : :

2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA .

Dipunakan untuk mencatat penerimazn’ yang bersumber dari Bagi Hasil
dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA S S

2 1 02 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA |
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil
dari Dana Reboisasi - LRA

2 1 02 04 Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-Rent} - LRA
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumber dari Bagl Hasil
dari luran Tetap {Land-Rent) - LRA : -

2 1 02 08 Bagi Hasil-dari luran Eksplorasi dan Turan Eksploxtam (Royaitl) "LRA R
Digunakan untuk mencatat penerimaan yarg bérsumber dari Bagi Hasd_
dari luran’ Eksplorasi dan luranh Eksploitasi (Royalti) < LRA =

2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumber dari Bagl Hasﬂ
dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA

2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA o
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumbel dari Bagl Hasil
dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA :

2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambarnigan Minyak Buml - LRA :
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang bersumber dari Bagl Hasﬂ .
dari Pertambangan Minyalk Bumi - LRA '

2 1 02 09 Bagi Hasil darn Pertambangan Gas Bumi - LRA _ :
Digunakan untuk mencatat penerimaan: yang be;sumber dar; Bagx Hasﬂ
dari Pertambangan Gas Bumi - LRA ~ : S :

2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA P S
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang be; sumbcr dam Bag1 Hdsﬂ
dari Pertambangan Panas Bumi- LRA -~ R : S

2 1 03 Dana Alokasi Umum {DAU)} - LRA

2 1 03 01 Dana Alokasi Umam - LRA d
Digunakan untuk mencatat sejumlah Dana - A%okaa Umum yang' Sl
dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan bagran Propmm 1

2 1 04 Dana Alokasi Khusus {(DAK)- LRA . : 5 i :
Digunakan untuk ‘mencatat- sejurnlah Dana A?ok&sz Khusus y'mg.
dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan’ i:nagzan P; 0pms1

2 1 04 01 DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA : B P
Digunakan untuk mencatat sejumilah DAK Bldang Infr&stmktur J alan yang RS
dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan bagzan Propmsx ' :

2 1 04 02 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA ./ . s AR
Digunakan untuk mencatat sejumlah -DAK - Bzdang Inﬁastmktuz Irlgam.-
yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan rnerupakan bag1an Pri op1ns1 '

2 1 04 03 DAK Bidang Infrastiuktur Alr Minum - LRA .. i : - R R
Digunakan untuk mencatat sejumlah DAK Bxdang }nfrastruktuz Azr Mmum'_: ; '
yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan mempakan baglan Pr op1r131 =

2 1 04 04 DAX Bidang Infrastrultur Sanitasi- LRA @ . : o
Digunakan untuk mencatat sejumlah: DAK B1dang infrastruktur Samtas;' cb
yang dialokasikan Pemerintah Pusat'dan mempakan baglan Pr opmm 1

2 1 04 05 DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA . : : S
Digunakan untuk mencatat sejumlah- DAK Blciang Keluauga Berencana SR
vang dialokasikan Pemerintah Pusat.dan mempakan baglan Prop1n31 |

2 1 04 06 DAK Bidang Kehutanan - LRA L
Digunakan untuk mencatat Sejumlah DAK Bxciang Kehutanan yang-
dialokasikan Pemerintah Pusat dan meriipakan bagian’ Propmm i :

2 1 04 07 DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemikitmai = LRA . : e R
Digunakan untuk mencatat  sejumlah’ DAK: Bldang Perumahan dan o R
Kawasan Pemulﬂmanyang chalokamkan Pemer;ntah Pusat dam mempakan:- S
bagian Propinsi. . . AR ; o

2 1 04 08 DAYK Bidang Kesehatan - LRA

Digunakan untuk mencatat sé}umlah DAK Bzdang Kesehatan yang;
d:alok'lsﬁ{an Pemerintah Pusat dan mez‘upakan hagzan Propmsx
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Penjelasan

09

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA -

Digunakan untuk mencatat sejumlah DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan bagian Propinsi.

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA

Digunakan untuk mencatat sejumlah DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan bagian Propinsi,

11

DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA

Digunakan untuk mencatat sejumlah DAK Bidang Transportasi Perdesaan
yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan bagian Propinsi.

12

DAK Bidang Perdagangan - LRA

Digunakan uniuk mencatat sejumlah DAK Bidang Perdagangan yang
dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan bagian Propinsi,

13

DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA

Digunakan untuls mencatat sejumiah DAK Bidang ngkungan Hidup yang
dialokasikan Pemerintah Pusat dan merapakan baglan Propinsi.

i4

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT} - LRA-

Digunakan untuk mencatat sejumlah DAK Bidang Sarana dan Prasarana
Daerah Tertinggal (SPDT) yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan
merupakan bagian Propinsi,

i5

DAX Bidang Pertanian - LRA

Digunakan untuk mencatat Pengeluaran DAK Bidang Pertanian yang
dialokasiltan Pemerintah Pusat dan merupakan bagian Propinsi.

16

DAK Bidang Energi Pedesaan ~ LRA

Digunakan untuk mencatat sejumlah DAK Bidang Energi Pedesaan yang
dialekasikan Pemerintah Pusat dan merupakan bagian Propinsi.

17

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA

Digunakan untuk mencatat sejumlal: DAK Bidang Sarana dan ansaz‘ana
Kawasan Perbatasan yang merupakan bagian Propinsi.

18

DAK Bidang Pendidikan - LRA

Digunakan untuk mencatat Pengeluaran DAK Bidang Pendidikan y'lng
dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan -bagian Propinsi,

19

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA -

Digunakan wuntuk mencatat sejumlah  DAK Bzdang Keselamatan
Transportasi Darat yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan mcmpakan
bagian Propinsi.

20

DAK Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah — TRA

Digunakan untuk mencatat sejumlah DAK Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah — LRA yang dialokasilkcan Pemerintah Pusat dan merupakan
bagian Propinsi.

21

Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA

Digunakan untuk mencatat Tunjangan Profesi Guru PNSD

22

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA

Digunakan untuk mencatat Dana Tambahan Penghaszlan Gum PNSD

23

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA -

Digunakan untuk mencatat Dana Proyek' Pemermtah Daerah -dan
Desentralisasi Provinsi '

24

Bantuan Operasional Sckolah - LRA®*

Diganakan untuk mencatat Bantuan Operasional Sei{olah

25

DAK Bidang Administrasi Kependudukan —LRA -

Digunakan wuntuk mencatat sejumlah DAK Bidang Admmlstrasx
Kependudukan —LRA yvang dialokasikan Pemerintah Pusat dan merupakan
bagian Propinsi.

6

Tunjangan Khusus Guru - LRA

Digunakan untuk mencatat Tunjangan-Khusus o - LRA

27

Pst o

Digunakan untuk mencatat sejumlah DAK 3amnya yang dlalokaszkan
Pemerintah Pusat dan merupakan baglan Propinsi.:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer Pemeuntah Pusat -
Lainnya — LRA . . .

Dana Penyesuaian - LRA

Digunakan untuk mencatat Dana ?enyesuaian

01

Dana Insentif Daerah - LRA

Digunakan untuk mencatat Dana Insentlf Daerah

02

Dst........o1

Digunakan untuk mencatat dana lain-lain yang sejenis
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Kode Penjelasan i

4 2 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

4 2 3 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
Digunakan uniuk mencatat Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah

4 2 3 (01 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak ........ - LRA

4 2 3 01l 02 Dst .l o '
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagl Hasil Pajak Daerah yang
sejenis

4 2 3 02 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagi Hasil Lainnya -

4 2 3 02 01 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya ......... - LRA

4 2 3 02 02 Dst s
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagi Hasil Lainnyva vang sejems

4 2 3 03 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA

4 2 3 03 01 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana 010n0m1 Khusus

4 2 4 Bantuan Keuangan - LRA
Digunakan untuk mencatat Bantuan Keuangan ciarl Pernermtah Daerah
Provinsi Lainnya :

4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daeragh I’rovinsi Lamnya LRA

4 2 4 01 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah - Daerah Provinsi ..., - LRA
Digunakan untuk mencatat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Provinsi

4 2 4 01 02 Dst i,
Digunakan untuk mencatat Bantuan Keuangan dar; Pemeuntah Daerah
Provinsi Lainnya - LRA :

4 2 4 02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah: Kabupaten LRA

4 2 4 02 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ............ - LRA
Digunakan untuk mencatat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daexaé
Kabupaten maupun Bantuan Keuangan dari © Pemerintah Daerah
Kabupaten lain

4 2 4 02 02 DSt
Digunakan untuk mencatat Bantuan Keuangan dan Pemermtah Daerah
Kabupaten lainnya :

4 2 4 03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota LRA :

4 2 4 03 0% Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota .....oev.ee. -LRA |
Digunakan untuk mencatat maupun Bant.’uan Keuangan dan Pemel mtah_
Daerah Kota : o

4 2 4 03 02 Dst.........
Digunakan unfuk mencatat Bantuan Keuangan dari Pemermtah Daerah
Kota lainnya -

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

4 3 1 Pendapatan Hibah - LRA :
Digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan nang’yaing masuk ke kas
negarayang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yangd1akua E
sebagaipenambah SAL yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun”
anggaranyang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan
hibah tersebut bisa dalam bentuk uang, ‘barang, jasa . dan/a'taii' surat
berharga . yang berasal dari dalam negeri atan luar ‘negeri yang atas
pendapatan hibah tersebut pemerintah mendapat matinat secara langsung'
yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsn K/ L atau dlteruskan'
kepada pemerintah daerah, BUMN dan BUMD: :

4 3 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA

4 3 1 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah :
Digunakan untuk mencatat setiap peneximaan pemermtah pusat-dalam
bentuk vang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
pemberi hibah yang tidak pertu dibayar kembali, yang berasal dari dalam
negeri atau luar negeri yang atas pendapatan hibah térsebut pememntah
mendapat manfaat secara langsung yarig digiinakan untuk : mendukung
tugas dan fungsi K/1., atau diteruskan kcpada pemermtah daez‘ah BUMN :
dan BUMD. '

4 3 1 02 Pendapatan Hibah dari Pemermtah Daerah Lamnya LRA

4 3 1 02 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA -

Digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang bcrasai dam hlbah
pemerintah daerah lainnya baik dalam bentuk nang; barang; jasadan / atau
surat berharga yang diperoleh dari peniberi hibah yang tidak perlu dibayar

kembali, yang atas pendapatan hibah fersebut pemerintali ‘méndapat
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Kode Pen}eiasan

manfaat secara langsung vang digunakan untuk mendukung tugas dan
fungsi satker daerah tertentu,

4 3 1 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisam Qwasta dalam
Negeri - LRA

4 3 1 03 01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
.......... - LRA
Bigunakan untuk mencatat setiap penerimaan vang berasal dari hibah
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri i baik dalam bentuk
uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi
hibah yang tidak pertu dibayar kembali, yang atas pendapatan hibah
tersebut pemerintah mendapat manfaat secara langsung vang digunakan
untuk mendukung tugas dan fungsi satker daerah tertentu.

4 3 1 03 02 Dst ovvvvvnneen,
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah dari Pemerintah lainnya

4 3 1 04 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA

4 3 1 04 01 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorahgan < LRA
Digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang berasal dari
pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan” baik dalam
bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dar;
pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.

4 3 1 04 02 DSt
Digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang berasal dari
pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/pérorangan lainnya.

4 3 2 Dana Darurat - LRA

4 3 2 01 Dana Darurat - LRA
Digunakan untuk mencatat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
dalam hal mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstrulsi pada tahap
pasca bencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuiai dengan keteniuan
peraturan perundang-undangan.

4 3 2 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
Digunakan untuk mencatat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
dalam hal mendanai kegiatan rehabilitasi dan-rekonstruksi pada tahap
pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal ini mend’mal korbau /
kerusakan akibat bencana alam. -

4 3 2 01 02 Dst ....oveennes
Digunakan untuk mencatat Dana Darurat lainnya

4 3 3 Pendapatan Lainnya - LRA

4 3 3 01 Pendapatan Lainnya - LRA . .
Digunakan wuntuk mencatat setlap penenmaars yang berasqi “dari
pendapatan sumbangan  pihak ketiga dan  atad dari
perusahasgn/perseorangan baik dalam bentuik uang, barang, jasa dan/atau
surat berharga yang diperoleh dari pemberi sumbangan yang udak pellu
dibayar kembali, serta tidak mengikat., :

4 3 3 01 01 Pendapatan Sumbangan Pihalk Ketiga - LRA -
Digunakan wuntuk mencatat setiap - penerimaan - yang berasal clarz
pendapatan sumbangan pihak ketiga baik dalam bentuk L‘:’mg, barang, asa
dan/atau surat berharga yvang diperbléh dari: pembeu sumbangan yang'
tidak perlu dibayar kembali, serta tidak mengikat, .. :

4 3 3 01 02 | B L] R e
Digunakan untuk mencatat Pendapatan lamnya

5 BELANJA
Digunakan untuk mencatat semua . pengeluamn dari -Rekening - Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam’ penode'
tahun anggaran bersangkutan yang ndak akan dlperoleh pembayal annya
kembali olzh pemerintah. S :

5 1 BELANJA OPERASI : -
Digunakan untuk mencatat semua pengeluaran yang terdnz cian Belanja |
Pegawai, Belanja Barang,Belanja Bungd, BelanJa Subsmh Bclanja Hlbah,._
Belanja Bantuan Sosial dari - Rekening = Kag Umum ‘Daérah’ yang'
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam permde “tahin anggaran_
bersangkutan yang tidak akan d1pcroleh pembayalannya kembah oieh
pemerintah. : . :

5 1 1 Belanja Pegawai

Digunakan untuk mencatat belan;a kompensam,_ bzuk dalam bentulc-

uang maupun  barang yang ~ditetapkan " berdasarkail pe1aturan-"

perundang- undangan yang dzbenkan kepada pe_]abat negara ‘Pegawai’
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Negeri Sip.il (PNS), dan pegawai yang d1pekerjakan oleh pemerintah
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pékerjaan yang ielah
dilaksanakan kecuall pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.

Belanja Gaji dan Tunjangan

Pigunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok dan tunjangan
suarmi/istri Pegawai Negeri Sipil.

01

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok/ Uang Representasi
Pegawai Negeri Sipil.

02

Tunjangan Keluarga

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan keluarga
PNS.

03

Tunj angan Jabatan

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan jabatan
PNS.

04

Tunjangan Fungsional

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional
PNS.

05

Tunjangan Fungsional Umum

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional
umum PNS.

06

Tunjangan Beras

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tun_]angan fungsxonai
beras PNS. :

07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Digunakan . untuk mencatat pengeluaran Iﬁembayaran. tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus PNS. : ; R

08

Pembulatan Gaji

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gajl
pokok Pegawai Negeri Sipil. . _ .

09

Iuran Jaminan Kesehatan

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pcmbdydran Iuran Jamman
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil. : :

16

Uang Paket

Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan paket Pegawal Negex;'
Sipil. : :

11

Tunjangan Badan Musyawarah

Digunakan untuk mencatat pembayaran Tumangan Badan Musyawarah
Pegawai Negeri Sipil. : L .

12

Tunjangan Komisi

Digunakan untuk mencatat pembayaran 'l‘un}angan 1\0;}3131 Pegawm Negeu :
Sipil. el :

13

Tunjangan Badan Anggaran

Bigunakan untuk mencatat pembay'lran 'I‘un]angan Badan Anggman
Pegawai Negeri Sipil. . - Ul

14

Tunjangan Badan Kehormatan

Digunalan untuk mencatat pembayaran ’Punjangan Badan Kehormatan _':
Pegawai Negeri Sipil.

15

Tunjangan Alat Kelengkapan Lamnya

Digunakan .untuk mencatat pembayaran ’E‘unjangan Alat Kelengkapan-
Lainnya Pegawai Negeri Sipil. : . :

16

Tunjangan Perumahan

Digunakan untuk mencatat pembayaran ’I‘un_}angan Pemmahan Pegawalf-'
Negeri Sipil. . : : :

17

Uang Duka Wafat/Tewas

Digunakan untuk mencatat pembayaran Uang Duka Wafat/ Tewas Pegawal_ ._ S

Negeri Sipil.

18

Uang Jasa Perigabdian

Bigunakan untuk mencatat pcmbayaran Uang Jasa Pcngabdzam Peg&wa;‘ '
Negeri Sipil. s - s

19

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan: D?RD

Digunakan untuk mencatat pembayaran tun;arag&n penunjang Ope1 qsxonai .
Pimpinan DPRD. o . :

20

Tunjangan Kesehatan DPRD

ngunakan untuk mencatat pembaya; an 'E‘unjangan Kesehatan DPRD
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1 01 21

Digunakan untuk mencatat pembayaran ’I‘unjangan lalnnya
Belanja Tambahan Penghasilan PNS . :

Digunakan untuk ‘mencatat Belanja 'i‘unjangan Tambahan Penghasilan
PNS. S

01

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kcrja

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan ’?ambaham Penghasilan
berdasarkan beban kerja PNS.

02

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan
berdasarkan tempat bertugas PNS.

03

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja -

Digunakan untuk mencatat Belanja 'I‘un_langan Tambahan Penghasilan
berdasarkan kondisi kerja PNS.

04

Tambahan Penghasilan berdasarkan keéangkaan pr{)fem

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan
berdasarkan kelangkaan profesi PNS. : :

05

Dst

Digunakan untuk mencatat Belanja 'Funjangan Tambahan Penghasﬂan_
PNS lainnya.

Belanja - Penerimaan lainnya Punpman dan anggota DPRD serta .
KDH/WKDH

Digunakan untuk mencatat Belanja Pcncnmaan lamnyd meplnan dan
anggota DPRD serta KDH JWKDEH. R

01

Tunjangan Komunikasi Intensif lepman dan Anggota DPRD

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Komumkas1 Intensﬁ” :
Pimpinan dan Anggota DFRD, : - ;

02

Belanja Penunjang Operasional i{DH/WKDH

Digunakan untuk mencatat Belanja Penun_]ang Operasmnai KDH /WKDH

03

Tunjangan Reses Anggota DPRD

Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Reses anggota DPRD

04

Tunjangan Transport Anggota DPRD ..

Digunakan untuk mencatat Belanga Tuzljéngan 'I‘ransport anggota DPRD

05

Digunakan untuk mencatat Belan}a Penunjang Lamnya mezpman dan_
anggota DPRD serta KDH/WEKDH. - ' . . _

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bang‘unan

01

Digunakan untuk mencatat Biaya Pemungutan Pajak Bumx dcm Bangunara
Biaya Pemungutan Pajak Bumi'dan Bangunar Pertambangan o

Digunakan untuk mencatat Blaya Pemungutan Pagak Bun’u dan Bangunan“ ERSE

Pertambangan

wm

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan

Digunakan unfuk mencatat Biaya Pemungl;tan Pajak Bum1 dan Bangunan__
Perkebunan . :

03

Biaya Pemungutan Pajak Bmm dan Bangunan Perhutanan

Digunakan untuk mencatat Biaya Pemungutan Pajak Bum1 dan Bangunan HREE

Perhutanan

Insentif Pemungutan I’ajak Daerah

Digunakan untuk mencatat Insentif: Pemungutan PaJak Daerah

01

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak KendaratinBermotor.- LRA

Digunakan -untuk mencatat Insentzf Pemungutan P‘ij"ii{ Daerah Pa;ak
Kendaraan Bermoior - LRA " : :

02

Insentif Pernungutan Pa_]ak Dacrah Bca Bahl{ Narna Kendaraan Bezmotor. S

- LRA

Nama Kendaraan Bermotor « LRA

03

Insentif Pemungutan Pajak . Dae;ah - Pa]ak Bahan Bakar Kendfuaqn- BRI

Bermotor - LRA

Digunakan untuk mencatat Insermf Pemungutan Pagak Daerah Pa_]ak-;

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -\ERA S

04

Insentif Pemungutan Pajak Daerah « Pajak Alr Permukaan LRA

Digunakan untuk mencatat Insenuf Pemunguian Pajak Daerah = Pajak Axr'.
Permukasan - LRA ' R

0l

Insentif Pemungutan Pajak Damah Pa_]ak Rokei-: LRA

Digunakan untuk mencatat Insenuf Pemungutan Pajak Daexah Pajak_
Rokok — LRA : . i 5
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Kode

Penjelasah

1 06

Ingentif Pemungutan Retribusi-Daeérah

Digunakan untuk mencatat Insentif Pemungutan Retmbum Dacrah

01

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanarn Kesehatan - LRA

Digunakan wuntuk mencatat Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Pelayanan Kesehatan - LRA

411

02

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
LRA

Digunakan untuk mencatat Insentif Pemungutan Retribusi Daeralt
Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

03

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta -
LRA

Dlgunakan untik mencatat Insentif Pemungutan Retribust Daerah
Penggantiah Biaya Cetak Peta - LRA |

L3

04

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan L‘zmbah Ca:r LRA

Digunakan - uniuk mencatat Insenuf Pernungutan RetrlbuSI Daerah
Pengolahan Limbah Cair - LRA™ . -

05

Insentif Pemungutan Refribusi Daerah Pelayanan ’I‘era/ Tera Ulang LRA .

Digunakan untuk mencatat Insentif P&mungutan Retnbusz Daerah B
Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA

06

Insentif Pemungutan Retribusi Dacrah - Pelayanan Penézdxkan LRA

Digunakan untuk mencatat Insentif Pcmungutan ‘Retribusi . Daezah -.-
Pelayanan Pendidikan - LRA

07

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakalan Kekayaan Dael ah LRA

Digunakan ‘untuk mencatat Inisentif Pemungutan Retnbum Daerah -
Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

3}

08

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar GIOSII dan/ atau Pertokoan-'
- LRA :

Digunakan untuk mencatat Ensentlf Pernungutau Retnbu51 Daerah - Pasar_
Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA

09

Insentif Pemungutan Retribusi Dacerah - Tempat Pelelangan LRA

Digunakan untuk mencatat Insentif Pemungmtan Retrzbu31 Daerah -
Tempat Pelelangan - LRA : : o

10

Insentif Pemungutan Retrilmasi Daerah ’I‘ ermmal LRA

Digunakan untuk meéncatat Insentif Pemungutau Retnbum Daerah -
Terminal - LRA -

11

Insentif - Pemungutan Retrlbus; Daerah - "I‘empat'-_-Pengmapan/
Pesanggrahan/ Villa - LRA .

Digunakan uatuk mencatat Insent;f Pemungutan Retr1bus1 Daezah ~
Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villd <« LRA - 5

12

Ingentif Permungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan LRA

Digunakan untuk mencatat Insentif Pemungﬁltan Retr1bu51 Daerah ,..'
Pelayanan Kepelabuhan — LRA

13

Insentif Pemungutan Retmbum Daerah Tempat Rekz‘easx dan Olah raga—.-.
LRA :

Tempat Rekreasi dan Olah raga~ LRA

14

Insentif Pemungutan Retribusi Daer ah - Penyeberangan Alr LRA

Digunakan untuk mencatat. Insermf Pemungut.m Reinbum Daerah -
Penyeberangan Air - LRA :

15

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjual.m ?rodukm Usaha Daerah : :
-LRA 1

Digunakan untuk mcncatat }nscnhf Pemungutan Refirlbum Daerah .—_'_

Penjualan Produksi Usaha Daerah ~ LRA’

16

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - ki 'Frayek LRA

Digunakan untuk mencatat Insentlf Pemungutan Retr 1bus1 Daerah - Izm._ E
Trayek - LRA : '

41}

17

Insentif Pemungutan Retribusy. Daerah - Izin Pemkanan LRA -

Digunakan untuk mencatat Insentlf Pemungutan Retr1§3us1 Daerah ~ Izm-
Perikanan - LRA : :

18

Insentif Pemungutan Rctr1bus1 Daera'h Perpamang’m Izm Mcmpekez Jakau.-'

Tenaga Kerja Asing (IMTA) < LRA

Digunakan untuk imencatat Insenhf Pemungutan Re{rlbum Daerah e

Perpanjangan Izin Mempekeériakan ’I‘enaga Kerja Asmg (IMTA LRA

Uang Lembur

Digunakan untuk mencatat uang iemimr termasuk uang makan yang' e

d:bayarkan dalam rangka lembur.

|
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Kode

Penjelasan

1 07

01

Uang Lembur PNS

Digunakan untuk mencatat uang lembur PNS termasuk uang makan vang
dibayarkan dalam rangka lembur.,

1 07

02

Uang Lembur Non PNS

Digunakan untuk mencatat vang lembur Non PNS termasuk uang makan
yvang dibayarkan dalam rangka lembur.

Belanja Honorarium Non Pegawai

"Digunakan untuk mencatat pembayaran Belanja Honorarium Non Pegawai
dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang
bersangkutan.”

01

Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instraktur

Digunakan untuk mencatat pembayaran Belanja Honeorarium Tenaga
Ahli/Narasumber/Instruktur.

0z

Moderator

Digunakan untuk mencatat pembayaran moderator baik yvang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota

03

Digunakan untuk mencatat belanja lainnya.

Honorarium PNS

Digunakan untuk rencatat pembayaran honor tetap, termasuk honor
Pegawal honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka
mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan

01

Honorariuin Panitia Pelaksana Kegiatan

Digunakan untuk mancatat biaya honorarium bagi PN.SD yang mendapat
tugas sebagai panitia pelaksanaan kegiatan

02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Digunakan untuk mancatat biaya honerarium bagi PNSD yang mendapat
tugas sebapal panitia Pengadaan Barang dan Jasa

03

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Digunakan untuk mancatat biaya honorarium bagi PNSD yang mendapat
tugas sebagai panitia Tenaga Ahli/Instrukiur/Narasumber

04

Dst.........

Digunakan untuk mencatat pembayaran honor tetap, termasuk honor
Pegawai honorer yang akan diangkat meniadi pegawal dalam rangka
mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang hersangl{utan' '
lainnya .

Honorarium Non PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran honor t1dal< tetap pegawm ‘Non
PNS unit organisasi yang bersangkutan. g

01

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narabumbcr

Digunakan untuk mancatat biaya honorarium bagi non PNS yang
mendapat tugas sebagal panitia Tenaga Ahli/Instruktir/ Narasumber

02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Digunakan untuk mancatat biaya yang termasuk bantuan kelangkaar:-
profesi

i

03

Digunakan untuk mencatat pembayaran honor tidak tetap,pegawax Non
PNS unit organisasi yang bersangkutan lamnya

411

Belanja Pegawai BLUD

1 11

01

Belanja Pegawai BLUD

Digunalkan untuk mencatat Belanja Pegawai BLUD

02

Digunakan untuk mancatat Belanja Pegawai BLUD lainnya

1 12

Belanja Honorarium Dana BOS

1 12

01

Belanja Honorarium Dana BOS

Digunakan untuk mencatat Belanja Honorarium. Dana BOS

02

Digunakan untuk mancatat Belanja Honorarium Dana BOS lainnya .

Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk mencatat Pengeluaran untuk menampung pembehan.
barang dan jasa yang habis pakal untuk memproduksi barang dan jasa-
yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang:
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarai{at dan
belanja perjalanan.

Belanja Bahan Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat pengeluaran ycmg digunakan -untuk

pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan yang habis dipakai
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Kode

Penjelasan

5 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja alat tulis kantor

5 2 01 02 Belanja dokumen/administrasi tender
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja
dokumen/administrasi tender

5 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik { lampu pijar, battery kering)
Digunakan untuk mencatat pengeluaran vang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja alat listrik dan
elektronik { lampu pijar, battery kering)

5 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pes lainnya
Digunakan untuk mencatat pengeluaran  yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendulcung kegiatan Belanja peranglko, materai
dan benda pos lainnya

5 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendultung kegiatan Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya

S 2 0l 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas

5 2 01 Q7 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
Digunakan wuntuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran

5 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas _ _ AR
Digunakan untuk mencatat peageluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung keglatan Belanja pengisian tabung
pemadam kebalkaran

5 2 01 09 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan unfuk
pembayaran biaya bahan pendulkung kegiatan Belanjs Bahan Paical Habls
Lainnya

5 2 02 Belanja Bahan/Material .
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja-Bahan/Material

5 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan N
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang . digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja- bahan -baku
bangunan : :

5 2 02 02 Belanja bahan/bibit tanaman
Digunakan wuntuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung keglat"m Belan}a i:)ahan/mblt
tanaman

5 2 02 03 Belanja bibit ternak e .
Digunakan untuk mencatat pengeluaran .yang d1gunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Bcianja biblt ternak - '

5 2 02 04 Belanja bahan obat-obaian
Digunakan wuntuk mencatat pengeluaran yang d1gunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung keglatan Bélania bahan obat- obatan

5 2 02 05 Belanja bahan kimia B
Digunakan untuk mencatat pengeluaran "yang digunakan untuic
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja bahan 1<1rn1a

5 2 02 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok -
Digunakan untuk mencatat pengeluaran  yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan' Belanja Pcrsedlaan
Makanan Pokok

5 2 02 o7 Belanja Persediaan Budidaya Perikanan .
Digunakan untulk mencatat pengeluaran @ yang - dlgunakan untuk
pembayaran  biava bahan pendukung keglatan Bc,lanja Persedlaan_.
Budidaya Perikanan

5 2 02 08 Belanja Persediaan Budidaya Petcrrzakan

Digunakan untuk mencatat pengeludran  yang dlgurzakarz untuk'
pembayaran biaya bahan pendukung  kegiatarn Beianja Perscd:aan :
Budidaya Peternakan
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Kode Penjelasan

5 2 02 09 Belanja Persediaan Komputer -
Digunakan wuntuk mencatat pengeluaran yang digunakan uniuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Persediaan
Komputer

5 2 02 10 Belanja Persediaan Alat Rumah Tangga
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan wuntuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Persediaan Alat
Rurmah Tangga

5 2 02 11 Belanja Persediaan Sulcu Cadang ]

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan unfulk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Persediaan Suku
Cadang

5 2 02 12 Belanja Persediaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendulung kegiatan Belanja Persediaan Barang
Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

5 2 02 13 Belanja Bahan/Material Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Bahan/Material
Lainnya

5 2 03 Belanja Jasa Kantor :

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunskan untuk
pembayaran biaya bahan pendulung kegiatan Belanja Jasa Kantor

5 2 03 01 Belanja telepon
Digunakan uniuk mencatai pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan penduloung kkepiatan Belania te}epon _

5 2 03 02 Belanja air
Digunakan wuntuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja air

5 2 03 03 Belanja lstrik .
Digunakan untuk mencatat pengeluaran  yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja listrik

5 2 03 04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang . digunakan -uantuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa pengimiuman
lelang/ pemenang lelang . .

5 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah :
Digunakan untuk mencatat  pengeluaran yang chgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung  kegiatan Behnga surat
kabar/majalah o R

5 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet _

Digunakan untuk mencatat  pengeluaran yang diganakan . uniuk
pembayaran biaya bahan . pendukung - - kegiatan - Belanja’
kawat/faksimili/internet T

5 2 03 07 Belanja paket/pengiriman
Digunakan untuk mencatat pengeluaran - yang - digunakan - untuk |
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja ‘paket/] perigirimar © -

5 2 03 08 Belanja Sertifikasi ) o
Digunakan untuk mencatat pengeluaran - vang -digunakan - untuk’
pembayaran biaya bahan pendulung kegiatan Belania Sertifikasi -/ 7. -

5 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan . _
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang -digunakan . untuk .
pembayaran biaya bahan pendulung keglatan Beianja Jasa 'I‘rans'ﬂ{m.
Keuvangan - Sl

5 2 03 10 Belanja jasa administrasi pungutan Pa_;ak Penerangan Jalan Umum p
Digunakan untuk mencatat pengeluaran - yang é;gunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja _}asa qdmmmtrasy
pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum :

5 2 03 11 Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor o :
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang dlgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Bel’m_}a 3asa admmlsu asr
pungutan Pajalt Bahan Bakar Kendaraan Bermotm

5 2 03 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya

Digunakan untuk mencatat pengeluaran _-yai’ig_ _d_igunakan antuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa Kantor Lainnya
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Penjelasaﬁ o

2 04 Belanja Premi Asuransi
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah’
Daerah dalam rangka penyelenggaraan prern; asuransi

2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesshatan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS.

2 04 o2 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas luran Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah

2 04 03 DSt e
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan premi asuransi lainnya

2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Digunakari untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor

2 05 01 Belanja Jasa Service
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa service -

2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang. o
Digunakan untuk mencatat pengeluaran  yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Penggantian Suku-
Cadang

2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Digunakan untuk mencatat pengeluaran . yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja ‘Bahan Bakar
Minyak/Gas dan pelumas

2 05 04 Belanja Jasa KIR -
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang  digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa KIR -

2 05 05 Belanja Pajalk Kendaraan Bermotor
Digunakan wuntuk mencatat pengeluaran - yang d1guna§<an untuk :
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Bclanga Pajak Kendaraan'
Bermotor |

2 05 06 Belanja Bea Balik Nama Kendaza’m Bermotor -
Digunakan untuk  mencatat pengeluaran . yang . dxgunai—:an untuk_
pembayaran biaya bahan pendukung keglatan Belan;a Bea Bailk Nama
Kendaraan Bermotor . S

2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan : . _
Digunakan uniuk mencatat pengeluaran yang . digunakan - untuk.
pembayaran biaya bahan pendukung keg1atan Belanga Cetak dan'
Penggandaan

2 06 01 Belanja cetak
Digunakan untuk mencatat = pengeluaran yang dlgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung keglatan Belanja Cetak .

2 06 02 Belanja Penggandaan o
Digunakan untuk mencatat pengeiuaran yang dlgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan’ Belan;a Penggandaan e

2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - . L
Digunakan untuk mencatat” . —pengeluaran. yang dlgunakan untuk
pembayaran  biaya bahan - pendukuig - kegntan “Belanja© - Séewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir _ = e

2 07 01 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dmas R D
Digunakan untuk mencatat  pengeluaran yang dlgunakan unt‘ak-
pembayaran biaya bahan . pendukung keglatan Belanja Scwa' rumah
jabatan/rumah dinas RPRRT S e

2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat : - e
Digunakan untuk mencatat - pengeiuaxan yang dlgunakan untuk_- R
pembayaran biaya bahan pendukung keg:aian Bclama Sewa gedung/ SRR
kantor/ternpat :

2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan : : i :
Digunakan wuntuk mencatat pengehuaran yang dxgunakan unmk_ e
pembayaran biaya bahan penduking kegtatan Belanja Sewa ruang o
rapat/pertemuan :
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5 2 07 04 Belanja sewa ternpat parkir/uang tambat/hanggar sarana 1n0§3111tas
Digunakan - untuk mencatat . pengeluaran yang = digunakan - untuk
pembayaran biaya bahan pendulung kegiatan Belanja Sewa tempat
parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

5 2 07 05 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengeluaran  yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa
Rumah /Gedung/Gudang/Parkir Lainnya

5 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa Sarana
Mohilitas

3 2 08 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat o
Digunakan untuk mencatat = pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa -Sarana
Mobilitas Darat

5 2 08 02 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air

5 2 08 03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang cisgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan  Belanja - Sewa Sarana
Mobilitas Udara : :

5 2 08 04 Dst ... - S R P
Digunakan untuk mencatat pengeluaran  yang . digunakan - untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Be}an_}a Sewa ‘Sarana
Mobilitas lainnya - :

5 2 09 Belanja Sewa Alat Berat L
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan wuntuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegzaian Belama Sewa Alat Berat -

5 2 09 01 Belanja sewa Eskavator : :
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang - dlgunakan umuk
pembayaran biaya bahan penduliung kegiatan Belanja Sewa Eskavatm

5 2 09 02 Belanja sewa Buldoser e
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang d1gunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kégiatan Belanja Sewa Buldoser

5 2 09 03 Belanja Sewa Alat Berat Lainnya o
Digunakan untuk mencatat pengeluaran © yang -~ digunakan - untuk.
pembayaran biaya bahan pendukung kcglatan Bélanja Sewa Alat Berat_
Lainnya : SR

5 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor L
Digunakan untuk mencatat pengeluaran - yang d1gunakan “untuk-
pembayaran biaya bahan pendukung keglatan Belan]a PerEcng,kapan dan i
Peralatan Kantor : L

5 2 10 01 Belanja sewa meja kursi - i o .
Digunakan untuk mencatat pengeluaran - yang - digunakql"{ u;ﬁtuk'_ '
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan® Belanja sewa meja kurss :

3 2 10 02 Belanja sewa komputer dan printer - - : : :
Digunakan untuk mencatat  pengeluaran: yang dlgunakan umuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegxatan Belan}a sewa komputer dan*
printer : L

5 2 10 03 Belanja sewa proyektor : S B IR
Digunakan untuk mencatat pengeluaran Vang dlgunakan untuk; e
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja sewa pr oyektor '

5 2 10 04 Belanja sewa generator 4
Digunakan untuk mencatat - pengeluaran - yarzg digunakan untuk-- .
pembayaran biaya bahan pendukung kegzatan Belanja seéwa generator s

5 2 10 0% Belanja sewa tenda _ SERTRE NN
Digunakan untulk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendiukung kegiatan’ Belarz]a sewa tenda '

5 2 10 06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang d1gunakan untuk.
pembayaran biaya bahan pendulkung kegtatan Belanja sewa’ pakalan'_
adat/tradisional - : R
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5 2 10 07 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya .
bigunakan untuk mencatat pengeluaran - yang . d1guna§can untuk
pembayaran biaya bahan pendulung kegiatan Belan_]a sewa Perlengkapan
dan Peralatan Kantor Lainnya

5 2 11 Belanja Makanan dan Minuman A
Digunakan untuk 'mencatat -pengeluaran . yang digunakan untui{
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Makanan -dan
Minuman

5 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang diganakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja makanan-dan
minuman harian pegawai

5 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat :

Digunakan wuntuk - niencatat pengeluaran yang dlgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja makanan dan
minuman rapat

5 2 11 03 Belanja makanan dan minuman tamu
Digunakan wuntuk mencatat pengeluaran yang dlgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung keplatan Belaija = makanan dan
minuman tamu

5 2 11 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan :
Digunakan untuk mencatat pengeluaran vyang . digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung keg:atan Belanja makanan dan’
minuman pelatihan - .

b 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Lamnya . S e
Digunakan untuk mencatat pengeluaran @ yang - digunakan . untuk
pembayaran biaya bahan pendulkung kegiatan Belanja = makahan dan
minuman Lainnya : : :

5 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Digunakan wuniuk mencatat pengeluaran yang dlgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja® Pakaian Dinas dan
Atributnya :

5 2 12 01 Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
Digunakan - untuk mencatat pengeluaran yang d}gunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung keg1atan Belan;a Paka1an Dmas KDH_;
dan WKDH L :

S 2 12 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) - L
Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang d}gunakan untuk-
pembayaran biaya bahan pendukung keg;a%an Belanja P’lkazan Harlan:
(PSH) . . .

5 2 12 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL} : s -
Digunakan - untuk mencatat pengelzaran yang d:gunakan untuk- L
pembayaran biaya bahan pendukung kegmtan Beianja Pakalan S1p1I- '
Lengkap (PSL) . I

S 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH} » : RTINS I
Digunakan wuntuk mencatat pengeluaran yang dlgunakan unmk. E
pembayaran biaya bahan penduimng keglatan Belanja Pak'uan Dmas. EREE
Harian (PDH) _ . RO

5 2 12 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU} -
Digunakan "untuk mencatat pengeluaran yang: d1gunakan untuk- L
pembayaran biaya bahan pendukung kchatan Bclan]a Paka1an Dmas‘ R
Upacara (PDU) : e p .

5 2 12 06 DSt S g
Digunakan = untuk mencatat pengelua:an yang d1gunakan unmk: s
pembayarsn biaya bahan pendukung iceg:atan Beianja Pakamn Dlnas dan' i
Atributnya lainnya. . . :

5 2 13 Belanja Pakaian Kerja : = :
Digunakan  untuk mencatat pengeluaran yang chgunakan untuk'_
pembayaran biaya bahan pendukung §<eg1atan Be‘ianja Pakaian Kerja

5 2 13 61 Belanja pakaian kerja lapangan : e |
Diguhakan wuntuk mencatat pengeluaran yang d1gunakan un{ui{- R
pembayaran biaya bahan pendukung icegsatan Beianja Pak&zan ija
Lapangan . . . . _ -

5 2 13 01 DSt

Digunakan untuk mencatat pengeluaran ya_ug dlgunakan uniui{ S
pembayaran biaya bahan pendukung i{eg;atan Beianja Pak’nan “Kerja|
lamnya I _ :
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2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Rigunakan wuntuk mencatat pengeliaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu

2 14 01 Belanja pakaian KORPRI

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian KORPRI

2 14 02 Belanja pakaian adat daerah

Digunakan untuk mencatat pengeluaran vang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian adat daerah

51}

2 14 03 Belanja pakaian batik tradisional

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian batik
tradisional.

2 14 04 Belanja pakaian olahraga

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian pakaian
olahraga

2 14 05 Belanja Pakaian khusus

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian khusus

Diganakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu lainnya

2 18 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan uniuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota
dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai
perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan
pegawai tidak tetap.

2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yvang dilaksanakan di dalam
daerah sesuai dengan peraturan menteri keuangan -yang mengatur
mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negaxa pegawal
negeri dan‘pegawai tidak tetap

2 15 02 Belanja perjalanan dinas huar daerah

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas vang dilaksanaken di luar
daerah sesuai dengan peraturan menteri keuangan -yang ‘mengatur
mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, . pegawa1
negeri dan pegawal tidak tetap

2 15 03 Belanja perjalanan dinas luar negeri

Digunakan -untuk mencatat perjalanan dinas seperti perjalanan dinas
dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas' dalam raiigka |
pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi: ‘pensiun, pengmm’m
jenasah untuk kepentingan dinas di / ke lnar negeri. - - i

2 16 Belanja Perjalanan Pindah Tugas - -

Digunakan untuk mencatat perjalanan dmas pmdah tugas bags pe;abai
negara dan pegawal negeri :

2 16 01 Belanja perialanan pindah tugas dalam daerah

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dﬂaksanak'm di dalam.

daerah yang pindah tugas bagi pejabat negara dan pegawal negeri”
16 02 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah :

b2

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan-di luar.
daerah yang pindah tugas bagi pejabat negara dan pegawm negerl

2 17 Belanja Pemulangan Pegawali

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang dllakukan untuk rnembi":yai
perjalanan dinas dalam rangka Pemulangan Pegawal. :

2 17 01 Belanja pemulangan pegawal yvang pensiun dalam .daerah

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang dilakukan untuk inembzayai
perjalanan. dinas dalam rangka Permulangan Pegawal yang pensmn daiam
daerah

2 17 02 Belanja pemulangan pegawai yang penslun huar daerah

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang dilakukan. Untuk membzaya;-
perialanan. dinas dalam rangka Pemulangan Pegawal yang pensxun luar
daerah '
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5 2 18 Belanja Pemeliharaan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pengeluaran
pemeliharaan/perbaikan yvang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya
Umum

5 2 18 01 Belanja Pemeliharan Tanah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pengeluaran
pemeliharaan tanah yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya
Urmnum

5 2 18 02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas
pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin
agar berada dalam kondisi normal yang tidak memeénthi syarat knterla'
kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.

5 2 18 03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Digunakan  untuk rmencatat Pemeliharaan/perawatan halaman/taman
gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal yang t1éak memenuhl
syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan. :

5 2 18 04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan -

Digunakan untuk mencatat pengakuan: . beban atas
pemeliharaan /perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar
berada dalam kondisi normal yang nilainya "tidak" memenuhl kriteria
kapitalisasi jalan dan jembatan.

5 2 18 05 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya : :
Digunakan untuk mencatat pengalkuan beban atas
pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan- Aset Tetap L’urmya agar
berada dalam kondisi normal yang Udak memenuhl syaLat kntena
kapitalisasi aset tetap lainnya :

5 2 18 06 Belanja Pemeliharan Aset Lainnya :
Digunakan untuk mencatat” aset pemermtah daerah yang. t1dak dapat
diklasifikasikan sebagal aset ldancar, investasi jangka pamang, aset tetap
dan dana cadangan. . . o

5 2 19 Belanja Jasa Konsultansi :
Digunakan untuk mencatat pengaluan beban: Iayanan Jasa keahhan
profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapa1 sdsaran yang
diinginkan pengguna jasa : : :

5 2 19 0l Belanja Jasa Konsultansi Penelitian :
Digunakan untuk mencatai pengakuan beban layanan jasa keahhan iy
profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapal samlan yang“
diinginkan pengguna jasa Konsultansi Penelitian S '

5 2 19 02 Belanja Jasa Konsultansi Pereficanaan : I
Digunakan untuk mencatat pengakuan . beban layanan jasa keahilars:
profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapa1 sasaran yang'
diinginkan pengguna jasa Konsultansi Perencanaan : :

5 2 19 03 Belanja Jasa Konsultansi Perigawasan DR : - :
Digunakan untuk mencatat pengakuan bebat | layanan Jasa keahhan :
profesional dalam berbagai bidang dalam rangka menmpal sasaran yang
diinginkan pengguna jasa Konsultansi Pengawasan : ' S

5 2 19 04 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya : : e
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban layanan Jasa- keahhan.
profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapa1 sasaran yang_
diinginkan pengguna jasa Konsultahsi lainnya -

5 2 20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakatl chak Kettga

5 2 20 01 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.. - -
Digunakan untuk mencatat péngadaan barang oleh Jpemerintah: daerah
untulk diserahkan kepada masyarakat/ thak Ketlga dalam bentuk'
sarana/ prasarana : 3

5 2 20 02 DSt eviiiiciieicieeseoneeeenee s : : o
Digunakan untuk mencatat pengadaan barang oleh pemeuntah ddEIBh- .
untuk diserahkan kepada masyarakat/Pﬁmk Ketiga dalam %Jcntuk:
sarana/prasarana lainnya

5 2 21 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/ .'P:hak Ketlga

5 2 21 01 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga .

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang oleh" pemer;n%ah daerah :

untuk  Dijual kepada Masyarkat/Pihak I_(et1ga “dalam - _bentuk

sarana/prasarana. T e
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2 21 02 DSt e
Digunakan untuk mencatat pengadaan barang oleh pemerintah daerah
untuk  BDijual kepada Masyarkat/Pihak Ketiga dalam bentuk
sarana/prasarana lainnya.

2 22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Digunakan untuk mencatat pemberian berupa bantuan keuangan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan
yang di tempuh,

2 22 01 Belanja beasiswa tugas belajar D3

Digunakan untuk mencatat pemberian berupa bantuan keuangan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan
yvang di tempuh untuk beasiswa tugas belajar D3

2 22 02 Belanja beasiswa tugas belajar S1

Digunakan untuk mencatat pemberian berupa bantuan keuangan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan
yang di tempuh untuk beasiswa tugas belajar 51

2 22 03 Belania beasiswa tugas belajar 82

Digunakan untuk mencatat pemberian berupa bantuan keuangan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan
vang di tempuh untuk beasiswa tugas belajar S2

;1

2 22 04 Belania beasiswa tugas belajar 53

Digunakan untuk mencatat pemberian berupa bantuan keuangan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan
vang di tempuh untuk beasiswa tugas belajar 83

[#)]

2 22 05 Belanja Bantuan ljin Belajar PNS

Digunakan untuk mencatat pemberian berupa bantuan keuangan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan
yang di tempuh untuk Bantuan ijin Belajar PNS

2 22 06 Belania Beasiswa Pendidikan Non PNS

Digunakan untuk mencatat pemberian berupa bantuan keuangan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan
yang di tempuh untuk Bantuan ijin Belajar Non PNS

2 22 07 DSE viviiiniiniiiiiin..

Digunakan untuk mencatat pemberian berupa bantuan keuangan kepada
PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan
vang di tempuh lainnya

2 23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS -

Digunakan untuk mencatat belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis wuntuk mengembangkan kemampuan PNS' pada
Pengusaan keterampilan dan standar kompetensi serta profesional

b3

23 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

Digunakan untuk mencatat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
untuk mengembangkan kemampuan PNS pada Pengusaan keterampilan
dan standar kompetenst serta profesional

2 23 02 Belania sosialisasi

Digunakan untuk mencatat belanja sosialisasi untuk mengembangkan
kemampuan PNS pada Pengusaan keterampilan dan -standar kompetensi
serta profesional

2 23 03 Belanja bimbingan teknis

Digunakan wuntuk mencatat belanja  bimbingan teknis untuk
mengembangkan kemampuan PNS pada Pengusasn keterampilan dan
standar kompetensi serta profesional

Digunakan untuk mencatat belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis untuk mengembangkan kemampuan PNS  pada
Pengusaan keterampilan dan standar kompetensi serta prefesional lainnya

2 24 Uang untuk dibérikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

2 24 01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Digunakan wuntuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk
Diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat dalam bentuk unang, sesuai
dengan Peraturan pemerintah Daerah dalam bentuk sarana/prasarana .

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan - Pemerintah untuk
Diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat dalam bentuk uang, sesuai
dengan Peraturan pemerintah Daerah dalam bentuk sarana/prasarana

lainnya
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5 2 28 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD
Digunakan untuk mencatat mempercleh jasa untuk keglatan operasional -
dan non operasional PNSD dan Non PNSD,
5 2 25 01 Belanja Jasa PNSD dan Nen PNSD
Digunakan untuk mencatat memperoleh jasa untuk kegiatan operasional
dan non operasional PNSD dan Non PNSD
5 2 25 02 DSt o
Digunakan untuk mencatat memperoleh jasa untuk kegiatan operasional
dan non operasional PNSD dan Non PNSD lainnya
5 2 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 2 26 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD
Digunakan untuk mencatat Belanja Barang dan Jasa BLUD
5 2 26 02 L P : : .
Digunakan untuk mencatat Belania Barang dan Jasa BLUD Ea;nnya
5 2 27 Belanja Barang dan Jasa BOS -
5 2 27 01 Belanja Barang dan Jasa BOS
Digunakan uniuk mencatat Belanja Barang dan Jasa BOS
5 2 27 02 DS iiieiiniriiiniiiireiniinninenernenn
Digunakan untuk mencatat Belan_]a Barang dan Jasa BOS lainnya
5 3 Belanja Bunga
Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemermtah untuk pembayaran
bunga atas kewaitban penggunaan pokok utang vang di hitung berdasar k’m’ :
pososi pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang '
5 3 01 Bunga Utang Pinjaman
Digunakan untuk mencatat Belania Pembayaran Bunga ijaman j'mgka_
pendek dan pinjaman jangka panjang . L
S 3 01 O Bunga Utang Pinjaman képada Pemerintah -
Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga kepada _
Pemerintah '
5 3 01 02 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemer ;ntah Daerah iamnya o
Digunakan untuk mencatat Belan;a Pernbayaran Bunga ~kepada’
Pemerintah Daerah lainnya : SRR
5 3 01 03 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank : : :
Digunakan untuk mencatat Belanja' Pembayaran Bunga kepada Lembagd-
Keuangan Bank :
5 3 01 04 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuang'm Bukan Bank :
Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga kepada Lembaga_
Keuangan Bukan Banlk - '
5 3 01 05 Bunga Utang Pinjaman Lainnya :
Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga kepada Pirzjaman
Lainnya . . S A
5 3 02 Bunga Utang Obligasi
5] 3 02 01 Bunga Utang Obligasi S
Digunakan untulk mencatat Utang atas SPN - Rupzah yang dlterbltkan_
pemerintah yang akan jatuh tempo dan dihar apkan akan dlbayar dalam'__
waktu 12 {duabelas) bulan setelal tanggal neraca .. el
5 4 Belanja Subsidi DR S
Digunakan untuk mencatat pcmbay&ran subsidi = melalui ~lembaga-
keuangan misalnya subsidi bunga KPR, . o St
5 4 01 Belanja Subsidi Sl PSR
Digunakan untuk mencatat pembayaran subs1d1 melalui - lembaga
kenangan ' S
5 4 01 01 Belanja Subsidi kepada BUMN N o _ .
Digunakan untuk mencatat pembayaran - subsidi  melalui -lembaga:
keuangan melalui lembaga keuangan kepada BUMN-- 000 2o b il
5 4 01 02 Belanja Subsidi kepada BUMD . G
Digunakan untuk niencatat pembayaran subsmh melalui lembaga
keuangan melalui lembaga keuangan kepada BUMD SRR
5 4 01 03 Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya .- . L :
Digunakan untuk mencatat  ‘pembayaran subsu:h melalux lembaga
keuangan melalui lembaga keuangan kepada Pihak Ketxga Lamnya : '
5 5 Belanja Hibah : : :

Digunakar untuk mencatat pengeludran: pemenntah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemenntah atau - pemermf.ah Eamnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyalakatan yangi
secara spesifik telah ditetapkan  peruntukkannya, ber31fat udak wa_;1b
dan tidak mengikat, serta tidak secara terusmenerag = . : '
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5 01

Belanja Hibah kepada Pemerintah

5 0l

1

Belanja Hibah kepada Pemerintah

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam bentulk
uang/barang atau jasa kepada pemerintah bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemerintah Daerah lainnya bersifat tidak
wajib dan tidalt mengikat, serta tidak secara terus menerus

01

Hibah kepada Pemerintah Provinsi

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemerintah Provinsi bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

02

Hibah kepada Pemerintah Kabupaten

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemerintah Kabupaten bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

03

Hibah kepada Pemerintah Kota

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemeriniah dalam bentuk
vang/barang atau jasa kepada pemerintah Kota bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Perusahaan Daerah/BUMD bersifat - tldak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus inenierus = -

0l

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD ... .

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Perusahaan Daerah/BUMD bersifat  tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

02

ngunakan untuk mencatat  pengeluaran pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Perusahaan Daerah/BUMD bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara térus menerus ldinya

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam . bentuk
uang/barang atau jasa kepada i{elompok Masyaralkat bersifat t1dak wa31b :
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus:

01

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat ..

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemermtah dalam bentul{
uang/barang atau jasa kepada Kelompok Masyarakat bers1fat tldak wayb '
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus .

02

Dst...

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Kelompok Masyarakat bersifat tidak wajlb '
dan tidak mengikat, serta tidak secaraterus menerus lainnya  *

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Digunakan untuk mencatat pengeluaran. pemerintah -dalam  bentuk
uang/barang atau jasa kepada Organisasi Kemasyalakatan bersu"at tldak '
wajib dan tidak mengikaf, serta tidak secara terus menerus :

01

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan ...

Digunakan untuk mencatat pengeluaran. pemerintah - dalam bentuk. .

uang/barang atau jasa kepada Organisasi Kemasyaxakatan bersifat tzdak-_
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus iménerig ..

Dst.

D:gunakan untuk mencatat pengeluaran pemeﬁni‘ah daIamﬂ 561’1&119
uang/barang atau jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan bermfat tzdak:'-
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara teris menerus 3amnya

Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Peadidikan Dasar »+

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah . dalam :bentuk

-uang/barang atau jasa kepada Satuan Pendidikan Dasar bersifat: t;dak'_

wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus imererus

01

Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota.

Digunakan untuk mencatat pengeluaz'an .pemermtah dalam bentuh :
uang/barang atau jasa kepada Satuan  Pendidikan . Dasar - “idi o

Kabupaten/Kota bersifat tidak wajib dan udak mengskat serta tldak L |

secara terus menerus
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Kode Penjelasan

5 5 06 02 B A U
Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemeriniah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Satuan Pendidikan Dasar bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus lainnya

5 6 Belanja Bantuan Sosial
Digunakan untuk mencatat Pengeluaran berupa transfer uang, barang
atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna
melindungi dart kemungkinan terjadinya risike sosial, meningkatkan
kemampuan ckonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

5 6 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

5 6 01 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....
Digunakan untuk mencatat Pengeluaran berupa transfer uang, barang
atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna
melindungi dari kemunglkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi dan/fatau kesejahteraan masyarakat kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan

5 6 01 02 Dst..........

Digunakan untuk mencatat Pengeluaran berupa transfer vang, barang
atau jasa vang diberikan oleh Pemerintalh kepada masyarakat guna
melindungi dari kemunglkinan terjadinya risike sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat lainnya

5 6 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Pengeluaran berupa transfer wang, barang
atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, - meningkatkan
kemampuan ekonomi dan/atau kesejahieraan masyarakat.

5 6 02 01 Belanja Bantuan Sosial kepada ...ooooveviiiininnn.n.

Digunakan untuk mencatat Pengeluaran berupa transfer uang, barang
atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat puna
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat,

5 6 02 02 DSt _
Digunakan uniuk mencatat Pengeluaran berupa transfer uang, barang
atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah . kepada masyarakat guna.
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, menmgkatkan
kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat lainnya. .

5 BELANJA MODAL
Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
aluntansi dan memenuhi batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah :

5 1 Belanja Modal Tanah
Digunakan untuk mencatat Selurubh pengeluaran yang dilakukan untuk
pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik . nama;
pengosongan, penimbunan, peratasn, pematangan tanah pembuatan
sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluardn lain yang  bersifat’
administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah -
pada saat pembebasan /pembayaran ganti rugi sampai tarnah tersebut-siap
digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual) :

5 1 o1 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan
Digunakan untuk mencatat Selurah pengeluaran yarg dllakukan unmk
pengadaan/ pembelian Tanah Perkampungan

5 1 02 Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian
Digunakan untuk mencatat Seluruh pengeluaran yang dﬂakukan untuk
pengadaan/ pembelian Tanah Pertanian

5 1 03 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
Digunakan untuk mencatat Selurih pengeluaran yang d1lakukan uniuk
pengadaan/ pembelian Tanah Perkebunan : :

5 1 04 Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran N
Digunakan untuk mencatat Seluruh pengeluaran yang dxlakukan untuk.
pengadaan/ pembelian Kebun Campuran Co

5 1 08 Belanja modal Pengadaan Hutan
Digunakan untuk mencatat Seluruh pcngeluaran yang dxiakuk’m untuk
pengadaan/ pembelian Hutan

5 1 06 Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan

Digunakan untuk mencatat Seiurch pengeluaran yang dilakukan untuk.
pengadaan/ pembelian Kolam lkan '
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5 2 1 07 Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa .
Digunakan untuk mencatat Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk
pengadaan/ pembelian Tanah Danau/Rawa

5 2 1 08 Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
Digunakan untuk mencatat Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk
pengadaan/ pembelian Tanah Tandus/Rusak

5 2 1 09 Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Paciemg Rumput
Digunakan untuk mencatat Seluruli pengeluaran yang dilakukan untuk
pengadaarn/ pembelian Tanah Alang-alang dan Padang Rumput -

5 2 1 10 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
Digunakan untuk mencatat Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk
pengadaan/ pembelian Tanah Pengpuna Lain

S 2 1 11 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Banganan Gedung
Digunakan untuk mencatat Seluruh pengeluaran yang dliakukan untuk
pengadaan/ pembelian Tanah Untuk Bangunan Gedung :

5 2 1 12 Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambaiigén . :
Digunakan untuk mencatat Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk
pengadaan/ pembelian Tanah Pertambangan

5 2 1 13 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
Digunakan untuk mencatat Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk
pengadaan/ pembelian Tanah Untuk Bangonan Bukan Gedung

5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin e
Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin .yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya
penganglkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung -lainnya uniuk
memperoleh dan mempersiapkan sampeu peraiatan dan niesin tersebut 51ap"
digunakan. :

5 2 2 01 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat -

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat-Alat Besar Darat - yang
digunalkan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain- blaya pembehan ‘biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biayd langsing 1alnnya uritik
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan. S

5 2 2 02 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung :

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat-Alat Besar Apung.yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, bxaya'_'
pengangkutan, biaya instalasi, @ serta - biaya. langsung lainnya = untuk -
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut smp
digunakan.

S 2 2 03 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu e SE : BEEIRS
Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat—alat Bantu yang dlgunakan
dalam pelaksanaan kegiatan - antara ' lain  biaya ' pembeélian,. biaya | =
pengangkutan, blaya instalasi, serta biaya~ langsung lamnya untuk'-- .
mempereléh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tez‘sebut snap-
digunakan. - : :

5 2 2 04 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor : :
Digunakan uniuk mencatat pengadaan Alat Angkutdn Darat Bermotot yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembehan bxaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta blaya hngsung lamnya aituk’
memperoeleh dan memper: mapkan sampaz peralatan cian mesm tel sebut map_
digunakan. - :

5 2 2 05 Belanja modal Pengadaan Alat Augkutan Dal at T&k Bermotor : :
Digunakanuntuk mencatat pengadaan Alat Anglentan:Darat ’lak Bermotor .
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lam ‘biaya pembehan :
biaya pengangkutan, biaya instaldsi, serta’ b1aya langsung lainnya: untuk.
memperoleh dan mempersiapkan sarnpal peraiaian dan mesin tersebut map"
digunakan. L

5 2 2 06 Belanja modal Pengadaan Alat Anglnit Apung Bermotor _".;: g ST
Digunakan untuk mencatat pengadaan-Alat Anglut Apung Bermoi;or yang :
digunakan dalam pelaksanaan keglatan antara lam hiaya’ pembehan, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, .serta bmya langsung lamnya untuk'_
memperoleh dan mempersiapkan sampeu pelaiatan dan mesm tersebut szap
digunakan. . : '

5 2 2 07 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung ’I‘ak Bermotm

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Angkut:Apung ’I‘ak Bermotol _.
yang digunakan dalam pelaksanaan’ I{cgﬂtan antara’ lain bmya pembeilan, N

biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta bzaya langsung lainnya untik:
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mempercleh dan mempersiapkan sampat peralatan dan mesin tersebut smp
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Alat Anglkut Bermotor Udara

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya
pengangicutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan,

Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Bengkel Bermesin yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya
penganglutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

[Se)

Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Benglkel Tak Bermesin yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya
pengangkiitan, Dbiaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperolel dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Ukur yvang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap dxgunakan

Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Pengolahan yang digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain . biaya pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan. :

Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman / Alai Penylmpan

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Pemelihdraan Tanaman/Alat
Penyimpan yang digunakan dalam pelaksanzan kegiatan antara lain-biaya
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung’
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan ddn
mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Kantor yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperolel dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebit siap digunakan.’

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat . Rumah _ 'I‘angga yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antard lain biaya pembehan biaya
pengangkutan, biaya instalasi, “serta biaya langsung Eamnya Utk
memperoleh dan mempersiapkan sampal peralatandan mesin tersebut smp :
digunakan. .

Belanja modal Pengadaan Komputer

Digunakan untuk mencatat pengadaan Komputer vang d1gunakan dalam'
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya: pembelian; biaya penganglmtan
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya uttuk mempcroleh dan-
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebiit siap d1gunakan '

Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat -

Digunakan untuk mencatat pengadaan Meja" Dan Kursi Kerja/Rapat.
Pejabat yang digunakan dalam pelaksanaan’ kchatan antara lain biaya
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya: 1a;’1gsung-
lainnya untuk memperoleh dan mempersz’zpkan sampal peralatan clan
mesin tersebut siap digunakan.

e

18

Belanja modal Pengadaan Alat Studio

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat'Studio yang digunakan - dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya’ pengangkutan,_
biaya instalasi, serta biaya langsung lainhya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampal peralatan dan mesin tersebut szap dlgunakan '

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

Digunakan untuk mencatat pengadaan ‘Alat Komun1kas1 yang dlgunakan
dalam pelaksanaan kegiatan antara - lain’ biaya  pembelian, - biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta b1aya langsung lainnya. ‘unituk-
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Penjelasan

memperoieh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

Digunakan wuntuk mencatat pengadaan Peralatan Pemancar yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnyva untuk
mempercleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

Belania modal Pengadaan Alat Kedokteran

Digunakan uniuk mencatat pengadaan Alat Kedokteran yang digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung Ilainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampali peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Kesehatan yang digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan antaras lain biaya pembelian, biaya
pengangkiitan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatdan dan mesin tersebut siap
digunalkan.

Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

Digunakan untuk mencatat pengadaan Unit-Unit Laboratorium yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Peraga/Praktek Sckolah yang

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya

penganglutan, biaya instalasi, serta biayva langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan'mesin tersebut siap -
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboraterium Kimia Nuklir

Digunakan untuk mencatat pengadaan . Unit Alat: Laboratorium Kuma
Nuklir yang digunalan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain ‘biaya
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serts biaya lanpsung
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sarpai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nu§<hr / Elcktronika

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir /
Elektronika yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung’
lainnya untuk memperoleh dan mcmpelmapkan sampal peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi /. Proteksx Llngkungan

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Proteksi-Radiasi i/ Proteksi
Lingkungan yang digunakan dalam pelaksatiaan keglatazl antara lain biaya.
pembelian, biaya pengangkutan, bidya instalasi, serta biaya’ langsung.
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan ‘sdmpai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan. '

Belanja modal Fengadaan Radiation Aplication‘and Non Destmcu\re 'E esting
Laboratory {BATAM)

Digunakan untuk mencatat pengadaan Radlatlon Aphcatzorz anc% Non -
Destructive Testing Laboratory (BATAM) yang  digunakan . dalam-
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya’ pengangkiitar;

biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh - dan.
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap-digunalkan;

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkunigan Hidup

Digunakan untuk mencatat pengadaan” Alat Laboratorium ngkungan
Hidup yang digunakan dalam pelaksansaan - kc,g;atan antara ‘lain biaya-
pembelian, biaya pengangkutan, biava instalasi,’ serta’ biaya langsung-
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkari’ sampal peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan. :

Kode
2 20
2 21
2 22
2 23
2 24
2 25
2 26
2 27
2 28
2 29
2 30

Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratormm Hidrodinamika

Digunakan untuk mencatat pengadaan | -Péralatan Laboratorlum
Hidrodinamika yang digunakan dalam pelaksanaan legiatan antara Tain
biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi; serta biaya langsung
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lainnya untuk mempercleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan,

Belanja modal Pengadaan Senjata Api

Digunakan untuk mencatat pengaddan Senjata Api yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api

Digunakan untuk mencatat pengadaan Persenjataan Non Senjata Api yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Amunisi

Digunakan untuk mencatat pengadaan Amunisi yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya penganglkutan,
biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar

Digunakan untuk mencatat pengadaan Senjata Smar yvang digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan anfara lain biaya pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, seria biaya langstng lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut map
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perhnciungar:

Digunakan untuk mencatat pengadaan Alat Keamanan dan Perhndungan
yvang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya’ pembehan_
biaya penganglutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk:
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut slap'
digunakan,

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat peroiehan gedung dan bangunan secara
kontraktual meliputi biaya peribelian atau biaya kontraksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, pajak ‘{(kontraktual] dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai dengan gedung dan . bangunan “tersebut - -sidp
digunakan. - .

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 'I‘empat KBI’_}B.

Digunakan untuk mencatat perolehan Bangunan Gedung Tempat Ker_]a
secara kontraktual meliputi biaya pembelian atau ' biaya kontriksi,
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris; pajak (kontraktual) dan’ b1aya~'
biaya lain yang dikelnarkan sampai dengan Bangunan chung Tempat
Kerja tersebut siap digunakan. :

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung ’I‘empat nggal

Digunakan untuk mencatat perolehan Bangunan Gedung Tempat nggal
secara kontraktual meliputi biaya pembelian’ ‘atai  biaya- kontrukSI,

termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak’ (kontraktual] ddn biaya- |

biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan: Bangunan Gedung Tempat'
Tinggal tersebut siap digunakan. . .

Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara

Digunakan = wuntuk mencatat perolehan Bangunan Menara . secara
kontraktual meliputi biaya pembelian atat biaya kontriksi, termasuk blaya_
pengurusan IMB, notaris, pajak {kontraktual} dan ‘biaya-biayd lain yang
dikeluarkan samipai dengan Bangunan Menara teii'sebut-s’iap'digi.makan.: =

-]

Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah

Digunakan untuk mencatat perolehan Bangunan Bersejarah secara
kontralctual meliputi biaya pembelian atau biaya kontruks;, termasuk b1aya -
pengurusan IMB, notaris, pajak {kontraktual) dan b1aya—b1aya lain yang:
dikeluarkan sampali dengan Bangunan Bangunan Berscjarah icrsebut smp '
digunakan. S :

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

Digunakan untuk mencatat perolehan Tugu Perisigatan secara kontraktual :
meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, terinasuk biaya pengurusan
IMB, notaris, pajak (kontraktual) dan biaya-biaya lain vang d1keluarkan _
sampai dengan Tugu Peringatan tersebut siap digunakan, . :

Belanja modal Penpadaan Candi

Digunakarn untuk mencatat perolehan Candi secara kontxaktual meliputi
biaya pembelian atau biaya kontiuksi, termasuk biaya pengiiisan IMB,
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notaris, pajak (kontraktual} dan biaya-biava lain yang dikeluarkan sampai
dengan Candi tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Monumen /Bangunan Bersejarah

Digunakan untuk mencatat perolehan Monumen/Bangunan Bersejarah
secara kontraktual meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi,
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak {kontraktual) dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Monumen/Bangunan
Bersejarah tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

Digunakan untuk mencatat perolehan Tugu Peringatan secara kontraktual
meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan
IMB, notaris, pajak (kontraktual) dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai dengan Tugu Peringatan tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Digunakan untuk mencatat perolehan Tugu Titik Kontrol/Pasti secara
kontraktual meliputi biaya pembelian atau biaya koniruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, pajak {kontraktual) dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai dengan Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut siap
digunakan.

Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambuy

Digunakan untuk mencatat perolehan Rambu-Rambu secara kontraktual
meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasulk biaya pengurusan
IMB, notaris, pajak (kontraktual) dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampal dengan Rambu-Rambu tersebut siap digunakan.

Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

Digunakan untuk mencatat perolehan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
secara kontraktual meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi,
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak {kontraktuall dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Udara tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, irigasi dan jaringan meliputi
biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain - yang
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebuit siap pakai.

Belanja modal Pengadaan Jembatan

Digunakan wuntuk mencatai memperoleh jembatan melipﬁti biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeliatkan
sampai jembatan tersebut siap pakai. :

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Digunakan untuk mencatat memperoleh Bangunan Air Irlgam meliputi
biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang.
dikeluarkan sampai Bangunan Air Irigasi tersebut siap pakai.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut

Digunakan untuk mencatat memperoleh Bangunan Air Pasang burut
meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan bidgya-biaya lain yang .
dikeluarkan sampai Bangunan Air Pasang Surut tersebut siap pakal

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa

Digunakan untuk mencatat memperoleh Bangunan Air Rawa mehputl biaya
perolehan atau biaya koniruksi dan biaya-biaya lain yang dlkeluarkan
sampal Bangunan Air Rawa tersebut siap pakad.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pcngaman Sungai dan
Penangpulangan Bencana Alam

Digunakan untuk mencatat mempercleh Bangunan Pengaman Sungal dan
Penanggulangan Bencana Alam meliputi biaya  perolehan -atau  biaya
kontruksi dan biaya-blaya lain yang dikeluarkan -sampai- ‘Bangunan
Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam tersebut siap palai.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Al;'
Tanah :

Digunakan untuk mencatat mempercleh Bangunan ;Pengem‘z)angan
Sumber Air dan Air Tanah meliputi biaya perolehan atau ‘biaya kontriksi
dan biaya-biaya Iain yang dikeluarkan sampai Banginan Pengcmbangan'
Sumber Air dan Air Tanah tersebut siap pakai.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku -

Digunakan untuk mencatat memperoleh Bangunan Air Bersih/Baku
meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai Bangunan Air Bersih/Baku tersebut siap pakai.
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5 4 08 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
Digunakan untuk mencatat memperoleh: Bangunan Air Kotor meliputi biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampat Bangunan Air Kotor tersebut siap pakai.

5 4 09 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
Digunakan untuk mencatat memperoleh Bangunan Air meliputi biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai Bangunan Air tersebut siap pakal.

3 4 10 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
Digunakan untuk mencatat memperoleh Instalasi Air Minum Bersih
meliputi biaya perclehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai Instalasi Air Minum Bersih tersebut siap pakai.

S5 4 11 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
Digunakan untuk mencatat memperoleh Instalasi Air Kotor meliputi biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai Instalasi Air Kotor tersebut siap pakai.

5 4 12 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
Digunakan untuk mencatat mempercleh Instalasi Pengolahan Sampah Non
Organik meliput biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan sampai Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
tersebut siap pakai.

5 4 13 Belania modal Péengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
Digunakan untuk mencatat memperoleh Instalasi Pengolahan Bahan
Bangunan meliputi biaya perolehan atau hiaya kontruksi dan biaya-biaya
lain yang dikeluarkan sampai Instalasi Pengolashan Bahan Bangunan
tersebut siap pakai.

5 4 14 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
Bigunakan untuk mencatat memperoleh Instalasi Pembanglit Llstmk
meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai instalasi Pembangkit Listrik tersebut siap pakai.

5 4 15 Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik o
Digunakan untuk mencatat memperoleh Instalasi Gardu Listrik meliputi
biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai Instalasi Gardu Listrik tersebut siap pakai.

5 4 16 Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
Bigunakan untuk mencatat memperoleh Instalasi Pertahanan mellputx
biaya perolehan atau biaya kontruksi dan bilaya-blaya lain yang
dikeluarkan sampai Instalasi Pertahanan tersebut siap pakai.

5 4 17 Belanja modal Pengadaan Instalast Gas
Digunakan untuk mencatat mempercleh Instalasi Gas meliputi - biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai Instalasi Gas tersebut siap pakai.

5 4 18 Belanja modal Pengadean Instalasi Pengaman
Digunakan untuk mencatat mempercleh Instalasi Pengaman meliputi biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yvang dikeluarkan
sampai Instalasi Pengaman tersebut siap pakai,

5 4 19 Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
Digunakan untuk mencatat mempercleh Jaringan Air Mmum mchpuu
biaya pereclehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai Jaringan Air Minum tersebut sup pakal,

5 4 20 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
Digunakan untuk mencatat memperoleh Jaringan Listrik meliputi biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai Jaringan Listrik tersebut siap pakai.

5 4 21 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon n
Digunakan untuk mencatat memperoleh Jaringan Teiepou meliputi biayd
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai Jaringan Telepon tersebut siap pakai. :

5 4 22 Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas :
Digunakan untul mencatat memperolelh Jaringan Gas meliputi blaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan:
sampai Jaringan Gas tersebut siap pakai.

5 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya
adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanalh, Peralatan dan
Mesin, Gedung dan n, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dengan
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maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasmn"d pemerintah dan s1ap
digunakan. R

Belanja modal Pengadaan Buku

Digunakan untuk mencatat sehuruh Aset Tetap Lainnya berupa Buku

o

Belanja modal Pengadaan Terbitan

Digunakan uniuk mencatat seluruh Aset Tetap Lalnnya berupa Terbltan
Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan o

bigunakan untuk mencatat seluruh -Aset Tetap Lainnya berupa Barang—
Barang Perpustakaan

Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

Digunakan untuk mencatat selarah Aset Tetap Lainnya berupa Barang
Bercorak Kebudayaan

Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

Digunakan untuk mencatat seiuruh Aset Tetap Lainnya berupa Alat Olah
Raga Lainnya

Belanja modal Pengadaan Hewan

Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lamnya bempa chan

Belanja modal Pengadaan Tandman

Digunakan untuk mencatat seluruh Aset 'l‘etap Lamnya bez‘upa Tanaman .

Belanja Modal Aset Lainnya
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Belanja Modal Aset Lainnya

Digunakan untuk mencatat belanja medal aset-lainnya. Aset Lainnya
adalah aset pemerintah daerah yang tidek dapat diklasifikasikan sébagai
aset lancar, investasi jangka panjarg, aset tetap dan dana‘cadangan.

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

01

Belanja Tak Terduga

;i

JER R RR SRR

01

Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk keglatqn yang
bersifat tidak = biasa atau tiddk - diharapkdn -akan *‘terjadi _sepert
penanggulangan bencana alam dan béncana sosial yang t1dak d'i;jerkh alear
sebelumnya, termasuk pengembalian atas keleblhan penerlmmn d"les ah-'

tahun sebelumnya, vang telah dltutup
TRANSFER :

Transfer adalah penerimaan atau pe1’1ge§uaran uang o%eh suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas peiapoz‘an Iam, tem’zasuk dana :
perimbangan dan dana bagi hasil.. - S

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Digunakan untuk mencatat fransfer bagi haszl pendapa‘{an

Transfer Bagi Hasil Pajalk Daerah

Bigunakan untuk mencatat transfer bagi hasil pajak daerah

Transfer Bagi Hasil Pa;ak .Daerah Kepada : Pemerintahan.
Kabupaten/Kota :

01

Transfer Bagl Hasil Pajak Dacrah Kepaéa Pemermtahan Kabupaten / Kota

Digunakan untuk mencatat transfer bagl hasﬂ pa;’tk damah kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota RRTITRR :

02

Dst....

Digunakan untuk mencatat Tr ansfez‘ Bagi Hasﬁ Pa;ak Daerah Eaznnya .

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Digunaltan untuk mencatat transfer bagi-hasil- pendapatan }ainnya -

Transfer . Bagi Hasil Pendapatan Lamnya Kepada ?emerinté.han'
Kabupaten/Kota )

Gl

Transfer Bagi Hasil - Pendapatan Lamnya Kepada Pememntahan_ L

Kabupaten/Kota .........

Digunakan untuk mencatat transfer bagl has;l penciapatan Eamnya kepacia"
Pemerintahan Kabupaten/Kota - L T

02

Bigunakan untuk mencatat Transfer Bag1 Hasﬂ Pendapaian Lamnya _: IR &

lainnya.

TRANSFER BANTUAN KEUAN GAN

Digunakan uniuk mencatat transfer bantuan keuamgan

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemermtah Daerih’ Lamnya e ..

Digunakan untuk mencatat transfer; bautua'ﬂ keuangan ke Pemermtah 10
Daerah lainnya : S : ; L

Bantuan Keuangan ke Propinsi _

jeal -}

1 01

01

Bantuan Keuangan ke Propinsi .......... :

Digunakan untuk mencatat fransfer bantuan keuangan ke Propmaz
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2 1 01 02 Dst ...
Digunakan untuk mencatat TRANSFER BANTUAN KEUANGAN lainnya,

2 02 Bantuan Xeuangan ke Kabupaten/Kota

2 1 02 M Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota ..........
Digunakan untuk mencatat fransfer bantuan keuangan ke
Kabupaten/Kota

2 1 02 02 Dst.........
Digunakan untuk mencatat Bantuan Keuvangan ke Kabupaten/Kota
lainnya.

2 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

2 2 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

2 2 01 01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa ...........
Digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan kepada Pemerintah Desa.

2 2 01 02 Dst..........
Digunakan untuk mencatat Transfer Bantuan Keuangan ke Desa lainnya,

2 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

2 3 01 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

2 3 01 0% Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ........
Bantuan Keuangan vang diberikan di luar entitas pelaporan/pemerintahan
seperti Bantuan Keuangn kepada Partal Politik,

2 3 01 02 Dst...o.on,
Digunakan untuk mencatat Transfer Bantuan Keuangan Lainnya lainnya.

2 4 Transfer Dana Otonomi Khusus
dana yang dialokasikan unfuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus
suatu daerah, sebagaimana ditetapkan secara eksplisit dalam undang-
undang tentang otonomi khusus suatu daerah tertentu

2 4 01 Transfer Dana Otsus Kabupaten/Xota _ :

2 4 01 0Ot Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota ..........
Digunakan untuk mencatat transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota

2 4 01 02 Dst.......... .
Digunakan untuk mencatat Transfer Dana Otonomi Khusus lainnya.
PEMBIAYAAN .
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan' pemerintah,  baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan ditérima
kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan -
untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. -

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
peneriman pémbiayaan adalah semua penerimaan Rekemng Kas Umum
Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, .penjualari obligasi
Pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, pen}ualan mvestas;
permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

1 1 Penggunaan SiLPA
Digunakan untuk mencatat SILPA sebagai selisih lebih antara rc,ahsam
pendapatan-LRA dan  belanja, serta - peneriraan dan pengeluaran :
pembiayaan dalam APBN selama 1 {satu) periode pelaporan :

1 1 01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

1 1 01 01 Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
Digunakan untuk mencatat penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

1 2 Pencairan Dana Cadangan
Digunakan untuk mencatat dana yang dlslsxhkan unmk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dlpenuhz
dalam satu tahun anggaran, : :

1 2 01 Pencairan Dana Cadangan

1 2 01 01 Pencairan Dana Cadangan ............
Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan

1 2 01 02 Dst ... :
Digunakan untuk mencatat Pencairan Dana Cadangan lamnya

1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

i1 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan’

Penerimaan yang berupa’ hasil perusahaan milik 'daerah . dan haszl
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;, yang ‘terdiri-dari. bagian
laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangaan baiik;,
bagian laba lembaga keuangan non bank, bagnn laba ‘perusahaan milik
daerah lainnya dan bagia laba atas penyertaan modal/ 1nvestas1 kepada
pihak ketiga. : :
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3 01

01

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik
Pemerintah/ BUMN

Digunakan wuntuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah vang
dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah /BUMN

3 01

G2

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik
daerah/ BUMD

Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah vang
dipisahkan pada perusahaan milik Daerah/BUMD

3 01

03

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemsahaan milik
swasta

Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan pada perusahaan milik swasta :

Pinjaman Dalam Negeri

Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang dlperoleh dar; pcmben pinjaman
dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentn,
sesuai dengan masa erlakunya (Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 54 Tahun
2008 tentang Taia Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri Oleh Pemerintah).

™

01

Pinjaman Dalam Negeri dari Bank

01

Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ............

Digunakan untuk mencatat pinjaman Dalam Negeri dari Bank

02

Dst vneennnns

Digunakan untuk mencatat Pinjaman Palam Negeri lainnya.

4 02

Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

4 02

01

Pinjaman Dalam Negeri dari Lembagi Keuangan Bukan Bank

Digunakan untuk mencatat pinjaman Dalam ‘Negeri dari Lembaga
Keuangan Bukan Bank : i

Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi D&erah .

4 03
4 03

01

Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah

Digunakan untuk mencatat penerbitan’ Obligasi Daerah

4 04

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat

4 04

01

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat

Digunakan untuk mencatat pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat_
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi-Lainnya :

4 05
4 05

01

Pinjaman Dalam N egen dari Pemerintah Provinsi Lainnya.

Digunakan untuk mencatat pinjaman Daiarn Negerl -dari Pemenntah
Provinsi Lainnya : .

4 06

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemermtah Kabupaten/ Kota

4 06

01

Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Digunakan untuk mencatat pinjaman  Dalam - Negem dau Pemenntah'
Kabupaten /Kota S R '

Penerimaan Kembali Piutang

Digunakan untuk mencatat penerimaan kcmbah plutang

91

01

Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Neégara™

~i~

01

Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahadn Negara

Digunakan untuk mencatat penerlm’ian kcmbah pmtang kepacia
Perusahaan Negara 5

~7

Penerimaan Kembali Pintang’ kepada Perusahaan Daerah

01

Penerimaan Kembali Pivtang kepada Pérusahaan Daerah

Digunakan untuk  mencatat penerlmaan kembah pmtang kepada
Perusahaan Daerah :

44

03

Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemermtah Pusat

01

Penerimaan Kembali Piutang ¥epada: Pememntah Pusat

Digunakan untuk = mencatat penerimaan kembah _ pmtang kepada-
Perusahaan Pusat :

[4:3

04

Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lamnya e

01

Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainriya =000

Digunakan ‘untuk mencatat pencr;maan kembak p'iutang wkepada
Perusahaan Daerah Lainnya : T S

Penerimaan Kembali Piutang. Lamnya

5 015 01

Penerimaan Kembali Piutang Lainnya . -

Digunakan untuk mencatat penerimaan keémbali plut'mg Lamnya

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya -

Digunakan untuk mencatat penerlmaan ]c:cmbalz 1nvestas1 Non permanen_ S
Lainnya :

~1|=

01

hich

Penerimaan Kembali Investasi daiam Proyek Pembangunan

01

01

Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan .
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Kode Penjelasan . :

Digunakan untuk mencatat penerimaan kembah snvestam dalarn proyek'
Pembangunan :

7 1 6 02 Penarikan Dana Bergulir

7 1 &6 02 01 Penarikan Dana Bergulir
Dana bergulir adalah dana yang . dxpmjamkan kepada sekelompok
masyarakat, unit usaha kecil dan menengah, perusahaan daerah, untuk
ditarik kembali setelah jangka walktu tertentu, dan kemudiah disalurkan
kembali.

7 1 6 03 Pencairan Deposito Janghka Panjang

7 1 6 03 01 Pencairan Deposito Jangka Panjang
Digunakan untuk mencatat pencairan Deposito Jangka Pan;ang

7 1 6 04 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

7 1 6 04 01 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnys <
Digunalkan untuk mencatat penenmaan kembali Invesi.am Non Perrnanen
Lainnya - : : '

T 1 7 Pinjaman Luar Negeri

7 1 7 0l Pinjaman Luar Negeri

717 01 01 Pinjaman Luar Negeri-
Digunakan untuk mencatat pmjaman Luar Negeri |

7 1 8 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya

7 1 8 01 Penerimaan Utang Jangks Panjang Lainnya -

7 1 8 01 01 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya s
Digunakan untuk mencatat penerimaan uf.ang 3angka pamang ialnnya

7 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - .
Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Damah antara Eam pembeman_
pinjaman kepada pihak ketiga, penyertadn modal pcmermtah ‘pembayaran’
kembali pokok pinjaman dalam’ periode tahun anggaran tertenm dan' :
pembentukan dana cadangan. : : :

7 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

7 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan

7 2 1 01 01 Pembentukan Dana Cadangan < Tl
Digunakan untuk mencatat dana yang. d1sxs1hkan untuk menampung S
kebutuhan yang memerlukan dana relam’ besar’ yang tldak dapat dlpenuhl H R
dalam satu tahun anggaran. o L A

T 2 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah : : 4o S
Digunakan untuk mencatat saldo "dana. yang. pcnggunaanny’a dlbatasy RNt
hanya untuk tujuan/kegiatan penyertaan modal/mvesta‘n Pemeuntahf-
Daerah Dl . T :

7 2 2 01 Penyertaan Modal pada BUMN

7 2 2 01 01 Penyertaan Modal pada BUMN
Digunakan untuk mencaiat penyertaan modal. pada BUMN

7T 2 2 02 Penyertaan Modal pada BUMD

7 2 2 02 01 Penyertaan Modal pada BUMD :
Digunakan untuk mencatat penveértaan modal pacia BUMD

Y 2 2 03 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta

7 2 2 03 01 Penyertaan Modal pada Perusahiaan Swasta ... .. ... s
Digunakan unfuk mencatat penvertaan imodal pada Perusah'ian SW’lSta

7T 2 3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - S ;
Digunakan untuk mencatat pembayaran pokok pm_]aman dalam N eger1 e

7 2 3 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank : -

7 2 3 01 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank -- 5
Bigunakan untuk mencatat pembayaran pokok’ pxmaman kepada Bank L

Y 2 3 02 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Kenangan Bukan Bank :

7 2 3 02 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank - |
Digunakan untuk mencatat pembayaran pokok psnjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank :

7 2 3 03 Pelunasan Obligasi Daerah

7 2 3 03 01 Pelunasan Obligasi Daerah : Sl
Obligasi :Daerah adalal “salah satu sumber pm_]aman daerah _}angka
merzengah dan/atan jangka parjang yang® ‘bersuiiber dam Masyamkat
Digunakan untuk mencatat pelunasan Obligasi Daerah™ /07 SRR

7 2 3 04 Pembayaran Pokolt Pinjaman kepada Pemerintah Pusat -

7T 2 3 04 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusdat”

Digunakan untuk mencatat - pembayaran : pokok plnjaman kepada-._.:"-"--:

Pemerintah Pusat
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Kode

?enjelasan

3

05

Pembayaran Pokok Pinjaman képada. Pemeriﬁtah Provmsi Lamnya

3

05 01

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pr ovinsi Lainnya

Digunakan untuk mencatat pembayaran pokok pm}aman kepada Prownsr
Lainnya

3

06

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemermtah Kabupaten/ Kota

~|=

N

3

06 0Ol

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupatén/Kota

Digunakan untuk mencatat pembayaran pokok pinjaman kepada
Kabupaten/Kota b

Pemberian Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah aiternatif sumber pendanaan APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah)} dan solusi untule- menutup’ Kekurangan
kas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ber‘nagm keglatan-
untuk kepentingan daerah seperti - kegiatan- keg1atan pcndukung

pertumbuhan ekonomi daerah;’ keg;atan-keglatan untulc kepen{mgan'_. : :
layanan ‘masyarakat, ~dan lain sebagainya ciengan kewaijan Aantuke| o

mengembahkan ‘pinjaman’ tersebut dengan ‘batas wakm yang . “telah:
ditentukan. Pinjaman daerah ini telah diatur dalani beberapa dasar hukum,

01

Pemberian Pinjaman Daerah'kepada Perusahaan Negara .

B

01 01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan:Negara

Digunakan untuk - mencatat pembenan pmjaman Daerah kepacia
Perusahaan Negara : .

02

Pemberian ijamazi Daerah kepada Perusahaan Daerah

-~

ik

02 01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaih Daerah

Digunakan untuk mencatat : pemberian : pinja‘rnan _.Daerah ~vleepada
Perusahaan Daerah - s

03

Pembeérian Pinjaman Daerah kepada Pemermtah Pusat

ENEN

03 01

Femberian Pinjaman Daerah ‘kepadd Pemerintah Pusat -

Digunakan - untuk mencatat pemberlan pmjaman Daezah kcpada
Pemerintah Pusat ' :

04

Pemberian: ijaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lamnya

BN

04 01

Pemberian Pinjaman Daerah:kepada PemerintaliiDaerah Lainnya. |

Digunakdn - -untuk mencatat pembeman plnjaman Daerah kepadaﬁ_'::: =

Pemerintah Daefdgh Lainnya

Pengelnaran Investasi Non: Permanen Lainnya R

Investasi ‘Non-Permanen - adalah: Investasi- Jangka: Panjang, yang udak_
termasuk dalam Invcsta31 Permanen dlmaksudkan untuk dlmlhkl secaia S

tidak berkelanjutan:

01

Pembentukan: Inveséas: dalam Proyek Pembangunan

[SURE 4]

01 01

Pembentukan Investasi dalam-Proyek Pembatigiinan-

Digunakan untuk mencatat pembcntukan Envestam daiam Proyck_.

Pembangunar'

02

Pembentukan Dana Berg'uhr e

0z 01

Pembentukan Daria Bergulir

Digunakan untuk mencatat pembeﬁtukan Dana Berguhr

03

Pembentukan Deposito Jangka. Panjang i

03 01

Pembeéntukan Deposito Jangka Parjang:-

04

. i Digunakan untuk mencatat pembentiukan Deposrto Jangka Pan]ang st
1 Pembentukan Investasi Non 'Permanen Lamnya v

~1l~

04 01

Pembentiikan Investasi Non Permanen:Lainnya

Digunakan untuk mencatat Peribéntikan Investas1 Non Pez manen Lairmya.
| Pembayaran Pokok PinjamanLuar Negeii: - L S

01

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negérl

IR R

O

01 01

|| Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri .

Digunakan untuk mencatat pembayaran pakok pmjaman Lueu Negem E—
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya : ok

01

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainhya

~i-a~1

01 01

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainhya

Digunalan untuk mencatat Pembayaran Utang J'angka Panjang Lamnya A
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EAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR -

TAHUN 2020
TENTANG KODEFIKASI
KALIMANTAN BARAT

AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PROVINSI

KODE AKUN LAPORAN OPERASIONAL
(PENDAPATAN-LO, BEBAN)

KODE AKUN URAIAN AKUN
8 PENDAPATAN - 1L.O
8 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD} -
8§ 1 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO
8§ 1 1 01 Pajak Kendaraan Bermotor {PKB)} - LO
8 1 1 01 01 PKB ~ Mobil Penumpang - Sedan - LO
8 1 1 01 02 PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
§ 1 1 01 03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8 1 1 01 04 PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8 1 1 01 05 PKB - Mobil Bus - Bus - LO
g8 1 1 01 06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - L.O
8 1 1 01 07 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck -
8 1 1 01 08 PKE - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8 1 1 01 09 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
& 1 1 01 10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8§ 1 1 01 11 PKB - Kendaraan Bermotor yvang Dioperasikan di Air - LO
8 1 1 01 12 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO -
8 1 1 01 13 Dst oooooeeeee
8 1 1 02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKEB) - LO
8 1 1 02 01 BENKE -Mobil Penumpang - Sedan - LO
8 1 1 02 02 BBNKB -Mobil Penumpang ~ Jeep - LO
8 1 1 02 03 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
8 1 1 02 04 BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO
8 1 1 02 05 BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO
g§ 1 1 02 06 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8 1 1 02 o7 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8 1 1 02 08 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO :
8 1 1 02 09 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 -LO .
& 1 1 02 10 BBNEKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 -LO
8 1 1 02 11 BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
& 1 Lt 02 12 Dston.,
8 1 1 03 Pajalt Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -LO
8 1 1 03 01 Pajak Bahan Bakar Premium - LO
g 1 1 03 02 Pajalt Bahan Bakar Pertamax - LO
g 1 1 03 03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO
g8 1 1 03 04 Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8 1 1 03 05 Pajak Bahan Bakar Gas - LO
& 1 1 03 06 Dst .
g 1 1 04 Pajak Air Permukaan - LO
8 1 1 04 01 Pajak Air Permukaan - LO
8 1 1 05 Pajak Rokok - LO
8 1 1 05 01 Pajak Rokok — LO
8 1 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8 1 2 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8 1 2 01 01 Rumah Sakit Umum Daerah - LO
g 1 2 01 o2 Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang se_wms yang d1m1hk1 cian/atau
dikelola oleh pemda — LO S
8§ 1 2 02 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8 1 2 02 01 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
g 1 2 02 02 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8 1 2 02 03 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO™
8§ 1 2 02 04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
g8 1 2 02 05 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO ' L
8 1 2 02 06 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO -
g 1 2 02 o7 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - L1ght Truck = LO
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Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO

Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor vang Dioperasikan di Air - LO

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO

Penyediaan Peta Foto - LO

Penyediaan Peta Digital - LO

Penyediaan Peta Tematik - LO

Penyediaan Peta Teknis (Struktur) -

Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
Rumah Tangga - LO

Perkantoran - LO

Industri - LO

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO
Pengujian dalam keadaan terbungkus — LO

Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
Pelatihan Teknis - LO

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
Laboratorium - LO

Ruangan -LO

Kendaraan Bermotor — LO

Retribusi Pasar Groesir dan/ atau Pertokoan - LO

Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO

Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - 1O

Fasilitas Pasar atau Pertokoan vang disediakan/diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah - LO

Retribusi Tempat Pelelangan - LO

Pelelangan Ikan - LO

pelelangan Ternak - LO

Pelelangan Hasil Bumi - LO

Pelelangan Hasil Hutan - LO

Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di ’i‘empat
Pelelangan - LO :

Retribusi Terminal - LO

Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan
Bis Umum - LO -
Tempat Kegiatan Usaha - LO

Fasilitas Lainnya di Lingkuangan Terminal ~ LO

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa < LO :
Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggralan/Vila— LO

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
Pelayanan Tempat Rekreasi - LO

Pelayanan Tempat Pariwisata - LO

Pelayanan Tempat olahraga — LO

Refribusi Penyebrangan Air - LO
Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
Pelayanan Penyebrangan Barang — LO

Retribusi Penjualan Produksi Usaka Daerah - LO
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO

KARO PERANGHAT DAERAN ASIETEN [ SENTA . 101
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KODE AKUN URAIAN AKUN

8 1 2 16 Retribusi Izin Trayek - LO

g8 1 2 16 01 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO

8 1 2 16 02 Pemberian Izin Trayek kepada Badan — LO

8 1 2 17 Retribusi Izin Perikanan - LO

8 1 2 17 0l Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO

8 1 2 17 02 Pemberian lzin usaha Perikanan kepada Badan - 1L.O

8 1 2 18 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
{(IMTA) - LO

8 1 2 18 01 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing -
10

8 1 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

8 1 3 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda {de_vidén) atds penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO

8 1 3 0t 01 Bagian Laba yvang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan
modal pada Perusahaan Daerah - LO

8 1 3 01 02 Bagian Laba vang dibagikan kepada Pemda (deviden} atas penyertaan
modal pada BUMD .............. -LO

8 1 3 01 03 Dst ...

8§ 1 3 02 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)} atas penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Pemerintahl BUMN - LO -

g 1 3 02 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda {devideri) atas penyertaan
modal pada BUMN - LO

g 1 3 02 02 Dst .

8§ 1 3 03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda _(devid'eﬁ}'atas penyertaan .
modal pada Perusahaan Milik Swasta « LO . _ _

8 1 3 03 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan’
modal pada Perusahaan Milik Swasta.... - LO :

8 1 3 03 02 Dst i,

8 1 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO

§ 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak D:p:sahk&n LO

8 1 4 01 01 Hasil Penjualan Tanah - LO

g8 1 4 01 02 Hasil Pennjualan Peralatan dan Mesin - LO

g8 1 4 01 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO

8 1 4 01 04 Hasil Penjualan Jalan, Irgasi dan Jaringan - LO

8§ 1 4 01 05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya — LO

8 1 4 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO

8 1 4 02 01 Hasil Penjualan Aset Lainnya — LO

8 1 4 03 Penerimaan Jasa Giro - LO

8 1 4 03 0l Jasa Gire Kas Daerah - LO

& 1 4 03 02 Jasa Giro Kas Bendahara - LO

g8 1 4 03 03 Jasa Giro Dana Cadangan - LO

8 1 4 03 04 bst .

8 1 4 04 Pendapatan Bunga - LO

8§ 1 4 04 01 Pendapatan Bunga Deposito ....... - Lo '

8 1 4 04 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir .............. - LO -

8 1 4 04 03 Dst v

8 1 4 05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO : )

8 1 4 05 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara LO S

8 1 4 05 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara — LO 7 : IRE

8 1 4 06 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupxah Lo

8 1 4 06 01 Penerimaan Komisi dari Penernpatan Kas Daerah '~ LO -

8 1 4 06 02 Penerimaan Potongan dari .............. - LO : L

8 1 4 06 03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Ruplah éarl ........ ineni = LO

& 1 4 06 04 DSt .

8 1 4 07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pék'erjaan' Lo

8 1 4 07 01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekfn Jaan LO '

8 1 4 07 02 Dst ., :
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KODE AXUN URAIAN AKUN

8 1 4 08 Pendapatan Denda Pajak - LO

8 1 4 08 01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO

8 1 4 08 02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO

8§ 1 4 08 03 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

g8 1 4 08 04 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO

8 1 4 08 05 Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO

8 1 4 09 Pendapatan Denda Retribusi - LO

g 1 4 09 0% Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO

8 1 4 09 02 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

8 1 4 09 03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO

8 1 4 09 04 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO

8 1 4 09 03 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

& 1 4 09 06 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO

8 1 4 09 07 Pendapatan Denda Retribusi Pemalkaian Kekayaan Daerah - LO

8 1 4 09 08 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO

8 1 4 09 09 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO

g 1 4 09 10 Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO

8 1 4 09 11 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa -
LO

8 1 4 09 12 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO

8 1 4 09 13 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO

g 1 4 09 14 Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO

g2 1 4 09 15 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

8 1 4 09 16 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO

8 1 4 09 17 Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO . -

8 1 4 09 18 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekcrjakan ’i‘enaga
Kerja Asing (IMTA) - LO

8 1 4 10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO

8 1 4 10 01 Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO

8 1 4 10 02 Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO

8 1 4 10 03 Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO

g8 1 4 10 04 Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO

g§ 1 4 1t Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA - -

8 1 4 11 01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA

8 1 4 11 o2 -1

8 1 4 12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - 1O '

8 1 4 12 01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa =
LO

8§ 1 4 12 02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO

8§ 1 4 12 03 Pst .

8 1 4 13 Pendapatan dari Pengembalian -1.O

8 t 4 13 01 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 2i Lo L o

8 1 4 13 02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihah - Pembayaian Asutansi
Kesehatan - LO T o

8 1 4 13 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pe’mb’ayaraﬁ Gaji dan'
Tunjangan - LO

8 1 4 13 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan D)nas =
LO

8 1 4 13 05 Pendapatan Dari Penerimaan Lainnya - LO

8 1 4 14 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Dﬂdat LO

8§ 1 4 14 01 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO .

g 1 4 14 02 Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO

8 1 4 14 03 Dst .

8 1 4 15 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan LO

8 1 4 15 01 Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO

g 1 4 15 02 Uang Sekolah /Pendidikan dan Pelatihan - LO

& 1 4 15 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO

8 1 4 15 04 Dst.oiennnnens

8 1 4 16 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualai - Lo

g8 1 4 16 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan MI-L0 -

8 1 4 16 02 Angsuran/ Cicilan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas - LO

8 1 4 16 03 Dst.....
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8 1 4 17 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8 1 4 17 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - L.O
8 1 4 17 02 Hasil dari Pemaniaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
g8 1 4 17 03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8 1 4 17 04 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8 1 4 18 Pendapatan Zakat* - LO
8 1 4 18 01 Pendapatan Zakat*...... - LO
8 1 4 19 Pendapatan BLUD - LO
8 1 4 19 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8 1 4 19 02 Pendapatan Hibah BLUD - LO
8 1 4 19 03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8 1 4 19 04 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah - LO
8 1 4 20 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8 1 4 20 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya ~ LO
8 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO
8 2 1 01 Bagi Hasil Pajak - LO
8 2 1 01 ¢l Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan ~ LO
8 2 1 01 02 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
8 2 1 401 03 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO
8 2 1 01 04 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh} Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribiadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
8 2 1 01 05 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
g8 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8§ 2 1 02 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
g 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
& 2 1 02 03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8§ 2 1 02 04 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent) ~
8 2 1 02 05 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplo1ta31 {Royalti} - LO
8 2 1 02 06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO '
8 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi ~ LO
8 2 1 02 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8 2 1 02 10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8§ 2 1 03 Dana Alokasi Umum (DAU)} - LO
8§ 2 1 03 01 Dana Alokasi Umum - LO
8 2 1 04 Dana Alokasi Khusus (DAK]) - LO
8 2 1 04 01 DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8 2 1 04 02 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
8 2 1 04 03 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
8 2 1 04 04 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO
8 2 1 04 05 DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8 2 1 04 06 DAK Bidang Kehutanan - LO
8 2 1 04 07 DAK Bidang Perumalhian dan Kawasan Pemukzman LO
8 2 1 04 08 DAK Bidang Kesehatan - LO
8 2 1 04 09 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
g 2 1 04 10 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
& 2 1 04 11 DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8 2 1 04 12 DAX Bidang Perdagangan - LO
g8 2 1 04 13 DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO ' -
8§ 2 1 04 14 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT} LO .
8 2 1 04 15 DAK Bidang Pertanian - LO
8 2 1 04 16 DAK Bidang Energi Pedesaan - LO :
g 2 1 04 17 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan LO
8 2 1 04 18 DAK Bidang Pendidikan - LO
8 2 1 04 19 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Datat - LO .
8§ 2 1 04 20 DAK Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Ménengah —~LO
g 2 1 04 21 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8 2 1 04 22 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - L() :
g§ 2 1 04 23 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi PI"OVIHSI - L0
8 2 1 04 24 Bantuan Operasional Sekolah - LO¥** :
g8 2 1 04 25 DAK Bidang Administrasi Kependudukan —LO
8 2 1 04 26 Tunjangan Khusus Guru - LO
g8 2 1 04 27 Dsteiniiinniinaeenns
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Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
Dana Penyesuaian - L.O
Dana Insentif Daerah - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya ~ LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajalc ... - LO
Pt

Pendapatan Bagi hasil Lainnya - 1L.O
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya ......... -LO
Dstviiiiiiinianns

Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO

Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ...... -LO
Dst s

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupsten ... e e ™
LO

Dst ....

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ..., -
LRA

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya ~ LO
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Negeri - LO SR o
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisdsi * Swasta  dalain
Negeri.... - LO ;

Dst.oviinans

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/ per’oi‘&n‘gaﬁ . 10
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
Pendapatan Hibah dari kelompok perarangan — LO
Dana Darurat - LO

Dana Darurat - LO

Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
Dst...eeie

Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainhya - LO

Dst i

SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

Surplus Penjualan Ase¢t Non Lancar - LO

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
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01
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01

Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
DSt

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang ~ LG

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO

Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO

Surplus Penyelesajan Utang Pemerintah Provinsi - LO

Surplus Penyelesaian Utang Pemerintalh Kabupaten/Kota - LO

Surplus Penyelesaian Premium {Diskonto) Obligasi - LO

Dst i

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO

DSt i

PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
Pendapatan Luar Biasa - LO

Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
Pendapatan Pos Luar Biasa — LO

BEBAN
BEBAN OPERASI - LO
Beban Pegawai - LO

Beban Gaji dan Tunjangan - LO

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
Tunjangan Keluarga - LO

Tunjangan Jabatan - LO

Tunjangan Fungsional - LO

Tunjangan Umum - LO

Tunjangan Beras - LO

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
Pembulatan Gaji - LO

luran Jaminan Kesehatan - LO

Uang Paket - LO

Tunjangan Badan Musyawarah - LO
Tunjangan Komisi - LO

Tunjangan Badan Anggaran - LO
Tunjangan Badan Kehormatan - LO
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
Tunjangan Perumahan - LO

Uang Duka Wafat/Tewas - LO

Uang Jasa Pengabdian - LO

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
Tunjangan Kesehatan DPRD - LO

Dst o

Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - 1.0
DSt o,

Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan '-aﬁggotn "DPRD _.serta
KDH/WXDH - LO . '

Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan 'Aﬁ'ggota‘ DPRD - L0 -
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g 1 1 03 02 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO

g9 1 1 03 03 Tunjangan Reses Anggota DPRD - LO

9 1 1 03 04 Tunjangan Transport Anggota DPRD - LO

g 1 1 03 05 Dst i

9 1 1 04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO

g 1 1 04 01 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO

g 1 1 04 02 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO

g 1 1 04 03 Beban Pemungutan Pajalk Bumi dan Bangunan Perhutanan — LO

9 1 1 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

g 1 1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO

9 1 1 05 02 Insentif Pemmungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- LO

9 1 1 05 03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor - LO

9 1 1 05 04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO

9 1 1 05 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO

9 1 1 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

9 1 1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO

9 1 1 6o 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor -
LO

g 1 1 06 03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta -
LO

9 1 1 06 04 Insenti{ Pemungutan Retribbusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO

9 1 1 06 05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO

9 1 1 06 06 Insentif Pernungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO

9 1 1 06 07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah -
LO

9 1 1 06 08 Insentif Pemnungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
-LO

9 1 1 06 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO

9 1 1 06 10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO . R

9 1 1 06 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - - . T empat - Penhiginapan/
Pesanggrahan/ Villa - LO

g 1 1 06 12 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO :

9 1 1 06 13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekredsi dan Olah raga-
LO

9 1 1 08 14 Insentif Pernungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO

9 1 1 06 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha.
Daerah - LO

9 1 1 06 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO

9 1 1 06 17 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - 1.O - . L

9 1 1 06 18 Insentif Pemungutan  Refribusi Daerah . - Perpanjangan :lzin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - e :

9 1 1 07 Uang Lembur - LO

9 1 1 07 01 Uang Lembur PNS - LO

g9 1 i 07 02 Uang Lembur Non PNS - LO

g 1 1 08 Beban Honorariom Non Pegawai .

9 1 1 08 01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instru}{tur .

9 1 1 08 02 Moderator

9 1 1 08 03 Dsto i,

9 1 1 09 Honorarium PNS

9 1 1 09 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9 1 1 09 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

9 1 1 09 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumbez‘

9 1 1 09 04 Dst......

9 1 1 10 Honorarium Non PNS :

9 1 1 10 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

9 1 1 10 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap -

9 1 1 10 03 Dst......

9 1 1 11 Beban Pegawai BLUD

9 1 1 11 01 Beban Pegawai BLUD

9 1 1 11 02 Dst......
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Beban Honorarium Dana BOS
Beban Honorarium Dana BOS

Beban Barang dan Jasa

Beban Bahan Pakai Habis

Beban Persediaan alat tulis kantor

Beban Persediaan dokumen/administrasi tender

Beban Persediaan alat lstrik dan elektronik { lampu piiar, battery kermg}
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya :
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran

Beban Persediaan pengisian isi tabung gas :

Beban Bahan Pakai Habis Lainnya

Beban Persediaan Bahan/ Material

Beban Persediaan bahan baku bangunan

Beban Persediaan bahan/bibit tanaman

Beban Persediaan bibit ternak

Beban Persediaan bahan obat-obatan

Beban Persediaan bahan kimia

Beban Persediaan Makanan Pokok

Beban Persediaan Budidaya Perikanan

Beban Persediaan Budidaya Peternakan

Beban Persediaan Komputer

Beban Persediaan Alat Rumah Tangga

Beban Persediaan Suku Cadang S
Beban Persediaan Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Oiahraga :
Beban Bahan/Material Lainnya :

Beban Jasa Kantor

Beban Jasa telepon

Bebarn Jasa air

Beban Jasa listrik _ .

Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang

Beban Jasa surat kabar/majalah

Beban Jasa kawat/faksimili/internet

Beban Jasa paket/pengiriman

Beban Jasa Sertifikasi

Beban Jasa Transaksi Keuangan

Beban Jasa administrasi pungutan Pa;ak Penerangan Jd alan Umum :
Beban Jasa administrasi pungutan @ Pajak Bahan Bakar Kendaman
Bermotor :

Beban Jasa Kantor Lainnya

Beban Premi Asuransi L
Behan Jasa Premi Asuransi Kesehatan Lo
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah .

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Beban Jasa Service

Beban Penggantian Suku Cadang o
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - -
Beban Jasa KIR

Beban Pajak Kendaraan Bermotor - .

Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Beban Cetak dan Penggandaan
Beban Cetak
Beban Penggandaan

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas

Beban sewa gedung/ kantor/tempat

Beban sews ruang rapat/pertemuan - :
Beban sewa tempat parkir/uang tambat/ hanggal sarana’ mobxlltas
Beban Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir Lamnya :

BARSG PRRANGHAT DAERAN RERRUENE

ASISTEN 1 sERDA [0
HURUN " PEMRARARSA . e B LTRRE

"LT &/,/""@V/ ‘Sf ﬁ'.

! _ s




KODE AKUN

URAIAN AKUN

O OO R

OO0 [tallsiiafy e ] OO 0D OO O 0o [taliteRTolteRtapleRts] OO OO jteJteIRVoRato JTa RUoRRRalE" o] [(atalelyts)

OO0

Lo JRUnlit ) WO 0O 0D O

[ e e

e e ) o e o ™ pod ped bt ped

b et b b R eed pud

e

bt otk b e e S b e

o st

e el ]

a8
08
08
08
8

[ R I )

09
09
09
09

B B BN

10
10
10
10
10
10
10
10

BB RO BN

11
11
11
il
il
11

BB B b B B

12
12
12
12
12
12
12

B 33 b 20 BD B B

13
13
13

NN

14
i4
14
14
14
14
14

15
15
15
15

R NWN By RO B B B DD BN

16
16
16

[ ]

17
17
17

BN

18
18
18
i8
18
18
18

19
19
i9

S R NN

01
02
03
o4

01
0z
03

01

03
04
05
06
07

01
0z
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02

01
02
03
04
05

01
02
03

01
02

01
02
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Behan Sewa Sarana Mobilitas
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
Dst ...

Beban Sews Alat Berat

Beban Sewa Eskavator

Beban Sewa Buldoser

Beban Sewa Alat Berat Lainnya

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Beban sewa meja kurst

Beban sewa komputer dan printer

Beban sewa proyektor

Beban sewa generator

Beban sewa tenda

Beban sewa pakaian adat/tradisicnal _

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lamnya Lo

Beban Makanan dan Minuman

Beban makanan dan minuman harian pegawax
Beban makanan dan minuman rapat

Beban makanan dan minwman tamu ©
Beban makanan dan minuman pelatihan-
Beban Makanan dan Minuman Lainnya

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH -
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
BebhanPakaian Sipil Lengkap (PSL)

Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Dst ...

Belanja Pa_kaién Kerja
Beban pal{aian kerja lapangan
Dst.

Belanja Pakalan khusus dan han-hari tertentu :
Beban pakaian KORPRI '
Beban pakaian adat daerah

Beban pakaian batik tradisional

Beban pakaian olahraga

Belanja Pakaian khusus

Dst ...

Beban i‘erjaianan Dinas - .
Beban perjalanan dinas dalam daer ai‘l '
Beban perjalanan dinas luar daerah
Beban perj'eéanari dinds luar 'ne'g'eri L

Beban Per_]alanan Pindah Tugas PR
Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah
Beban perjalanan pindah fugas 1uar_c§aerah

Beban Pemulangan Pegawai _ ' :
Beban pemulangan pegawal yang pensmn daiam daerah
Beban pemulangan pegawai yang’ pensmn iuar daerah

Beban Pemeliharaan _

Beban Pemeliharan Tanah e

Beban Pemieliharan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan - :
Beban Pemelkharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainfya

Beban Pemeliharan Aset Lainnya - - -

Beban Jasa Konsultasi
Beban Jasa Konsultansi Pénelitian - - o
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan - .
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01
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01
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01
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01
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01

01
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Beban Jasa Kensultansi Pengawasan
Beban Jasa Konsultansi Lainnya

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Dst...

Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Dst ...

Beban Beasiswa Pendidikan PNS
Beban beasiswa tugas belajar D3
Beban beasiswa tugas belajar S1
Beban beasiswa tugas belajar 82
Beban beasiswa fugas belajar 83
Beban Bantuan [jin Belajar PNS
Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS

Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan

Reban sosialisasi

Beban himbingan teknis

DSt i

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyaralat
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Beban Jasa PNSD dan Non PNSD
Beban Jasa PNSD dan Non PNSD

Beban Barang dan Jasa BLUD
Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BOS
Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Bunga

Bunga Utang Pinjaman

Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank

Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Bunga Utang Pinjaman Lainnya

Bunga Utang Obligasi
Bunga Utang Obligasi

Beban Subsidi

Beban Subsidi

Beban Subsidi kepada BUMN

Beban Subsidi kepada BUMD

Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya

Beban Hibah

Beban Hibah kepada Pemerintah
Beban HMibah Barang kepada Pemerintah

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi

Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
Beban Hibah kepada Pemerintah Kota

B g e
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9 1 5 03 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD

9 1 5 03 01 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah /BUMD.....

9 1 5 03 02 Dst.....

g 1 5 04 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat

9 1 &5 04 01 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat......

g 1 5 04 01 Dst.....

9 1 5 05 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

9 1 5 05 01 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.....

9 1 5 05 02 Dst ...

9 1 5 06 Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***

9 1 5 06 01 Beban Hibah Dana BOS ke Satuari - Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota.....

g 1 5 06 02 Dst ...

9 1 6 Beban Bantuan Sosial

9 1 6 01 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

9 1 6 01 0l Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...

9 1 6 01 02 DSt

9 1 6 02 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

9 1 6 02 01 Beban Bantuan Sosial kepada ....

g9 1 6 02 02 DSt ceerieiiiiie s

9 1 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

9 1 7 01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

9 1 7 01 01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

g 1 7 02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

9 1 7 02 01 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

9 1 7 03 Beban Penyusutan .Jalan, Irigasi, dan Jaringan

9 1 7 03 01 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

g 1 7 04 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

9 1 7 04 01 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

g9 1 8 Beban Penyisihan Piutang

9 1 8 01 Behan Penyisihan Piutang Pendapatan

9 1 8 01 0l Beban Penyisihan Piutang Pajak

9 1 8 01 o2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi -

9 1 8 0@ 02 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan. Kekayaan Traerah yang
Dipisahkan _

g 1 8 01 04 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang 8ah

9 1 8 Q1 05 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat: .

9 1 8 01 06 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lalnnya

9 1 8 01 07 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah: Lamnya

9 1 8 01 08 Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keunangan :

9 1 8 01 09 Beban Penyisihan Piutang Hibah

9 1 8 01 10 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya -

9 1 8 02 Beban Penyisihan Piutang Lainnya

9 1 8 02 01 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Pan}arsg '

9 1 8 02 02 Beban Penyisihan Bagian Larcar Tagihan ijaman J angka Pamang
kepada Entitas Lainnya

9 1 8 02 03 Beban Penyisihan Bagian Lancar Taglhan Pemuaian Angsumn

9 1 8 02 04 Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi

g 1 8 02 05 Beban Penyisihan Uang Muka

9 1 8 02 06 DSt o

9 1 9 Beban Lain-lain

g 1 9 01 Beban Penuranan Nilai Investasi

9 1 9 0@ 01 Beban Penurunan Nilai Investasi

9 1 9 02 Beban Penyisihan Dana Bergalir

9 1 9 02 01 Beban Penyisihan Dana Bergulir
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9 1 & 03 Beban Lain-lain

9 1 9 03 01 Beban Lain-lain

9 2 BEBAN TRANSFER

9 2 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

9 2 1 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Dderah Kepada ' Pemerintahan
Kabupaten/Kota ) : _ _ S S

9 2 1 01 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada = Pemerintahan
Kabupaten/Kota....

9 2 1 01 02 Dst....

g 2 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

g 2 2 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemermtahan
Kabupaten/Kota

9 2 2 01 01 Beban Transfer Bagl Hasil Pendapatan Lainnya chada Pemermtahan
Kabupaten/Kota.....

g 2 2 01 o2 D8t

9 2 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke I’emermtah Daerah Lainnya

9 2 3 01 Beban Transfer Bantuan Kenangan ke Propznsi

g 2 3 01 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi...

9 2 3 01 02 Dst.....

9 2 3 02 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke I'{'abupa'ten!'Kota-'. :

9 2 3 02 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota:....

9 2 3 02 02 Dst..

9 2 4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

9 2 4 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Désa =

9 2 4 01l 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....

9 2 4 01 02 Dst....

9 2 5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

9 2 5 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik -

g 2 85 01 01 Beban Transfer Bantuan Kepadd Partai Politik.....

9 2 5 01 02 Dst....

9 2 6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

9 2 6 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/ Kota -

9 2 6 01 01 Beban Transfer Dana Otsus’ Kahupaten / Kota..

9 2 6 01 02 Dst..

9 3 DEFISIT NON OPERASIONAL

9 3 1 Defisit Penjualari Aset Non Lancar - LO

9 3 1 01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - Lo

9 3 1 01 01 Defisit Penjualan Aset Tanah - LO"! .

9 3 1 0! 02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

9 3 1 06 03 Defisit Penjualan Aset Gedung dan'Bangunan - LO

9 3 1 0@ 04 Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lalnnya LO

9 3 1 01 05 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang LO -

9 3 1 01 06 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO 7 :

9 3 2 Defisit Penyelesaxan Kewa_nban'.}angka-?an'ja'n.g"-'.i;'o.'. '

9 3 2 01 Defisit Penyelesazan Kewajiban Jangka Panjang LO ;

9 3 2 01 01 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negéri Sakior Perbankan Lo ol

9 3 2 01 02 Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Banl - LO S

9 3 2 01 03 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - 1.0O" : SRR

9 3 2 01 04 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintal:Pusat < LO

9 3 2 01 05 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO-

9 3 2 01 06 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/ Kota LO

9 3 2 01 07 Defisit Penyelesaian Premium (Diskofito) Obhgam - LO

9 3 2 01 08 DS e, o S
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9 3 3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

9 3 3 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

9 3§ 3 01 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

9 3 3 01 02 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO

9 3 3 01 03 Defisit Penghapusan Aset

9 3 3 01 04 DSt oo,

9 4 BEBAN LUAR BIASA

9 4 1 Beban Luar Biasa

9 4 1 01 Beban Luar Biasa

9 4 1 01 01 Beban Bencana Alam

g 4 1 01 02 Beban Luar Biasa Lainnyva

9 4 1 01 03 DSt i

9 5 SURPLUS NON OPERASIONAL

g 5 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

g 5 1 01 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

9 5 1 01 01 Surplus Penjualan Aset Tanah - LO

9 5 1 01 02 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

9 5 1 01 03 Surplus Perjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO

g 5 1 01 04 Surphus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO

g 5 1 01 05 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO

9 5 1 01 o6 Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO

9 5 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

g 5 2 01 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

9 5 2 01 01 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO

9 5 2 01 o2 Surplus Penyelesalan Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank ~ LO

9 5 2 01 03 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO

9 5 2 01 04 Surphus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO

g 5 2 01 05 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO -

9 5 2 01 06 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO

g 5 2 01 07 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO

9 5 2 01 08 DSt o

9 5 3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

9 5 3 01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya < LO

9 5 3 01 01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -~ LO

9 5 3 01 o2 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO

9 5 3 01 03 Surplus Penghapusan Aset

9 5 3 01 04 |1 AR
HARG PERANGHAT DABRAH _ - - -
HURUM PEMRARARSA ABISTEN SREDA - : S
jf [F' 7 1 113 7

\

\




PENJELASAN URAIAN KODE AKUN LAPORAN OPERASIONAL )

KODE AKUN

PENJELASAN

PENDAPATAN - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan-LO yang merupakan hak
pemerintah daerah yang diakui sebagal penambah ekuitas dalam periode
pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali,

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD] - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundaﬂg-undangan.

Pendapatan Pajak Daerah - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daerah yang diperoleh dari
pajak daerah

Pajak Kendaraan Bermotor {(PKB] ~

Digunakan ‘untuk mencatat pendapatan asli daerah yang dipercleh dari
pajak kendaraan bermotor (PKB)

01

PKEB - Mobil Penumpang - Sedan — LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daerah yang diperoieh dari
pajak kendaraan bermotor (PKB)-mebil penumpang-sedan

02

PKB - Mobil Penumpang - Jeep - L.O

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daerah yang diperoleh dari
pajak kendaraan bermotor (PKB)-mobil penumpang-jcep

03

PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO

Digunakan untuk mencafat pendapatan asli daerah yang diperoleh dari
pajak kendaraan bermotor (PKB)-mobil penumpang-minibus

04

PKB - Mobil Bus - Microbus - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan asi dae: ah yang dlperoleh dari
pajak kendaraan bermotor (PKB)-mobil bus-microbus

05

PKB - Mobil Bus - Bus -~ 1O

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daelah yang dlpc.roleh dam
pajak kendaraan bermotor (PKB)-mobil bus-bus

06

PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan -asli daerah yang dxpemleh dari
pajak kendaraan bermotor {PKB)-mobil barang/beban-pick up

07

PKB - Mobil Barang/ Béban - Light Truck - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daerah yang diperoleh dari
pajak kendaraan bermotor (PKB)-mobil barang/ bebanwhght truck”

08

PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daerah yang diperoleh dari

09

pajak kendaraan bermotor (PKB}-mobil barang/beban-truck
PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO :

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daerah yang diperoleh dari
pajak kendaraan bermoter {PKB)-sepeda moter-sepeda motor reda 2 :

10

PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO-

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daerah yang dlpero}eh dari
pajak kendaraan bermotor (PKB)}-sepeda motor-sepeda motor roda 3.

1]

PKB - Kendaraan Bermotor vang Dioperasikan di Air - L.O

Digunakan untuk mencatat pendapatan asli daerah yang d1per61eh dari.
pajak kendaraan bermotor (PKB)-kendaraan bermotor yang dloperasﬂcan'
di air . .

12

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PEB) - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan ash daerah yang dlperoleh dan
pajak kendaraan bermotor (PKB) . :

13

Dst ... )

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah LO lamnya

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO .

Digunakan untuk mencatat Bea Balik Nama™ Kendaraan Bermotor
(BBNKB)

01

BBNKB ~Mobil Penumpang - Sedan - LO

Digunakan untuk mencatat Bea Balik  Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKE}-mobil penumpang-sedan e

02

BBENKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO

Digunakan untuk mencatat Bea Balik Nama - Kendaraan Bérmotor.
(BBNKB}-mobil penumpang-jeep N : o

03

BBNEKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO

Digunakan uniuk mencatat Bea Balik -Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)-mobil penumpang-minibus - S :

04

BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO

Digunakan untult mencatat Bed -Ballk Nama Kendaraan Bermotér
(BBNKB}-mobil bus-microbus - :
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1 02

05

BBNKE -Mobil Bus - Bus - LO

Digunakan . untuk mencatat Bea Bahk Nama Kenciaraan .Béfmotor
(BBNKB}-mobil bus-bus :

1 02

06

BBNKB -Mobil Barang/ Beban -~ Pick Up - LO

Digunakan untuk mencatat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
{BBNKB)-mobil barang/beban-pick up '

1 02

07

BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO

Digunakan untuk mencatat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB}-mobil barang/beban-light truck

1 02

08

BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO

Digunakan untuk mencatat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)-mobil barang/beban-truck .

09

BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO

Digunakan untuk mencatat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)-sepeda motor-sepeda motor roda 2

10

BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO

Digunakan  untuk mencatat Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor
(BBNKB}-sepeda motor-sepeda motor roda 3 ' :

11

BBENKB -Kendaraan Bermotor vang Dioperasikan di An‘ LO

Digunakan untuk mencatat Bea Balik Nama “Kendaraan Bermotor
(BBNKB)-kendaraan bermotor vang dioperasikan di air :

12

Digunakan untuk mencatat Dea Bahk Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) - LO lainnya.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor LO -

Dipunakan untuk mencatat pajak bahan bakar Kendaman Bermotor .

1 03

0l

Pajalk Bahan Bakar Premium - LO

Disunakan untuk mencatat pajak bahan baimr Premmm :

1 03

02

Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO

103

03

Digunakan untuk mencatat pajak bahan bakar Pertamax
Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO '

1 03

04

Digunakan untuk mencatat pajak bahan bakar Pertamax pius
Pajak Bahan Bakar Solar - LO :

Digunakan untuk mencatat pajalk bahan iaakar Soiaz :

1 03

05

Pajak Bahan Bakar Gas - LO

c6

Digunakan unmk mencatat pajak bahan bakarGas . .
| i

Digunakan untuk mencatat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - 1O
lainnya. S

Pajak Air Permukaan - LO

—

04

01

Pajak Air Permmukaan - LO

Digunakan untuk mencatat pagak air permukaan

Pajak Rokok - LO

Cojen

—

Q5

01

Pajak Rokok - LO

Digunakan untuk mencatat pajak rokok

Pendapatan Retribusi Daerah - LO -

Digunakan untuk mencatat pencrzmaan retnbum yang pembayal annya

diterima untuk memenuhi kewajiban daIam pcrlode tahurx bcr3a1a11 d'ln'_ o '

diakui ketika pembayaran telah diterima. .

Retribusi Pelayanan Kesehatan ~LO

Digunakan untuk mencatat penersrnaan retr1bus1 Pelayanan Kesehatan o

03

Rumah Sakit Umum Daerah -LO

Digunakars untuk mencatat penerlmaan 1etr1bus1 Rumah Sakit Umum'
Daerah :

02

Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejems yang d1m1hl\1 dan / atau -
dikelola oleh pemda - LO

Digunakan untuk mencatat penerimaan retrlbu31 tempat pelayandn
kesehatan lainnya yang se;ems yang d:mlhkx dan/atau dﬁcelola oleh- '
pemda R - ER

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa penguﬁan kendaraan-.
bermotor i

01

Retribusi PKB - Mobil Pepumpang - Sedan LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan d’m Retnbusx PKB =5 M{)bll-_
Penumpang - Sedan R :

G2

Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep LO

Digunakan untuk meiicatat pendapatan dari Retrlbusz ?KB ~ Mobﬂ- o
Penumpang - Jeep L

03

Retribusi PKB - Mobil Per;umpang Mmlbus LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan ciarl Rétﬁbusx PKB = Mobﬂ. :
Penumpang - Minibus o S ;
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81 2 02 04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi PKB - Mobil Bus -
Microbus

8 1 2 02 05 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi PKB - Mobil Bus —
Bus

8 12 02 06 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi PKB - Mobil
Barang/ Beban - Pick Up

8 1 2 02 07 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi PKB - Mobil
Barang/ Beban - Light Truck

81 2 02 08 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi PKB - Mobil
Barang/ Beban - Truck

812 02 09 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi PKB - Sepeda
Motor - Sepeda Motor Roda 2

81 2 02 10 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi PKB - Sepeda
Motor - Sepeda Motor Roda 3

812 02 11 Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi PKB - Kendaraan
Bermotor vang Dioperasikan di Air

8§ 1 2 02 12 Dst.....
Digunakan uniuk mencatat Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -
LO lainnya.

812 03 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - 1L.O
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi penggantian biaya
cetak

8 1 2 03 01 Penvediaan Peta Dasar (Garis) - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi Penyediaan Peta
Dasar

81 2 03 02 Penyediaan Peta Foto - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi Penyediaan Peta
Foto

812 03 03 Penyediaan Peta Digital - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi Penyediaan Peta
Digital

812 03 04 Penvediaan Peta Tematik - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi Penyediaan Peta
Tematik

312 03 a5 Penvediaan Peta Teknis (Struktur) - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi Penyediaan Peta
Teknis (Struktur) o
8 12 04 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO _
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retubusx Pengolahan
Limbah Cair

812 04 01 Rumah Tangga -~ LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi Rumah Tangga
812 04 02 Perkantoran - LO
Digunakan untuk mencaiat pendapatai dari Retrxbu& Pe1kantoran
81 2 04 03 Industri - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Rctnbum indusm
812 05 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retr1bu51 Pe]ayanan
Tera/Tera Ulang
8§ 12 05 01 Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi- Pengujlan Aiat—aiat
ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya .
812 05 02 Pengujian dalam keadaan terbungkus - L0
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari RetmbuSi Pengujlan dalam
keadaan terbungkus :
812 06 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dar; Sekoiah
maupun PTN yang menyelenggarakan = pendidikan di lingkurgan
Pemerintah Daerah. o 3
8 1 2 06 01 Pelavanan Penyelenggaraan Pendidikan -LO .
Digunalan untuk mencatat pendapatan dari :Retribusi Pelayanan
Penyelenggaraan Pendidikan. : :
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2 06 0z Pelaiihan Teknis - LO
Digunakan untul mencatat pendapatan dari Retr1bu31 Pelatihan Tekms

2 07 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dan Retr:bum Pemakalan
Kekayaan Daerah,

207 01 Penyewaan Tanah'dan Bangunan - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari REU‘ﬁJuSl Penyewaan Tanah
dan Bangunan.

207 02 Laboratorium - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Retribusi La‘ooratormm

2 07 03 Ruangan -LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Ruangan

2 07 04 Kendaraan Bermotor - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Kendaraan Bermotor

2 08 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO .
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Pasar Grosir dan/ atau
Pertokoan

2 08 01 Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis: Bare.ng LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan- aembum Penyedlaan Faszhtab
Pasar Grosir berbagai Jenis Barang : :

2 08 02 Fasilitas Pasar/Pertokoan vang D1kontrakkan L.O
Digunakan - untuk  mencatat pendapatan retribusi Fasilitas
Pasar/Pertokoan vang Dikontrakkan

0 08 03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang- disedlakan / dlse%enggamkan oleh
Pemerintah Daerah - LO .
Digunakan untuk mencatat pendapatan retubum Fasilitas Pasaz atau
Pertokoan yang disediakan/ dlselenggarakan oleh Pemermtah Daerah -

2 09 Retribusi Tempat Pelelangan - LO _ -
Digunakan untuk mencatat pendapatan ietnbum Ternpat Pelelangan =

2 09 01 Pelelangan lkan -~ LO :
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Peielangan Ikan .

2 09 02 pelelangan Ternak - LO
Digunakan untuk mencatat pendap’thn retz ibusi Pelelangan T er nak

2 09 03 Pelelangan Hasil Bumi ~- LO :
Digunakan untuk mencatat penciapatan retr 1bu51 Pelelangan I—Iasﬂ Bum1

2 09 04 Pelelangan Hasil Hutari - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Pelclangfan Hasﬂ Hutan L

5 09 05 Jasa Pelelanigan serta Fasilitas" Lalnnya yang d1secizakan d1 Tempati e
Pelelangan - LO
Digunakan untuk mencatat pendapa%an retr1bus1 Jasa PeEelangan selta
Fasilitas Lainnva yvang disediakan di 'l‘ernpat Pelelangan L

2 10 Retribusi Terminal - LO e
Digunakan untuk mencatat pendapatan 1etr1bus1 Termmal Bt

2 10 01 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan‘;
Bis Umum - LO ;
Digunakan untuk mencatat pendapatan retnbasz Pelayanan Penyedman
Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang: cian B1s Umum g

2 10 02 Tempat Kegiatan Usaha - LO e ; ;
Digunakan untuk mencatat pendapatan 1etr1‘ous1 Tempat Keglatan Usaha :

2 10 03 Fasilitas Lainnva di Lingkungan Terminal - 1O 0 :
Digunakan untuk mencatat pendapatan rembusz i“asﬂltas Lamnya cil
Lingkungan Terminal S .

2 11 Retribusi Tempat Pengmapan[ ?esanggrahan/ V;lia LO S A
Digunakan untuk mencatat pendapatan retnbum Tempat Pengmqpan/ A
Pesanggrahsan/ Villa : L S

2 11 01 Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan /V1Ia LO . : .
Digunakan untuk mencatat pendapatan Tetribusi - Pelayanan Tempat. T
Penpginapan /Pesarggrahan/Vila - . : Coi

2 12 Retribusi Pelayanan Kepelabithan - LO

2 12 01 Pelayanan Jasd ke Pelabuhan - LO~ : - s
Digunakan untuk mencatat  pendapatan ‘. dari - peananan jasac] . ol
kepelabuhanan di pelabuhan laut dan peiabuhan penyebelangan lintas ST
dalam negen antara lain ’oerupa Jasa pelayanan kapal jasa pelayanan.' :
barang, jasa pelayanarn orang,_penggunaan sarana dan prasamna ch'j.
pelabuhan. . _ T

2 13 Retribusi Temput Rekreasi sian Olah raga- LO : 40
Digunakan untuk mencaiat pendapat’m retmhusz Tempat Rekream dan:. :
Olah raga - _ : : S

2 13 01 Pelayanan Tempat Rekreasi - LO -

Rekreasi

Digunakan untuk mencatat’ pen.dapatan retnbum Pelayanan ’?empat;

HUKTM - PEMRARAREA

RARO PERANGHAT DALRAH : 117,

astgreny | smEna |

{

T

.




EODE AKUN

PENJELASAN

2 13 02 Pelayanan Tempat Pariwisata - L.O
Digunakan untuk mencatat pendapatan refribusi Pelayanan Tempat
Pariwisata

2 13 03 Pelavanan Tempat olahraga - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Pelayanan Tempat
Olahraga

2 14 Retribusi Penyebrangan Air - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Penyebrangan air

2 14 01 Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Penyebrangan orang

2 14 02 Pelavanan Penyebrangan Barang - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan  retribusi  Pelayanan
Penyebrangan Barang

2 15 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

2 15 01 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO '
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Penjualan Hasil
Produksi Usaha Daerah

2 16 Retribusi Izin Trayek - LO .
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi  Izin Trayek

2 16 01 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Pemberian Izin Trayek
kepada Orang Pribadi

2 16 02 Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi  Pemberian Izin Trayek
kepada Badan

2 17 Retribusi Izin Perikanan - LO
Digunalkan untuk mencatat pendapatan retribusi Izin Perikanan

2 17 01 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Pemberian Izin usaha
Perikanan kepada Orang Pribadi

2 17 02 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Pemberian Izin usaha
Perikanan kepada Badan

2 18 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan retr1bus1 Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

5 18 o1 Pirgberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
Digunakan untuk mencatat pendapatan retribusi Pemnberian
Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Keria Asing

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yvang Dipisahkan.

3 o1 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagian Laba yang. dlb’xgman
kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahsan Milik
Daerah /BUMD,

3 01 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan
modal pada Perusahaan Daerah - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagian Laba yarng d1bag1kan
kepada Pemda {deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

5 01 02 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda {deviden) atas penyertaan
modal pada BUMD ............. - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagian lLaba yang drb’lgxkan
kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD

3 061 03 B E]
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Pengcloiaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan lainnya.

3 02 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda. (deviden} atas penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN.-LO =~
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagian Laba yang dlbaglkan
kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan: Mzhk
Pemerintah /BUMN.

3 02 01 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan
modal pada BUMN - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagian L.aba yang d1bagzkan
kepada Pemda {deviden) atas penyertaan modal pada BUMN.

3 02 02 Dst s

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
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Daerah vang Dipisahkan lainnya,

3 03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO

3 03 01 Bagian Laba vang dibagikan kepada Pemda {deviden) atas penyertaan
modal pada Perusahaan Milik Swasta.... - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bagian Laba yang dibagikan
kepada Pemda (deviden} atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Swasta.

3 03 o2 Dst s
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah vang Dipisahkan lainnya.

4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisabkan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan

4 01 01 Hasil Penjualan Tanah - LO
Digunakan untuk mencaiat Pendapatan Hasil Penjualan Tanah

4 01 02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Penjualan Peralatan dan
Mesin

4 01 03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Penjualan Gedung dan
Bangunan

4 01 04 Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Penjualan Jalan, Irigasi
dan Jaringan

4 01 05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Penjualan Aset Tetap
Lainnyva

14 02 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO

4 02 01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya

4 03 Penerimaan Jasa Giro - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Jasa Giro

4 03 01 Jasa Giro Kas Daerah - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah

4 03 02 Jasa Gire Kas Bendahara - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Jasa Giro Kas Benddhara

4 03 03 Jasa Giro Dana Cadangan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan

4 03 04 Dst e
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Jasa Giro lainnya

4 04 Pendapatan Bunga - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber -dari
investasi atau pembelian surat-surat berharga.

4 04 01 Pendapatan Bunga Deposito ....... - LO
Digunakan untuk mencatat pendapatan Bunga Dcposzto

4 04 02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir .. - LO
Digunakan untuk mencatat pendapaian Bung_,a Dana Belguhr

4 04 03 DSt s
Digunakan untuk mencatat pendapatan Bunga lalnnya

4 05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
Digunakan untuk mencatat sejumlah uang atau barang yang dapat'
dinilai dengan vang yang harus dikembalikan  kepada negara/daerdh
oleh seseorang atau badan yang telah’ mieldkukan = perbuatan
melawan hukum “baik sengaja - maupun - lalai
Tuntutan Ganti Rugl ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit
vaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantlan Kemgtan
(SKPZ2K). .

4 05 01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bcndahara LO
Digunakan untuk mencatat sejumlah uang atau barang yang dapat
dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepdda megara/daerah
oleh bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban vang dibebankan kepadanya yang secara langsung
merugikan keuangan atau kekayaan daerah schingga bendahara wajib
mengganti kerugian terscbut. _

4 05 02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negerl Bukan

Bendahara - LO

Digunakan untuk mencatat sejumlah uang atau barang yang dapai
dinilai dengan vang vang harus dikembalikan kepada . negara/daerah
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oleh pegawai negeri bukan bendahara yang kamna perbuatannya'
melanggar ~hukum atau . melalaikan: kewajiban’ yang dibebankan
kepadanya yang secara langsung memgzkan kenangan atau kKekayaan
daerah sehingga bendahara wajib mengganti - kérugian térsebut.

Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah= LO -

Digunakan untuk mencatat Komisi, Potongan dan sehsxh Nilai 'I‘ukar
Rupiah

Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah LO

Digunakan untuk mencatat Penerimaan ‘Komisi dari Penempatan Kas
Daerah

Penerimaan Potongan dari .............. - 10

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerimaan ‘Potongan dari

Penerimaan Keuntungan Selisin Nilai Takar Rupiah dari .............. - LO

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar
Rupiah dari _ o

Dstoiviienenen.

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerimaan Potongan dar1
lzinnya

Pendapatan Denda atas Keterlambatan I’elaksanaan Pekerjaan LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjdan = LO

Digunakan - untuk mencatat Péndapatan Denda atas I\.eterlambatan
Pelaksanaah Pekerjaan :

DSt oieniins

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dcnda atas I{Lterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan lainnya : . . _ :

Pendapatan Denda Pajak - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang be1asa1 dari setoran Denda
Paiak, ) . .

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapamn yang berasai clarl setoz’an Denda
Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Denda Bea Balik Namé Kendaraan Bermotor LO o

Diguriakan unfuk mencatat Pendapatan yang berasal darl setoran Denda
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - : :

Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Keﬁdaraan Bermotor LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dan setoran Denda
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - -

Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bc,ras;al clarl setcn an. Denda.
Pajak Air Permukaan _ . : L _ R

Pendapatarl Denda Pajak Rekok LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dar; setoran Denda

‘Pajak Rokok -

Pendapatan Denda Retribusi - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapa{an yang berasaI dau Setoran Dendar '
Denda Retribusi :

Pendapatan Denda Retribusi Peiayanan Kesehatan LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal darl setoran Denda--
Retribusi Pelayanan Kesehatan - L

Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO T

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bcrasal dau setoran Denda: B

Retribisi Penpuiian Kendaraan Berimotor -

Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Blaya Cetak Peta LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan’ yang be;asal dan setcuan Dcnda
Retribust Penggantian Biaya Cetal Peta~ : :

Pendapatan Denda Retribusi Pengoiahan lebah Calr LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dan setoran Denda.
Retribusi Pengolahan Limbah Cair :

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang LO

Digunakanuntuk mencatat Pendapatan yang herasai dar1 setoran Dendaﬁ

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pendapatan Denda Retribusi Pelavanan: Peﬁdmizkan = -LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasai darl setoran Denda
Retribusi Pelayvanan Pendidikan '

Pendapatan Denda Retribugi Pémakaian- Kekayaan Daerah LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal da;‘x setoran Deﬁda
Retribusi Pemakaian Kekayaan Déderah e

Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan O

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bmasal dau setoran Denda
Retribusi Pasar Gz OSir dan/ atau Pertokoan e
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PENJELASAN .

4 09

09

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Retribusi Tempat Pelelangan

4 09

10

Pendapatan Dénda Retribusi Terminal - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Retribusi Terminal

11

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa -
LO

Digunakan uniuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

12

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Retribusi Pelavanan Kepelabuhan

13

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO .

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

14

Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Retribusi Penvebrangan Air

15

Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

16

Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dart setoran Denda
Retribusi Izin Trayek

17

Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - 1.O

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Retribusi Izin Perikanan

18

Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerija Asing (IMTA) - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dan setoran Dcnda
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari setoran Denda
Pemanfaatan Aset Daerah

01

Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dan setoran Denda
Sewa Aset Daerah

02

Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah LO

Pigunakan uniuk mencatat Pendapatan yang bemsal dari setoran Denda
Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah -

03

Pendapatan Denda Bangun Gurna Serah - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal darz setoran Denda-
Bangun Guna Serah

04

Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasai dan setoran Denda
Bangun Serah Guna .

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Per&a LRA

01

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dam setor’m Denda
Atas Pelanggaran Perda . . .

02

DSt iiiiiiiiiniiiiinias

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bcrasal dan setoran Denda
Lainnya. .

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jamman = LO -

Pigunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Eksekusti atas J arinan..

0i

Hasil Eksekusi Afas Jaminan dtas Pelaksanaan Pengadaan Barang/ J’isa -
LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Eksekum Atas Jamman-
atasg Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa '

02

Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame LO .-

Digunakan untuk mencatat Pendapatan:Hasil Eksekusi Atas Jamman
atas Pembongkaran Reldame :

a3

| LT

Digunakan untuk mencatat Pendap’xt&n Hasil E}s:sekum atas Jamman
lainnya. L '

Pendapatan dari Pengembalian -LO -

Digunakan untuk mencatat Pendapatan dan Pengembahan

01

Pendapatan dari Pengembalian Pajak PenghasilanPasal 21 - LO -

Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari- Pengembalzan Pajak
Penghasilan Pasal 21 .
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Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi

413 02 Kesehatan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembavaran Asuransi Kesehatan

4 13 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayvaran Gaji dan
Tunjangan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran
Gaji dan Tunjangan

4 13 04 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas -
LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perjalanan Dinas

4 13 05 Pendapatan Dari Penerimaan Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengembalian lainnya.

4 14 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
Bigunakan untuk mencatat Pendapatan Penyelenggaraan Sekelah dan
Diklat.

4 14 01 Pendapatan Penyelengparaan Sekolah - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah.

4 14 02 Pendapatan Penvelenggaraan Diklat - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyvelenggaraan Diklat.

4 14 03 Dstvoviiraeaens
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan
Diklat lainnya.

4 15 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan.

4 15 01 Uang Pendaftaran /Ujian Masuk - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Uang Pendaftaran/Ujian
Masuk.

4 15 02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Uang Sekolah/Pendidikan
dan Pelatihan

4 15 03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Uang Ujlan Kenaikan
Tingkat/Kelas.

4 15 04 DSt oo .

Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan lainnva.

4 16 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
Digunakan - untuk mencatat Pendapatan  dari Angsuran/Cicilan
Penjualan,

4 16 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
Rumah Dinas Daerah Golongan Il

4 16 02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Angguran/Cicilan Penjualan
Kenderaan Perorangan Dinas.

4 16 03 Dst.....

Bigunakan untuk mencatat Pendapatan dari Angsuran / Clc11an Penjualan
lainnya,

4 17 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO .
Digunakan untuik mencatat Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daerah. '

4 17 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan’
Kekayaan Daerah Sewa.

4 17 02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daeral Keriasama Pemanfaatan Lo -
Digunakan - untuk mencatat Pendapatan Hasil dau Pemanfaaian
Kekavaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan, -

4 17 03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil  dari  Pemanfaatan
Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah.

4 17 04 Hasil dari Pemanfaatan Kekavaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan
Kekavaan Daerah Bangun Serah Guna.

4 18 Pendapatan Zakat* -

4 18 01 Pendapatan Zakat*,..... - LO
Digpunakan untuk mencatat Pendapatan Zakat.

4 19 Pendapatan BLUD - LO '

Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLUD.
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4 19 01

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD.

4 19 02

Pendapatan Hibah BLUD - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah BLUD.

4 19 03

Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD.

4 19 04

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLUD lainnya.

14 20

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO

4 20 01

Lain-lain PAD vang Sah Lainnya - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lain-lain PAD yvang Sah Lainnya.

PENDAPATAN TRANSFER - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer Pemermtah Pusat

Bagi Hasil Pajak - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bagl Hasil
Pajalk.

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bagz Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan. . :

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan,

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan sektorPerhutanan.

Bagi Hasil dari Pajal Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Qrang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21- LO

Digunakan uniuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil
dari Pajak Penghasilan (PPh} Pasal 25 dan Pasal 29 Wapb Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO

Digunakan untuk mencatati Pendapatan yang bersumbm dari Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau, -

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO .

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yemg bcrsumber dari Bagl Has11
Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

Bagi Hasil dari haran Hak Pengusahaan Huian LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan’ yang bersurhber dan Bagi Hasil
dari huran Hak Pengusahaan Hutan.

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO .

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersurnber dari Bag; Hasil
dari Provisi Sumber Daya Hutan. . O :

Bagi Hasii dari Dana Reboisasi - LO

Digunakan untuk mencatat Peridapatan yang bersumber dau Bag: Hasﬂ.
dari Dana Reboisasi.

Bagi Hasil dari Iluran Tetap (Land-Rent) - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan vang belsumber dari Bagl Hasﬁ
dari haran Tetap (Land-Rent}.

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan- Iuran Ekspimtas,i (Royalﬁ] = LO

Digunakan uniuk mencatat Pendapatan-yaig bersumber dari Bagl Ha51§
dari luran Eksplorasi dan Turan Eksploitasi (Royalii). :

b

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan ~LO -

Digunakan untuk mencatat Pendapaian yang bersumber ciarl Bagl H’xsd_
dari Pungutan Pengusahaan Perikanar. . . :

Bagi Hasi] dari Pungutan Hasil Perikanan - 1.O

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yvang ber surnber dan Bagl Hasﬂ
dari Punpgutan Hasil Perikanan. : . . -

Bagi Hasil dari Pertambangan Minvak Bunn - LO

Digunakan untuk mencatai Pendapatan yang bersumbér dan Bag1 Hasﬂ
dari Pertambangan Minyak Bumi. . : L .

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO .

Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bez sumber dar1 Bagl Hasﬂ
dari Pertambangan Gas Bumi. :

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas .Burm -0 -

Digunakan untuk mencatat Penc%apatan yang bersumber darl Bagx Hasﬂ
dari PertambanganPanas Bumi., .

03

e

03 01

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
Dana Aleckasi Umum - LO .

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Aloka51 Umum,

HURUR
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1 04

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK),

1 04 01

DAX Bidang Infrastruktur Jalan - LO

Digunakan uniuk mencatat Pendapatan Dana Alckasi Khusus
Bidang Infrastrukiur Jalan.

(DAK)

1 04 oz

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Infrastruktur Irigasi.

(DAK)

[

1 04 03

DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - L.O

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus

Bidang Infrastruktur Air Minum.

(DAK)

DAX Bidang Infragtruktur Sanitasi- LO

Pigunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Infrastruktur Sanitasi.

(DAK}

DAK Bidang Keluarga Berencana - LO

Digunakanr untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus

Bidang Keluarga Berencana.

(DAK)

DAX Bidang Kehutanan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Kehutanan.

(DAK)

DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus

-Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,

(DAK)

DAK Bidang Kesehatan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Kesehatan.

(DAK)

DAK Bidang Kelauian dan Perikanan - LO

Digunalan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Kelautan dan Perikanan, :

(DAK)

DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Prasarana Pemerintahan.

(DA

DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Transportasi Perdesaan.

(DAK)

DAK Bidang Perdagangan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Perdagangan. : :

(DAK)

DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO

Digunakan untuk mencatat Penéapatan Dana Alokasi Khusus
Bidang Lingkungan Hidup.

“DAK)

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertmggai (SP’D’I‘) -LO"

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana -Alokasi Khusus
Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Ter tmggal (SPDT).

(DAK)

DAK Bidang Pertanian - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasa Khusus
Bidang Pertanian. :

{DAK} -

DAK Bidang Energi Pedesaan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dama Aiokam I{husus
Bidang Energi Pedesaan. :

(DAK)

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana-Alokasi Khusus
Bidang Sarana dan Prasarana Kawasai Perbatasan,

.(D.AKg

DAK Bidang Pendidikan - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokam ‘Khusus
Bidang Pendidikan. . -

(DAK)

DAK Bidang Keselamatan Transportam Darat - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Aiokasx Khusus
Bidang Keselamatan Transportasi Darat. ' : L

DAK]

DAK Bidang Koperagi, Usaha Kecil dan Menengah LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokam Khusus
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ' R

DAK).

Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alolc'131 Khus.us
Tunjangan Profesi Guru PNSD. c

(DAK)

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Aiokam I{husus
Tambahan Penghasilan Guru PNSD '

(DA..I.{}

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan’ Desentrahsam Prov1ns1 - LO :

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi. Khusus
Dana Provek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi P.rownm

DAK)
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I 04 24 Bantuan QOperasional Sekolah - LO*** '
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bantuan Operasional Sekolah

1 04 25 DAK Bidang Administrasi Kependudukan -~ LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Administrasi Kependudukan

1 04 26 Tunjangan Khusus Guru - LO
Digunakan uniuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus {DAK)
Tunjangan Khusus Guru

1 04 27 Dt
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
lainnya.

2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya.

2 03 Dana Penyesuaian - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Penyesuaian,

2 03 01 Dana Insentif Daerah - LO
Digunalkan untuk mencatat pendapatan Dana Insentif Daerals,

2 03 02 DSt .
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya.

3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya.

3 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO :
Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bag1 Hasil
Pajak.

3 0l 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak .......... - LO

3 01 02 DSt ooiiiiiireeiinns
Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak lainnya.

3 02 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO

3 02 0l Pendapatan Bagi hasil Lainnya.... - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil
Lainnva.

3 02 02 Dst ooeiiiniinienns
Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang bersumber dari Bagl Hasil
Lainnva.

3 03 Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO

3 03 01 Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
Dipuinakan untuk mencatat Pendapatan Dana Otonomi Khusus.

4 Bantuan Keuangan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan Keuangan,

4 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Provinsi Lainnva

4 01 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinst ...... -LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan Keuanhgan dan
Pemerintah Daerah Provinsi .

4 01 Q2 | D]
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan Keuangan. lamnya.'.-

02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten -LO -~

4 02 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Dderah Kabupaten ..........occoieens -
LO T
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten,

4 02 02 Dst ... .
Digunalan untuk mencatat Pendapatan Banfuan Keuangan dani
Pemerintalh Daerah Kabupaten lainnya. .

03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA

4 03 o1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ..o -
LRA ’
Bigunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan Keuangan ~dari
Pemerintah Daerah Kota, '

4 03 02 DSt
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Kota lainnya,
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

1 Pendapatan Hibah - LO

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah.
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31 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

31 01 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
Digunakan urntuk mencatat Pendapatan Hibah dari Pemerintah,

31 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO

31 02 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnyad - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
Lainnya.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam

31 03 h
Negeri - LO
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam

31 03 01 .

Negeri..., - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/ Orgamsasx Swasta dalam Negeri,

31 03 02 DSt cevieriiacans
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah lainnya.

31 04 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah dari kelompok
masyvarakat/ perorangan. '

31 04 01 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan hibah dari  kelompok
masvarakat. :

31 04 02 Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah dari  kelompok
perorangan.

3 2 Dana Darurat - LO

32 01 Dana Darurat - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Damrat

32 01 01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kmban/ Kerusakan Akibat
Bencana Alam.

32 01 02 Dst oo,

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Darm at lainnya.

3 3 Pendapatan Lainnya - LO :

33 01 Pendapatan Lainnya - LO

3 3 01 01 Pendapatan Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan lainnya.

33 01 02 Dst vueniinnnnnns

4 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Non Opcraswnai

4 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar < LO

4 1 01 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus. Penjualan Asei Non
Lancar . :

4 1 01 0l Surplus Penyjualan Aset Tanah - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penjualan Penjualan
Aset Tanah - :

4 1 Q1 02 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesm -1.O - -
Digunakan untuk mencatat Pendapaian Surplus Pen_;ualan Aset
Peralatan dan Mesin .

4 1 01 03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Su;plus Penjualan Aset Gedung
darn Bangunan .

4 1 01 Q4 Surphus Penjualan Aset Non Lancar/ Aset Te’{ap Lalnnya LO .
Digunakan untuk mencatat -Pendapatan Surplus Pen;ualan Aset Non :
Lancar/Aset Tetap Lainnya . :

4 1 01 05 Surpius Penjualan Aset Lain-lain - LO
Dipunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penjualan Aset Lain-lain

4 1 01 06 Surpius Pelepasan Investasi Janglka Panjang - LO . .
Digunakan untuk mencatat Pendapatdan Surplus Pelepasan Investam
Jangka Panjang .

4 1 01 07 DSt s :
Digunakan untuk mencatat Pendapa{an Surpius Penjualan Aset Non
Lancar lainnya . -

4 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO

4 2 01 Surplus Penyelesajan Kewajiban Jangka Panjang - LO .
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penyelesalan Kewajlban
Jangka Panjang .

4 2 01 01 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negen Sektor Pemankan LO

Digunakan untuk mencatat Pendapdtan Surplus 13‘enyelesa1an Ut’mg
Dalam Negeri Sektor Perbankai.
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8 4 2 0l 02 Surplus Penyvelesaian Utang Dari Lemhbaga Keuangan Bukan Bank - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penyelesaian Utang Dari
Lembaga Keuangan Bukan Bank.

8 4 2 01 03 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penyelesaian Utang
Dalarn Negeri- Obligasi.

8 4 2 01 04 Surplus Penvelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
Digunakan -untuk mencatat Pendapatan Surplus Penyelesaian Utang
Pemerintah Pusat,

& 4 2 01 a5 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penyelesaian Utang
Pemerintah Provinsi,

5 4 2 01 06 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten /Kota - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penyeicsamn Utang
Pemerintah Kabupaten/Kota.

8 4 2 01 07 Surplus Penyelesaian Premium (Piskonto) Obligasi - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penyelesaian Prermum
{Diskonto) Obligasi.

8 42 01 03 DSt i,
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang lainnva.

8 4 3 Surplus dari Xegiatan Non Operasional Lainnya - 10

8 4 3 01 Surplus dari Kegiatan Non Qperasional Lainnya - LO

8 43 01 01 Surplus ddri Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus -dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya.

843 01 02 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Pe}epasan Investasi
Jangka Pendek, .

8 4 3 01 03 DSt o,
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Peiepasan Investas;
Jangka Pendek lainnya. :

8 5 PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

85 1 Pendapatan Luar Biasa - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pendapatan Luar Biasa.

8 5 01 Pendapatan Pos Luar Biasa - LO :

8 51 01 01 Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pendapatan Pos Luar Biasa.

9 BEBAN
Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan  ekuitds, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewdjiban. =~

9 1 BEBAN OPERASI - LO
Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ékoriomi -atau  potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, -

911 Beban Pegawai - LO
Digunakan untuk mencatat kompensasi terhadap pegawai baik dalam-
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara,
pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan -oleh pemermtah.
daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan’ atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan, kecuali -pekerjaan yang berkaitan - dengan
pembentukan modal. ' - Lo

9 11 01 Beban Gaji dan Tunjangan - LO : o
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji dan iun;angan .

91 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO-
Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawaz Negem S1p11

9 11 01 02 Tunjangan Keluarga - LO .
Digunakan untuk mencatat pembayaran tun]dngan keluarga

9 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan - LO S .
Digunakan untuk mencaiat pembayaran tumangan gabatan

911 0l 04 Tunjangan Fungsional - LO
Digunakan untuk mencatat pembayaran f.unjangan fungs;onal

911 0t 05 Tunjangan Umum - LO
Digunakan untuk mencafat pembay’lran tunjangan - umum

91 1t 01 06 Tunjangan Beras - LO

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tun;angarz beras
berbentuk nang maupun natura. : o
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1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh

1 01 08 Pembulatan Gaji - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok
pejabat daerah.

1 01 09 hiran Jaminan Kesshatan - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Iuran Jaminan Kesehatan.

1 01 10 Uang Paket - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan paket harian
pejabat daerah,

1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Badan
Musyawarah.

1 01 12 Tunjangan Komisi - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Komisi.

1 03 13 Tunjangan Badan Anggaran - LO
Digunakan wuntuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Badan
Anggaran,

1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Badan
Kehormatan, :

1 Q1 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban . Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya.

1 o1 16 Tunjangan Perumahan - LO
Digunakan uniuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Perumahan.

1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas - LO
Digunakan uniuk mencatat pengakuan beban Uang Duka Wafat / Tewas.

i 01 18 Uang Jasa Pengabdian - LO
Bigunakan untuk mencatat pengakuan beban Uang Jasa Pengabdian,

1 01 i9 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
Bigunakan wuntuk mencatat pengakuan beban Penunjang Operasional
DPRD, : :

1 01 20 Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tun;angan Kesehatan
DPRD. :

1 01 21 DSt ovicvners
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji dan tunjangan ldmnya :

1 02 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO -
Digunakan untu mencatat pengakuan beban tambahan penghasﬂan PNS

1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keérja < LO
Digunakan untuk mencatat tambahan penghasﬂan berdasarlmn beban
kerja. : ;

1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas LO . :
Digunakan untuk mencatat tambahan” penghaszlan _berdasarkan tempat
bertugas. o

1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan koncizm kerja - LO .
Digunakan untuk mencatat tambahan’ penghasﬂan berdasarkan kond:sn
kerja. : C '

1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profem - LO >
Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan: berdaqarkan kond151
kerija.

1 02 05 DSt ..oviiiviinenniennn, .
Digunakan untu mencatat pengakuan beban tambahan penghasﬂan PNb
Lainnya. '

1 03 Beban Penerimaan lainnya ‘Pimpinan dan anggota D?RD serta'
KDH/WKDH - LO : _ S
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban penerlmaan lamnya-
Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH. _

1 03 01 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban TunJangan Komumka&
Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

1 03 02 Bebhan Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO |

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Penungang Operamonal
KDH / WKDH.
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i 03 03 Tunjangan Reses Anggota DPRD - LO
Digunalcan’ untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Reses Anggota
DPRD. '

1 03 04 Tunjangan Transport Anggota DPRD - LO
Digunakan untuk mencatat pengaluan beban Tunjangan Transport
Anggota DPRD,

1 03 05 Dst i
Digunakar: untu mencatat pengalkuan beban tambahan penghasilan PNS
lainnya.

1 04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan.

1 04 01 Beban Pemnungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pemungutan Pajak Buimi
dan Bangunan Pertambangan.

I 04 02 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - 1LO
Digunakan untuk mencatat petigakuan beban Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perkebunan.

1 04 03 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban-Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perhutanan.

1 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Digunakan untuk mencatat Insentif pemungutan Pajak Daerah.

1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor. ] . o .

1 05 02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Bea Bahk Nama
Kendaraan Bermotor : :

1 05 03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pa_]ak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor,

1 05 04 Insentif Pemmungutan Pajak Daerah - Pajak A1r Pe1mukaan Lo
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pajak Air Permukaan.

1 05 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan heban Pajak Rokok

1 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah :

Digunakan untuk mencatat Insentif Pemungutan Retr:bum Daerah

1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daergh - Pelayanan Keschatan - LO .
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pelayanan Kesehatan .

1 06 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerahi - Pengujian Kendaraan Bermdtoz' <
LO ;
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pengupan Kendal aan
Bermotor o

1 06 03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengganuan Bsaya Cctak Peta <
LO :
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pengganﬂan Blaya Cetak
Peta 8

1 06 04 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Lzmbah Cazr LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pengolahan Limbah Cair - .

i 06 05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO -
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban- Peiayanan Tera '/ 'I‘era_
Ulang : '

1 06 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pend1d1kan LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pelayanan Perididikan ..

1 06 07 Insentif Pemunguian Retribusi Daemh Pemakamn Kekayaan Dael ah -
LO .
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pemakazcm Kekaya'm
Daerah

1 06 08

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. - Pasar Grosir 'cian/ atau.
Pertokoan - LO :

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pasar Grosu‘ dan / atau
Pertokoan : :
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1 06 09 Insentif Permungutan Retribusi Daerah = Tempat Pelelangdn LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tempat Pelelangan

I 06 10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Terminal

1 06 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tempat penginapan /
Pesanggrahan / Villa

1 06 12 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO
Pigunakan untuk mencatat pengakuan beban Pelayanan Kepelabuhan

1 06 13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga-
LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tempat rekreasi dan Olah
raga

1 06 14 Insenti{ Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Penyebrangan Air

1 06 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha
Daerah - LO '
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Penjualan Produksi Usaha
Daerah

1 06 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
Digunakan untuk mencatat pengalkuan beban lzin Trayek

1 06 17 Insentif Pernungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Izin Perikanan

1 06 18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - _Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - :
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Perpanjangan Ezm
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing {IM’Z‘A)

1 07 Uang Lembur - LO
Digunakan untuk mencatat pembayaran uang iembm termasuk uang
makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.

i 07 01 Uang Lembur PNS - LO -
Digunakan untuk mencatat pembayaran uang Iembur PNS . termasul
uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembuz S

1 07 02 Uang Lembur Non PNS - LO
Digunakan untuk mencatat pembayaran vang lembur Non PNS termasuk
uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.” :

1 08 Beban Honorarium Non Pegawai
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban honorau ium yang dlberlkan
kepada non pegawai yang memberikan informasi / pengetahuan kepada-
pegawai negeri Jainnya / masyarakat. T : g

1 08 01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instmktur o
Digunakan untuk mencatat pengakuan -beban honoraﬂum tenaga ahlh /
narasumber / instruktur yang diberikan kepada non” pegawai yang
memberikan informasi / pengeiahuan kepada pegawm negen Iamnya A/
masyarakat. : T :

1 08 02 Moderator _
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban honoranum moderatm
vang  diberikan kepada non - pegawa; Loyang memberllmn' s
informasi/pengetahuan kepada pegawai negem lamnya / masyalakat 3

1 08 03 Dst..ooeenninn :
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban honorarlum yang dlberﬁcan
kepada non pegawal yang memberikan informasi / pcngetahuan kepada_
pegawai negeri lainnya / masyarakat lainnya, .

1 09 Honorarium PNS "
Digunakan untuk mencatat pembayaran honor tetap, termasuk honor.
Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi” pegawai ‘dalam rangka
mendukuang Tugas Pokok dan Fungsi unit oz'gamsa31 yang bersangk.utan

1 09 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan oy
Digunakan untuk mancatat biaya honorarium bagi PNSD yang rnenclapat
tugas sebagai panitia pelaksanaan keégiatan =~ .

1 09 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Digunakan untuk mancatat biaya honorarium bagi PNSD yang rnendap'u
tugas sebagai panitia Pengadaan Barang dan Jasa . :

1 09 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narastimber'

Digunakan untuk mancatat biaya hono; arium bagi PNSD yang mendapat
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tugas sebagai panitia Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1 09

04

Digunakan untuk mencatat pembayaran honor tetap, termasuk honor
Pegawal honorer yang akan diangkat menjadi pegawai -dalam rangka
mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan
lainnya

Honorarium Non PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran honor tidak tetap, pegawai Non
PNS unit organisasi yang bersangkutan.

01

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Digunakan untuk mancatat biaya honorarium bagi non PNS yang
mendapat tugas sebagai panitia Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Digunakan untuk mancatat biaya yang termasuk bantuan kelangkaan
profesi

03

Digunakan untuk mencatat pembayaran honor ttdak tetap pegawal Non
PNS unit organisasi yang bersangkutan lainnya

Beban Pegawai BLUD

1 11

0!

Beban Pegawai BLUD

Digunakan untuk mencatat beban pegawai BLUD,

02

Digunakan untuk mencatat beban pegawai BLUD lainnya,

11 12

Beban Honordrium Dana BOS

1 12

01

Beban Honorarium Dana BOS

Digunakan untuk mencatat Bebarn Honorarmm Dana BOS

02

Digunakan untuk mencatat Beban Honoramum Dana BOS Iamnya

-Beban Barang dan Jasa

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembehan barang dan jasa
untuk kegiatan operasional dan non operasionial.. :

Beban Bahan Pakal Habis

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persediaan Bahan
Pakai Habis.

01

Beban Persediaan alat tulis kantor

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persed1aan alat tuhs
kantor.

02

Beban Persediaan dokumen/administrasi tender

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada pe: sedigan dokumen
/ administrasi tender.

03

Beban Persediaan alat listrik dan eiekiromk { 1arr1pu puar, battcry kermg}

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persedlaan alat llstrxk
dan elektronik (lampu pijar, battery kering), : :

04

Beban Persediaan perangkco, materai dan benda pos lamnya

Digunakan untuk mencatat pengaiman beban pada persedxaan perangko :
materal dan benda pos lainnya.

05

Beban Persediaan peralatan kebersihan dan ‘i)ahan pembersm

Digunalkan untuk mencatat pengakuan beban pacia persedlaan pera]atan
kebersihan dan bahan pembersih. : 3

06

Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas

Digunakan untuk mencatat pengakuan bebcm pétda persed1aan Bah'm.
Bakar Minyak / Gas.

o7

Beban Persediaan pengisian tabung pemadam- kebakaran

Diginakan untuk mencatat pengakuan beban pada pcrseduan pengxman
tabung pemadam kebakaran. :

08

Beban Persediaan pengisian isi tabung gas

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persedlaan pengzsmn
isi tabung gas. :

09

Beban Bahan Pakai Habis Lainnya

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban- pada persedlaan Bahan
Pakai Habis Lainnya. :

Beban Persediaan Bahan/ Material -

Digunakan untuk mencatat penga‘zcuan' beban padd persedlaan Bahan /
Material.

b

02

01

Beban Persediaan bahan baku bangunan '

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persecizaan bahan
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bhaku bangunan.

2 02 02 Beban Persediaan bahan/bibit tanaman
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persedlaan bahan [
bibit tanaman, :

2 02 03 Beban Persediaan bibit ternak _ )

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persediaan  bibit
ternak.

2 02 04 Beban Persediaan bahan obat-obatan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persediaan bahan
obat - obatan.

2 02 05 Beban Persediaan bahan kimia
Digunakan untuk mencatat pengakuan bheban pada persediaan bahan
kimia,

2 02 06 Beban Persediaan Makanan Pokok -

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persedman Makanan
Pokok.

2 02 07 Beban Persediaan Budidaya Perikanan
Digunakan untik mencatat pengakuan beban pada pelsedlaan Bud1daya
Perikanan, :

2 02 08 Beban Persediaan Budidaya Peternakan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pacia persedman Budidaya
Peternakan.

2 02 09 Beban Persediaan Komputer _ _ _ . :
Digunalan untuk mencatat “pengakuan beban pada persediaan
Komputer, . S

2 02 10 Beban Persediaan Alat Rumah Tangga :

Digunakan untuk mencatat pengakuan behan pada persedigan Alat-
Rumah Tangga.

2 02 11 Beban Persediaan Suku Cadang
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban : pada persedxaan Sulﬂ:e
Cadang. :

2 02 12 Beban Persediaan Barang Ber corak Keseman/ Kebuciayaan / Olahrag'l
Bigunakan untuk mencatat pengakuan beban pada persechaan Barang
Bercorak Kesenian /Kebudayasn/Olahraga - :

2 02 i3 Beban Bahan/Material Lainnya : : -
Digunakan uantuk mencatat pengakuan bcban pada Bahan/ Matenal'
Lainnya : : '

2 03 Beban Jasa Kantor Ll : .
Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untulc pembayaran_
hiaya bahan pendukung kegiatan Beélanja Jasa Kantor. 3

2 03 01 Beban Jasa telepon
Digunakan untuk mencatat beban_ yang dxgunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatari Belanja telepon Ry L

2 03 02 Beban Jasa air : : R
Digunakan untuk mencatat beban yang d1gunakan untuk pernbaya1an
biaya bahan pendukung kegiatan Belanjs air. O :

2 03 03 Beban Jasa listrik - :
Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untuk pembayaran-
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja listrik.: :

2 03 04 Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lclang i
Digunakan untuk mencatat beban yang. dlgunakan unmk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiaum Belanja Jasrl pengumuman ielang/
pemenang lelang. : : :

2 03 05 Beban Jasa surat kabar/ ma;aiah : : : -
Digunakan untuk mencatat beban yang dzgunakan untuk pembayalan
biaya bahan' pendukung kegiatan Belan;a surat kabar/ ma_]alah

2 03 06 Beban Jasa kawat/faksimili/internet ' n R
Bigunakan untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran'-_ e
biaya bahan pendukuny kegiatan Belan;a kawat/ falsimili/iritérnet;

2 03 o7 Beban Jasa paket/perigiriman :

Digunakan untuk mencatat beban yang d]gunakan unmic pembayman
biaya bahdn pendulung kegiatan Belanja: paket/ peng1r1man : i
2 03 08 Beban Jasa Sertifikasi

Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untu%{ pembayaran
biaya bahan pendukung keglatan Belanja ser tlﬁkam '
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9 2 03 09 Beban Jasa Transaksi Keuangan
Digunakan untuk mencatat beban vang dlgunaican untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja transaksi keuangan.

9 2 03 10 Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum~
Digunakan untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung keglatan Belanja jasa administrasi pungutan
pajak penerangan jalan umum.

9 2 03 11 Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
Digunakan uniuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja jasa administrasi pungutan
pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

9 2 03 12 Beban Jasa Kantor Lainnya
Digunalkan ‘untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa Kantor lainnya.

9 2 04 Beban Premi Asuransi
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Asuransi.

G 2 04 01 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS,

9 2 04 02 Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah,

9 2 04 03 Dst........ e enaas
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban -atas Turan Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Asuransi lainnya.

9 2 05 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

g 2 05 01 Beban Jasa Service
Digunakan untul mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendulkung kegiatan Belanja Jasa sérvice. -

] 2 05 02 Beban Penggantian Suku Cadang
Digunakan untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja penggantian suku cadang. .

9 2 05 03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Digunakan untuk mencatat behan yvang digunakan tintuik -pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Bahan Bakal Mlnyak / Gas dan'
pelumas.

9 2 05 04 Beban Jasa KIR -

Digunakan untuk mencatat beban yang d1gunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendulkung kegiatan Belanja Jasa KIR. :

9 2 05 05 Beban Pajak Kendaraan Bermotor _
Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untuk pembayaran. oo
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pajak Kendaraan Bérmotor.

9 2 05 06 Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Digunakan untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran_. Lo
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Bea Balzk Nama Kendauaan
Bermotor. . : :

9 2 06 Beban Cetak dan Pengpgandaan

G 2 06 01 Beban Cetak
Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untuk pembayaran'
biaya bahan pendukung keglatan Belanja Cetak.’ : e

9 2 06 0z Beban Penggandaan :
Digunakan untuk mencatat beban yang d}gunukan untuk pembayaran'
biaya bahan pendukung Kegiatan Belanja: Petiggandadn, '

9 2 07 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir :

Digunakan iuntuk mencatat beban yang dzgunakan untuk pembayaran
biaya balian pendukung - - kegiatan’ . ‘ Belanja® | 'Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.: R TEA R LU R

9 2 07 01 Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas - S
Digunakan untuk mencatat beban yang dzgunakan untuk pembayaran.
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja’sewa: mmah Jabatan / mmah
dinas. o G . v

9 2 07 02 Beban sewa gedung/ kantor/tempat

Digunakan untuk mencatat beban yang d:gunakan untuk pembayazan'
biaya bahan pendukung kegiatan Belainja sewa gedurig / kantor / tempat.
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2 07

03

Beban sewa ruang rapat/pertemuan

Digunakan untuk mencatat bebatl yang dlgunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendulkung kegiatan Belanja sewa ruang rapat/ perteniuan.

04

Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilifas

Digunakan untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja sewa '-te'rnpat parkir / uvang
tambat / hanggar sarana mobilitas. '

a5

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lamnya

Digunakan untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja sewa rumah / gedung / gudang
/ parkir lainnya.

Beban Sewa Sarana Mobilitas

Digunakan ‘untuk mencatat beban yang digunakan untuk pcmbayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa Sarana Mobilitas.

Gl

Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat

Digunakan untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendulkung kegiatan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat.

02

Beban Sewa Sarana Mobilitas Air

Digunakan untuk mencatat beban yang cizgunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendulung kegiatan Belania Sews, Sarana Mobilitas Air,

03

Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara

Digunakan untuk mencatat beban vang diganakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara.

04

Dst.

D1gunakan untul mencatat beban yang dlgunakan _untuk pembayaran

biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa Sarana Moblhtas Laianya.
Beban Sewa Alat Berat :

Digunakan untuk mencatat beban yang digunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa Alat Berat -

01

Beban Sewa Eskavator

Digunakan untuk mencatat beban yang dxgunakan untuk pembayman
biaya bahan pendukung kegiatan Beianja Sewa Eskavator :

02

Beban Sewa Buldoser

Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Sewa Blidoger.: :

03

Beban Sewa Alat Berat Lainnya

Digunakan untuk mencatat beban yang d;gunakan untuk pemb&yaran
biaya bahan pendulcung kegiatan Belanja Sewa Alat Ber at Lamnya i

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor:

Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan unﬁzk pembayaran-_
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Perlengkfipan dan Pelalatan
Kantor : L .

[Qn]

10

01

Beban sewa meja kursi

Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untuk pcmbayamn_
biaya bahan pendukung kegiatan Belanja sewa mega kursi, '

02

Beban sewa komputer dan printer -

Digunakan untik mencatat bebain: yang ci;gunqkan untuk pembayalan

03

biaya bahan pendukung kegiatan Belanja sewa komputer dan prznier
Beban sewa proyektor :

Digunakan untuk mencatat beban vang dlgunakan umuk pembayauan;
biaya bahan pendukung kegilatan BeEanJa sewd proyektor T c

04

Beban sewa generator

Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untuk pernbayaran
biaya bahan pendukung keg1atan Belanja sewa’ generamr D

05

Beban sewa tenda

Pigunakan untuk mencatat beban yang ciigunakan untuk pembayamn.
biaya bahan pendukung kegiatan Belatija sewa tenda, :

Q6

Beban sewa pakaian adat/tradisional .

Digunakan untuk mencatat beban yang dlgunakan untuk pembayaran
biaya bahan pendukung kegiatan- Belan_]a sew& paka1an adat /
iradisional, :

07

Beban Sewa Perlengkapan dan Pez‘alatan Kantor Lamnya L

Digunakarn untuk mencatat beban yang dlgunakan untuk pcrﬁbayaran

biaya bahan pendukung kegtatan Belan;a ‘sewa - per}engkapan dan_ -

peralatan kantor lainnya.
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2 11 Beban Makanan dan Minuman
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Makanan dan
Minuman

2 11 01 Beban makanan dan minuman harian pegawali
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Makanan dan
Minuman harian pegawal.

2 11 02 Beban makanan dan minuman rapat
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Makanan dan
Minuman rapat.

2 11 03 Beban makanan dan minuman tamu
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Makanan dan
Minuman famu.

2 11 04 Beban makanan dan minuman pelatihan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendulcung kegiatan Belanja Makanan dan
Minuman pelatihan.

2 11 05 Beban Makanan dan Minuman Lainnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendulkung kegiatan Belanja Makanan dan
Minuman lainnya.

2 12 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pakaian dinas dan
atributnya.

2 12 01 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
Digunakan untuk mencatat pengakudn beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pakaian dinas
KDH dan WKDH.

2 12 02 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)}
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pakaian Sipil
Harian (PSH].

2 12 03 BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)
Digunakan untuk mencatat pengakuan heban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pakaian Sipil
Lengkap {PSL).

2 12 04 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pakaian Dinas
Harian (PDH), :

2 12 05 Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pakaian Dinas
Upacara {PDU).

2 12 06 Dst ... o
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pakazan dirias dan
atributnya lainnya. .

2 13 Belanja Pakaian Kerja
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untulk
pernbayaran biaya bahan pendukung kegiatan: Belanja Pakauan Kerja -

2 13 01 Beban pakaian kerja lapangan
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang. dlgunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Beianja Pakailan Kerja
lapangan.

2 13 02 Dst ...
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untul
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Paka1an Ker_]a
Lainnya.

2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yaﬁg dxgunakan untulk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian Khusus

HARD PERANGKAT DABRAH | o coonnr g spsna | 135
HOWUM FREMAAKARSA ' S _

AR e

\ ) ' \




KODE AKUN

PENJELASAN

dan hari-hari tertentu,

2 14 01 Beban pakaian KORPRI
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian KORPRI

2 14 02 Beban pakaian adat daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakalan adat
daerah.

2 14 03 Beban pakaian batik tradisional
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja pakaian batik
tradisional.

2 14 04 Beban pakaian olahraga
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belania pakaian olahraga,

2 14 05 Belanja Pakaian khusus
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biayva bahan pendukung kegiatan Belanja pakaijan khusus.

2 14 06 Dst .,
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Pakaian Khusus
dan hari-hari tertentu lainnya.

2 15 Beban Perjalanan Dinas
Digunakan wuntuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas.,

2 15 01 Beban perjalanan dinas dalam daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas
dalam dacrah.

2 15 02 Beban perjalanan dinas luar daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biayz bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas
luar daerah.

2 15 03 Beban perjalanan dinas luar negeri
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas
luar negeri,

2 16 Beban Perjalanan Pindah Tugas
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas
pindah tugas.

2 16 01 Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendulcung kegiatan Belanja perjalanan dinas
pindah tugas dalam daerah.

2 16 02 Beban perjalanan pindah tugas luar daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas
pindah tugas luar daerah,

2 17 Beban Pemulangan Pegawai
Digunakan wuntuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas
pemulangan pegawal.

2 17 01 Beban pemulangan pegawal yang pensiun dalam daerah
Digunakan wuntuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas
pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah.

2 17 0z Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
Digunakan wuntuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja perjalanan dinas
pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah.

2 18 Beban Pemeliharaan

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan /
perbaikan untuk mempertahankan aset tetap agar berada dalam kondisi
normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap.
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2 18

01

Beban Pemeliharan Tanah

Digunakan uniuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan /[
perbaikan untuk mempertahankan aset tanah agar berada dalam kondisi
normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap tanah.

02

Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan /[
perbaikan untuk mempertahankan aset peralatan dan mesin agar berada
dalam kondisi normal yang tidalt memenuhi syarat kriteria kapitalisasi
aset tetap peralatan dan mesin.

03

Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan /
perbaikan untuk mempertahankan aset gedung dan bangunan agar
berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria
kapifalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

04

Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan /
perbaikan untuk mempertahankan aset jalan, irigasi dan jaringan agar
berada dalam kondisi normal yang nilainya fidak memenuhi kriteria
kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.

05

Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan aset
tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan,
irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk
pemeliharaan  tempat ibadah, bangunan berséjarah  sepertl candi,
bangunan peninggalan Belanda, Jepang yvang belum diubah posisinya,
kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan
cagar valam, cagar budaya, makam yang memilki nilai sejarah, serta
pemeliharaan atas aset lainnya vang bukan milik entitas tersebut hailc itu
milik entitas pemerinfah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah
pusat.

i

18

06

Beban Pemeliharan Aset Lainnya

Bigunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan aset
tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan,
irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk
pemeliharaan  tempat ibadah, bangunan bersejarah . seperti cdndi,
bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya,
kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas- kerajaan, bangunan
cagar valam, cagar budaya, makam yang memilki nilai sejarah, serta
pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas fersebut baik itu
milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah
pusat.

Beban Jasa Konsultasi

Digunakan wuntuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa Konsultasi.

01

Beban Jasa Konsultansi Penelitian

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan uﬁtﬁk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian.

02

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan.

03

Beban Jasa Konsultansi Pengawasan

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan.

04

Beban Jasa Konsultansi Lainnya

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban digunakan untuk’
pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan Belanja Jasa Konsultasi
Lainnya. '

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga . B

01

Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga .

Digunakan untuk mencatat beban barang oleh pemerintah daerah untuk
diserahkan  kepada  masyarakat/Pihak Ketiga dalam  bentuk
sarana/prasarana, :

02

Dst ...

Digunakan untuk mencatat beban barang oleh pemerintah daerah uniuk
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diserahkan  kepada  masyarakat/Pihak Ketiga dalam  beatuk
sarana/prasarana lainnya

9 2 21 Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

9 2 21 01 Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Digunakan untuk mencatat pengakuarn beban barang oleh pemerintalh
daerah untuk dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga dalam bentuk
sarana/prasarana.

9 2 21 02 Dst ...

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang oleh pemerintah
daerah untuk dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga dalam bentuk
sarana/prasarana lainnya

9 2 22 Beban Beasiswa Pendidikan PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemberian berupa
bantuan keuangan kepada PNS vang bertujuan untuk digunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang di tempuh.

9 2 22 01 Beban heasiswa tugas belajar D3
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemberian berupa bantuan
kevangan Lkepada PNS yang bertujuan untuk digunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang di tempuh untuk beasiswa itugas
belajar D3.

9 2 22 02 Beban heasiswa tugas belajar S1
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemberian berupa bantuan
keuangan kepada PNS$S yang bertujian untuk digunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang di tempuh untuk beasiswa tugas
belajar St.

9 2 22 03 Beban beasiswa tugas belajar S2
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemberian berupa bantuan
keuangan kepada PNS yang bertujuan untuk digunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang di tempuh untuk beasiswa tugas
belajar S2.

9 2 22 04 Beban beasiswa tugas belajar 33
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemberian berupa bantuan
keuangan kepada PNS yang bertujuan untuk  -digunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang di tempuh untuk beasiswa tugas
bélajar S3.

9 2 22 05 Beban Bantuan Jjin Belajar PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembenan berupa bantuan
keuangan kepada PNS yang bertujuan untuk digunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang di tempuh untuk bantuan ijin belajar
PNS.

9 2 22 06 Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemberian berupa bantuan
keuangan kepada PNS yang bertujuan untuk  digunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang di tempuh untuk bantuan ijin belajar
Non PNS.

9 2 22 07 Dst i,

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemberian berapa
bantuan keuangan kepada PNS yang bertujuan untulc d]gunakan demi
keberlangsungan pendidikan yang di tempih lainnya.

9 2 23 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tekms PNS
Digunakan untuk mencatat beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis untuk mengembangkan kemampuan PNS pada
Pengusaan keterampilan dan standar kompetensi serta profesional

G 2 23 01 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan
Digunakan untuk mencatat beban kursus - kursus singkat / pelatihan
untuk mengembangkan kemampuan PNS pada Pengusaan keterampilan
dan standar kompetensi serta profesional

9 2 23 02 Beban sosialisasi
Digunakan untuk mencatat beban sosialisasi untuk mengembangkan
kemampuan PNS pada Pengusaan keterampilan dan standar kornpetens.l
serta profesional.

9 2 23 03 Beban bimbingan teknis
Digunakan untuk mencatat beban bimbingan teknis untulk
mengembangkan kemampuan PNS pada Pengusaan keterampilan dan
standar kompetensi serta profesional. '

9 2 23 04 DSt oo

Digunakan untuk mencatat beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan
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bimbingan teknis untuk mengembangkan kemampuan “PNS pada
Pengusaan keterampilan dan standar kompetensi serta profesmnal
lainnya. :

9 2 24 Uang untuk diberikan kepada Pihak KetlgalMasyarakat

9 2 24 01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemermtah untuk
Diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat dalam bentuk unang, sesuai
dengan Peraturan pemerintah Daerah dalam bentuk sarana/ prasarana.

9 2 24 02 Dst...... : : B _
Digunakan untuk mencatat Belanja < Bantuan Pemerintah untuk
Diserahikan kepada Pihak Ketiga/ masyarakat dalam bentuk’ uang, sesuad
dengan Peraturan pemerintah Daerah dalam 'Dentuk sarana/prasaraha
fainnya. :

9 2 25 Beban Jasa PNSD dan Non PNSD

9 2 25 01 Beban Jasa PNSD dan Non PNSD
Digunakan untuk mencatat pengaluan beban untuk. kegIatan operaszonal
dan non operasional Jasa PNSD dan Non PNSD. '

9 2 25 02 Dst......
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban untuk kegiatan ope1amonal
dan non operasional Jasa PNSD dan Non PNSD Lainnya.

9 2 26 Beban Barang dan Jasa BLUD

9 2 26 01 Beban Barang dan Jasa BLUD -
Digunakan untuk mencatat beban barang dan jasa BLUD

9 2 26 02 Dst...... :
Digunakan untul mencatat beban barang dan Jasa BLUD lainniya.

9 2 27 Beban Barang dan Jasa BOS

S 2 27 01 Beban Barang dan Jasa BOS
Digunakan untuk mencatat beban barang dan Jqsa BOS

9 2 27 02 Dst......
Digunakan unfuk mencatat beban barang danjasa BOS lamnya

9 3 Beban Bunga
Digunakan untuk mencatat alokasi pengeluaran ' pemerxntah daerah
untuk pembayaran bunga (interest)  yang  dilakukan  atas kewajiban’
penggunaan pokok utang (principal’ outstandmg} termasuk “bebdrn
pembayaran biaya-biaya yang terkait™ dengan . pinjaman : dan hibah'} .
yang diterima pemerintah daerah seperti b1aya commltrnent fee dan:
biaya denda.

9 3 o1 Bunga Utang Pinjaman : _
Digunakan untuk mencatat pengakuan _beban ~bunga untuk
diotorisasi oleh PPKD ' I

9 3 01 01 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemenntah _
Digunakan untuk mencatat beban pembayaran Bunga Utang ?mjaman
kepada Pemerintah. :

9 3 a1 02 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemermtah Daerah lamnya
Digunakan untuk mencatat beban . pembayaran Bunga Utang Pm;amarz'
kepada Pemerintah Daerah Lainnya., .- :

9 3 01 03 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lem’uaga Keuangan Bank
Digunakan untuk mencatat’ beban pembayalan Bunga Utang ijaman
kepada Lembaga Keuangan Bank. C :

9 3 01 04 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Digunakan untuk mencatat beban: pembayaxan Bunga Utang ijaman
kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank. - 2 . .

e 3 01 05 Bunga Utang Pinjaman Lainnya : : .
Digunakan untuk mencatat beban pembay’u’an Bunga Utang P;njaman-
Lainnya. : T

g9 3 02 Bunga Utang Obligasi

9 3 02 01 Bunga Utang Obligasi : o D
Digunakan untuk mencatat utang bunga tlmbul karena pemeuntah _
mempunyai utang jangka péndek, atas utang-utang tersebut te:k&nclung 1o
unsur biaya berupa bunga yang harus chbayarkan kepada pemeg’mg' R
surat-surat utang dimaksud. '

9 4 Beban Subsidi

9 4 01 Beban Subsidi

Digunakan untulk mencatat beban yang dfberzkan pemermtah daelah
kepada perusahaan/lembaga tertentu. -agar harga “jual produksu}asa'

yang dihasilkan dapat terjangkau 'oleh masyalakat Beban igubsidi
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diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan
subsidi telah timbul,

9 4 01 01 Beban Subsidi kepada BUMN
Digunakan untuk mencatat beban yang diberikan - pemerintah daerah
kepada BUMN agar harga jual produksi/jass yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat,

9 4 01 02 Beban Subsidi kepada BUMD
Digunakan untuk mencatat beban yang diberikan pemerintah daerah
kepada BUMD agar harga jual produksi/jasa yang. dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat.

9 4 01 03 Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
Dipunakan untuk mencatat beban yang diberikan pemerintah daerah
kepada  pihak ketiga lainnya apar harga jual produksifjasa yang
dihasilkan dapat terjangkaun oleh masyarakat.

9 5 Beban Hibah
Digunakan untuk mencatat beban hibah pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemeriniah atau pemerintah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

9 5 01 Beban Hibah kepada Pemerintah o
Digunakan untulk mencatat beban pemeriniah  dalam bentuk
uang/barang atau jasa yang  secara . spesifik | telah ditetapkan
peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak meéngikat, serta tidak
secara terus menerus.

9 5 01 0t Beban Hibah Barang kepada Pemerintah .

Digunakan untuk mencatat beban hibah barang pemermtah dalam
bentuk wuang [/ barang yang  Tbersifat tidak = wajib - -dan - tidak
mengikat. Pengakuan beban hibah berdasarkan = dokumen
Naskal Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). :

9 5 02 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah- lainnya :

Digunakan untuk mencatat beban = pemerintah daerah lainnya dalam
bentuk uang/barang atau jasa yang - secara spesifik” felah ditétapkan
peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, ‘seria tidak
secara terus menerus. )

9 5 02 01 Beban Hibah lepada Pemerintah Provmm :
Digunakan untuk mencatat beban . pemerintah provinsi dalam bentuk
uang/barang atau jasa yang secara - spésifik - telah - ditetapkan
peruntukkannya, bersifat tidak Wajlb dan tidak menglkfn Serta txdak
secara terus menerus, : .

9 5 02 02 Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
Digunakan untuk mencatat beban pemerintah kabupaten dalam bentuk
uang/barang atau jasa yang  secara- spesifik . “telah’: d1t€tapk’1n_
peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tldak meng;kat -geria udak
secara terus menerus.

g 5 02 03 Beban Hibah kepada Pemerintah Kota Lo
Digunakan untuk mencatat beban  pemerintah kota -dalam bentuk
uang/barang atau jasa yang secara spesifik . telah  ditetapkan
peruntukkannya, bersifat tidak wapb dan” tidak: meng1kat serta tzdak
secara terus menerus. S :

9 5 03 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/ BUMD .

9 5 03 01 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD. .. S
Digunakan uniuk merncatat ‘beban . pemerintah daiam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Perusahaan Daerah/ BUMD bersifat t1da§c'
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secard teriis menerus -

9 5 03 02 Dst..... : :
Digunakan wuntuk mencatat beban ‘hibah- pemermtah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemérintah atau’ pcmermt&h iamnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi-kemasyarakatan,; yang
secara spesifik telah ditetapkan - peruntukkannya; bersxfat udak wajlb
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus meneris.

9 5 04 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat

9 5 04 01 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat......

Digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga' “ kelomipok
dan/atau masyarakat yang SIfatnya ‘tidak -secara terus menerus.dan

selektif yang bertujuan untuk: mehndung1 dari kemungkman terjadirya
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resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Daerah.

01

Dst.....

Digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah dalam benfuk uang
atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga,  kelompok
dan/atau masyarakat lainnya yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungt dari kemungkinan
terjadinya resike sosial, Pengakuan beban bantuan sosial berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Daerah.

n

05

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

01

Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.....

Digunakan untuk mencatat beban pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

02

Dst ...

Digunakan untuk mencatat beban pemerintah dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan lainnya
bersifat  tidak wajib dan  tidak mengikat, serta tidak secara terus
MENnerus.

0

Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***

01

Beban Hikah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota.....

Digunakan untuk mencatat beban pemerintal: dalam bentuk
uang/barang atau jasa kepada Satuan Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara ferus menerus

02

Dst .

Digunakan untuk mencatat beban pemerintah  dalam bentuk
uang/barang atau jasa lainnya kepada Satuan Pendidikan Dasar bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Beban Bantuan Sosial

Digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada individu, keliarga, kelompolk
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus merierus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial,

<]

Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

01

Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...

Digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat vang sifatnya tidak secara -terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

02

Digunakan untuk mencatat beban pemerintah daerah dalam bentuk vang
atau barang yang diberikan kepada individu, kelzarga, kelompok
dan/atau masyarakat lainnya yang sifainya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untulk melindungi dari - kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

Digunakan untuk mencatat beban berupa transfer uang, barang atau
jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kefnampuan
ckonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat,

01

Beban Bantuan Sosial kepada ....

Digunakan untuk mencatat beban berupa transfer uarg, barang atau
jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi
dari kemungkinan terjadinya risiko Sosial, meniigkatkan -kemampuan
ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

02

Digunakan untuk mencatat beban berupa transfer nang, barang atau
jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuen
ckonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat lainnya S

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Digunakan untuk mencatat alokasi yang sistematis atas nilai aset
tetap [ aset tak berwujud vang dapat disusutkan  {depreciable -assets)
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selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

917 01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

9 7 01 Gl Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin :

Digunakan untuk mencatat alokasi yang sistematis atas nilai_aset
peralatan dan mesin  yang dapat  disusutkan'’ (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan,

9 7 02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

9 7 02 01 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Digunakan untuk mencatat alokasi yang sistematis atas nilai aset
gedung dan bangunan vang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

9 7 03 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

9 7 03 01 Beban Penyusuian Jalan, Irigasi, dan Jaringan”

Digunakan untuk mencatat alokasi yang ~sistematis atas nilai aset
jalan, irigasi, dan jaringan yang dapat disusutkan - {depreciable ~assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

9 7 04 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

9 7 04 01 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud :
Digunakan untuk mencatat alokasi yang sistematis atﬂs nilai ‘dset
tidak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable - assets) -selama
masa manfaat aset yang bersangkutan, ' :

9 8 Beban Penyisihan Piutang
Digunakan untuk mencatat cadangan vang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

9 8 O1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan - _

Digunakan untuk mencatat piatang yang timbul . atas pendapatan
pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang - perpajakan yang
berlaku untuk pajak daerah, vang belum ‘dilunasi . sampai - dengan
akhir periode laporan keuvangan. o

9 8 01 01 Beban Penyisihan Piutang Pajak S
Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan
pajak sebagaimana diatur dalam undang—undang perpaitikan - yang
berlaku untuk pajak daerah, yang belum dﬂunam sampal dengan
akhir periode laporan keuangan. : L

9 8 01 02 Beban Penyisihan Piutang Retribusi
Digunakan untuk mencatat imbalan yvang d1pungut Pemerintah Daer ahj
dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan™ . yang dtbeukan,'
misalnya retribusi kesehatan, parkir, dan izin trayei. - '

9 8§ 01 03 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yanf:
Dipisahkan :
Digunakan untuk mencatat pzutang atas baglan iaba BUMD bempa-
dividen tunal timbul apabila pada suatu’tahun” Tbuku o telah”
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS
tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba bempa dividen tuna: yang
harus disetor ke kas daerah. :

9 8 01 04 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah . :
Digunakan untuk mencatat pengakuan atas plutang Lam Lain PAD.
vang sah timbul jika hingga - tanggal laporan keuangan terdapat:
pendapatan Lain-Lain PAD yang sah . yang belim disetor atau yang
belum dilunasi (Piutang lain-lain PAD yang: sah mengai{omod)r dari |-
rincian pendapatan lain-lain PAD yang sah yang cizsapkan di Laporan
Realisasi Anggaran). : :

9 8 01 05 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Digunakan untuk mencatat berdasarkan hasil realisasi pajak . dan haszl_ _
sumber daya alam yang menjadi baglan - __d_ae1ah vang belam .
ditransfer. Piutang dana bagi hasil ini diakui saat diterbitkannya Surat
Keputusan Menteri Keuangan tentdng alokasz kurang bayar dana bag13
hasil kepada pemerintah pugat. N :

9 8 01 06 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pcmcrmtah Pusat Lamnya L
Digunakan untuk mencatat berdasarkan ‘hasil redlisasi ‘pajak -dan haSJI.
sumber daya alam yang . menjadi . bagian . daerah yang belim
ditransfer. Plutang dana bagi hasil ini diakui ‘seat d1terb1tkannya ‘Starat:
Keputusan Menteri Keuangan tentang alokasi kmang bayar dana bagx
hasil kepada pemerintah pusat lainnya. -. :

9 8 01 07 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah: Lmrmya

Digunakan untuk mencatat bérdasdarkan hasil realisasi - pajak ‘dan’ hasxl*

sumber daya alam yang menjadi . bagian _daerah_ varig belum
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ditransfer. Piutang dana bagi hasil ini diakui saat diterbitkannya Surat
Keputusan Menteri Keuangan tehtang alokasi kurang bayar dana bagi
hasil kepada pemerintah daerah lainnva.

9 1 8 01 08 Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan

Digunakan untuk mencatat berdasarkan hasil realisasi pajalk dan hasil
sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang ‘belum
ditransfer. Piutang dana bagi hasil ini diakui saat diterbitkannya Surat
Keputusan Menteri Keuangan tentang alokasi kurang bayar dana bagi
hasil kepada pemerintah daerah.

g9 1 8 01 09 Beban Penyisihan Piutang Hibah

Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uwang dari pemerintah kepada entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perandang-undangan.

918 01 10 Beban Penyisihan Plutang Pendapatan Lainnya

Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan
pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang
berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan
akhir periode laporan keuangan.

918 02 Beban Penyisihan Piutang Lainnya
Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Phutang Lanmya
918 02 01 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan
Jangka Panjang.

918 02 02 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan P;njaman Jangka Panjang
kepada Entifas Lainnya

Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Bag1an Lancar Taglhan
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, :

g9 1 8 02 03 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pen;ualan.Angsuran :

Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Baglan Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran.

91 8 02 04 Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugl g
Digunakan untukmencatat Beban Penayisihan Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Rugi. :
918 02 05 Beban Penyisihan Uang Muka
Digunakan untuk mencatat Beban Penyisthan Uang Muka
9 1 8 02 06 DSt i, n
Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Plutang Lainnya. -
9109 Beban Lain-Iain
Digunakan untuk mencatat beban lain-lain,
9 19 Ol Beban Penurunan Nilai Investasi -
919 01 01 Beban Penurunan Nilai Invesiasi
Digunakan untuk mencatat béban penurunan nilai mvestam
919 02 Beban Penyisihan Dana Bergulir
919 02 01 Beban Penyisihan Dana Bergulir
Digunakan untuk mencatat beban penyisiharn dana bergulir
919 03 Beban Lain-lain :
91 9 03 01 Beban Lain-lain .
Digunakan untuk mencatat beban lain-lain,
9 2 BEBAN TRANSFER

Digunakan untuk mencatat beban “berupa pengeluaran . uang -atau.
kewajiban untuk mengeluarkan uwang dari pemermtah ciaerah kepada
entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ‘peraturan Iperundarig-
undangan yang diakui pada saat diterbitkan SP2D " atau pada’saat’
timbulnya kewajiban pemerintah daerah {(jika terdapat dokumen yang -
memadai). Dalam hal pada akhir Tahun  Anggaran. ferdapat pendapatan
vang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan stidah diketahi
daerah yang berhak menerima, maka nilai ter sebut dapat d1aku1 sebagai
beban.

921 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran . wang  -atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang yarg mérupakan hasil pajak’ dari
pemerintah daerah kepada entitas pelaporan’ lain yang d:wapbkan oleh
peraturan perundang-undangan :

921 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pagak Daerah Kepada Pemermtahan:
Kabupaten/Xota _
221 0 o Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemermtahan
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Kabupaten /Kota....

Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran wuang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang yang merupakan hasit pajak dari
pemerintah daerah kepada entitas pelaperan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota

21 01 02 Dst....

Digunakan untuk mencatat Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya.

2 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan vang yang merupakan hasil pendapatan
lainnya dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

22 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota

22 01 1 Beban Transfer Bagi Hasii Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan

Kabupaten/Kota.....
Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang yang merupakan hasil pendapatan
iainnya  dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan  vaitu Pemerintah
Kabupaten / Kota

2 2 01 02 DStuuuesiiiiiiiin i eieeiis e,

Digunakan untuk mencatat Beban Transfer Bag1 ‘Hasil Pendapatan
Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya.

2 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam bentuk bantuan keuangan
dari pemerintah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan

23 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi

23 0 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi....

Digunakan untuk mencatat bebdan berupa pengeluaran uang atan
kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam bentulk bantuan keuangan
dari pemerintah pusat kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yaitu pernermtah provinsi

23 01 02 Dst..... :

Digunakan untuk mencatat Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Propinsi lainnya. _

23 02 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Xota

2 3 02 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.....

Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeliarkan uwang dalam bentuk bantuan keuangan
dari pemerintah pusat kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah Kabupatén / Kota

23 02 02 Dst.....

Digunakan untuk mencatat Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Kabupaten /Kota lainnya.

2 4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

2 4 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

2 4 01 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....

Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeivarkan uang dalam bentuk bantuan keuangan
dari pemerintah pusat kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yaitu Desa

2 4 01 02 Dst....

Digunakan untuk mencatat Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa -
lainnya.

25 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya .

Digunakan untuk mencatat bebarr berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam bentuk -bantuan keuangan
dari pemerintah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan.

25 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik

2 5 01 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.....

Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran wang atau
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KODE AKUN

PENJELASAN

kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam bentuk bantuan keuangan
dari pemerintah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undarngan yaitu Partai Politile,

Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik
vang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan
suara.

2 8 01 02 Dst....
Digunakan untuk mencatat Beban Transfer Bantuan Kepada Partai
Politik lainnya.

2 6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam bentuk bantuan keuangan
dari pemerintah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dimana dana yang dikeluarkan tersebut
dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
daerah.

2 6 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota

2 6 01 01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota...
Digunakan untuk mencatat beban berupa pengeluaran wuang atau
kewajiban untuk mengelnarkan uang dalam bentuk bantuan keuangan
dari pemerintah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dimana dana yang dikeluarkan tersebut
dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu
daerah kabupaten/kota

26 0l 02 Dst....
Digunakan untuk mencatat Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
lainnya.

3 DEFISIT NON OPERASIONAL
Digunakan untuk mencatat selisin kurang antara pendapatan dan beban
selama satu periode pelaporan dari Kegiatan Non Operasional.

31 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

31 01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara defisit legiatan
operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian iuar biasa yang
berasal dari penjualan aset non lancar LO

31 01 01 Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara defisit kegiatan
operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang
berasal dari penjualan aset tanah LO

31 01 02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO :
Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara defisit kegiatan
operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang
berasal dari penjualan aset peraglatan dan mesin LO

31 01 03 Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara defisit kegiatan
operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang
berasal dari penjualan aset gedung dan bangunan LO

31 01 04 Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara defisit kegiatan
operasional, kegiatan nen operasional, dan kejadian -luar biasa yang
berasal dari penjualan aset non lancar / aset tetap lainnya LO

31 01 05 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
Digunakan untuk mencatat Pelepasan investasi dapat terjadi karena
defisit dari penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah
Daerah dan lain sebagainya

31 01 06 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara defisit kegiatan
operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang
berasal dari penjualan aset lain-lain LO

3 2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

32 o1 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Digunakan untuk mencatat penyeleseian pembayaran kewajiban jangka
panjang vang telah melewati batas waktu perjanjian yang telah disetujui.
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3 2 01 01 Defisii Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbarnkan - LO
Digunakan untuk mencatat penyeleseian pembayaran kewajiban jangka
panjang yang telah melewati batas waktu perjanjian yang telah disetujui
terhadap pihak perbankan oleh pemerintah

3 2 01 02 Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
Digunakan untuk mencatat penyeleseian pembayaran kewajiban jangka
panjang yang telah melewati batas waktu perjanjian yang telah disetujui
terhadap Lembaga keuangan non bank oleh pemerintah

3 2 01 03 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
Diguntakan untuk mencatat penyeleseian pembayaran kewajiban yang
telah melewati batas waktu perjanjian yang telah disetujui oleh
pemeriniah dengan cara mengelepaskan obligasi.

32 01 04 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
Digunakan untuk mencatat penyelesaian utang pemerintah pusat kepada
pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah pusat
sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan
{PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN}, Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan
Bapetarum,

32 01 05 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinst - LO
Digunakan untuk mencatat penyelesaian utang pemerintah provinsi
kepada pihak Iain yang disebabkan kedudukan suata instansi
pemerintah provinsi sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya
seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN}, Iuran
BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

32 01 06 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO -

Digunakan untuk mencatat penyelesaian utang - pemerintah
kabupaten/kota kepada pihak lain vang disebabkan kedudukan suatu
instansi pemerintalh kabupaten/kota sebagai pemotong pajak atau
pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

32 01 o7 Defisit Penyelesaian Premium {Diskonte) Obligasi - LO
Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari Premium atas Surat
Utang Negara yang berjangka waktu lebik dari 12 (dua belas) bulan
dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

32 01 08 | :

Digunakan untuk mencatat Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang - LO lainnya.

3 3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

33 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

33 0t 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara pendapatan dan beban
selama satu periode pelaporan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya,

3 3 0! 02 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
Digunakan untuk mencatat pelepasan investasi dlmana investasi yang
dilepas dapat segera dicairkan :

3 3 01 03 Defisit Penghapusan Aset
Digunakan untuk mencatat defisit yang d1sebabkan karena proses
penghapusan aset yang dapat diitkuti dengan proses pemusnahan, proses
penjualan, maupun sebab lain

33 01 04 Dst oo, .
Digunakan untuk mencatat Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya - LO lainnya.

4 BEBAN LUAR BIASA

4 1 Beban Luar Biasa

4 I 01 Beban Luar Biasa
Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan: ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulhya kewajiban yang
mana memiliki sifat tidak biasa atau jarang sekali terjadi, bahkan tidalk
berulang-ulang,

4 1 01 01 Beban Bencana Alam )
Digunakan untuk mencatat beban yang berasal dari tingkat abnormalitas
yang tinggi, yang sccara jelas tidak berhubungan dengan alctivitas normal
dan umum perusahaan, ataw hanya bersifal insidentil terkait dengan
aktivitas normal dan umum perusahaan, dengan memperhitungkan
faktor "lingkungan” di mana perusahaan beroperasi
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g4 1 Q01 02

Beban Luar Biasa Lainnya

Digunakan untuk mencatat beban luar biasa lainnya yang berasal dari
tingkat abnormalitas yang tinggi, yang secara jelas tidak berhubungan
dengan aktivitas normal dan umum perusahaan, atau hanya bersifat
insidentil terkait dengan aktivitas normal dan wmum perusahaan, dengan
memperhitungkan faktor-faktor diluar faktor “lingkungan® di mana
perusahaan beroperasi
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LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG KODEFIKASI AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PRDVINSI
KALIMANTAN BARAT

FORMAT KONVERSI PENYAJIAN NERACA

Akun Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas, Pencatatan
Barang Milik Daerah menggunakan kodefikasi Barang Milik Daerah dan
pencatatan neraca berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat perbedaan Kodefikasi
Akun Barang Milik Daerah dan Neraca, maka perlu dilakukan konversi

atau mapping kode barang ke kode akun neraca (persediaan). Format
konversi persediaan sebagaimana pada tabel 1.
Tabel 1
Format Konversi Penyajian Persediaan Neraca
Kode Barang Milik Daerah Bagan' Akun Sfﬁn&af
Kode Uraian Kode . ‘Uraian
117 Persediaan 117 Persediaan
11701 Persediaan Bahan Pakai
Habis .~
117010301 Alat Tulis Kantor 1170101 Persediaan Alat Tulis -
117010302 Kertas Dan Cover Kantor =
117010303 Bahan Cetak
117010305 Persediaan Dokumen/ 1170102 Persédiaém D'okuméﬁ./
Administrasi Tender Administrasi Tender -
117010308 | Alat Listrik 1170103 | Persediaan Alat Listrik 'da‘ﬁ*
elektronik { lamipu pijar, .
battery kering)
117010304 Benda Pos 1170104 Per sedlaan Perangko :
materai dan’ benda pos -
lainnya
117010313 Alat/Bahan Untuk 1170105 | Persediaan Peralatan
Kegiatan Kantor Lainnya kebersihan dan bahan
pembe1 sihi -
117010104 Bahan Bakar Dan Pelumas | 1170106 Pe‘rs'e_dman' Bahah’-Békaf -
| Minyak/Gas " '
117010109 Isi Tabung Pemadam 1170107 | Persediaan Isi tabung
Kebakaran peinadarn' kebakaran L
117010110 Isi Tabung Gas 1170108 Per sedlaan Is1 tabung gas -
11702 . Pe1 sediaan Bahan/ Matenai
17010101 Bahan Bangunan Dan 1170201 Persediaan Bahan baku
Konstruksi bangunan
17010105 Bahan Baku . '
17020101 Komponen Jembatan Baja
17020102 Komponen Jembatan
Pratekan
17020103 Komponen Peralatan
17020104 Komponen Rambu-Rambu
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Kode Uraian Kode Uraian
117020105 Attachment
117020106 Komponen Lainnya
117020201 Pipa Air Besi Tuang {Dci)
117020202 Pipa Asbes Semen (Acp)
117020203 Pipa Baja
117020204 Pipa Beton Pratekan
117020205 Pipa Fiber Glass
1170202006 Pipa Plastik Pvc (Upve)
117020207 PIP A Lainnya
117030101 Komponen Bekas
117030102 Pipa Bekas
117030103 Komponen Bekas Dan Pipa
Bekas Lainnya
117010108 Bahan/Bibit Tanaman 1170202 Persediaan Bahan/bibit
tanaman
117010111 Bahan/Bibit Ternale/Bibit 1170203 Persediaan Bibit ternak
tkan
117010401 Obat 1170204 Persediaan Bahan obat-
117010402 Obat-Obatan Lainnya obatan
117010102 Bahan Kimia 1170205 Persediaan Bahan kimia
117010103 Bahan Peledak
117010106 Bahan Kimia Nuklir
117010601 Persediaan Untuk Tujuan 1170206 Persediaan Bahan
Strategis/Berjaga-Jdaga Makanan Pokok
117010602 Persediaan Untuk Tujuan
Strategis/Berjaga-Jaga
Lainnya
117010701 Natura
117010702002 | Pakan Tkan 1170207 Persediaan Budidaya
Perikanan
117010702001 | Pakan Hewan 1170208 Budidaya Peternakan
117010306 Bahan Komputer 1170209 Persediaan Komputer
117010307 Perabot Kantor 1170210 Persediaan Alat Rumah
Tangga
117010201 Suku Cadang Alat 1170211 Persediaan Suku Cadang
Angkutan
117010202 Suku Cadang Alat Besar
117010203 Suku Cadang Alat
Kedokteran
117010204 Sulcu Cadang Alat
Labeoratorium
117010205 Suku Cadang Alat
Pemancar
117010206 Suku Cadang Alat Studio
Dan Komunikasi
117010207 Suku Cadang Alat
Pertanian
117010208 Suku Cadang Alat Bengkel
117010209 Suku Cadang Alat
Persenjataan
117010210 Persediaan Dari Belanja
Bantuan Sosial
117010211 Suku Cadang Lainnya
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Kode Uraian Kode . Uraian
117010311 Perlengkapan 1170212 Persediaan Barang Bercorak
Pendungkung Olah Raga Kesenian/Kebudayaan/
Olahraga
117010312 Suvenir/Cendera Mata
117010107 Barang Dalam Proses 1170213 Persediaan Bahan/Material
117010112 Bahan Lainnya Lainnya
117010309 Perlengkapan Dinas
117010310 Kaporlap Dan
Perlengkapan Satwa
117010703 Natura Dan Pakan Lainnya
117010801 Persediaan Penelitian
Biologi
117010802 Persediaan Penelitian
Biologi Lainnya
117010803 Persediaan Penelitian
Teknologi
117010804 Persedizan Penelitian
Lainnya
117010901 Persediaan Dalam Proses
117010902 Persediaan Dalam Proses
Lainnya :
11703 Persediaan Barang Lainnya
117010501 Dijual/ Diserahkan Kepada | 117 0301 | Persediaan ° Barang -yang
Masyarakat akan - diberikan - kepada
117010502 Persediaan Untuk Dijual/ L

Diserahkan Lainnya

Pihak Ketiga -
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